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ABSTRAK 

Pangalila, Ferlansius. "Resosialisasi Sebagai Tujuan Pemidanaan (Pembaruan 
Pemidanaan Di Indonesia Dalam Perspektif Utilitarianisme)", Tesis, Magister, 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009: xii + 231 halaman, bibliografi 109 
(1970-2009), 

Metode yang dipakai da!am penelitian ini adalah metode penelitian hukum 
normotif Yang menjadi permasalahan adalah apa dasar dan manfaat resosialisasi 
sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia? Bagi masyarakat, kejahatan merupakan 
tindakan yang seeara moral tak dapat dibenarkan, sehingga setiap anggota 
masyarakat harus bertindak sebagaimana agen moral yang bertindak da!am 
koridor norma-norma moral yang berlaku. Pemerintah sebagai pemegang peran 
ulama da!am usaha penanggulangrm kejahatan tidak boleh tidak sesuai dengrm 
tujuan Negara Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur 
bardasarkan Pancasila. Penanggulangrm kejahatan dengan ditataPkan dan 
diberlakukannya sistem pemidanaan yatlg bertujuan untuk melindungi masyarakat 
Indonesia. Dilain pihak, pelaku k<Jabatan juga merupakan bagian dari masyarakat 
Indonesia sehingga dia juga memilild hak untuk di!indungi oleh Nngara. Dengrm 
demikian Pemidanaan hams diatur dan dijalankan sedemikian ropa tanpa 
mengurangi tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Sistem Pemidanaan merupakan 
bagian dari kebijakan penanggulangrm lrejabatan sebagai upaya dalam me!indwtgi 
masyarakat wnumnya dan pelaku k<Jabatan khususnya. Dalam praktek selama ini, 
Pemerintah Indonesia te!ah meoerapkan sistem Lembaga Pemasyamlretan yang 
pada intinya sebagai suatu proses rehahilitasi dan resosialisasi pelaku kejabatan. 
Sistem Pemasyarakatao merupakan suatu konsep yang dirwnnskan sebagai suatu 
metode untuk mengubah nacapidana menjadi orang yang dapat berguna dalam 
masyarakat dengan pnteosi-pntensi yang ada da!am diri mereka sendiri. 
Masyarakat di!ihatkan dalam pemhinaan ini, sehingga masyarakat mau menerhna 
narapidana ini kedalam linglrengan sosialnya. Seorang narapidana dapat kembali 
ke tengah-tengah masyarakat dan menunjukan prilaku yang berdasarkan moral 
dianggap balk sehingga dia dapat diterima kernbali dan hidup normal ditengah­
tengah masyarakat, dengao demilcian kebahagiaan sosial dapat diwujudkan. 
Sistem Pemidanaan sebagai suatu Kebijakan haruslah bertujuan sebagai proses 
resosialisasi pelaku kejabatan. Dasar Resosialisasi adalah moral, yakni apa yang 
balk bagi masyarakat, karena bermanfaat untuk semakin meningkatnya 
kebahagiaan sosial. 

Katakunci: 
Utilitarianisme, moral, pemidanaan, resosialisasi, kebahagiaan sosial 
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ABSTRACT 

Pangali1a, Ferla.nsius. uResocialisation as the Goal of Sentencing (the Renovation 
of the Sentencing in Indonesia in the Perspective of Utilitarianism)." Thesis, 
Magister, Faculty of Law of the University of Indonesia, 2009: xii + 231 pages, 
bibliography 109 (1970-2009). 

The method used in this research is nonnative law research method. The 
question here is what are the reasons and the benefits of resocialisation (!Iaining to 
he social or to he fit member of society) as the goal of sentencing in Indonesia? 
For people, crime is a morally unjustified action. Thus, each member of the 
society sbould act as a moral agent who behaves in the corridor of effilctive 
norms. As the institution which bas the key role in fighting crimes, the 
government must work in line with the aim of the state that is the realization of a 
just and prosperous society based on Pancasila To fight the crimes, the 
government has stipulated and imposed the sentencing system which aims to 
protect Indonesian people. In other sides, the criminals, who also pert of 
Indonesian society~ have the rights to have state•s protection. The sentencing, 
therefure, must be formulated and implemented without reducing the goal of the 
criminal law. The sentencing system is a part of the policy to combat crimes in 
order to protect the society~ especially the criminals. So far1 Indonesian 
government has carried out a correctional institution system which is basically 
serves as a rehabilitation or resocialisation process for the criminals. Correctional 
system is a concept formulated as a melliod to change~ correct or modifY the 
potencies of a prisoner to be useful for the society. Because the society is 
involving in that guidance. the prisoner could come back and live normally in the 
society. The society welcome them well due to good morals a former prisoner 
reflects in social life. As a policy, the sentencing system should resocialize the 
criminals. To improve social happiness, resocialisation must base on morals or 
what is good for the society. 

Keywords: 
Utilitarianism, moral. sentencing) social happiness 

ix 
Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



DAFTARISI 

Halaman Judul 

Halaman Pemyataan Orisinalitas 

Halaman Pengesabau 

Kata Pengantar 

Halaman Persetujuan Publikasi Karya lhniab 

Abstrnk 

Daftar lsi 

BAB 1 PENDAHULUAN 

l.1 Latar Belakang 

1.2 Perumusan Masalah 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4 Kerangka Teori dan Konsepsi 

1.4.1 Kerangka Teori 

1.4.2 Kerangka Konsepsi 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

1.5.2 Metode Pengolahan Data 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 2 PEMIDANAAi'l DALAM PERSPEKTIF UTILlT ARIANISME 

DAN KONSEP PEMASYARAKA TAN 

2. I Tenri Pembalasan (Retributive/vergeldings theorieen) 

H!m 

i 

jj 

iii 

iv 

vii 

viii 

X 

l 

I 

15 

17 

18 

18 

22 

24 

24 

25 

25 

29 

3! 

2.2 Teori Manfaat (Utilitarian/doeltheorieen) 36 

2.3 Pemidanaan di Indonesia dan Konsep Pemasyarakatao 46 

2.3.1 Pemidanaan di Zaman Penjajahan 47 

2.3.2 Pemidanaan di Awal Kemerdekaan (tabun 1945 s/d 

1963) 51 

2.3.3 Konsep Pemasyarakatan 53 

X 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



BAB 3 RESOSJALISASI SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN 60 

3.1 Hukum dan Moral dalam Kehidupan Sosial 63 

3.1.1 Hubungan Hukum dan Moral 64 

3.1.2 Kebahagiaan Sosial Sebagai Tujuan Hukum 70 

3.2 Moral Sebagai Landasan Pemidanaan 81 

3.2.1 Konsepsi Pemidanaan dalam PerspektifMoral 83 

3.2.2 Kebijakan Pemidanaan Berdasarl<an Prinsip Utilitarian 99 

3.3 Resosialisasi Sebagai TujuanPemidanaan 109 

3.3.1 Alasan-Alasan Pentingnya Resosialisasi 112 

3.3.2 Manfaat Resosialisasi 117 

3.3.3 Resosialisasi Dalam Perangkat Hukum Nasional dan 

Intemasional I 19 

3.3.4 Pemasyarakatan Sebagai Sistem Resosialisasi 126 

a. Vitalisasi Program dalam Lembaga Pemasyarakatan 131 

b. Vitalisasi Petugas Pemasyarakatan 135 

BAB 4 PEMBARUAN KONSEP PEMIDANAAN DALAM 

RANCANGAN KUHP 139 

4. I Pancasila Sebagai Dasar Pemidanaan di Indonesia 14! 

4.1.1 Pancasila Sebagai Kontrak Sosial Bangsa Indonesia I 42 

4.1.2 Pancesila sebagal Sumber Segala Sumber Hukum 151 

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembaruan Pemidanaan I 54 

42.! Pemidanaan dalam Konteka Legalitas dan Living Law 156 

4.2.2 Pemidanaan berdasarkan Norma Agarna dan Ada! !69 

4.2.3 Pemidanaan berdasarkan Nomm Universal 175 

a. Perkembangan Retributivisme Dan Utilitarianisme 176 

b. Perkerobangan Hak Asasi Manusia 179 

4.3 Pembaruan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP I 84 

4.3.1 Tujuan Pemidanaan Dalarn Rancangan KUHP 188 

4.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalarn Rancangan KUHP 196 

4.3.3 Pedoman Pemidanaan Dalarn Rancangan KUHP 207 

Xl 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



BAB5 PENUTIJP 211 

5.1 Kesimpulan 211 

5.2 Saran 221 

Kepustakaan 225 

xii 
Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



BABI 

PENDAHULUAN 

''Hukum pidana hendaknya dipertahanknn sebagai salah satu sarana 
untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap 
kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kemba!i 
(rehabilitasi) si pembuat tanpa mengunmgi keseUnbangan 
kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat", 1 

1.1 Latar Belakang 

Pemidanaan dalam perspektif utilitarianisme merupakan kQDllep filsafat 

hukum pidana yang menjadi kerangka teori dalam tulisan ini karena masalahnya 

sangat up ta date dalam kehidupan masyarakat dan perkemhangan hukum pidana 

itu sendiri. Selain itu, akan menjadi salah satu masukan yang baik untak 

pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai 

pemidanaan sebagaimana seharusnya selalu mengalami perubahan ke arab yang 

lebih baik. 

Pada prinsipnya hukum merupakan aturan hidup dalam masyanakat, yang 

hertujuan uutak meneapai kebaikan umum atau kehahagiaan sosial. Kelika 

sekelompok orang mempunyai tujuan maka mereka memerlakan aturan uutak 

mencapai tujuan tersebut, da!am :menentukan atura.n mereka perlu untuk 

melakukan kesepakatan atau konsensus. Konsensus mengenai aturan bersama 

tersebut merupakan hukum yang herlaku dan menjamin akan proses peneapaian 

tujuan hersama yakni kepentingan bersama. Konsensus ini dapat dilihat dalam 

herbagai bentuk antara lain budaya, agama, adat istiadat dan kebiasaan. 

Konserurus tidak selamanya secara fisik dimana !eljadinya perbineangan dan 

petdebatan seru tiapwtiap manusia secaraface to face mengenai norma yang pantas 

dan berlaka untuk tiap-tiap orang itu, tetapi suatu keadaan dimana manusia 

1 BPHN, Seminar Knlninologi ke-3 diselenggarakan di Semarang, 1976, Bina 
Oipta, Ja;<arta, 1977, him 77. Uhatjuga didalam Muladi dan Baroa Nawa\'11 Arlef, Teoli­
Teod dan K.&bijak.an Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm 96 

1 
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2 

berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia yang secara kodrat dengan 

sadar menyetujui apa yang baik bagi setiap orang.2 

.. .ia adalah peraturan-peraturan hid up, yang oleh tiap-tiap orang 
diwujudkan dalam hidup sehari-hari, acapkali dengan lidak disadarinya ... 
dalarn kesadaran bangsa dan dilakukan oleh tiap-tiap individu, dengan 
tidak usah dipertanggungjawabkan. 3 

Praktek hukum dewasa ini adalah lahir dan wujud dari pemikiran­

pemikiran yang merupakan teori-teori hukum yang terus mengalami perubahan 

bardasarkan perubaban masyamkat Teori dan praktek hukum adalah dua hal yang 

identik namun sering berjalan diatas rei yang berbeda Praktek kadang berjalan 

lidak sejajar dengan toorinya, dan teori seringkali menjadi snatn utopia dalam 

realitas prnksis. Narnun baik teori rnaupun praktek hukum selalu dan semestinya 

berhubungan dengan keadilan, ketertiban dan bahkan kesejahteraan umum. 

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak 

diwujudkan oleh hukum. 4 

Hukum hidup dahun masyarakat dan masyarakat hidup daiam hukum 

memiliki paradoks yang sangat penting jika dilibat dalam konteks positivisme 

yuridis, dimana perkembangan masyarakat melaju dengan pesat malah hukum 

dalam arti hukum positif mengalami pemberuan yang sangat lambet. 

z Bandingkan dengan pendapat John Rawls mengenai Teorf Posisi Asti (Orig;nef 
Position). Rawls tertanK pacta teori kontrak seperti yang dikemukakan ole:h Locke, 
Rousseau, d~n K~nt. pi~ men~emb?J19kan ~ri k§!?~il~n y~n!:J tel.ah ~ikem~kakan fJieh 
kaum utilitarianisme. Teori keadllan yang dlkembangkan oleh Rawls ini dlkenal dengan 
Teori Posisi Asli (Orifjinal Position). Pdsisi.Asli yang Oitnaksud adalah keadaan dlmana 
manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusja, Posisi Asli ini sifatnya 
hipotesis atau fildif sebagai abstmksi dari keyakinan etis masjng-masing yang harus 
dilandasl kejujuran. Melalui posisi asll lni orang akan dapat mencapai persebJjuan asli 
{original agreement) tentang plinsip·prinsip keadilan yang menyangkut pembagian hasil 
hidup bersama. Keadllan yang dihasi!kan ditanggapl seDagal suatu kejujuran manusia 
sebagai manusia suatu pendirian yang tidak dipengaruhi pertimbangan-pertimbangan 
sampingan yang mengelabui mata UraJao diatas dapat dilihat dafam Theo Huijbers, 
Filssfat Hukum Dalam Linlasan Sejarah, Kanisius, Yokyakarta, 1995, him 197 

3 l.J. Van Apefdoom, PengBntar llmu Hukiim. pt PradOya Paramita, Jakarta, 1996, 
hlm22 

4 Carl Joachim Friedrich, Fifsafat Hukum Perspektif Historis, Penerblt Nuansa dan 
Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004, him 239. Theo Huijbers berpendapat bahwa 
hukum ialah IUS atau Recht. Bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang 
bettentangan dengan prinsip-.prins!p keadilan, maka hukum itu tidal< bersifat normatif lagi, 
dan sebei,-amya tidak da·p·at di~b"ut hukum- tagi. Undang-t~ndan·g lianyaf hukom, hila- a-dil 
Dengan kata teknis: adil marupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. 
Thea Huijbers, Filsafat Hukum, Kanlsius. Yokyakarta. 1991, him 69 
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Menyelaraskan hukum dengan perkembangan rnasyarakat mengalami benturan­

benturan yang bersifat sosial, ideologi dan filosofis. Tindakan baru menjadi 

perdebatan dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus perdebatan ideologi dan 

filosofis yang bersifat konseptual sebagal dasar pembenaran atau peoolakan 

tindakan tersebut. Perkembangan masyarakat ini mernbawa akibat dipertanyakan 

kernbali konse!lllUS nonna yaug ada, apakah masih sah sebagal pagar dan 

jembatan dalarn pergaulan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali 

didahului oleh tindakan anti sosial yang secara emosional dinilai sebagai sesuatu 

yang tidak bersifat umnm, menimbulkan gangguan sosial. Tindakan ini 

mengancam nonna-nonna sosial yang mendasari kehidupan dan keternturan 

sosial, dapat menimbulkan ketegaugan-ketegaugan sosial.' Tindakan ini menjadi 

masalab kemanusiaan dan masalab sosial.6 Akhirnya tindakan ini oleb masyarakat 

bisa disepakati sebagal kejabatan dalam tataran etis atau moral dan belum dalam 

arti /ega/ positive. 

Perkembangan masyBiaket membawa dampak pada perkembangan hukum, 

sebagaimana diketahul bahwa dalarn pertumbuhan masyarakat kejabatanpun 

tumbuh sebagai parasit yang tidak mudab dan tidak mungkin diberantas habis. 

Kejabatan merupekan sumber penderitaan manusia, yang telab menjadi bagian tak 

terpisabkan dalarn sejarah rnanusia. Setiap komponen masyarakat membenei 

kejahatan retapi kejahatan selalu terwujud dan berkembang dari bagian keeuponen 

masyarakat tersebut. Kejabatan memang terjadi dimana-mana, peda setiap waktu, 

dan menyentuh segala lapisan masyarakat, dari segi pelaku maupun korbannya. 7 

Babkan secara sosiologis kejahatan merupakan suatu prilaku manusia yang 

diciptakun oleh masyarakat.' 

;,; Ojoko Prakoso, Masalah Pembetian Pidana Dafam Teori dan Praktek Peradi/an, 
Ghalia Indonesia, _Jakarta, 1~. h_fm 31 

6 Ibid, merupakan pendapat dari Marc Arseal dalam Social Defence, London, 1965, 
hlm99 

7 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Kcnsep Pemidanaan : SUatu Gugatan 
Telhadap Proses Lagislasi dan Pemidanaan di Indonesia. Pldato Pengukuhan Guru 
Besar, Universitaslndonesla Tahun 2003, him 3 

6 Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulva, Kriminofogi, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2001 
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Perkembangan masyaraka! menjadi laban subur berkembangnya 

keanekaragaman baru dari kejahatan sebagai hasil perkawinan sillmg berbagai 

jenis kejahatan yang Ielah ada dengan berbagai mac am cara (operandi) dalam 

lahoratoriurn masyarakat itu sendiri. Penipuan dengan menggnnakan hand phone, 

pembunuhan dengan racun arsenic, pembobolan bank dengan credit card palsu, 

cyber crime dan lain sebagainya, menjadi bukti adanya berbagai macam tindakan 

anti sosial baru dalam era globalisasi. Namun dilain pihak hukum positif yang 

masih dipercaya sebagai jaminan terhadap kepentingan masyarakat terkesan tak 

mampu menjemt para pelaku kejahatan baru tersebut karena masalah fonnalisasi 

dan validitas bukum yang berbelit, rurnit dan lambat. 

Tindakan anti sosial barn ini sebagai kejabatan dalam tal:arrul moral 

menjadi masalab sosial yang seakan terns menimpa dikala kejabatan tradisional 

lainnya mengalanti modemisasi. Money /aundring, illegal trading, if/ega/logging, 

illegal mining; irafficking; narkobs, dan tak ketinggaian korupsi adalab an!ara lain 

masalah sosial yang dihadapi oleb masyarakat, yang seakan tak pernab selesai, 

masalab sosial ini merupakan The Social Oldest Problems. 9 

Dalam sejarah masyarakat te!dapat berbagai maearn naaha untuk 

menyelesaikan masalab sosial ini. Salah satu usaba adalab dengan menggnnakan 

hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana10 Oleh karena itu hnlrurn 

pidana disebut sebagai hukum nsartksi'~ istimewa, sanksi disini daJam arti 

ancaman: 

1. llagi pelanggaran terbadap hukum yang Ielah ada (existing laws). 
2. Yang berbadn dengan sanksi lainnya (Sanksi administrasi, sanksi perdata, dll). 
3. (seharusnya) Bersifat tegas, non-diskriminatif, non-multi interpretable." 

Sudarto berpen<lapat bahwa dalam menghadapi masalah kejabatan harus 

memperhatikan hal-hal yang padn intinya sebagai berikut: 

a. Tujuan pengganaan hukum pidana harus memperbatikan tujuan pembangunan 
nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil 

9 Benediet S. AJper, Changing Concept of Crime and Criminal Policy, UNAFB No. 
6/1973! him 85 

0 Djoko Prakoso, S.H., Op. Cit, him 31 
11 Harkristuti Harkrisnowo, Pengaturan Mengenai Sanks; Pidana Dalam R~KUHP 

Dalam Perspektif Ham, dalam Komnas HAM & all, Catatan Seminar, Pembaruan KUHP: 
Meninjau kembali bentuk-bontuk hukuman da/am RUU-KUHP, Bandung, 2005, him 57 
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dan spirituiil berdasarkan Pancasila~ sehubungan dengan ini maka 
(penggunaan} hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi k~ahatan dan 
mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi 
kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan 
hukum pidana hams merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki», yaitu 
perbuatan yang mendatangkan kerugian (mcteriil dan spitituiil) atas warga 
masyarakat 

c. Penggunaan hukum pidana barns pula mernperhatikan prinsip "biaya dan 
hasil" 

d. Penggunaan hukum pidana haras pula memperhatikan kapasitas atau 
kemampuan day a kerja dari badan-hadan penegak hukum, yaitu jangan sampai 
ada kelampauan behan tugas (overbelasting). 12 

Adanya peranan pemerintah untuk menentukan validitas peraturan pidana 

secara formal dan mengikat terhadap seluruh warga masyarakat, dengan kata htin 

hukum pidana itu hams tertulis. Kepastian hukum diperlukan agar tidak terjadinya 

kesewenang-wenangan dan pe]anggaran hak asasi manusia Berdasarkan alasan 

tersebut maka sangat pentinglah asas legalltas tetap dipertahankan dalarn sistem 

hukum pidana di Indonesia Walaupun hukum pidana hanya mempunyai fungsi 

subsidier, 13 artinya bahwa hukum pidana digunakan terakhir apabila upaya-upaya 

lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan kurang memadai. 

Sejak awal bangsa Indonesia melalui hukum pidananya menentukan 

perblliitan mana yang tidak hnleh dilal::ukan, yang tabu atau pentang, serta 

ancarnan pidananya apabila larangan-larangan itu dilanggar, yang tujuannya agar 

bangsa Indonesia ke arab masyarakat sosialis Indonesia, yang adil dan makmur, 

berdasarkan Pancasila. 14 

Muljatno mernharikan pengertian hukum pidana adaiah bagian dari 

keselumban hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar 

dan aturan-aturan untuk: 

l. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak bo!eh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 
bagi siapa yang melanggar larangan tersebut 

12 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung, 1977, hlm 44-46 
" Ibid, him 160 
14 Mo_eljatno, Fung$!1 claJ? Tujuan Hukum Pidana lndon~$i.2t, J:!!na A~ra. ~aKarta. 

1985. him 12 
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dapat dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang telah diasangka melanggar larangan tersebut" 

Untuk menentukan hal-hal tersebut tentunya ada proses legislasi. 

Kebijakan hukum pidana juga bagian dari proses legislasi. Kebijakan hukum 

pidana memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan sosial atllu kesejahternan 

umum. Dengan demikian hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan 

memiliki hubilllgannya dengan masalah kebijakan. Dalam rangka kepastian 

hukum maka usaha ini barus dalam bidang kebijakan hukum untuk menetapkan 

konsensus dalam konteks hukum pidana kedalam hukum positif. 

Kebijakan hukum pidana atau politik kriminal merupakan bagian dari 

politik hukum. Menurut Sudarto, politik hukum ialah : 

L Usaha untuk mewujutikan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 
keadaan dan situasi pada suatu waktu;16 

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa 
digilllakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalarn masyarakat 
dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 

Di bagian lain, Sudarto mengemukakan tiga pengertian kebijakan kriminal, 
yakui: 

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi 
dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang bernpa pidana; 

b. Dalarn arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, 
termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan 

e. Dalarn arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah 
keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang,1l1ldangan 
dan badan-badan resml, yanf bertujuan untuk menegakan norma­
norma sentral dari masyarakat. 7 

Salah satu point penting dalam hukum pidana adalah masalah pemidanaan. 

Pemidanaan sebegai tindalcan yang secara sadar dilakukan oleh negara lorlladap 

" Moeljatno, Asas-Asss Hulwm Pidana, Rlneka Clpta, Jakarta, 2002, him 1 
" Sudarto, Op. Cit, him 1.59 
17 Dapat dilihat dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pldana. Perl<embangan 

Penyusunan Rancangan KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2000, him 1. Lihat juga, 
Sudarto, Ibid, him 161. Llhat juga Sudarto, Kapikta Selekta Hukum Piclana, Alumni 
Bandung,1986, him 113-114 
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terpidana. agar terpidana mengalami penderitaan menjadi hal yang sangat rnenarik 

untuk disimak. Bahayanya adalah pemidanaan seringkali menjadi alat legitimasi 

kekuasaan negara terhadap warga negara. 

Di Indonesia berlaku hukum pidana yang berswnber dari Kitab Undang­

Undang Hukurn Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

dikenal dengan istilab pi dana kbusus atau hukw;n pi dana yang ada diluar KUHP. 

KUHP yang berlaku di Indonesia sebagian besar merupakan teijernaban 

dari welboek van strafrechl buatan Belanda tahun 181 1. Dalam dua dekade 

terakhir ini teljadi upaya untuk menggantikannya dengan suatu sistem KUHP 

produk asli Indonesia Hal ini menjadi sangat menarik karena dalam waktu 

tersebu~ bakal KUHP buatan Indonesia itu masih tetap dalarn bentuk rancangan. 

Tetapi mungkin juga dikareuakan pada proses yang betul-betul serius sehingga 

akan mengbasilkan produk KUHP yang benar-benar bagus dan menjamin akan 

rasa adil bagi setiap komponen masyarakat Indonesia dan tcrlebih bertujuan untuk 

kesejahteran wnum bengsa Indonesia berdasarkan Pancasila. 

Dalarn Pasall 0 KUHP18 terdapat jenis-jenis Pemidanaan yaitu : 

l. Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
b. Pidana PO!ijara 

1) Seumur Hidup 
2) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu 

tahun) atan pidanapoqjara selama waktu tertentu. 
c. Pidana Kurungan, (sekurang-kurangnya satu beri dan setinggi-tingginya 

satu tahun). 
d. Pidana Denda (sebegai pengganti hukuman kurungan). 

2. Pidana Tarahaban 
a. Pencabutan hak-hak rertentu. 
b. Pemmpasan (penyitaan) barang-barang tertentu. 
c. Pengurnuman keputusaa haldm. 

Pemberian pidana rentu tidak rerlepas dari tujuan diberlakukannya hukum 

pidana itu sendiri. IA!lltas apa yang menjadi tujuan pemidanaan itu sendiri? Dalarn 

KUHP yang berlaku saat ini kita tidak dapat menemukan salu pasalpun yang 

secara eksplisit memberitahukan apa yang menjadi tujuan pemidanaan. 

18 Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setta Komentaf­
Kom~nt{!Jmya Lengkap P~~fl! Qemi Pasal, Politea, Bogor, 1996 
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Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang didalamnya termasuk 

pemidanaan apakah sebagai suatu sistem yang mengubah nasih terpidana atau 

mengubah prilaku terpidana. Substansi pemyataan semacam ini sering muncul 

dalam berbagai bantuk, hal ini merupakan pernyataan dan sekaligus pertanyaan 

kunci untuk merelleksikan sistem pidana yang ada dan akan ada. 

Selain masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan 

merupakan bagian penting dad hukum pidana yang jllStru sering menjadi 

dambaan, sorotan dan sekaligus momok yang menakutkan bagi sebagian besar 

masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat umumnya mengukur sejauh mana 

keserinsan penegak hukum menerapkan keadilan lewat seberapa besar dan 

seberapa pantas pemidanaan yang dikenakan peda terpidana. Ini menjadi bukli 

faktual bahwa persoalan pemidanaan tidak menjadi persoalao para pemikir dalam 

tataran konsep filosofis saja, melainkan juga membawa pemidanaan · dalam 

kebidupan nyata rnasyarakat Dan lebib dadpada itu dalam nitaran praklis 

pemidanaan akbimya bukao banya rnenjadi perdebatan selera anll!ra bakim dan 

jaksa beserta para penasibat hukum melaiukan masyarakatpun menjadi pengamat 

sekaligus ukurao rasa adil dalam kon!eks pidana. 

Pemidanaan harus juga memperhatikan keadilan masyarakat, keadilan 

korban dan keadilan terpidana. Dengan dernildan pemidanaan menjadi suatu hal 

yang tidak ditakmi melaiukao sebagai salah satu snlusi yang dirasa adil oleh 

sernna pibak dalam penyelesalan masalah dalam konteks hukum pidana. Namun 

memang menjadi suatu kenyataan hukum bahwa proses pidana dad awal maupnn 

sampai pelaksanaan pemidanaan yang seharusnya menjadi ultimum remedium 

sering menjadi sebarnsnya dan satu~satunya. 19 Selain masalah sulitnya menjamin 

akan rasa adil yang sesnnggnhnya bagi semua pihak terbadap proses pidana 

tersebut. 

19 Sangat penting bagl pembentuk undang~undang untuk mempertanyakan apakah 
tr.agf~n h!Jk.um yang lain tldak telah memberik:;In perlindungan yang C!J]s:Up bag! 
kepentingan tersebut dan apakah suatu sanksi pidana mernang diperlukan sekall 
disamping sanksi--sanksi yang telah ada dalam bagian-bag:ian hukum lalnnya ttu. 
Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena hukum pldana bukanlah satu-satunya 
solusi dalam menyelesaikan masalah huirum. 
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Pemidamum berhubungan dcngan pertanggungjawaban pidana. Namun 

pedu dilihat bahwa seorang telah mulai bertanggungjawah terhadap perbuatan 

pidana yang dia lakukan ataupun tidak sejak orang yang dimaksud telah diduga 

sebagai pelaku kejahatan dan telah dinyatakan sebagai tersangka. Salah satu 

contoh adalah labelling dimana status sebagai tersangka pidana telah dikenakan 

padanya, Sejak menyatakan seseorang sebagai tersangka, dalam kehldupan sosial, 

tersangka menerima label sebagai "peujahat" atau setidaknya patut diduga sebagai 

"penjabat", "musub masyarakat" dan bahkan lebih k<aam Jagi sebagai "sampah 

masyarakat", oleh masyarakat umum dengan dibantu oleh lembaga hukum yang 

ada. Labelling menjadi hal yang sangat sering menjadi hukuman sosial yang 

paling mudah diberikan kepada pelaku kejahataa, dan hal ini langaung mengena 

kepada tersangka sebagai suatu hukuman pidana yang mengganga seeara 

psikologis. Karena label ini sikap dan prilaku masyarakat terbadap tersangka atau 

pelaku kejahatan menjadi tidak bersababat dan bahkaa sering tidak mannsiawi. 

Apekah hal ini dapat membantu seorang yang diberikan label oleh masyarakat 

sebegai "penjabat" dapat kemhali ke tengah-tengah masyarakat sebagaimana 

sebelum terjadinya kejahatan? Namun dalam kenyataan, kembalinya mantan 

terpidana ditengah masyarakat oleh karena Ielah selesai menjalani bukuman 

penjara, sering tidak diterima kembali seeara normal oleb masyarakat karena label 

"Mantan NaPi". Pelaku kejahatan yang dipidana ataupun karena undang,=dang 

tidak dipidana seharusnya dapat hidup kembali bersama-sama dengan masyarakat, 

tetapi deogan adanya label seringkali mengganggu proses resosial pelaku 

kejahatan tersebut. 

Permasalaban penting dalam Pemidanaan adalah masalah Hak Asasi 

Manusia. Hukum kita memang refleksi dari moralitas masyarakat. Dan hukum itu 

adalah salah satu sarana yang paling knat-secara normatif-untuk rnellndw1gi, 

memenuhi dan memajnkan HAM.20 Perlindnngan ini telah diupayakan oleh 

pemerintab dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), namun dalam prakteknya scring teljadi pelanggaran yang sering 

20 Harklistuti Harkrisnowo, Pengaluran Mengenai Sanksi Pidana Datam R-KUHP 
Dalam Perspektif Ham, dalam Komnas HAM & all, Catatan Seminar, Pembaruan KUHP : 
Meninjau kembali bentukrbentuk hukuman dalam RUU-KUHP, Bandtmg, 2005, him 56 
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berakhir dengan tidak adil. KUHAP sebagai "karya agung" bangsa Indonesia 

karena menggantikan Herzine Inlands Reglement (HIR)'1 yang masih semangat 

penjajahan, KUHAP dianggap lebih manusiawi. Proses peradilan pidana itu 

berlandaskan pada proses hukum yang adil (due process of law), dimana hak-hak 

tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak­

hak warga negara sipil (eM/ rights) dan karena itu begian dari HAM.22 

Kenyamannya bahwa sanksi pidana telah dikenakan kepada seseorang sejak 

sebagai tersanglrn sampai terpidana, masalah labelling seperti yang diumikan 

secara singkat diatas maupun masalah proses peradilan pidana. 

Dalam proses pidana seharusnya seorang yang diduga melakukan 

kejahatan dihargai dan dihormati hak asasinya sebagai manusia. Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang tentang Pokok Keknasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 

meeyebutkan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". 

dan ayat (3) "Segala campur t.angan dalarn urusan peradilan oleh pihak-pihak lain 

dilua.r kekoasaan kehakiman dilarnng, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam 

Undang-Undang Dasar''. Dalarn prakteknya asas ini hanya sebatas asas saja, 

Peradilan yang bebas (Independent judiciary) yang merupakan manifestasi negara 

hukum, dimana hukum ditegakan dan tidak berpihak, malah menjadi kesempat.an 

penegak hnkum secara bebes memilah-milah kasns seperti kejarnnya perlaknan 

rerhadap tersangka pencuri ayam dibandingkan dengan pejabat negara yang 

koruptor. Selain itu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan malah 

sering direkayasa, berbelit-belit dan dituuria-tunda dengan alasan yang tidak logis 

yang ujung-ujungnya biaya mahal. Proses penegakan hukum sering dipandang 

hersifat diskriminatif, iukonsisten, tidak mernakai paramarer yang objektif, dan 

mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.23 Semua ini diderita oleh 

21 HJR atau Hokum Acara Pldana jaman penjajahan Belanda dl Indonesia 
pengganti IR (Inlands Reglement), yang merupakan peraluran penyempumaan dan SR 
(Straf Orrlering) 1846, dan pada tahun 1926 diganti dengan IR (lnlaniis ReglemenV-

l!Z Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia daiam Sistem Peradilan Pidana, 
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (dlh lembaga Kriminologi) 
Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, him 53 

23 Harkrlstuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan 
Terbadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru 
se-sa-r, Universita-s Indonesia Tahun 2003, him 2 
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tersangka/terdakwa/terpidana. Masalah lain yang perlu untuk menjadi Jatar 

belakang mengenai masalah pemidanaan dan Hak Asasi Manusia yakni adanya 

terpidana mali yang dipenjarakan sekian lama tanpa tahu dengan pasti kapan akan 

dieksekusi. 

Dalam penegakan hukum pidana, terdapat lembaga atau institusi pidana, 

yang merupakan lembaga Peradilan yang secara khusus dikenal dalam sistem 

perndilan pidana yakni negara yang diwekili oleh Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan, Lembaga Pemasyatllkatau dan Masyarakat. Kecuali masyarakat, 

lembaga pidana ini mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk menegakan 

hukum dalam konteks hukum pidana, sistem peradilan yang dibangun oleh negara 

melegitimasinya menjadi satu-satunya yang berhak menyatakan tindakan tertentu 

sebagai kejahatan dan sekaligus melegitimasi dirinya sebagai satu-satunya yang 

berhak menghukum atau menja!uhkan pidana terhadap siapapun yang menurutnya 

bersalah, hal ini merupakan salah satu fungsi negara dalam hal politik hukum. 

Penanggulangan kejahatan dengan semangat mereduksi kejahatan memotivasi 

negara dalarn hal ini legislatif untuk membuat undang-undang mengenai pidana. 

Sudarte berpendapat bahwa pemberian pidana mempunyai dua arti yakni : 

a. dalarn arti umum, ialah menyangkut pembentuk undang-undang, yaitu yang 
menetapkan stelsel sauksi hukum pi dana (Pemberian Pidana In Abstracto) 

b. dalarn arti konkrit, iaJah yang menyangkut berbagai bedan atau jawatan yan~ 
kesemuanya mendakung dan rnetaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu1 

Proses penetapan b'Ulltu perbuatan sebagai yang dapat dipidana rnerupekan 

proses kriminalisasi, penetapan ini dilakukan oleh negara yang dalam hal ini bisa 

legislatif dan eksekutif atau secara bersarna-sama. Disinilah letak peranan negara 

dalam bidang politik krirninal. N~gara dalarn hal ini pemerintah memiliki hak 

untuk rnengbukum dengan cara memberi penderitaan kepada para pelaku 

kujahatan. Sejak dahulu muncul pertanyaan yang sangat tajam soal peranan negara 

sebagai pemidana. Namun untuk sementara terlepas dari apa yang mernbuat 

negara sehingga memiliki hak dan bahkan wajib untuk menghukun'l para pelaku 

kejahatan, akan dapat dilihat dari berbagai macarn teori pemidanaan itu sendiri. 

"Sudarto, Op. Cit, him 50 
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Dalam konteks kenegaraan. peranan politik sangat berpengaruh terhadap 

sistem pernidanaan. Sistem pemidanaan sebagai kebijakan pemerintah selalu 

dalam kerangka politik, sebagaimana sistem hukum memiliki wama sesuai 

dengan wama politik dominan negara tersebut. Teori politik tertentu biasanya 

akan menghasilkan pembenaran pemidanaan yang berbeda dengan teori politik 

yang lain, demikian balnya dengan negara dernokrasi seperti Republik Indonesia. 

Sejak Undang-Undang Dasar 1945 disabkan peda tanggal 18 Agustus 

1945, Bangaa Indonesia Ielah rnencita-citakan produk hukum sendiri yang 

bertujuan untuk terwujudnya kesejabreraan umum berdasarkan Pancasila. Usaha 

ini tidak terkecuali dalam lapangan hukum pidana. 

Upaya untuk menghasilkan suatu produk hukum dipengarubi oleh 

berhagai macam pandangan yang berhubungau dengan produk hukum tersebot. 

Pandangan atau lebih tepa! sebagai alitan filsafut tertentu juga mempengaluhl 

pembalnuuan hukum pidana, dan seeara spesifik terhedap pemidanwin. Filsafat 

pemidanaan. akan berbicara mengenai pemidanaan sehagai suatu teori yang ideal, 

yang seharusnya, sehingga filsafat pemidanaan akan mencoba mempetjelas 

mengenru tujuan dan nilai-nilai dari suatu sistem pemidanaan yang ada dan yang 

akan ada . .Oleh karena itu daJam tulisan ini akan digunakan kerangka pemikiran 

aliran pemidanaan tertentu. 

Salah satu unsur penting dalam hukum pidana adalah bahwa perboatan apa 

yang dilarang, siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban dan jenis 

pidnaanya, barus secara tegas diatur dalarn peraturan perundang-uodangan. 

Adanya kesepakatan teoritik ( doktrin) kbususoya di Indonesia bahwa perbuatan 

yang dapat dipidana ini disebut tindak pidana." Dengan demikian, yang dapat 

25 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H.,MA, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat 
Pe_layanan dan Pengabdi~n Hukum Un_iversitas Indonesia, Jakarta, 1997, him 4. 

"Tindak pldana" merupakan pengertian dari "Strafbaar feit" hat loi adatah 
kesepakatan teoritik (dokbin) dari Tim RUU Hukum Pidana, sebagaimana terdapat dalam 
Buku I RUU Hukum Pidana tersebul Sebelumnya dan bahkan hingga kini masih terdapat 
perbedaan untuk mengartikan '"Strafbsar Fell" kedalam bahasa Indonesia, hal ini dapat 
dilihat dalam Asas-Asa.s Hukum Pidana Karya Prof. Dr. And! Hamzah, S.H. halalam 86 
buku tersebut memperllhatkan perbedaan penggunaan istllah ~srrafbaar Fell"' kedalam 
bahasa Indonesia, seperti Prof. Moeljatno, S.H., dan Prof Roeslan Saleh men:yebutnya 
sebagai ~Pefbuatan Pidana", Bagi utrech menerjemahkannya dengan ~peristiwa pidana~, 
ada juga yang menyebut qPerbuatan Pidana~, ada yang menyebut ~oelik" dan ada juga 
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dipidana hanyalah tindakan-tindakan yang oleh undang-undang menyatakan 

secara tegas perbuatan tersebut dapat dik:enai pldana, hal ini sebagaimana yang 

dimaksud oleh asas legalitas yang terdapat da!am Pasal I KUHP yakni "Nullum 

delictum, nulla poena sine praevia lege poenali", dimana suatu peristiwa yang 

kepada pelakunya tak dapat dipidana apabila belum ada peraturan perundang­

undangan pidana yang medahuluinya. 

Pemidanaan hanya semata-mata karena ada peraturan perundang-undangan 

yang menyatakan perbuatan tersebut dapat dipidaoa, akibatnya pemidanaan 

dijatuhkan karena orang telah mernbuat kejahatan (quia pecatum est) atau dikenal 

dengan teori absolut. Tetapi hal yang menarik juga bahwa temyata terlepas 

adanya kejahatan yang Ielah diyatakan secara tegas dapat dipidana oleh peraturan 

perundang-undangan, negara mencari pembenaran lain untnk memberi pidana 

terhadap pelaku, hnkuman diberikan bukan "quia pecalum est" melainkan "ne 

peccetur" atan supaya orang jangan membnat kejahatan.26 Teori ini disebut 

sehagai teori relatif. Kedua teeri ini dalam praktik sering le!jalin dengan teori­

teori lain. 27 

Hal Jain yang perlu disoroti edalah begitu banyak penjara yang dibangun 

dan begitu besar upaya pemberantasan kejahatan apapun yang dilakukan oleh 

pamerintah termasuk mengancarn warga masyarakatnya dengan hukuman yang 

berat, masih tidak mengurangi seeara kuantitas dan bahkan knalitas kejahatan 

yang teijadi. Sejak dahulu kala berbagai cara Ielah dilakukan oleh pemerintah 

untnk menghukum para pelaku kejahatan dengan tujuan agar tidak teijadi 

kejahatan yang sama baik oleh yang terhukum maupun oleh orang lain, begitu 

banyak sederetan hnkuman yang dikenal dan bahkan telah dipraktekun mulai dari 

mengucilkan pelaku kejahatan dari kelompoknya (ekskomunikas.i), dipukul, 

denda, kurungan, penjara, ke!ja paksa, pencabutan hak-hak tertentu sebagai warga 

yang menyebutnya ~Kejahatanw, sehingga memang sangat penting adanya kesepakatan 
yang ~ijacUkan Ooktrin Olf!h para ahli hukum pil;lanc:~ di lndone~ia dengan maksud agar 
lebih mudah dipergunakan sebagai pedoman oJeh para ahli hukum dalam praktek. 

26 L.J. Van Apeldoom, Op.Cit., him 331 
27 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar alas Pasai-Pasa! terpenting dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, him 598 
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negara, dan bahkan sarnpal dengan hukuman mati"' dengan cara dibakar hidup­

hidup, ditenggelarukan, tetapi temyata tidak dapat meniadakan atau bahkan 

mengurangi kejahatan. Pemidanaan yang dilakukan banya berfungsi sebagai 

pembelasan (retributive) atau pencegahan (dete"ence). 

Di pihak lain, narapidana dituntut untuk memperbelki kembeli kondisi 

yang tetjadi akibat kejahatan yang Ielah ia lakukan, namun apakah narapidana 

tersebut dapat melakukan hal tersebut secara menguntungkan apabila secara fisik 

dan psikis dia tersiksa dengan sistem pemidanaan yang tidak manusiawi? 

Sangat menarik ketika melihat tujuan pemidanaan dahun Rancangan 

KUHP tahun 2008, dimana dalarn Pasal 54 menyebutkan tujuan pemidanaan 

sebagai berikut : 

(I) Pemidanaan bertujuan : 
a.. mencegah dilakukannya kejahatan dengan menegakan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat; 
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sebingga 

menjadi orang yang heik dan bergana; 
c. menyelesaikan konfllk yang ditimbulkan oleh kejahatan, mernulihkan 

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalarn masyarakat; dan 
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana 

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia. 

Dahun Rancangan KUHP ini, khususnya ayat (I) burufb memperlihatkan 

kepada kita adanya upeya untuk memasyarakatkan terpidana dengan sebelumnya 

mengadaken pembinaan selrlngga menjadi orang yang balk dan berguna, dengan 

demikian terpidana ini nantiya akan bennanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi 

masyarakat umumnya sebegai begian dari proses pencapaian keheikan bersama 

yakni kosejahteraan umum. 

Sebagaimana dieksplor secara sederhana dalarn bagian awal tulisan ini, 

seharusnya hukum dalarn arti keseluruban unsurnya rak terkecuali pemidanaan 

adalah berfungsi untak kesejahteraan masyarakat secara keseluruban. Dengan kata 

lain, pemidanaan sebarusnya juga berfungsi bukan untuk menyiksa atau sekedar 

mencegah agar tidak tetjadinya kejahatan, sebagaimana dalam RKUHP tersebut 

28 Bandingkan dengan Pasal10 KUHP 
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mempunyai semangat pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia, tetapi pemidanaan harus dilihat sebagai salah 

satu samna yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan kehendak umumnya 

yakni kesejahteraan sosial. Dengan demikian peranan pemerintah baik yudikatif, 

legislatif dan eksekutif dapat menjalankan peranannya sebagai lembaga 

promulgasi segala perintah yang masak aka! yang ditujukan untuk kebaikan 

umum yakei kes~ahteraan umum. 

l,Z Perumusan Masalah 

Menyadati akan !uasnya materi yang menjadi ruang lingkup pembaha.san 

tulisan ini dan bertolak dati Jatar belakang diatas, maka perlu untuk dilakukan 

pembatasan terbadap materi yang akan ditelaah. Permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan ini dapat dirnmuskan dengan pemyataan pokok yaitu : 

"Resosialisasi Sebagai Tujuan Pemidanaan (Pembaruan Pemidanaan Di 

Indonesia Dalam Perspektif Utilitariaoisme)". Pemyataan pokok tersebut 

nantinya akan dibatasi dalam beberapa pertanyaan penelitian yang penulis uraikan 

secara singkat dibawah inl: 

Apabila hukum secara sederhana sebagai aktualisasi moral dominan dalam 

konklusi politis masyarakat. begitu pula hukum pidaaa sebagai respons 

masyarakat terhadap interpretasi individu atau kelompok tertentu terhadap moral 

dominan masya.rakat, dengan kata lain misinterpretasi merupakan kejahatan atau 

immoral maka respons terhadap misinterpretasi ini merupakan pemidanaan yang 

seharusnya berfungsi sebagai proses untuk mengembalikan individu yang Ielah 

misinterpretasi tersebut untuk hidup normal kembali ditengab masyarakat. dengan 

eara kembaii mengaktualisasi nilai-nilai moral masyarakat tersebuL Didalarn 

kehidupan sosial masih terdapet banyak orang yang menganggap bahwa 

Pemidanaan sama dengan pemberian penderitaan yang pantas kalau perlu sadis 

(pengaruh retrlbutivisme) terhadap pelaku kejahatan, hal ini bahkan didukung 

oleh beberapa praktisi lrukum yang menganggap bahwa pemidanaan sebagal 

tindakan pembalasan dendarn terhadap pelaku kejahatan karena pelalru tersebut 
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adalah penjahat yang layak untuk dihukum karena relah berbuat dosa terhadap 

masyarakat dan Tuhan. Dilain pihak pemidanaan juga dijatuhkan karena berefek 

jera dan dapat mencegah tetjadinya kejahatan serupa di kemudian hari (pengaruh 

u/ililarianisme). Hal ini berdampak pada pemidanaan sebagai bentuk penegakan 

hukum justru sering meugabaikan rasa adil dan bahkan nilai moral yang 

sebarusnya sebagai ciri kbas hukum yang benar. Pemidanaan selalu menjadi 

bagian dari persnalan moJal, sebingga hal yang perlu dipertanyakan pertama. 

dalam penelitian ini adalah moral sebagai landasan pemidananan. 

Ada pendapat bahwa pemidanaan sering dijadikan sebagai legitimasi 

tindakan sadis yang sering berlebiban oleh institusi negara lewat lernbaga hukum 

rerbadap seorang terpidana. Peranan negara daiam hal ini legislatif dan atau 

dengan eksekutif telah mengambil peranan penting dalam pamberian pidana In 

Abstracto, yalmi menyangknt pembentuk undang-undang, yaitu yang menetapkan 

stelsel sanksi hukum pidana. 29 Legis!atif dan eksekutif memproduksi begitu 

banyak undang-undang yang dibuat dalam lingknp hukum pidana, yang 

didala.mnya selalu berhubungan dengan kejahatan, pertanggangjawaban pidana 

dan pemidanaan sering menjadi tumpukan kertas yang tanpa makna apabila kita 

melibat kejahatan justru tetap ada daiam kehidupan sosial. Kejahatan selalu lekat 

dengan kehidupan masyarakat, berbagai macam fungsi dan tujuan pemidanaan 

seaknn tidak berarti jika dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas kejahatan, 

seakan beuar bahwa "hukum adalah kern bar siam kejahatan". Jika demikian perlu 

disoroti mengenai tujuan pemidanaan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan 

bagi terpidana itu sendiri, maka yang hams dikaji kemudian adalah resosialisasi 

sebagai tujuan pemidanaan~ 

Saat ini adalah kesempatan yang tepat karena rancangan KUHP sebagai 

ius constituendum masih beJum sebagai ius constitutum, sehingga perlu suatu 

pandangan pemidanaan yaug tidak hanya sekedar tindakan balasan yang 

berorientasi pada perbuatan jahat dimasu lampau, atau dengan alasan mencegah 

tegadinya kejahatau dikemudian hari, melaiukan suatu paradigma pemidanaan 

yang berorientasi pada pengbargaarl dllll penghonnatau terbadap Hak As3si 

"'Sudarto, Op.Cit, him 50 
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Manusia tak terkecuali terhadap pelaku kejahatan. Jika paradigma pemidanaan ini 

hendak diwujudkan didalam sistom pemidanaan di negara Indonesia makl! salah 

satu fungsi penting pemidanaan adalah suatu proses yang bertujuan agar pelaku 

kejahatan dapat hidup kembali ditengah·tengah masyarakl!t dengan tidal< 

melakukan kejahatan lagi, melainkan menjadi agen moral. Dalam hal ini yang 

perlu dikaji dan diteliti adalah pembaruan pemidanaao dalam perspektif 

utilltarianisme. 

Berdasarkan uraian diatas, makl! rumusan masalah dalam penelitian ini, 

seoara singkat adalah: 

1. Bagahnanakah perspektif utllitarianisme mengenai moral sebagai laadasan 

hukum dan pemidanaan? 

2. Apakah Jandasan pildr bagi resosialisasi sebagai salah satu tujuan 

pemidanaan? 

3. Apakah pembaruan pemidanaan di Indonesia telah menitikberatkan pad a 

resosialisasi sebagai salah satu tujuan pemidanaan? 

1.3 Tujuan dan Maofaat Peoelifiao 

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian dan 

penulisan tesis ini dibagi kedalam dua bagian yaitu: pertama, agar penulis 

mengetahui seeara lebih dalam dan detail tentang hukum pidana dan pemidanaau 

khususnya. Pengetahuan ini diharapkan memberikan nilai tambah secara 

akademis bagi penulis. Kedua, basi! dari penelitian ini juga diharapkan dapet 

bemaanfaat untuk mahasiswa dan siapa Sljja yang sedang Sl1ldi tentang hukum 

pidana terlebih didahun pemahaman terbadap pemidanaan itu seudiri. Lebih dari 

itu tulisan ini dibarapkan nkan bermanfaat bagi masyarakl!t luas sep.erti para 

akademisi, birokrat dan kalangan profesional dalam pembaharuan KUHP, 

khususnya pembaruan pemidanaan ke arah yang lebih baik. 
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lA Kerangka Teoritis dan Konsepsionil 

Dengan maksud mempennudah penulisan tesis ini, maka dilakukanlah 

tinjauan pustaka. Hal ini dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan yang terkait 

dengan topik tesis ini di beberapa perpustakaan dan juga melalui browsing di 

media internet. 

1.4.1 Kerangka Teorilis 

Dalam menganalisa pokok masalah dalam Tesis ini diperlukan suatu 

kernngka teori yang bertujuan untuk memeeahkan atau memberikan solusi 

terhadap masalah yang akan diteliti. O!eb sebab itu, penulis dalam mengkaji dan 

menganalisa permasalahan yang hendak diteliti akan menggnnakan teori yang 

dianggap relevan dengan pennasalahan yang hendak dibabas. 

Kerangka teori yang akan dignnakan dalam penulisan tesis ini adalah 

Tenri Utilitarianisme. Uti!itarianisme dipilih sehubungan dengan topik 

permasalahan yang menjadi konsen dalam penelitian ini yakni resosialisasi 

sebagai tujun pemidanaan. Bagi penulis teori ini sangat re!evan untuk dipakai 

dalam penulisan ini. 

"Nature has placed mankind under the governance of two sovereign 
masters, pain and pleasure. It is for them alone to point ouJ what we ought 
to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the 
standard of right and wrong. on the other the chain of causes and effects, 
are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in 
all we think.· every effort we can make to throw off our subjection, will 
serve but to demonBtrate and confirm it. "30 

Secara alami manusia bertindak untuk menghindari rasa sakit dan 

mewujudkan kebahagiaan, o!eh karena itu manusia tahu mana yang mestinya 

dilakukan, mana yang mestinya dikatukan dan mana yang semestinya dipikirkan. 

Utilitarianisme dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Menurutnya 

yang baik adalah kesenangan atau kebahagiaan, sedangkan yang buruk adalah 

penderitaan atau rasa saldt. Baginya kebabagiaan umum sebagai kcbaikan 

tertinggi. Kebaikan adalah kebahagiaan pada umumnya, setiap individu serumtiasa 

31> Je(emy Bentham, An Introduction to the PJinciples of Morals and Legislation, 
Batoche Boo~s. Kitchener, ~QO!J, i'JI!'ll 14-
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memburu apa yang menurut keyakinannya merupakan kebahagiaannya sendiri~ 31 

demikian puia dalam masyarakat ditujui suatu kebahagiaan orang-orang sebesar 

mungkin.12 

Bentham mendasarkan filsafat hukumnya pada utilitarianisme, karena 

Bentham menganggap bahwa hukum harus memberikan manfaat kepada manusia. 

Dia memberikan contoh bahwa seseorang berpantang untuk meneuri demi 

kepentingan publik, dan dalam hal ini perlu ada hukum pidana yang efektif 

sebagai metode penyesuaian kepentingan individu dengan kepentiugan 

masyarakat." 

Bentham menolak pandangan hukum kodrat yang begitu yakio akao nilai­

nilai "subjektif" dihalik hukum yang harus dicapai. Ia sangat percaya bahwa 

hukum barus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan petokan­

patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia. 

Dalaro hukum tidak ada masalah kebaikan atau kebUIUkan, atau hukum yang 

tertinggi atau yang terendah dalam akutan nilai. Tetapi sebenarnya Bentham 

mencoba untuk mendasarkan pemaharnan moralnya hahwa hukum jika 

mendatangkan manfaat bagi banyak orang maka akao dinilai baik sedangkan jika 

banyak orang tidak mendapatkan manfaat apa-apa ma!aban Jebih mendatangkan 

penderitaan maka b.ukum itu akao dinilai huruk. 

Hukum itu harus berasaba untuk memberikan kebebesan kepada setiap 

individu dalam masyarakat. Namun kebebasan ini perlu dibatasi kanena tanpa 

dibatasi maka "homo homini lupw" dapat terjadi. Deugau derniki.an maka tujuan 

hukum itu adalah "memberikan kebahagiaau yang sebesar-besarnya kepada 

jumlab yang sebanyak,banyakoya" (the greatest happiness for the greatest 

number).34 Hal ini berakibat adanya penyesuaian bak individu rerhadap kebutuban 

masyarakat dimana kepentiugan individu dengan kepentingan masyarakat 

diselaraskan dongan "simpati", perlu adanya pihak lain yang rnemiliki simpati 

31 Bertrand RusseN, Se.farah Fifsafat Barat, Kaftannya Dengan Kondisl Sosio--
Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2002, him 1000 

32 The.o Huijbe_rs, Filsa(fltHukum Dalam Lintasan Sejaroh, Op.CH.., him 196 
::o Bertrand Russell, Op.Cit., him 1008 
34 Achmad Roestandi, SH, Responsi Filsafat Hukum, ArmiCO, Bandung, 1992, him 

89 
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untuk menilai apakah suatu tindakan yang merugikan sekelompok orang dapot 

disetujui dati pihak moral atau tidak." 

Dalam kesempatan lain, Bentham menyebut tujuan hukum adalah untuk 

memajukan persamaan dan menjaga kepostian. Kepostian merupakan tujuan 

hukum yang terutama. 

John Stwut Mill (1806-1873) adalah penerus pemikiran Jeremy Bentham, 

dia menu! is buku deogan judul Utilitarianism. buku ini termasuk buku etika yang 

paling tennas~. Dalam buku ini, MiU menjelaskan dua hal yang sangat 

peoting, yakoi pertama bahwa nikmat roluuri lebih luhur dati nikmat jasmani. 

Kedua bahwa Utilitariaoisme tidak ada kaitanoya dengao egoisme, karena 

Moralitas Utilitarianisme dengao prinsip kebahagian terbesar tadi, justru 

mencakup semua orang yang terkena dampak tindakan killL 37 

Semua tindakan manusia edulah benar sejauh mem.Uukan kebahagiaan, · 

dlmana kebahagiaan berarti mengalami nikmat dan be bas dati petasaan · sakit. 

Dengao demikian maka mengusahakan nikmat atau bahagia den mengbindati rasa 

sakit merupakan norma dasar moralitas menurut utilitarianisme. 

Bahagia menurut paham Utilitarianisme tidak berarti tidak ada 

pengorbaoan, tetapi pengurbanan ini tidak diminati demi dirinya sendiri, 

melainkan demi kebahagiaan orang lain. Sebingga tolok ukur moralitas 

utilitarianisme bukan kebahagiaan si pelaku saja melainkan kebahagiaan semua. 

Bagi utilitarian, moral bertujuan uotak mengarahkan tindakan manusia 

dalam suatu jalan uotuk menciptakan dcada lebih haik. Dalam menciptakan dcada 

yang lebih baik maka hendakuya semua tindakan manusia adalah mengusahakan 

kebahagiaan dan mengbindati penderitaan. 

Pemidanaan merupak:an bagian dari usaha manusia untuk mengbindari 

keburakan atau penderitaan yang lebili besar akibat dati kejabatan. Oleh karena 

itu pemidanaan juga merupakan persnulan moral. Bagi utilitarian, pernidanaan 

hams bermanfaat atau berguoa dengan menilai apakah situasi atau keadaan yang 

35 1lleo Huljbefs. Fllsafat Hulwm Dalam Untasan Sejarah, Loc.Cit., him 197 
36 Franz IYI_agni~_~_no, 13 Model Pendekal;Jn Etika, Kan_islus. Yogyaka(ta, 1998, 

him 173 · 
37 /bid 
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dihasilkan menjadi lebih haik dengan menjatuhkan pidana tersebul. Pemidanaan 

dimaksudkan untuk rnemperhaiki sikap atau prilaku terpidana, dan juga 

dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan 

yang serupa. 

Berdasarkan utilitarianisme, pidana bertujuan sebagai pencegahan 

(prevention), namun hal ini bukanlah menjadi tujuan akhir, melainkan sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan yang tertinggi yakni kebahagiaan atau kesejahteraan 

umum. Dengan demikian maka seseomng dapat dipidana apahila dia memang 

bersalah balk dalam kategori sengaja ataupun alpa demi kebahagiaan umum. 

Pidana ditujukan untuk mencegah f:eljadinya kejahatan, oleh kerena itu 

setiap peraturan atau kebijakan pidana hams dirumuskan berdasarkan dengan 

tujuan tersebut. Pemidanaon itu sendiri bisa mengandung pencelaan atan bahkan 

unsur pembalasan, namun hal. tersebut tidal< dapat diterima apabila tidal< 

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat." 

Hal ini menjadikan pidana berorientasi ke depan (forward-looking). 

Pemidanaan, seperti tindakan yang lain adalah benar jika mengbesilkan 

sehanyak mungkin kehaikan, oleh karena itu Pemidaaaan ada karena mencegah 

kejahatan dan sekaligus memberikan kepastian dalam rangka mencapai 

kebahagiaan sosial atau kesejahteraan umum. Pencegahan kejahatan ini dibedakan 

dengan istilah prevensi spesial dan prevensi general atau dengan istllah "special 

deterrence" dan "genera{[ deterrence". 

Prevensi spesial dimaksudkan bahwa pemidanaan akau berpeagaruh 

terhadap terpidana, dimana pemidanaan akan sangat mempengaruhi prilaku si 

terpidana untuk tidal< melakukan k<Uahatan lagi. Pidana bertujuan agar si 

terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih balk dan berguna bagi 

masyaraka~ selringga pemidanaan ini disebut dengan teori reformntion atau 

rehabilitation theory. Sedangkan prevensi general dimaksudkan bahwa 

'3.!1 Muladi dan Barda Nawawi Alief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 
Bl!ndung, 1984. him 17 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



22 

pemidanaan akan mempengaruhi prilaku anggota masyarakat umumnya untuk 

tidak melakukan tindakan pidana.39 

Dari uraian singkat di alas, rentang teori Utilitarianisme jika dihubungkan 

dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan tesis ini adalah 

relevan. Oleh sebab itu, teori utilitarianisme yang selanjutnya akan dijadikan teori 

dalam membahas serta menganalisa permasalahan yang ada dalam tesis ini. 

1.4.2 Keraugka Konsepsi 

Pembuk.aan Undang-Undang D"'"" Negara Republik Indonesia tahun 1945 

telah dimmuskan tujuan Negara Indonesia yakni "'Memhentuk suatu pemerintah 

negara Indonesia yang melimlungi segenap hangsa Indonesia don se/uruh 

lumpah darah Indonesia. memajukun kesejah!eraaan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut mela/csanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadi/an sosial". Yang dapat dimmuskan 

dalam dun kata "Indonesia Sejahlera". Indonesia metdeka bemrti Indonesia yang 

sejahtera atau setidak-tidaknya rakyat Indonesia mempunyai cita-cita untuk 

meneapai kesejahteraan umum secam bersama, oleh katena itu undang-undang 

yang bersumber pada Undang-Undang 0,.,..,. meneerminkan kehendak bersama 

rakyat Indonesia untuk meneapai kehendak bersama yakni Indonesia Sejnhtera. 

Pemerintah sebagai pemegang peran utama dalarn usaha penanggulangan 

kejahatan tidak boleh tidak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia itu sendiri. 

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah adalnh dengan 

ditetapkan dan diberlakulrannya sistem pemidanaan yang bertujnan untuk 

melindungi masyarakat Indonesia. Tetapi dilain pibak, pelaku kejahatan juga 

merupakan bagian dari warga masyarakat Indonesia sehingga pelaku kejahatan 

juga memilild hak untuk dilindungi oleh negara, dengan demikian pemidanaan 

harus dialut dan dijalankan sedemikian rupa tanpa mengurangi tujuan dari hukum 

pidana itu sendiri. 

Bagi ma.syarakat. kejahatan merupakan tindakan yang seeara moral tak 

dapat dibenarkan, sehingga setiap anggota masyarakat barus bertindak 

39 Ibid, him 18 
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sebagaimana agen moral yang bertindak dalam koridor nonna-norma moral yang 

berlak.u.40 Oleh karena itu orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang 

bertindak immoral. 

Sistem pemidanaan rnerupakan bagian dari kebijakan penanggulangan 

kejahatan sebagai upaya dalam melindungi masyarakat wnumnya dan pelaku 

kejahatan khususoya. Dalam praktek selama ini, pemerintah Indonesia Ielah 

menerapkan salah satu sistem pemidanaan yakni sistem Lembaga Pemasyarakatan 

yang pada intinya sebagai suatu proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku 

kejahatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu konsep yang dirumuskan 

sebagai suatu metode untuk mengubah para narapidana menjadi orang yang dapat 

berguna dalam masyarakat dengan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka 

sendiri. Selain itu, masyarakat pun dilibatkan dalam pembinaan ini, sehingga 

masyarakat akan mau menerima para narapidana ini kedalam lingkungan sosial. 

Namun perlu diakui bahwa masih terdapat berbagai macam kekurangan dalam 

pelaksanaan sistem Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pengarub tidak 

singkroonya Sumber Daya Manusia pengelola Lembaga Pemasyarakatan dan 

masih sering terjadinya penolakan rnasyarakat terhadap rnantan narapidana selain 

memang dalam kenyataan banyaknya narapidana yang kembali melakukan 

kejahatan atau menjadi residivis. 

Pemidanaan adalah pengenaan derita yang dilakukan deogan kesadaran 

dan memang dikehendaki terhadap pelaku kejahatan dan tertuju pada kebendaan 

yang bagi mereka sangat bernilai, misalnya kebebasan atau harta (uang) mereka41
. 

Jika pemidanaan dirumuskan demikian, mak.a belum cukup relevan dalam konteks 

moral, upaya demikian belum menjamin pelaku kejahatan yang merupakan p_elaku 

immoral menjadi agen-agen moral dalam masyarakat nantinya Diharapkan 

seorang narapidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menunjukan 

prilaku yang berdasarkan moral dianggap baik sehingga dia dapat diterima 

40 Bandingkan dengan pendapat H. Morris dalam ~Paternalistic Theory of 
Punishme_!Jt". Morris be_rpe_n_dapat bah~ "Punis_hmen_t is a 'CO_fTiple~ _communica_tive act: 
which addresses the offender as a moral agent". Antony Duff and David Gar1and, A 
Reader On Punishment, Oxford University Press, New York, 1995, him 92 

41 Jan Remmelink, Op. Cit., him 595 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



24 

kembali dan hldup normal ditengah-tengah masyarnkat. Oleh karena itu sistem 

pemidanaan sebagai suatu kebijakan haruslah bertujuan sebagai proses 

resosialisasi pelaku kejahatan. Resosiallsasi ini merupakan komunikasi efek moral 

rerhadap pelaku immoral, dalam bentuk perlindungan Hak Asasi dan Pembinaan 

Nampidana. 

1.5 Metode Penelilian 

Sesuai dengan rumusan 11lliSa!ah dan tujuan dari penulisan ini, maka 

Metode penelilian yang digunakan dalam tesis yang beljudul Resnsialisasi 

Sebagai Tujuan Pemidanaan {Pembaruan Pemidanaan Di Indonesia Dalam 

PerspektifUtilitarianisme) yakni : 

1.5.1 Metode Pengumpulau Data 

Dalam penelitian Tesis ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan 

pustaka yang disebut sebagai data sekunder, yaitu dam yang diperoleh dari bahan­

bahan pustaka.42 Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan data 

lrepnstakan disamping odanya penelilian bukum yang bersifat empiris yang 

terutama meneliti data primer, dengan demi.kian penelitian hukum ini dapat 

dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif13
• 

Penulis mendapatkan dan rnernpelajari buku-buku atau dalam bentuk 

literatur lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dan diperlukan dalarn 

penulisan ini antam laio : 

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri 
dari: Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan, KUHP, 
dan laio-laio. 

42 SoeJjono SOekanto dan Sri Mamudji, A:mefitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat PT Raja Grafin<lo Persada, Jakarta, :!(X)1,h!m. 12 

43 Penelitian huk:um normatif ada!ah. pene!itian twkum yang dilakukan dengan cara 
meneflti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum norrnatif atau 
kepustakaan mencakup: (1} penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian 
terhadap sestematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertlkal dan 
horisonta!; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Dlkutip dan Soe~ono 
Soekanto dan Sri Mamudji, ibid, him_ 13-14. 
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b) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti, RKUHP, hasil-hasil penelitian, basil karya dari 
kalangan hukurn, dan seterusnya.44 

1.5.2 Metode Pengolaban Data 

Pembahasan dan pengkajian dilakukan dengan cara mengkaji dan 

menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada dalam tesis ini dengan bahan­

bahan yang berhubungan dan membantu untuk menjelaskan resosialisasi sebagai 

tujuan pemidanaa:n dalam konteks pembaruan pemidanaa:n di Indonesia dalam 

perspektif utiliblrianisme. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah Metode 

Deduktif, yakni pembahasao dilakukan dengan bertitik tolak dari hal-hal yaog 

bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulao yaog bersifat khusus. 

1.6 Sistematika Penulisan _ 

Untuk memudahkan penulisan dalam tesis ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisao yang terdiri dari 5 (lima) bah, dimaoa masing-masing bab 

saling berbubungan satu sama lain. Secara garis besar, bab I sampai dengan bab 5 

adalah sebagai bcrikut: 

BAB I: PBNDAHULUAN 

Dalam bah ini akan dibahas tentang Latar Belakang penelitian, disini penulis 

menguraikan apa yang menjadi Latar belakang penulisan tesis ini kemudian 

dilanjutkao dengao Pokok Permasalahan, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, 

Kerangka T eori dan Kerangka Konsepsi, Metode Penelitian, yang terdiri dari 

Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data, dan kemudian diakhiri 

dengan Sistematika Penulisan. 

BAB 2: PEMIDANAAN DALAM PERSPEKT!F UTJLITARIANISME DAN 

KONSEPPEMASYARAKATAN 

44 Ibid, him 13 
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Dalam bab ini akan ditelaah tentang Pengertian dan Teori Pemidanaan serta 

Tujuan dan Fungsi Pemidanaan dalam perspektif Utilitarianisme, kemudian 

dilanjutkan dengan Pemidanaan di Indonesia dan Konsep Pemasyarakatan. 

BAB 3: RESOS!ALISASI SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN 

Bab ini akan membabas resosialisasi sebagai tujuan pemidaoaan. Oleh karena itu 

perlu untuk membabas terlebih dahulu mengenai hakum dan moral dalam 

kehidupao sosial, kemudiao moral sebagai landasan Pemidanaao. Dan yang 

terakbir akan dibabas rnengenai resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan. 

BAB4: PFMBARUAN KONSEP PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN 

KUHP 

Bab inJ akan menganafisa secara khusus tentang Pancasila sebagai dasar 

pemidannan di Indonesia, Faktor-faktor yang mempaogaruhl pernbaruan 

pernidanaan, kemudian akan dibabas mengenai Pembaruan Konsep Pemidaoaan 

dalam Rancangan KUHP. 

BAB 5: PENUTUP 

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

Secara ringkas Sistematika Penulisan tersusun seperti di dibawah ini : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Perumusan Masalab 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4 Kerangka Teori dan Konsepsi 

1.4.1 Kerangka Teori 

1.4.2 Kerangka Konsepsi 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

1.5.2 Metode Pengolahan Data 

1.6 Sistematika Pennlisan 
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BAB 2 PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF UT!LITARIANISME DAN 

KONSEPPEMASYARAKATAN 

2.1 Teori Pembalasan (Retributive/vergeldings theorieen) 

2.2 Teori Manfaat (Utilitarian/doeltheorieen) 

2.3 Pemidanaan di Indonesia dan Konsep Pemasyarakatan 

2.3.1 Peoridanaan di Zaman Penjajaban 

2.3.2 Pemidanaan di Awal Kemendokaan (tabun 1945 s!d 1963) 

2.3 .3 Konsep Pemasyarakatan 

BAB 3 RESOSIALISASI SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN 

3.1 Hukum dan Moral dabnn Kehidupan Sosial 

3.1.1 Hubungan Hukum dan Moral 

3.1.2 Kebabagiaan Sosial Sebagai Tujuan Hukum 

3.2 Moral Sebagai Landasan Pemidanaan 

3.2.1 Konsepsi Pemidanaan dalarn PerspektifMoral 

3.2.2 Kebijakan Pemidanaan Berdasarkan Prinsip Utilitarian 

3.3 Resosialisasi Sebagai Tujuan Pemidanaan 

3.3.1 Alasan-Alasan Pentinguya Resosialisasi 

3 .3.2 Manlilat Resosialisasi 

3.3.3 Resosialisasi Dalarn Perangkat Hukum Nasional dan 

Internasional 

3.3.4 Pemasyarakatan Sebagai Sistem Resosialisasi 

a. Vitalisasi Program dabnn Lembaga Pernasyarakatan 

b. Vitalisasi Petugas Pemasyarakatan 

BAB 4 PEMBARUAN KONSEP PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN 

KUHP 

4.1 Pancasila Sebagai Dasar Pemidanaan di Indonesia 

4,1.1 Paneasila Sebagai Kontrak Sosial Bangs• Indonesia 

4.1.2 Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum 

4.2 F~tor-Faktor yang Mempengaruhi Pembaruan Pemidanaan 
4.2.1 Pemidanaan dalam Konteks Legalitas dan Living Law 
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4.2.2 Pemidanaan berdasarkan Norma Agama dan Adat 

4.2.3 Pemidanaan berdasarkan Norma Universal 

a. Perkembangan Retrlbutivisme Dan Utllitarianisme 

b. Perkembangan Hak Asasi Manusia 

4.3 Pembaruan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP 
4.3.1 Tujuan Pemidanaan Dalarn Rancangan KUHP 

4.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Rancangan KUHP 

4.3.3 Pedoman Pemidanaan Dalam Rancangan KUllP 

BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

Kepustakaan 
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PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME 
DAN KONSEP PEMASY ARAKATAN 

Kejahatan merupakan salah satu topik utama dalam hukum pidana, dan 

juga dianalisis secara khusus dalam kriminologi. Hukum pidana ada karena 

adanya kejahatan, telapi bukan herarti tidak adanya hukum pidana maka 

kejabatanpnn tidak ada. Hukum pidana disertai dengan sanksi pidana dijadikan 

sebagai salah satu upaya perlindungan negara dalam hal ini pamerintah terlladap 

m'"'J'arakal dari segala macam kejahatan. Sejak dahulu para pemikir membantu 

untuk mencari pembenaran bagi pengenaan derita yang didalam hukum pidana 

dilakukan dengan kesadaran dan memang dikehendaki terhadap pelaku kejahatan 

dan terluju pada kebendaan yang bagi mereka sangat bemilai, misalnya kebebasan 

atau hatta (uang) mereka." Dalam mencari pembenaran ini terjadi perdebatan­

perdebatan ide mengenai cam dan tujuan yang tepa! untuk menanggulangi 

kejahatan sehingga masyarakat dapat terlindungi dan hidup sejahlera sesuai tujuan 

negara.46 

Ada kelompok orang berpendapat bahwa seorang yang melakukan 

kejahatan barus di.hukum, Hakim barus meogurangi penggunanan hukuman 

percobaan, apalagi pambebasan bersyarat, dan pemerintah menghentikan. upaya­

upaya perhalkan aistem pemasyarakatan karena Lembaga Pemasyarakatan adalah 

penjara dimana penjahat barus dibukum bukan sebagai lempar orang-orang sakit 

soslal yang barus diperlakukan dengan manja. Di pihak lain ada kelompok orang 

yang juga mengakui dirinya lebih manusiawi, mereka menganggap bahwa 

menghukum seorang yang melakukan kejahatan dengan memberikan penderitaan 

45 Jan Remrnel!nk, Hukum Pidana, Komentar atas Pasai-Pasal Terpenting dart 
Kitab Umta,;g-Undang Hukum Pidana Beianda dan Padanannya dalam Kitab Undang­
Unda~ Hukum Pid&tUi IndOneSia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, him 595 

'" ... para ah!l fllsafat memusatkan diri pada persoalan mengapa kit.a memidana, ... 
para ahli hukum dan ahU penologi mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah 
pemldanaan itu bertlasil, efisien, mencegah atau merehabilit.asi Sholehudd!n, SJstem 
Sanks/ Dalam Hulwm Pldana, Ide Dasar Double Track System & lmplemenlaslnya, PT 
Raja Grafindo Perl<asa, Jakarta, 2007, him 82-83 
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yang tidak perlu dan rerkesan kejam adalah prilaku yang tidak manusiawi dan 

hanya menuruti nafsu setan untuk membalas dendam. Pemidanaan yang tepa! 

adalah dengan merawat pelaku kejahatan sehingga dia dapat menyadari 

kesalahannya dan dapat kembali hidup normal serta dapat menjadi kontributor 

konstruktif bagi kebalkan masyarakat secara keseluruhan. Kedua perbedaan ini 

merupakan perdebatan ide mengenai pemidanaan yang paling terkemuka saat ini 

dalam kehidupan masyarakat Kedua paham mengenai pemidanaan yang sating 

menegasikan tersebut yakni retributiv:isme dan utilitarianisme. Teori-teorl inilah 

yang antara lain membenarkan dipertahankannya pengenaan pidana sebagai salah 

satu fungsi pemerlntahan suatu negara. 47 

Dalam bagian ini akan dibahas secara kbusus meagenai pemidanaan dalam 

pecspektif ntilitarianisme, dan selanjutnya mengenai konsep pemasyarakatan. 

Pemasyarakatan menjadi bal yang rnenarik dalam pernbabasan ini karena di 

Indonesia pemasyarakaten merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk 

memasyarakatkan kembali (resosialisasi) narapidana mclalui pidana pencabutan 

kemerdeknan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu dibagian akbir bab ini 

akan dinraikan juga secara singkat konsep pemasyarakatan sebagai bagiaa darl 

sistem peilldilan pidana. 

Perbedaan-perbedaao ide mengenai pemidanaan dibagi dalam dua 

kelornpok besar yakni teori pembalasan (retributive/verge/dings theorieen) dan 

teori tujuan (utilitarianldoellheorieen),48 Kedua pemiklran ini berlandaskan pada 

aatu pecsoalan yang aama yakni pecsoalan moral dalam konteks pemidanaao. 

Sebelum membahas pemidanaan dalam pecspektif utilitarianisme dan 

konsep pemasyarakatao aangat perlu untuk mengetahui sedikit mengenai teori 

retributif, karena teori ini merupakan pasangan teori pemidanaan lainnya yang 

aaling mempengaruhi dalam tatarnn praktis pemidanaan termasuk di Indonesia. 

.{1 Chalrul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiads 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesslahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, 
him 128 

48 Muladi dan Barda Nawawi A., Teori-Teori dan Kebijakan Pldana, A!umn~ 
Bandung, 1984, hfm 10 
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2.1 Teori Pembalasan (Retributive/Vergeldings Tbeorieen) 

Teori ini adalah teori yang paling tua namun ajaran ini belum ketinggalan 

zaman49
• Teori ini menekankan bahwa seseerang diliukum karena orang tersebut 

telah melakukan kejahatan alan tindak pidana (quia peccatum est), 50 bukumaa 

mernpakaa ba1 yang mutlak diberikan kepada pelaku kejahatan, tidak ada alasan 

apapun yang dapat mengltindarkan seseomng yang terbakti melakukan kejahatan. 

Syamt dan pembenamn penjatahan pidana tercakup didalam kejahatan itu sendiri, 

terlepas dari kegunaan praktikal yang diharapkan darinya. 51 

J>emjdanaaa adalah tindakan jahat yang dikenakan pada seseorang oleh 

pengadilan karena haldm percaya bahwa orang tersebut bersalah karena 

melakukan sesuatu kesalahan atau pelanggaran hokum. Siapa yang melakukan 

kejahatan harus diliukum oleh negara dalam hal ini pemerintah lewat lembaga 

hokum yang berhak untuk melakukan itu yakni pengadilan, oleh karen• itn pidana 

merupakan res absoluta ab effectu foturo (keniscayaan yang terlopas dari 

dampakuya di masa depan)52• 

Sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804), bahwa 

siapapun yang melakukan kejahatan barns dibukum, dan bahkan hukuman yang 

diberikan texsebut adalah pembalasan dan bukanlah suatu tindakan yang bertnjuan 

untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Punishment by a court (poena forensis} ... can nellf!r be Inflicted merely 
as a lfU'!«tT$ to promote some other good for the criminal himself or for civil 
society. It must always be inflicted on him only because he has committed a 

- »5!1 cnme .... 
Bagi Kant pemidanaan merupakan persoalan moral, pemidanaan 

diperlukan sebagai suatn konsekuensi dari perbuatan yang secara moral buruk. Di 

dalam karyanya yang beljudul Die Metaphysik der Sltten (Metaphysics of 

Morals), Kant menguralkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan terhadap 

" Jan Remmel ink, Op. Cit, him 600 
"'Muladi dan Bllrda Nawawl A, Op. Cit., him 10 
51 Jan Remmelink, Loc. Cit., him 800 
"Ibid 
53 ..... Pidana tidak pemah dilaksanakan semata-mata sebagai saran a untuk 

mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendlri maupun bagi 
masyaraka~ tetapi da1am semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang 
bersanglrutan telah melakukan suatu kejahatan.· 

Muladi dan Barda Nawawi A, Loc. Cit, him 11 
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orang lain Ielah melalrukan kejahatan terhadap diri sendiri, jika kamu mencuri dari 

seseorang maka kamu mencuri dari diri sendiri, jika kamu membunuh seseorang 

maka kamu membunub diri sendiri. Oleh karena itu hukutn retributif atau 

pembalasan (Ius Talionis) hams diberikan oleh pengadilan yang sah bukan "main 

hakim sendiri" terbadap pelaku kejahatan. Pemidanaan hams diberikan oleh 

pengadilan yang sah karena hanya pengadilan yang dapat menetapkan secara pasti 

kualitas dan knantitas dari pemidanaan. 

Jika Kant memandang bahwa pemidanaan sebagai tuntutan etis, oleh 

George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) pemidanaan sebagai konsekuensi 

logikal."' Bagi Hegel, hukutn adalah pefW1:\indan dari kemerdekaan, sedaogkan 

kejahatan adalah merupakan tantangan kepeda bukut:n dan keadillln. Oleh karena 

itu kejahatan secara mutlak hams dilenyapkan dengan mernberikan ketidakadilan 

(pidana) kepada penjahat. Teoii ini disebut sebegai "dialectische verge/ding". 55 

Teori retributif menganggep bahwa aldbat dari pemidanaan tidak relevan 

sebagai penilaian moral. Hukwnan harus diberikan sebagai respons terhadap 

prilaku buruk, dan prilaku buruk ini merupakan tindakan yang dalam perspektif 

moral sebagai tidak baik atau imoral, oleh karena itu hukmn pidana hams dibuat 

dan terlebih pemidanaan diberikan hanya untuk pelaku imoral itu saja sebagai 

bentuk pertanggungjawabannya, sehingga pemidanaan adalah aldbat dari 

perl>uatan imoral. 

Pemidanaan sebegai produk suatu pandangan :filsafut yang bersumber pada 

pemikimu Kant, menjadikan pemidarumn dalam kacamata deontologi, lebih dilihat 

dari maksud pelaku dalam melalrukan snatu perbuatan. Setiap orang memilild 

kewajiban uotuk melalrukan yang baik sehlngga apabila orang tersebut tidak 

melakukan yang baik maka orang tersebut akan diberikan hukwnan. Dan menurut 

Kant. yang bisa disebut beik dalam arti sesunggulmya adalah kehendak yang baik. 

Kchendak menjadi balk, jika bertindak karena kewajiban,56 sebingga semua 

perbuatan dalam bentuk apapun jika dilakukan dengan motif lain maka perbuatan 

54 Jan Remmelink, Op.Cit, him 602 
ss E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pkiana di Indonesia dan 

Pene!a~nnya, Storia Grafika, Jakarta, 2002 him 59 
K. Bertens, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, him 254 
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tersebut tidak dapat dikategorikan bllik. Perbuatan sesuai kawajiban ini 

mernpakan perbuatan Jegalitas, dengan Jegalitas maka kita memenuhi norma 

hukum. Seseorang dengan motif apapun tidak korupsi, melainkan bettindak 

sebagai pejabat negara yang sesuai aturan, orang tersebut masih belum memenuhi 

norma morn!. Sikap yang berkualitas mornl oleh Kant disebut mornlitas.57 

Dikatakan mempunyai sikap moralitas apabila seseorang tidak korupsi kareoa 

kewajiban dia unruk tidak Jroropsi, adanya rasa hormat terbadap hokum morn!. 

Bagi Kant, hukum morn! adalah kewajiban. Setiap orang tidak boleh sa!ing 

membunoh! Adalah soatu kebarnsan sehlngga apabila ada orang yang membunoh 

orang laio maka orang tersebut barns dipidana. Dengan alasan demikian maka 

pemidanaan merupakan impemtifkategoris. 

Teori retributif ini dapat dibagi menjadi dua bagian yakai "negative 

retributivism ,, dan npositive retributivisrn ,,, "negative retrihutivism" berpendapat 

bahwa haoya orang yang bersalah yang dapat dihukum dan dihukum sesuai 

dengan kesalahan-kesalahan mereka, yang tidak menyiratkan bahwa hukuman 

sepetti itu barns dikenakan "positive retributivism" berpendapat bahwa 

seseorang yang bersalah barns dihukum sesuai dengan kasalahannya.,. Nigel 

Walker juga membagi para penganut retributif ini kadalam beberapa golongao 

yaitu: 

I) Penganut teori retributif yang mumi ([he Pure Retribulivisl), yang 
berpendapat bahwa pidana hams eocok atan sepadao dengan kesalahan 
pembuat. 

2) Pengaroh teori retributif tidak mumi ( dengan modifikasi) yang dapat pula 
dibagi dalam : 
a. Penganut teori retnbutif yang terbatas (the limiting retributivisl) yang 

be[pendapat pidana tidak hams cocok/sepadan dengan kesalahan; banya 
saja tidak boleh melebihi batas yang coeok/sepadan dengan kesalahan 
terdakwa. 

b. Penganut teori retributif yang distributif (Retribution in distribution) 
disingkat dengan sehotan tenri "distributive" yang berpendapat bahwa 
pidana janganlab dikenakan pada orang yang tidak bersalab, tetapi pidana 
juga tidak barns eocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada 

137 Franz Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Jlmu KritiS, Kanisius, Yogyakarta, 1991, 
him 104 

"'Antony Duff and Dav!d Garland, A -On PuniShment, Oxford University 
P,..., New York, 1995, him g_ 
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pidana tanpa kesalahan" dihormati, tctapi dimungkinkan adanya 
pegecualian misalnya dalam hal "strict liability". 59 

Pemidanaan adalah pembalasan. Pembalasan merupakan human nature, 60 

karena manusia memiliki kecendnmgan alamiab untuk membalas dendam 

terhadap pelalm yang telah merugikannya. Retributif sering dianggap sebagai te<>ri 

pembalasan dendam, karena dengan melihat babwa seseorang yang bersalab barns 

dipidana, apakab pidana itu cocok alan sepadan dengan kesalabannya atau tidak 

tetapi demi rasa keadilan maka hukuman hams tetap diberikan. Hukuman sebagai 

pemuasan rasa keadilan hanyalab kemuflase dari hasrat untuk balas dendam 

karena secara bistoris atau secara psikologis ada hubungan yang erat antara balas 

dendam (revenge) dengan pidana seperti yaug disampaikan oleh J Andenaes.61 

Menurut St:ab4 teori retributif ini juga didasarkan pada prinsip babwa 

kejabatau adalab merupakeu pelanggamn terhadap pri-keadilan Tuhan dan barns 

ditiadakan. Karenanya mutlak barns diberikan penderitaan kepada petijahat, demi 

terpeliharanya pri-keadilan Tuhan. Cara mempertahankan pri-keadilan Tuhan 

ialab melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada penguasa negara 

(vergeldings als een eisch der goddelijlre gerechtigheid). 62 

Masalah pembalasan seperti yaug dimakeudkan oleh teori retributif ini 

dahulu berlaku dalam kebidupan masyarakat Y ahudi zamau Peljanjian Lama : 

"mata ganti mala, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, 
lecur ganti lecur, luka ganti luka, beugkak ganti l>engkak.'"' 
Hal ini diamini sebagai hukum dari Tuhan Allah yang disampaikan oleh 

Nabi Musa kepada orang-orang Israel sebagai Hukum Taurat. dan bahkan hukum 

ini berlalrujuga hagi orang asing di lsrael.64 

59 Uhat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., him 12-13. 
60 lihat Harkristuti Harkrisnowo, Pengaturan Mengenai Sanksi Pldana Dalam R­

KUHP Dslam Perspektlf Ham, dalam Komnas HAM & atl, Cata:tan Seminar, Pembaroan 
KUHP: Moninjau kemball beni!JJ<.bentuk hukuman dalam RUU-KUHP, Bandung, 2005 

61 Muladl dan Barda Nawawl Alief, Op. Cit., him 14 
62 /bid, him eo 
"' Ki!ab Peljanjlan Lama, Kilab Keluaran 21 : 24-25 llhat juga dalam Kitab lmamal 

24: 19-21 : "Apablla seseorang membuat orang sesamanya beroacat, maka seperti yang 
telah ditakukannya, begltulah haNS dilakukan kepadanya: palah ganti palah, mala gantl 
mala, gigi ganti gigi; seperti dlbuatnya orang lain bercacat, begitulah haros dibuat 
kepadanya: Siapa yang '""mukul mati seel<or temak, ia harus membayar gantinya, tetapl 
slapa yang membunuh seorang manusla, ia harus dlhukum matL" 
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Berdasarkan tekstual Kitab PeJjanjian Lama tersebut, pemidanaan selain 

merupakan pembalasan yang sesuai dengan hukum Tuhan, pemidanaan ini juga 

bertujuan sebagai peneegahan agar orang Jain tidak melakukan kejahatan yang 

sama. 

" ... maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud 
memperlakukan saudaranya. Demilcianlah harus kau hapuskan yang jsha! 
itu darl tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan 
menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lag:i perbuatanjahat 
seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang 
lrepadanya, ... "" 

Pemidanaan sehagaimana dimaksud oleh pemidanaan retributif ver:si 

Hukmn Taurat tersebut sudah tidak berlaku dalam negara-negara modem saat ini, 

terlebih Indonesia. Tetapi ide mengenai retrributif klasik ini mengalarni 

perkemhangan dalam retributif modem oleh Van Bemmelen, Pompe dan 

Enschede. 66 

Van Benunelen berpendapat bahwa penderitaan yang dialdbalkan oleh 

pemidanaan haruslah dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidaua 

bertujuan agar si te1pidana itu barubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna 

bag:i masyarakat (prevensi spasial). Beratnya pidaua tersebut tidak boleh melebihi 

kesalahan terdakwa walau dengan alasan pr~n~ensi genera/.67 

Karl 0. Christiansen68 secera terperinci memberikan cirl-ciri pokok atau 

kamkteristik darl teori retrlbutif ya1mi : 

a Tujuan pidana adalah semata-mata adalah untuk pembalasan; 
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamoya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan 
masyarakat; 

e. Kesalahan merupakan satu...atunya syarat untuk adanya pidana; 
d. Pidana barus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; 
e. Pidana melihat ke be!akang; ia merupakan pencelaan yang mumi dan 

tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan 
kembali si pelanggar. 

64 Kitab Pe~anjlan lama, Kitab Jrnamat 24 : 22 : "Satu hukum berlaku bagi karnu, 
baik b~i orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab Akulah TUHAN, Allahmu." 

Kitab Pefjanjian Lama, Kitab Ulangan 19: 19»2:1 
00 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loo.Cit., him 15 
67 Ibid. him 15 
sa Hal ini dapat dillhat dalam Muladi dan Barda Nawawi, Ibid, him 17 
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2.2 Teori Manfaat (Utililarian!Doeltheorieen) 

Dalam konteks pemidanaan, sebagian orang berpendapat bahwa, 

utilitarianisme merupakan bahak lanjutan dari pemikiran mengenai pemidanaan. 

Anggapan tersebut keliru apabila kita melihat bahwa baik teori absolut maupun 

teori relatif sebenarnya tumbuh bersamaan didalam pamahaman masyarakat. 

Dilain pihak utilitarianisme sering diperbadapkan dengan retributivisme sebagai 

lawan sejajar dalam perdebatan filosofis mengeuai pamidanaan. 

Dalam konteks moral, utilitarianism• sering dianggap keliru oleh 

Jawannya dengan meouduh kaum utilitarian adalah orang yang mau menyamakan 

kebaikan moral dengan manfaat. 69 Pendapat ini tidak tepa!, karena utilitarianisme 

tidak berperulapat bahwa segala tindakan yang panting betgnna adalah baik 

menurut moral~ melainkan utilitarianisme menekankan bahwa tindakan manusia 

haru.s betmanfaat bagi sesama, jika tindakan kita bennanfaat bagi sesama maka 

perbuatan itu secara moral hams dinilal baik, dan baik menurut moral tidak 

torgantung pada tercapai atau tidalmya tujuan dari tindakan. 

Saya meoenri uang orang Jain adalah tidak baik secara moral karena 

akibatnya merugikan orang lain walau tindakan mencuri uang itu menguntungkan 

saya. Suatu malam saya putang rumah dengan kondisi mahuk berter:iak-teriak 

dijalauan sebingga membuat seorang pencuri yang sadang betaksi dirumah 

tetangga ketakutan dan Jari tanpa membawa basil curian karena tetangga saya 

terbangun, lalu besoknya tetangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 

say a, secara moral tindakan saya juga tidak berjasa sama sekali. 

Utilitarianisme menghendaki agar semua orang bertindak sedenrikian rupa 

sebingga sebanyak nmngkin orang dapat berbahagia, setiap ornng bettindak 

sedemikian rupa sebingga menghasilkan akibat baik sebanyak mungkin bagi 

sebanyak ronngkin orang dan berupaya mengbindari akibat-akibat buruk. "the 

greatest happiness of the greatest number". 70 

Utilitarian menganggap bahwa setiap tindakan manusia memiliki akibnt 

atau konsekuensi, oleh karena itu utilitarianisme sering pula disebut 

69 Franz Magnis-suseno, Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Fflsafat Moral, 
Kanlsius, Yogyakarta, 2005, him 122 

"'K. Bertens, Op.Cil, him 248 
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konsekuensialisme. Aliran ini awalnya berasal dari pemikiran moral di Inggris, 

dengan tokoh utamanya yakni Jeremy Bentham (1748-1832) melalui bukunya 

yang san gat terkenal "An Introduction to the principles of Moral and Legislation'' 

yang dipublikasikan pada tahun 1789. Bentham menggunakan utilitarianisme 

sebagai dasar etis untuk memperbabarui hukum lnggris, khususnya hukum 

pidana.71 

Bentham sangat terpengaruh dengan karya Cesare Beccaria Bonesara 

yakni Dei delilti e delle pene yang diterbitkan pada tahun 1764 dan diterbitkan 

kembali dalam bahasa Inggris dengan judul An Essay On Crimes and Punishment 

pada tahun 1767. Bentham menggunakan prinsip-prinsip pidana yang 

direfleksikan dalam buku tersebut untuk menghubungkan pertimbangan­

pertimbangannya mengenai pemidanaan yang benar-benar didasarkan pada 

Utilitarian.72 Oleh karena itu Bentham dan Becaria diklasifikasikan sebagai dua 

tokoh utama aliran klasik hukum pidana 73 Selain mereka berdua sama-sama 

menerima teori kontrak sosial seperti yang dari Montesquie. 

Beberapa paragraf beriku~ sedikit membahas pemikiran Beccaria dalam 

An Essay On Crimes and Punishment, karena buku tersebut dalam konteks 

tertentu mempengarulti Bentham walaupun dalam banyak hal Bentham mentiliki 

argumen-argumen berbeda dalam membangun teori utilitariannya. Tetapi dengan 

sedikit memahami tulisan Beccaria tersebut maka akan sangat mudah untuk 

memahami pemidanaan dalam perspektif utilitarianism e. 

Beccaria san gat percaya dengan "kebebasan kehendak:", 74 bagi dia 

manusia lebih mengejar kepentingan diri mereka, setiap manusia menghindari 

rasa sakit dan meningk:atkan kebahagiaan mereka. Dan manusia adalah mahluk: 

rasional yang dapat mentilih perhuatan apa yang sungguh-sungguh dapat 

memenuhi kepentingan mereka dan oleh karena itu manusia dapat dianggap 

be bas. 

71 Ibid, him 247 
72 Tony Draper, An Introduction to Jeremy Bentham's Theory of Punishment, 

Bentham Project, University College London, 2002, him 3 
73 Muladi dan Barda Nawawi A, Op.Cit., him 27 
74 Ibid, him 28 
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Dalam penerimaannya rerhadap kontrak sosial, Beccaria berpendapat 

bahwa apabila ornng hidup tanpa pemerintah, maka kepentingan-kepentingan 

mereka akan saling bertenlangan dan mereka hidup dalam pepernngan rerus­

menerus, dan tidak ada keamanan serta kebabagiaan yang sangat keeil. Oleh 

karena itu setiap orang sepakat untuk membarikan bebempa kebebasan mereka 

demi kepantingan mereka yakni kaamanan dan kebabagiaan. Mereka membuat 

pe!janjian babwa mereka akan melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu 

kepada orang yang lain. Perjanjian in! adalab hukum bagi mereka. 

"Laws are the conditions under which men, naturally independem, united 
themselves in society. Weary of living in a continual state af war, and of 
enjoying a liberty which became of little value, from the uncertainty of its 
duration, they sacrificed one part of it, to enjoy the rest in peace and 
security. "75 

Dengan adanya peJjanjian dari setiap orang maka dapat dianggap 

kadaulatan atau pamerintahan terbentuk. Babwa orang-mang yang melakukan 

pe!janjian tersebut telah menciptukan pemerintah yang akan mempertabankan 

pe!janjian yang saling mengantungkan bagi mereka dengan undang-undang dan 

pemidanaan. Dengan kala lain pemarintah dilegitimasi oleh orang-orang in!, dan 

orang-ornng in! akan menjadi rakyatnya. 

Walaupun pamerintah dilegilimasi oleh rakyat, hal ini tidak boleh diartikan 

bahwa pamarintah bisa berbuat apa saja, namun justru dangan adanyn kontrak 

susial ini hal tersebut dibatasi. Beeearia herpendapat bahwa rakyat mengiugiakan 

kebebasan sebanyak mungkin, dan Ielah menyeouui untuk memberikan sebanyak 

mungkin kebebasan yang dibutuhkan demi keamanan mereka. Karenanyn 

pemerintah dalam malindungi keamanan mereka. dapat melanggar kebebasan 

mereka sebanyek yang dibutuhkan saja. Oleh karena pemerintah ada karena 

pribadi-pribadi yang meneari keamanan dan kebabagiaan, maka pemerintah harus 

bertujuan untuk meraib "Common Utility", yaitu dengan mengusabakan 

kebabagian yang terbesar dibagi an tara jumiab yang besar, "the greate.>t happiness 

shared among the greatest number. " 

15 Cesare Beccaria Bonesara, Dei defitti e delle pene (Leghorn, false imprint 
Haartem, 1764). Edisi Pertama dalam Bahasa lnggris yang dialihbahasakan dari bahasa 
ltalia: An Essay on Crimes and Punishments,-,london, 1767, Bab 1, hlm 3 
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Hal yang juga menarik dalam pemikiran Beccaria adalah dia 

rnenggantikan posisi kekuasaan raja dan peranan Gereja dalam membuat 

perundang-undangan khususnya dalam bidang Pidana Peranan ini harus diambil 

oleb Legislator sebagai wakil rakyat dao pembuat undaog-undang yang rasional. 

Undaog-undaog yang dibuat ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali dao 

berlaku baik bagi golongan atas maupun go Iongan bawah 76 

Kejahatan sebagaimana yang didefinisikan dalam undang-undang 

merupakao pengingkarao terbadap kontrak sosial77
• Dalam Bab 7 bukunya 

tersebut, Beccaria menyatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan akao 

dibuknm baoya karena tindakao jahat dia bukao karena intensi : 

"They e", therefore, who imagine that a crime is greater or less 
according to the intention of the person by whom it is committed; for this 
will depend on the actual impression of objects on the senses, and on the 
previous disposition of the mind; both which will ~ary in different persons, 
and even in the same person at difftrent times according to the succession 
of ideas, passions, and circumstances. Upon· that system it would be 
necessary to form, not only a particular code for every individual, but a 
new penal law for every crime. Men, often with the best intention, do the 
greatest iniury to society, and, with the worst, do it the most essential 
services. "18 

Dalam konteks saat ini memang benar bahwa konsekwensi lebih 

menentukan dibandingkan intensi. Seorang pejabat dengan intensi yang 

diwujudkao dalam sumpah jabatannya untuk mensejahterakao rakyat Indonesia, 

malahan menjadi koruptor kelas kakap yang konsekwensinya sunggub merugikan 

negara dao menyengsarakao rakyat 

Dalam konteks pemidaoaan, mengbukum seseorang yang melakukan 

kejahatan bukan karena intensinya tetapi karena konsekwensi tindakannya yang 

merugikan masyarakat. Dan pemidaoaan harus dilakukan oleh negara bukao oleh 

pribadi-pribadi yang mempunyai rasa dendam karena dirugikan atau menjadi 

korban Jangsung. 

76 Ibid, Bab 21, him 47 
77 Ibid, Bab 7, him 16 
78 Ibid, him 15 
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Kualitas dan kuantitas pidana dari perhuatan yang dikategorikan sehagai 

kejahatan bukan ditentukan oleh hakim melainkan ditentukan dalam undang· 

undang yang dibuat oleh Legislator sebagai perwakilan dari seiW'llh anggota 

masyarakat 19 "Judges, in criminal cases. have no right to interpret the penal 

laws, because they are not legislators.""' Hakim banya mengaplikasik.an undang­

undang dan tidak memiliki hnk untuk mengiotepretasikan atau menafsirl<an 

undang-undang tersebut karena hakim bnkenlah Legislator. Hakim banyalah alai 

undang-undang, yang hlmya menentukan salah tidaknya seseorang yang kemudian 

menetapkan pidana!' Oleh karena itu undang-undang harus dirumuskan dengan 

jelas. 

Dalam memidan.a, hakim tidak boleh mengadili atau menilai hal-hal yang 

hersifat moralitas, melainkan mengadili atau menilai pelanggaran-pelanggaran 

terhadap kontrak sosial tersebot. 82 Tetapi Hakim tidak boleh menjatuhkan 

hnkmnao mali karena tidak ·hisa dihenarkan dalarn kontrak sosial.83 Pidana mali 

tidak dapat meneegah k'l]ahatan melaiukan merupakao kebrutalan (brutality and 

violance). 8" 

Pernidanaan dibotuhkan kerena setiap manusia merniliki keegoisan, den 

apahila karena keegoisan ini manusia melakukan segala tindakan yang justru 

melanggar kontrak sosial. Setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan 

kejahatan. Oleh kerena itu Pemidaoaan tidak harus meoiadakan keegoisan kita, 

melaiukan memotivasi kepentingan diri kita untuk tidak melanggar undang­

undang.85 

"The end of punishment, therefore, is no other than to prevent the criminal 

from doing further injury to society, and to prevent others from committing the 

79 Ibid, Bab 3, him 6 
80 Ibid 
81 Muladi dan Barda Nawawi A., Loa. Cit, him 2.9 
"" Ibid, Bab 7, him 16 
., Ibid, Bab 28, him 60 
" Muladi dan Bnrda Nawawi A., Op. Cit., him 29 
85 Cesare Beccaria Bonesara, Op. Cit., Bab 1, him 3 
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lilre offence. "86 Pemidanaan dijadikan sebagai Preventif sebagaimana dalam 

Deterrence Theory yang membagi dua bagian pencegahan: 

I. Special Deterrence, yaitu memidana seorang pelaku tindak pidana agar 
dia tidak melakukan Jagi tindak pidana yang sama dikemudian bari. 

2. General Deterrence, yaitu memidana seorang pelaku tindak pidana 
sebagai contoh bagi masyarakat agar Oillllg lain tidak melakukan tindak 
pidana tersebut 

Bagi Beccaria masalah de/terence tergantung pada dua hal yakni hal yang 

pertama adalah pemidanaan barns diburikan secara proposional atau sebanding 

dengan k~abu!an. Hal yang kedua adalah masyarakat barus sudah mengetahui dan 

memabumi pemidanaan rersebut. 

Pemidanaan harus sebanding dengan kejabutan, dan tidak bolah lebih 

kejarn dari kejabu!an tetsebut. Paradoksuya adalah seseorang yang dihakum harus 

dapat memberikan efek preventif, misalnya seseorang yang mencuri seekor ayam 

dipidana penjara selama satu bulan, disaat yang sama seorang pcjabat terbokti 

korupsi satu triliyuo rupiah dan dipidana selama satu bulan. Kctika hal ini 

diketahui oleh orang yang mencuri ayam, maka tidak menutup kemungkinan dia 

akan melakukan kejaha!an yang lebili serius lagi. 

Pemidanaan harus herfungsi untuk mencegah agar orang lain tidak 

melakukan kejabu!an yang sama, maka pemidanaan diberikan kepada orang yang 

bersalah agar perlu diketahui dan dipahami oleh masyanaka~ dan bisa membuat 

kesan terhadap masyarakat sehingga mereka lebili memilib perbuatan yang 

menghasilkan lebih hesar kebahagiaan daripada melakukan kejabu!an yang 

akibatnya penderitaan lebib hesar dibandingkan manfaatnya 87 Tetapi sekali lagi 

bahwa Pemidanaan tidak boleh terkesan kejarn melainkan pemidanaan barns 

tertentu alan pasti karena dengan demikian paocegahan akan lebib erektif. 

"Crimes are more effectually prevented by the certainty than the severity of 

punishment. ,.ag 

" Ibid, Bab 12, him 25 Perbedaan anlara Special Delem311CfJ dan General 
Detem3nce juga dijelaskan secara singkat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 
Op.Cit. him 18 

ilr Ibid, Bab 12, 25 
" Ibid, Bab 27, him 57 
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Agar masyarakat taim dengan pasti pemidarutan itu sendiri, maka 

pemidanaan harus tertuang dalarn undang·undang dan diumumkan ke masyarakat, 

serta masyarakat dapat melihat pemidarutan itu sendiri. l<aret!J!. bagi Beccaria 

Pemidanaan harus kelihatan lebih menalrutkan kecuali untuk kejabatan·kejabatan 

yang secara kualitas maupun kuantitas kecil.89 

Argumen-argumen Beccaria dialas mempengarubi Bentham untuk 

mengkritik hukum pidana lnggris pada saat itu. Bentham menggunakan prinsip 

Utilitarianisme dalarn mendasmi pnndangannya mengenai hukum pidana 

khususnya pemidarutan. 

Dakam bakunya "An Introduction to the Principles of Moral and 

Legislation" Bentham jnga dipengaruhi oleh "kehendak bebas" seperti Beccaria"', 

yang mana Bentham yakin bahwa manusia secara alarniah untuk menggunakan 

kabandak bebasnya dalam mewujudkan kebabagiaan dan mengurangi atau 

menghindari penderitaan. Oleh karena itu marmsia tabu mana yang mestinya 

dilakukan, mana yang mestinya dikatakan dan mana yang semestinya dipikirkan 

yang akan membawa akibat dia lebih bahagia bukan sebaliknya. 

Sebagaimana Beccaria mengidentifikasi sumber-sumber motivasi sehingga 

orang taat terbadap hukum, Bentbam melakukan hal yang serupa. Dalarn Bah III 

"An Introduction to the Principles of Moral and Legislation", secam khusus 

Bentham membahas tentang sanksi atau sumber penderitaan.91 Dia 

menggarnberkan sumber pemidarutan sarna dengan sumber penderitaan!' 

Penderitaan ini bersumber dari sanksi-sanksi fisik, pelilis, moral dan agama. 

Penderitaan yang datang seeara alamiah seperti sakit penyakit merupakan sanksi 

,. Ibid, Bab 29. him 69 
00 Muladidan Barda Nawawi A, L.oc.Cit., him 28 
91 Jeremy Bentham, An Introduction to the Ptim;iples of Morals and Legisfatitm, 

Batoche Books, Kitchener, 2000, him 27 
92 ~Now this S8fl1& suffering, if inflicted by lhe law, will be what is commonly caiJed a 

punishment". Uhat . An lntroduclion to the Prlnciples of Morals and Legislation, Bab 3 
Point Vlll. him 28. Perkembangan mativasi sanksi Bentham, sabagai jawaban terhadap 
beberapa kejahatan, telah diuraikan dalam beberapa bukunya, yaitu Fragment on 
Government and A Comment on the Commentan'es, mengenai tiga sanksi yakni politik, 
moral dan agama. Kemudian dalam An Introduction to the Principles of Moral and 
Legislation, sanks'i yang ke empat yakni sanksi fisik, Dan yang terakhir Deontology pada 
tahun 1814, dengan pembahasan mengenai "SympathY', yang diklasffikasikan seba:gai 
sanksi yang ke lima. 
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yang bersifat fisik, sedangkan penderitaan yang ada karena keputusan pengadilan 

sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk menghukum orang yang melanggar 

undang-undang maka sanksi tersebut termasuk. sanksi yang politis atau sanksi 

hukum. Apabila secara spontan sekelompnk masyarakat menolak prilakn 

seseorang karena tidak mengenakan perasaan masyarakat maka orang tersebut 

menerima sanksi moral, sebalikoya seseorang dianggap berdosa karena melanggar 

aturan agama maka sanksi yang didapat adalab sanksi agarna. Penderitaan sebagai 

akibat dari pelanggaran undang-undang, merupakan pemidanaan yang diberikan 

berdasarkan sistem hukum suatu negara. Dan pemidanaan merupakan penderitaan 

yang sama dengan penderitaan yang lain jika tanpa melibat sumber-sumbemya. 

Bentham menganggap bahwa pemidanaan sebagai perwujudan dari suatu 

kejabetan yang tidak dapat disangkal,93 bagi Bentham pemidanaan harus 

berhubungan dengan kejabatan, adanya pemidanaan karena adanya kejabetan, 

sehingga adalab sangat tidak mungkin seseorang dipidana apabila orang tersebut 

tidak melakukan kejabatan, karena bagi Bentham pemidanaan merupakan suatu 

kategori kbusus dari penderitaan yang tidak dibasilkan oleh beberapa tiodakan 

pribadi melainkan dihasilkan oleh satu tiodakan pribadi yang disebut kejabatan. 94 

Melaknkan kejabetan akan berakibat dipidana. Pemidanaan berus 

menghasilkan rasa yang lebih sakit bagi pelakn kejabatan dibaodingkao dengan 

kebabagiaan yang didapat oleh pelakn kejabatao tersebut. Oleh karena itu orang 

lebih memilih untuk taat hukum daripada melaoggar hukum. Hal ini perlu 

dipahami sebagai ide dasar dalam membangun pemikiran mengenai pemidanaan 

yang didasarkan pada konsep utilitarianisme. 

Dalam mencari pembuktian ilmiah mengenai pemidanaan, Bentham 

mempertimbaogkao larnanya untuk menemukan akibat dari rasa sakit yang 

muncul dalarn masyarakat, baik oleh pelakn kejabatao maupun oleh pemidaoaao 

93 Ibid, Bab IV, him 31. gLegal punishment as the embodiment of an 
unquestionable evil", pendapat Bentham ini mengikuti pendapat Thomas Hobbes 
mengenai pemidanaan : "A punishment, is an evil inflicted by public authority, on him that 
hath done, or omitted that which is judged by the same authority to be a transgression of 
the law; to the end that the will of men may thereby the better be disposed to obedience". 
Lihat Leviathan, Bab XXVIII 

94 Ibid 
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itu sendiri. Dari sudut pandang rasa saki! yang disebabkan oleh pelaku kejahatan, 

dia mengusulkan suatu pengujian yang cukup untuk menentukan apakah suatu 

tindakan adalah "salah", dan apakah tindakan itu sebaiknya diklasifikasikan 

sebagai suatu "kejahatan" dan kemudian membuat undang-undang yang dapat 

mencegah kejahatan itu dilakukan. 

Bentham juga menganjurkan agar pemidanaan diberikan sebanding dengan 

kejahatan yang dilakukan. Karena yang paling penting adalab, pemidanaan hams 

menyediakan knantitas variabel dari rasa saki! dalam menjawah berbagai macam 

kejahatan yang disebabkan oleh pelaku kejahatan.95 Dan bagi Bentham 

pem.idanaan tidak boleh kejam atau justru tidak manusiawi apalagi pidana mati. 

Bentham menolak pidana mati, bagioya pidana mati justru hanya menghasilkan 

penderitaan luar biasa dibandingkan dengan kebahagiaan dalam mencapm 

tujuannya, karena membawa kekejaman atau kebrutalan luar biasa 96 

Bentham mengemukakan bahwa, tujuan Pem.idanaan adalah untuk 

mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan ini dalam bentuk. Special Detterence 

dan General Dete"ence. Secara singkat tujuan pemidanaan menurut Bentham 

adalah sebagai beriknt : 

I) Mencegah semua pelanggaran (to prevent all offenses) 
2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat (to prevent the worst offenses) 
3) Menekan kejahatan (to keep down mischief) 
4) Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya (to act the last 

expense/7 

Pandangan Bentham mengenai utilitarianisme sebagai dasar pemikiran 

moral mengalami perkembangan oleh Jhon Stumt Mill (1806-1873), dan kaum 

utilitarianisme setelahnya. Jhon Stuart Mill, menyempumakan pandangan 

Bentham dengan menghubungkan asas manfaat dengan keadilan. Mill 

berpendapat bahwa pemidanaan itu ada karena demi keadilan. Pandangan 

Utilitarianisme ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perundang-

95 Ibid, Bab XV, him 147 
IIEI Muladi dan Barda Nawawi A, Op.Cit., him 32 
97 Ibid, him 31 
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undangan lnggris sepanjang pertengahan abad kesembilanbelas," dan bahkan 

masih mempengaruhi sistem pemidanaan dibeberapa negara dengan variasi­

variasinya, yal:ni: pencegaban (deterrence), penjara dan stigmatisasi 

(incopacitalion), dan rebabilitasi {rehabilitation). Tetapi pada intinya dalam 

konteks _pemidanaan, teori utilitarian memilild karakteristik seperti yang dirinci 

oleh Karl. 0. Christiansen"' sebagai berikut: 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (preven!Wn); 
b. Pencegahan bukan tujuan akbir tetapi banya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahter:aan masyarakat; 
c. Hanya pelangarau-pelanggaran hukum yang dopa! dipersalahkan 

kepsda si pelaku &Ua (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi 
syarat untuk adanya pidana; 

d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuanaya sebagai alat untuk 
pencegahan kejahaton; 

e. Pidana melihat Ire muka (bersifut prospektif); pidana dopa! mengandung 
unsur pencelrum, tetapi beik unsur pencelaan atau unsur pembalasan 
tidak dapat direrima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan 
untuk kepentingan kesejahter:aan masyarakat 

Dalam pmktek pemidanaan kbususnya pasca tahun 1963, ulilitarianisme 

mengalami pengaruh yang cukup besar di dalam sisrem peradilan pidana di 

Indonesia. Salah satu tujuan pemidanaan berdasarkan pemikiran utilitarianisme 

adalah Pemasyarakatan atau Resosialisasi. 100 Hal ini menjadi salah satu topik 

penting dalarn pembaharuan sisrem pidana penjara yang selarna itu dlanggap 

mempunyai semangat koloniatisme yang justru tidak sesoai dengan semangat 

revolusi sUlltu negara yang baru lepas dari penjajaban. Oleh karena itu, Dr. 

Sahardjo, S.H mempmkersai untuk mengubah sistem kepeqiaraan menjadi sisrem 

pemasyarakatan sebagsimana kita lihat dalam perkembangannya saat ini. 

96 Bertrand Russell, Sejarah FiJsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Polit.ik 
Zaman Kuno Hingga Sekarang, Pustaka Pe!ajar, Yogyakarta, 2002, him 1008 

99 Hal ini dapat dilihat datam Muladi dan Barda Nawawi, Ibid. hlm 17 
100 Bagi Sudarto, lstilah ~Pemasyarakatan"' dapat disamakan dengan istilah 

*Resosiallsasi'" dan/atau ~Reh.abilitasi'". Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit 
Alumni, Bandung, 1986, him 73 
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2.3 Pemidanaan di Indonesia dan Konsep Pemasyarakalan 

Rctributivisme maupun Utilitarianisme yang Ielah diungkapkan diatas 

merupakan falsafah pemidanaan dar! dunia barat. Di Iadonesia, setelah seldan 

tahun merdeka, tidak menunjukan falsafah pemidanaan yang digunukan sebagai 

acuan dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Akibatnya, legislator akan 

dengan behasnya berkreasi dan berinovasi dalam membnat peratnran pidana.101 

Padahal dahulu diwilayah Iadonesia terdapat sisrem pidana dan 

pemidanaan yang bersumber dar! kill!b-kitab hukum adat, misalnya, antara lain : 

A.wig-awig yang digunukan di daerah Bali, dan Lontara Lotoa yang ada di 

Sulawesi Selatan. Kitab-kitab hukum itu sebenarnya telah mengenal asas legalitas 

dan proporsionalitas, yang mel\iadi pilar bukum pidane modem, disamping 

sejum.lah asas pidane laiunya.102 Namun sangat disayangkan, apakah karena minot 

saJjana hukum sangat kunmg terhadap pidana adat atau karena pengaruh doktrin 

hukum Belanda yang sangat tertanam kuat dalam pemikiran saJjana hukum 

Indonesia sebingga pidana adat semakin ditinggalkan. 

Pemikinm mengenal pemidanaan di Iadonesia mendapat kemajuan yang 

sangat berarti setelab adanya sistero pemasyarakatan. Lebih dar! empat puluh 

tahun warga negara Indonesia telah akrab dengan istilah pemasyarnkatan, dan 

kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai istilah 

tersebut. Ada yang menyatakan itu sebagai suatu tempat untuk merehabilitasi dan 

mereintegrasi para narapidana, ada pula yang berpendapat bahwa pemasyarakatan 

merupakan istilah Jain dar! penjara yang berfimgsi sebagai tempat penjeraan bagi 

rerpidana sehingga mereka merasakan penderitaan sebagai bentuk balasan atau 

tanggungjawab mereka teriJadap kejahatan yang mereka lakukan. 

Konsep tentang pemasyarakatan di Indonesia merupakan perkembangan 

dar! konsep penjara. Pemasyaraka!an sebagai suatu konsep dan praktek dalam 

sistern peradilan pidana merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 

sistem peradilan pidane itu sendiri. 

101 lihat Harkristuti Harkrisnawo, Rekanstruksi Kansep Pemidanaan : Suatu 
Gugatan Terhadap Proses LegisJasi dan Pemidanaan di Indonesia. Pidato Pengukuhan 
Guru Besar, UnJvetsitas Indonesia Tahun 2003, him 12 

102 Ibid, him 14 
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Lembaga Pemasyarakatan memainkan peranan yang sangat penting 

terhadap terpidana atau narapidana dalam hal pembinaan sehingga dalam sistem 

peradilan pidana sebagai dapur akhir dari suatu proses pemidanaan yang nantinya 

dibarapkan narapidana tersebut dapat diterima dan hidup normal kembali dalam 

kehidupan bermasyarakat. Bagian dalam tulisan ini juga nkan menyinggung 

mengenai sejambeya khususnya perkembangan pidana penjara sampai konsep 

pemasyarakatan di Indonesia. 

2.3.1 Pemidanaan di Zaman Penjajaban 

Di zaman pendudnkan VOC pada tahun 1602 s/d 1800, jaman peraliban 

(1800 sld 1808), Jaman Perancis-Belanda yakni jaman Gubernur Daendels (1808 

s/d 1811) dikenal adanya pidana kurungen dan pidana rantai. Tetapi penjara mesih 

juga belum ada. Nanti pada zaman Gubernur Raffles (1811 sld 1816), beliau 

memerintahkan untuk dibapus segala macam pidana yang dapat menyebabkan 

cacat baden, juga diadakan pembagian narapidana berdasarkan jenis kejabatan 

serta direncannkan pembangunan penjara-penjara, tetapi renacana tersebut tidak 

be!jalan kanona perintah tersebut tidak ditanti oleb bawabennya.103 

Indonesia pada tabun 1872 s/d 1905, ke!ja paksa menjadi jenis 

pemidaoaan yang pada umunya diberlaknkan. Pada periode ini orang-orang 

Indonesia (dan orang-orang golongan Timur Asing) berlaku pada waktu itu Kitab 

Undang-Undang Hnkuro Pi dana tersendiri yakni "Wetboek van Strafrecht voor de 

Inlanders in Nederlandsch Indie" yang dapat diteljemabkan sebagai "Kitab 

Undang-Undang Hnkuro Pidana untuk orang-orang Pribnmi di Hindia Belanda" 

(pada waktu itu orang-orang Indonesia disebut "Inlanders").104 KUHP ini berlaku 

sejak tanggal I Januari 1873 dan ditetapkan dengan Ordonansi pada tanggal 6 Mei 

1872 (Indisch Staatsb/adNo. 82). 

Jenis pidana pokok untuk orang-orang Indonesia menurut Kitab Undang­

Undang Hukum Pidana 1872 itu ialab:10
' 

103 A Widlada Gunakarya, Sejarah dan Konsepsi PemasyaTakatan. Armico. 
Bandun.il, 19113, him 25 

1 Tim Penyusun, Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke 
Pemasvarakatan}, DlrJen Pemasyarakalan, Jakarta, 1983, Baglan kel Bab I, him 11 

""Ibid 

' l 
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a. Pidana mati; 
b. Pidana kelja; 
c. Pidana denda. 

Pidana kelja bagi pribumi (dan golongan timur asing) dijalani seumur 

hidup atau sementara dan paling sedilcit satu bari. "KCija Paksa" atao "wajib kelja 

pada pekeljaan-pekcrjaan omom untuk makcn tanpa upah" (voor de knst zonder 

loon), dan dilakukan di luar daerah asal terpidana (sehingga sering disebut 

"pembuangan" atau "verbaning"). 106 Pi dana kerja ini terdiri dari dna jerda yakni : 

a. Kelja paksa (dwang arbeid), yang dilakukan diatas lima tahun dengan 
dirantai (dwang arbeid aan de fretting), dan dlbawah lima tahun tanpa 
dirantai. 

b. Dipekerjakan (ter arbeid stellen/07
, yakni pidana kelja paksa yang 

dilakukan dalam waktu satu tahun ke bawah 

Sanksi pidana ini sangat berbeda dengan golongan orang-orang Eropa 

yang bagi mereka diberlakukan "Wetbuk van Strqfrecht voor Europeanen" (Kitab 

Undang-Undang Hukom Pidana untuk orang-orang Eropa) dari tahun 1866, yang 

sebenaroya tidak lain dari pada K.itab Undang-Undang Pidana yang berlaku bagi 

orang Belanda di Negeri Belanda. Jerda pidana pokok yang berlaku begi orang­

orang gnlongan Eropa ini ildah: 

a. pidana mali 
b. pidana penjara 
c. pidana korun11f: 
d. pidana denda. 08 

Oleh karena sanksi pidana bagi orang-orang golongan Eropa berwujud 

sebagai "pencabutan kemerdckaan" (pidana penjara dan pidana kurungan), maku 

didirikan Penjara Pusat untuk orang-orang Eropa (Centrale gevangeni.>; voor 

Europeanen) di Semarang (Jurnatau) yang berfungsi sebagai "strafgevangenis" 

108 Pelaksanaan ke~a paksa d!luar daerah tempat asal ini dimaksudkan juga 
sebagai usaha "memberatkan pidana~. Latar belakang pemikirannya ialah bahwa dengan 
dikeluarkannya terpidana yang bersangkutan dart daerah tempat asalnya, dimana !a 
tengah menlkmati suasana kampung halamannya, dijauhkannya yang bersangkutan dari 
sanak ke1uarganya dan teman~temannya serta dart tempat~tempat dimana nenek 
moyangnya d!kebumikan, dianggap sebagai suatu hal yang sangat menyedihkan dan 
karenanya merupakan suatu "derita tambahan• yang sangat berat yang khusus dlrasakan 
oleh oraoo-mang Indonesia pada waktu itu. Ibid 

1111 Ibid 
1tl!llbid 
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(penjara untuk pidana). Yang merupakan bangunan rumah penjara pertama di 

Indonesia.109 

Perbedaan sanksi pidana ini sunggah mencerminkan penjajahun yang ridak 

mansiawi Penegakan hukum pidana dalam perspektif kolonial, itu berlangsung 

terus sekalipun sejak tahun 1905 diadakan perubahan-perubahun dalam 

pelaksanaan pidana dan sejak tahun 1918 berlaku sanksi-sanksi pidana yang sama 

bagi semua golongan. 

Pada tahun 1905 terdapat kebijakan baru di bidang perlakuan terhadap 

terpidana lni terlaksana di bawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan (Hoofd 

van het Gevangeniswezen) yang pertama yakui Gebels, seorang srujana hukum 

yang daJam sejarah kepenjaraan Hindia Belanda terkenal sebagal seorang yang 

Ielah beljasa daJam mengadakan perubahun-perubahan di bidang kepenjaraan."0 

Dalam garis besarnya perubahan-perubahun itu meliputi hal-hal sebagai berikut: 

Pertama : Meneruskan kebijakan (policy) tentang mempeketjakan para terpidana 
yang dikenakan pidana "dipeketjakan peda peketjaan-pekeljaan ummn untuk 
makan tanpa upab" (voor de lwst zonder loon) (kralwlan); 
Kedua : konsentrasi dari para terpidana kelja paksa di "pusat-pusat penampungan 
yang besar di wilayah-wilayah" (gewestelijfre centralen) atau pada proyek-proyek 
peketjaan yang besar-besar untuk keperluan umum (pembuatan jalan, tambang­
tambang, proyek-proyek irrigasi, deb); Penempatan "pusat-pusat penampungan 
wilayah'' dan "pusat-pusat proyek-proyek" ini dibawab pimpinan dituktur-direktur 
yaug cakap; keharusan, bagi terpidana untuk melakuken peketjaan-peketjaan 
bermanfaat baik bagi metuka sendiri maupun bagi pemerintah dibawab disiplin 
yangketat 

Pada tanggal 15 Oktober 1915 dengan Koningldijk BesluiJ No. 33 (IS. 

1915 No. 732) dimasukan WvS barn dengan Koningkiijk Beslult tanggai 14 Maret 

1917 No. 46 (IS. 1917 No.497) yang bcrlakutanggal I Janusrll917, denganjenis 

pi dana yang berlaku untuk ummn sebagaimana termaktub dalam pasal I 0 WvS, 

dimana pidana penjara menjadi pidana pokok disamping pidana mati, pidana 

kurungan dan denda.111 Pada tabun 1917 diberlekakan Gestichllenreglement 

(Peraturan Kepenjaraan) Lembaran Negara 1917 No. 708. 

109 Ibid 
"

0 Ibid, Bab II, him 17 
"' R Soesilo, Kilab Undang-Undang Hulwm Pidana (KUHP) Se!l:a Komsnlar­

Komentamya L~p Pasaf Demi Pasaf, Politeia, Bogor, 1996, him 2$ 

• 
' 
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Pidana penjara yang dimaksudkan dalam pasal !0 KUHP merupakan 

hilangnya kemerdekaan orang terpidana selama waktu tertentu dengan cara 

mencebloskannya kedalam penjara. Sejak saat itu penjara mulai berdiri dan 

tindakan pencegnhan terhadap kejahatan dengan sistem penjara mulai berlaku 

sebagai tujuan pemidanaan, dimana lebih menekankan unsur balas dendarn 

sebagai bentuk pencegahan terhadap kejahatan tersebut. Pidana penjara dibuat 

untuk terpidana menjadi jera, dan untuk itu pidana penjara barns dilaksanakan, 

harus lama dan hams menyakitkan. Adapun dasar hukum Sistem kepenjarnan 

adalah sebagai berikut : 

a. Wetboek Van l!ftrqfrecht vor Nederlandsch Indie (Kitab Uedang - Undang 
Hukum Pidana) LN 1915 No. 732 jo LN 1917 No. 497 jo undang-undang 
No. 1 tabun 1946 jo undang-undang no. 73 tabun 1958, dan berdasarkan pasal 
ll aturan perallhan UUD 1945 serta pasal I Peraturan Presiden no. 2 tann 
1945, tanggal10 Okrober 1945. 

b. Gestichten Reglemenl (Peraturan kepetijaraan) LN 1917 no. 708 
c. Dwangopvoeding Regeling (DOR) LN 1917 No. 741 
d. Voorwaadelij/re Invrerijl:widstellingverordeling LN 1926 No. 487 
e. Regeling Voorwoare/ij/re Veroordellng Stbl. 1926 No. 487. 

Sistem pcmidanaan ini berlangsung sampai penjajahan Jepang tanpa 

banyak perubahan. Tempi Jepang selalu mengguoakan pidana ke!ja paksa 

(Romusha) demi kepentingan pcrang. Penjajah Jepang mempcrlakukan terpidana 

secara teori berda.sarkan ('reformasi atau rehabilitasi", sehingga ada seorang ahli 

hukum Jepang, yalmi Adzuma Kocihi.to mencantumkan kata-kata penutup dalarn 

bukunya yang berjudul Semanggat Nippon sebagai berikut : 

"Dahulu Pemerinlah membojangkan bohwa ia sudah tjukup memenuhi 
lrewajlbarmya kepada masjarakot, jikolau ia sudah menangkop si penjahat dan 
memasukkon mereko dalam penjara. Akon tetapi sekorang orang insjqf bahwa 
dengan ber/ako begitu saja lrewajiban negeri belum habis, melainkon pada waktu 
itu harus baru mulai. Kalau negeri menangkap sesuatu orang dan 
memenjarakmm,ia. negeri itu hams me'fdunjung tanggungan yang berat, jaitu 
tanggungan supaja mengurus orang-orang terpidana dengan ja/an patut dan 
mendidik mereko pe/a Mesklpun si penjahat sudah melanggar larangan uudang­
undang, ia tidak kehilangan hahtya selaku manusia. Ji!adau orang hukuman itu, 
sesudahuya dilepaskon sebab lamanya masa hukuman habis, kurang sanggup 
okon mengerjakan kewajibanrrya selaku onggota masjarakot, mako tidak boleh 
dibilang bahwa pemerintah bukon saja tidak memenuhi tanggunganrrya terhadap 
masjarakui melainkan juga terhadap orang hukuman sendiri. Pemerintah wajib 
memperbaikl omag-orang hukuman boik da/am rochani maupun dalam 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



51 

masjaralaJt, laJ/au merelaJ bisa diharap alaJn mungkin diperbaiki. Itu sebabnya 
harus dipakai akal-akal yang ditujukan kearah perbaikan menurut umur dan 
keadaan siperdahat. Hanya dengan jalan demikian. negara bisa memenuhi 
seluruh kewajibannya JPI:»a melindungi anak-anak negeri terhadap serangan 
kR.pada badan dan haria. 111 

Tetapi ini sekali lagl ini hanya teori, dalam kenyataan perlakuan terhadap 

terpidana sama seperti pidana keJja pak:sa di abad XIX. Dengan adanya romusha 

yang mengalami berbagal kekejamaan yang dilakukan oleh tentara Jepang, 

sehingga menjadi lembaran sejarah yang hitam dari sejarah Pemidanaan di 

Indonesia.1 13 

2.3.2 Pemidanaan di awal Kemerdekaan (Tabnn 1945 s/d 1%3) 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agnstus 1945, 

merupakan babek barn sc;jarah pemidanaan di Indonesia, semangat anti 

kolonialisasi menjalar ke segala bidang termasuk dalam bidang pemidanaan. Sural 

edaran yang pertama kali dikeluarkeo dalam sejarah Kepenjaraan Republik 

Indonesia, ialah surat edaran yang dike1uarkeo di Jakarta tertanggall 0 Oktober 

1945 no. G.S/588 oleb Menteri Kehaldman R.l yang pertama, Professor Mr. Dr. 

Supomo. Surat edaran pertama ini memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. bahwa semua penjara Ielah di.koosai oleh Republik Indonesia; 
2. bahwa periniah-perintah yang diturut hanya periniah-perintah dari Menteri 

Kehaldman R.I., atau dari Kepala Sahagian Urusan Penjara Mr. R.P 
Notosusanto yang Ielah ditonjulc sementara untuk itu; 

3. bahwa pengurusan alas penjara-penjara setelah di.koosai oleh Repnblik 
Indonesia hams baik untuk mereperoleh nama baik pula dari donia 
intemasional; 

4. bahwa yang pertama-tama hams diperbatikan dan diusahakan ialah kesebetm 
orang-<>rnng terpenjara; apa yang Ielah te!jadi dimasa sebelumnya (Jepang) 
jangan sampai terulang; kbUSllSnya makeoan bagi orang-<1rang terpenjara 
harus dicukupi; 

5. pekeljaan bagi orang-<lrang terpenjora barns diperbatikan antara lain sebagai 
sarana memperbaiki tabia1nya; perhatian kbusus diminta untuk usaha-usaha 
dibidang pertanian guna mencukupi makeoan orang-<1rang terpenjara; 

112 Tim Penyusun. Op. Cit, Bagian U Bab IV, him 33. Kalimat lnl dikutip dati 
Adzuma Konihito~ Semangat Nippon, him 174 

113 Ibid 

• 
' 
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6. akbimya dipesankan supaya dalam hal memperlakukan orang-orang tcrpenjara 
selalu mengingat perikemanusiaan dan keadilan, tanpa pandang bulu (apakah 
Indonesia. Eropa, Tiongboa, dll).114 

Pada tahun 1948, tetjadi perubahan peraturan mengenai kepenjaraan, 

Geslichflenreglement (Peraturan Kepenjaraan) Lembaran Negara 1917 No. 708, 

diu bah dangan LN 1948 No. 77, sebagaimana pe1aksanaan dari pasal 29 KUHP .1" 

Pada bulan Agustus 1960 Mr. Sudarman Gandasubrata bersama-sama dengan 

Bahrudln Suryubroto meogbadiri "Kongres PBB ke II lentang Pencegahan 

Kejahatan dan Perlakuan terbadap pelanggar hukmn" (2nd U.N. Congress on 

Prevention of Crime and treatment of Offonders) yang diad•ka• di London. 

Hal ini sangat mempengaruhi pandangan dalam pemberlakuan para 

terpidana, dimana dapat dilihat dengan diterbitkannya sural edanm tanggal 26 

Maret 1962 no. J.H. 8.6ni tentang "Pendidikan Narapidana", yang antara lain . . 
memuat "arab pimpinan kepenjaraan yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Kehakiman" yakni "pemasyarakatan narapidana" dalam arti "mempersiap-kan 

narapidana labiribatin untak kembali ke masyarakat, dan sebagainya". Kernudian 

Dlterbitkan juga surat edanm tanggal 23 April 1962 no. J.H. 8.1140 tantang 

"Pedoman Pemasyarakatan Narapidana" yang antara lain memberi petanjuk­

petanjuk mengenai pendidikan, diantaranya pendidikan vak yang dimana 

mungkin disesnaikan dengan kebutuhan-kebuluban yang kbas dari masyarakat 

sekelilingnya. u• 

lstilah "pemasyarakatan" yang oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan 

Sudarman Clandasubrata dipergnnakan dalam surat-surat edanmnya tanggal 26 

Maret 1962 No. J.H.8.6171 dan tanggal 23 April 1962 No. J.H.S.l/40 itu 

sebelumnya oleh beliau sendiri dinlllllkan kurang cocok. karena tidak lain daripeda 

penterjemahan dari istilab "resosialisasl". Istilah "pemasyarakatan" Ielah 

dipergnnakan sejak tabun 1962, dan kalau lsi dari apa yang menyebabkan 

timbulnya istilab "pemasyarakatan" ltu ditelaah dan diperbandlngkan dengan apa 

114 Ibid, Bagian ke II Bab I, him 36 
115 R. Soesi!o,Op.ctt., him 42, Gsstichten Regtement (Peraturan Kepenjaraan} LN 

1917 no. 7013 dan diubah dengan LN. 1948 No. 77 (Peratutan Kepenjaraan} merupakan 
pelaksanaan daJi Pasal29 KUHP. 

116 Tim Penyusun, Op.Cit., Bagiao Ke II Bab 111, him 54 
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yang terkandung dalam istilah "resosialisasi», maka akan nampak bahwa 

perbedaan-perbedaan yang prinsipil tidak ditemukan.1" 

2.3.3 Konsep Pemasyarakatan 

Sistem kepenjaraan yaog juga ditempkan tanpa disertai dengan proses­

proses kepenjaraan seperti tidak edaoya pentahapan perlakuao terhedap pam 

nampidana yang telah benar-benar bertobat. Penjara aklrlrnya haoya tempat isi 

waktu belaka karena bnkan tempat mendidik pam nampidana, tetapi menjadi 

tempat beristirahat pam penjahat sekaligus menjadikan penjara sebagai seknlah 

tinggi kejahatan. Dimana segala llliiCam penjahat berlrumpul dao saling membagi 

pengalaman kejahatan mereka sebgai bentuk pelajamn untuk dapat melakukan 

kejahatao tersebut dilain waktu. Disisi lain, Pidana penjara yaog bertujuan untuk 

melindungi masyarnkat dari kejahatan membuat sistem dalam penjara horus lama 

dan berakibat penderitaan bagi nampidana agar tidak berbuat kejahatan lagi. Oleh 

karena itu diperlnkan suatu sistem haru daJam kepenjaraan sebagai bentuk 

penghargaan terbedap hak asasi maousia terpidana yakni sistem pemasyarnkatan. 

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk membina antam lain 

narapidana selain anak didik pemasyarnkatan dan klien pemasyarnkatan yang 

merupakan warga binaan pemasyarnkatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan 

eara pembinaan yang merupakan bagian akbir dari sistem penddanaao dalam tata 

pamdilan pidana.1" 

Sistem Pemasyarnkatan menjadi suatu hal yang sangat penting karena 

sebagai knnsep pemidanaao yang berorientasi peda narapidana itu sendiri, dimaoa 

narapidana dibina agar menyndari kesalahan, mernperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sebingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

117 Ibid 
113 lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang 

Pemasyarakatan; "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan warga Binaan Pemasyaral<atan berdasarkan Pancasila 
yang d!laksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibioa, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarak:atan agar menyadari kesalahan, 
mernperbaikf dili, dan tidak mengulangl tindak pidana sehingga dapat diterima kembali 
oleh lingk:ungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup 
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". 
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masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sooara 

wajar sebagai warga yang balk dan bertanggungjawab.ll9 

Perubaban ini merupakan peristiwa hukum yang sangat panting yang 

berpengaruh terhadap sistem pemdilan pidana umunya dan pemidanaan 

khususnya yang terjadi dalam suatu sejarab. Sebagai bagian dari sistem perndilan 

pidana tentunya Pemasyarakatan sangat penting dalarn menegakan hukum dan 

terlebih dalam memberikan rasa keadilan balk bagi masyarakat maupun bagi 

narapidana itu sendiri dengan menjadikan pemasyarakatan sebagai wadab 

pembinaan, sehingga nampidana dapat kembali ketengab-tengah masyanakat tanpa 

ada penolakan lagi. 

Pemasyamkatan tidak terlepas dari konteks pidana penjara, karena dalam 

realitas babwa gedung alau tempat yang disebut Lembaga Pemasyarakatan di 

indonesia merupakan tempat yang sebagian besar dihuni oleh terpidana yang 

dijatuhi pidana penjara selama waktu tertentu. 

Pada tahun 1963 alas prakarsa Dr. Sabardjo, S.H sistem kepenjaraan 

diganti dengan sistem pemasyamkatan. 1
"" Deogan demikian pemasyamkatan 

dirumusk:an sebagai suatu metode untuk mengubab para narapidana menjadi 

orang yang <Japat berguna dalarn masyanakat dengan potensi-poteosi yang ada 

dalarn diri mereka sendiri, selain itu masyamkat pun dilibatkan dalarn pembinaan 

ini sebingga masyarakat akan mau lagi meuarima narapidana ini kedaban 

linglamgan sosial mereka. 

Perkembangan pidana penjara kearab pemasyaraksteo sebagaimana ki!a 

mengerti saksmng ini berhubungan dengan perkembangan tentang Hak Asasi 

Manusia, termasuk perlakuan manusiawi terbadap para terpidana yang sernentara 

menjalani hukuman di penjma Sehingga konsep rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial, agar Narapidana menyadari kesalabannya, dan tidak lagi berkehendak 

nntuk melakukan tindak pldana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 

119 Pasal1 ayat (2) I,Jndang-Uodang No. 12 Tahun 1997 tentang Pemasyarakatan 
120 Uhat dalam : Sahardjo, "Pohon Beringin Pengayoman" Hukum Pancasila 

ManipalAJsdek". Pidato Penganugerahan Gelar Doctor Honorarls Causa pada 
Universitas Indonesia tahun 1963. 
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bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya dapat be!jalan dengan 

balk. 

Setelab perang dnnia II, narapidana sangat diperhatikan seeara khusus oleh 

dnnia internasional, perlakuan terbadap narapldana hams mernperhatikan juga 

masalab kernanusiaan. Pada tabnn 1957, Perserikatan Bangaa-Bangaa (PBB) 

melahirkan suatu konsep yang dlsebut "Standard Minimum Rules For The 

Trealmen Of Prisoners", yang menekankan perlu adanya perlindungan terhadap 

hak asasi narnpidana dalam pembinaan di dalam penjara atau dalam tabanan jenis 

apapun. Hal ini mernhawa akibat berkemhangnya pemikiran-pemiklran haru 

dalam sistem pemhinaan narapidana yang lebih mernperbatikan manalab bak asasi 

narapidana. 

Indonesia sebagai negara hnkum, oleb karena itu pemerintah mempunyal 

kewajihan untuk mellndungi setiap warga masyarakat dan tak !<lrkecuali juga 

terhadap para terpldana seblngga para te1pidana dapat kombab ketengah 

masyarakat sehagal warga negara yang balk. Berdasarkae ini, Sabardjo pada 

tanggal 5 Juli 1963 mengernukakan suatu gagasan "Slstena Pemasyarakatan" 

sebagai tujuan darl pidana penjara, yang diucapkannya dalam pidatonya yang 

beljudul "Pohon Beringin Pengayoman" pada penganugerahan gelar Doctor 

Honoris Causa dalam Ihnu hukum di Universitas Indonesia 121 Dal.,- pldatonya 

beliau antara lain mengatakan habwa: 

" ... akbimya komi menetapkan pohon haringin pengayoman untuk dipakal 
sehagallamhang o!eb Departemen Kabakiman agar menjadl penyuluh bagi 
para petugasnya, terutama dalam membina hukum menjalankan peradilan 
dan memberi keadilan dalarn meperlakokan para narapidana ... " 

Darl rumusan ini maka tidak banya masyarakat saja yang diharikan 

pengayoman dan perlindungan hukum tetapi juga termasuk para terpidana atau 

narapidana, seblngga penjatuhan pidana bukanlab sehagai upaya balas dendam 

oleh negara, sebingga nagara yang telah meugambil kemerdekaan seseorang 

berkewajiban untuk mengembalikan dia ke tengab masyarakat lagi. Negarajangan 

sampal membuat seorang narapidana m~adi lebih buruk.122 

m Ibid 
122 Sahardjo, Op. Cit., hlm 22 
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Dengan demildan maka perlu tindakan-tindakan agar seorang narapidana 

dapat kembali hidup normal lagi ditengah masyarakat dan masyarakat mau 

menerimanyalagi. Tindakan-tindakan ini dapat berupa: 

a. Selama in kehilangan kemerdekasn bergerak ia barus dikenalkan 
dengan masya:rakat, dan tidak boleh disingkarkan daripadanya. 

b. PekeJ:jaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat 
mengisi waktu atau banya diperuntukan untuk kepentingan jawatan 
kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Peketjaaunya barus 
satu dengan peketjaan di masyarakat dan ditujukan · kepada 
pembangunan nasional. 

c. Bimbingan dan didikasnya barus berdasarkan Pancasila. 123 

Berdasarkan pada poiot-poiot diatas maka negara akan memperlakukan 

narapidana sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Narapidana harus kembali 

ke tengah masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak 

terbelakang, kalau perlu narapidana mendapat upah dari peketjaannya saat dia 

kehilangan kemerdekaannya bergerak selain didikan yang berhak dia terima. O!eb 

karena itu narapidana barus diperlakukan menurut kepribadian kita sendiri yakni : 

a. Tiap orang adalah manusia dan barus diperlakukan sebagai manusia, 
mesldpun ia telab tersesat; tidak boleh ditunjukan pada narapidana 
bahwa ia itu penjahat, sebaliknya in harus selalu merasa babwa ia 
dipandang dan diberlakukan sebagai manusia; 

b. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hldup 
diluar masyarakat; narapidana barus kembali ke masyarakat sebagai 
warga yang berguna; dan sedapatnya tidak terbelakang. 

c. Narapidana banya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. 
Jadi perlu diusahakan disampiog atau sesudab mendapat didikan 
berangsur-angsur mendapat upah untuk pekeljaannya. 124 

Dari pidato Dr. Sahardjo, S.H. ini menjadi konsep yang meoggantikan 

sistem kepenjaraan warisan penjajab. Dan konsep ini dikenal dengan konsep 

pernasyarakatan. 

Pohon Beringin pengayoman merupekan suatu gagasao, ide, atau konsepsi 

tentang tujuan hukum pidana penjara dan pelakaanaannnya yaitu pelakaanaan 

pidana penjara yang disebut Pemasyarakatan. 

123 A W!dlada Gunakarya, Op_ C~ .• him 60 
"' Sanan:ljo. Loc. Cit .. him 2:!-23 
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Gagasan dari Sahardjo tentang pemasyarakatan diformulasikan lebih lanjut 

dalam Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Baodung dari 

tanggal 27 April s/d 09 Mei 1964. dalam konperensi ini diremuakan prinsip­

prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga nanlinya pemasyarakatan 

bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjarn, melainkao merupakao 

suatu methodologi di bidang treatment of offirnders.125 Prinsip-prinsip pokok dari 

konsepsi pemasyarakatan yang dimak:sud adalah : 

a. Orang tersesat diayomi juga, dengan memberikao kepadanya bekal 
hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. 

b. Menjatuhi pidana bukan balas dendam dari negara 
c. T obat tidak dapat dicapai dengao penyjk.saan, mebtinkan dengan 

bimbiagan 
d. Negara tidak berbak membuat seseorang lebih burukllebih jahat 

daripada sebelum ia masnk lembaga. 
Akibat prinsip pokok ini teljadi pemisahan antara : 
- yang recidivist dan bukan 
- yang tindak pidana berat dan ringan 
- macam tindak pidana yang dilnkukan 
- dewasa, dewasa muda, dan anak-anak 
- laki-laki dan wanita 

orang terpidana dan ornng tahanan/titipan 
Salah satu dampak dari konsep pokok ini dibangunlah Lembaga 
Pemasyarakatan Kbusus Dewasa Muda, Lembaga Pemasyarakatan 
anak-anak. 

e. Selama kebilangan kemerdekaan bergerak, narepidana barus 
dikenalkan dengan masyarakat dan tidak bnleh diasingkan kepadanya. 

f. Pekeljaan yang diberikan kepada narapidana tidak bet:sifat mengisi 
waktu. atau hanya dipenmtllkkan kepentingan jawatan atau 
kepentingan negara sewaktu saja. 

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. 
h. Tiap onwg adalah manusia dan harus diperlnkukan sebagai manusia, 

meskipun ia Ielah tersesat 
i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. 
j. Yang menjadi bambatan untuk melaksanakan si&1em Pemasyarakatan 

ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan 
dan snkar untuk disesuaikan dengao tugas pemasyarakatan, yang 
letakoya ditengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan 
tebal.l}6 

125 Komariah Emong, Masalah Peraturan Kertas Kerja pada Lokakarya Evaluasi 
Sist9m Pemasyarakatan di Jakarta Tahun 1975. 

1
2& A Widiada Gunakarya, Op. Cit, h!m 76 

I 
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Jika dilihat dari konsep pemasyarakatan maka sesungguhnya 

penggo)ongan Iernbaga dengan maximum security, medium security, minimum 

security tidak sesuai lagi. Tekanan penggolongan ini hanya dipandang sebagai 

pendekatan keamanan, sebagaiaman penggolongan narapidana dalam 4 kelas 

seperti dalam pasal 13 KUHP dan Gestichten Reglement pasal 49 sld 56. Yang 

diperlukan dalam Sistem Pemasyarakatan adalah Pendekatan Pemhinaan/ 

bimbingan. 

Secam funnal sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan 

narapidana mulai diberlakukan pada talnm 1965 dengan tujuan utama sebagai 

petunjuk dan sekaligus sebagai landasan ke~:ja bagi para petugas pemasyarakatan 

<lidalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan. Oleh karena undang­

undang !entang pemasyarakatan sebagai landasan dalam pembinaan narapidana 

pada saat itu belum ada, maka digunakan SwatEdaran No.KP.l0.13/3/1 tangga18 

Februari 1965, rentang pemasyarakatan sebagai proses, dimana pembinaan 

narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 tahap, 127 Y akni: 

Tahap Pertama: 
Narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu 
dilakukan penerlitian untuk mengetahui dirlnya dan sebab-sebab ia melakukan 
kejabatan serta sikap dan keadaan pihak lain seperti korban, keluarga, dan 
penegak hukum. Dengan bahan ini akan dapat direncanakan pembinaan yang tepat 
terutama usaha-usaba pendidikan. 
Tahap Kedua: 
Jika proses pembinaan telah berlangsung kwang lebih 1/3 dari masa pidana yang 
sebenamya dan menurut pendepet Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah 
mencapal enknp kemajuan, antara lain menunjukan keinsyafan, perbaikan, 
disiplin, dan patub pada tatib yang berlakn dalam penjara, napi tersebnt diberikan 
kebebesnn lebih banyak dan dapat ditempatkan pada LeJnbaga PeJnasyarakatan 
medium seC11Fify disini napi diberikan tanggungjawab. 
Tahap Ketiga: 
Jika proses yang dijalani telah 112 dari mas pidana dan telah dicapai cukup 
kernajuan, diperbolebkan untuk melakukan asimilaai dengan masyarakat luar 
Tahap K£empat: 
Jika proses telah dijalani 213 dari masa pidana atau sekurang-kwangaya 9 bulan 
maka narapidana dapat dibebaskan!lepes bersyarat 

'
27 Ibid, him 88-90 
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Pemikiran mengenai sistem pemasyarakatan mengalami perkembangan 

dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang 

pemasyarakatan. Salah satu hal yang menarik dalam undang·undang tersehut 

yakni dengan jelas disampaikan mengenai tujuan pemidanaan pemasyarakatan 

yang pada intinya sebagai proses resosialisasi narapidana. 12ll 

Selain itu, dalam undang-undang ini dipaparkan hak·hak narapidana 

sebagaimana terurai dalam pasal 14 ayat (I), yang harus dilindungi dan dipenuhl 

oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan yang manusiawi berdasarkan prinsip· 

prinsip pemasyarakatan. 

Dalam Pasal 14 ayat (2),129 merekomendasikan kepada pemerintah untuk 

dapat membuat Peraturan Pemerintah sebagai ketentuan mengenai syarat-syarat 

dan tala eara pelaksanaan hak·hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) tersebut. Berdasarkan itu, terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan. Kemudian dikeluarkan juga Penrturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 32 Tabnn 1999 tentang Syarat dan Tala Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Masyarakat. 

ti!l!l Pasal1 ayat (2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah 
dan batas serta cara pembinaan Warga Blnaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 
yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dlbina, dan masyarakat u.niuk 
meningkatkan kual!tas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbalki dili, dan tidak mengulangi tindak p!dana sehingga dapat djterima kembali 
oleh llngkungan rnasyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hldup 
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

129 Pasal 14 ayat (2) : ~Ketentuan mengenai syarat~syarat dan tata eara 
pelaksanaan hak~hak Narapldana sebagaimana dimaksud dafam ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah" 
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RESOSIALISASI SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN 

Semua perbuata.n. entah pubiik atau pribadi berada dibawah 
yurisdiksi moral, Ini1ah pandwm yang mengarahkan individu 
dalam meojalani seluruh detail kebidupannya. semua 
berhubungan dengan sesamanya. 1 J~:~ 

Kejahatan te<jadi bukan oleh manusia tetapi melalui manusia, oleh karena 

itu moral berfimgsi untuk melindungi manusia dari kejahatan. Moral dapat 

dipahami seeara sederhana sebagai norma yang menjamin akan kedamaian atau 

kelegaan atau ketenangan dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan. 

Kepentingan prihadi akan dapat diwujudkan dengan rasa tenang apabila moral 

yang dipahami mendukeng akan proses perwujudan kepentingan ternebut. 

Kesadm:an moral dari setiap anggota masyamkat dalam pergaulan yang damai 

akan memudahkan terwujuduya kepentingan umum yakni kebahagiaan sosial 

Kesadaran moral dalam masyatakat diaktualisasi dalam berbagai norma 

sosial, antara lain : agama, adat istiada~ kebiasaan dan hukum. Setiap norma 

sosial melahirkan hak dan tanggnngjawab, oleh karena itu secara pralctis 

pengbargaan terhadap segala hak dao tanggnngjawab tersebut merupakan wujud 

dari kesadaran mural tersebut. Pengbargaan terhadap segala hak sebagai wujud 

dari kesadaran moral merupakan bentuk jaminan kebidupan sosial yang harus 

dinyatakan oleh norma-norma sosial dan lebih kuat dengan nonna hukum. 

Pe!anggaran segala bak yang relah dinyatakan oleb hukum akibat 

pertarungan kepenlingan merupakan lindakan yang tidak bermanfaat bagi 

kebidupan sosial dan hal itu merupakan kejahatan. Oleh karena itu setiap orang 

yang melakukan kejahatan harus dipidana, tetapi hendaknya pidana tersebut 

merupakan proses untuk mengembalikan pelakn kejahatan itu ke dalam kesadaran 

moral sehingga bisa hidup normal kembali dan menjadi pendukeng segala hak 

dalam masyarakat. 

130 Jeremy Bentham, The Theory of Legislation. N_M_ Tripathi Private Limited, 
Bombay, 1979, (feljemahan dalam bahasa Indonesia: Nulhadi, MA, Teori Perundang.. 
undangan, Prinsip-prinsip LegiSJasi Hukum Pen:Jafa dan Hulwm Pidana, Nuansa dan 
Nusamedia, Bandung, 2006, him 87) 
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Kejahatan merupakan tin<hlkan yang ti<hlk mengakibatkan kebaikan, yang 

nyatanya merugikan pibak lain, dan masyarakat pada umumnya mernsa terganggu 

atau merasa tidak bahagia karena adanya ~ahatan. Masyarakat menderi!a seca:ca 

materil maupun imateril karena adanya "tindakan jahat". Oleh karena itu 

pemidanaan sangat barguna sebagai suatu bentuk dan sistem yang mengareh 

kepada kebabagiaan yang paling besar sebagai suatu kebaikan. 

Demi terwujudnya kebaikan bersama dan demi terciptanya keadilan 

setelah adanya kejahatan maka perlu suatu tindakan yang bertujuan untuk 

meminimalisir penderitaan akibat kejahatan tersebut sekaligus mencegah 

kejahatan dikemudian hari, yakni dengan menjadikan pelaku kejahatan sehagai 

kontributor pnsitif ditengah-tengah masyarakat dalam upaya meneapai kebaikan 

tertinggi tersebut Dalam kontaks pidana, tindakan ini adalab pemidanaan. 

Apakah pemidanaan itu berus ada demi ·terwujudnya kebabagiaan te!besar 

sebagai kebaikan beiSaltl!l? Jika jawaban kiia sementara adalab "berus ada","' 

terlepas dari perdebatau mengenai tujuan pemidanaan itu, maka perlu adanya 

suatu sistem pe.rnidanaan. 

Sistem pemidanaan merupakan suatu bangunan yang hams dibangun 

diatas fundalie a!au da<ar pemikir.m yang kuat. Sistem pemidanaan itu tidak 

memiliki banyak kerapuban atau kelemahan dalam argumentasi logis dan aspak 

moralitas, karena sistem pemidanaan ini akan diuji dalam tataran praktis oleh 

fungsi pemidanaan itu sendiri dan oleh benturan-benturan yang bersifat sosial. 

Ujian inilah yang menentukan efek pemidanaan yang nantinya akan merumuskan 

suatu tujuan pemidanaan dari sistern yang dibangun tersebut. 

Pemidanaan merupakan salah satu topik menarik dalam bidang moral, 

karena sangat be!bubuogan dengan intensi dan konsekuensi dari kelakuan 

131 Jawaban fni dapat sefaras dengan pendapat Hegel bahwa Pemidanaan 
merupakan konsekuensl legis adanya kejahatan. Apabila seseorang melakukan 
kejahata:n, berarti orang tersebut telah rnembuat masyarakat tidal< merdeka dan 
mengarami ketidakadi!an, katena hukum menjamin akan kemerdekaan dan keaditan in! 
maka k.ejahatan merupakan taotangan terhadap hukum, oleh karena ltu Penjahat harus 
dipidana (tidak adanya kebebasan dan kead!lan) sebagai konsekuensi tindakan jahatnya. 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di fndonesia dan 
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, him 59 
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manusia yang dipengaruhi oleh berbagai penderitaan dan kesenangan, motivasi, 

kecendrungant dan harapan. Oleh karena itu~ pemidanaan dalam konteks moraJl 

selalu mempertanyakan, apakah seseorang pantas dipidana oleh pihak lalo karena 

kelakuannya yang tidak baik? Dan apakah resosialisasi secara moral dapat 

dibenarkan sebagai tujuan pemidanaan? 

Indonesia sebagai negara yang berkembang dimana masyarakat masih 

sangat kuat dipengaruhi olah lrultur dan praktek keagamaan serta adat i.Uadat, 

membawa dampak peda segala macam prilaku masyarakat sebagai respons 

terbadap realitas termasuk realitas pemidanaan. Oleh karena itu penting untuk 

melihat fenomena pemidanaan dalam konteks in abstracto maupun in concreto 

yang dipengaruhi oleh norma moxa! masyarnkat Indonesia 

Untnk menjawab berbagai persoalan mengenai pemidanaan perlu untnk 

di(ekankan bahwa masalah pemidanaan merupakan masalah sosial karena 

kebijakan pemidanaan harus sesuai dengan kebijakan sosial. Oleh karena itu perlu 

diselaraskan apa yang menjadi tujuan sosial juga merupakan tujuan pemidanaan, 

karena tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan 

masyarakat untnk mencapai kesejahteraan masyarakat. 132 

Masih relevankah teori kontrak sosial digunakan sebagai alternatif solusi 

dalam mencari jawaban sebagai pembenacan prinsip moral dalam kaitanuya 

dengan pemidanaan? Sepanjang seja:rah pemikban mengenai huknm dan keadilan, 

teori kontrak sosial seriog dignnakan apakah untnk melegitimasi suatu bentnk 

pemeriotaban tertentu termasuk tindakan-tindakan pemeriotah itu terbadap 

masyruakatnya atau banya sebagai pembanacan terhadap tindakan moral tertentu 

misaloya pemidanaan. Tetapi terlepas dari alasan-alasan tersebu~ temi kontrak 

sosial sebagai teori yang bersifat fiksi atau dignnakan sebagai bipotesa masih 

relevan untnk membenarkan tindakan negara dalam hal ini pemeriotah terhadap 

wru:ga masyarnkatnya dalam konteks pemidanaan. Oleh karena itu Teori Kontrnk 

132 Barda Nawawi Arief, Bunge Rempai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan 
Penyusunan Kansep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2008, him 2 
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Sosial menjadi landasan berpikir dalam meqjawab persoalan-persoalan 

pemidanaan yang ada. '33 

3.1 Hulrum Dan Moral Dalam Kehidupan Sosial 

Dengao menggunakan met ode yuridis dalam arti luas, 134 norma moral 

yang hidup dalam masyarakat mer;iadi penting karena itu adalah dasar untuk 

mengembalikan konsentrosi kita pada hukum yang hidup den berkerubang 

bersama masyamkat. Moral akan menunjukao dengan jelas hubungan antara 

hukum dengan masyaraka!, sampai pada suatu pemahaman behwa hnlrum adalah 

instrumen stabilitas sosial sekaligus pemicu perubehan masyarakat, tetllpi di titik 

lain duu sekaligus, hukum sangat dipengand!i oleh norma-norma moral dalam 

masyarakat ter:sebut. Hukum akan efektif apabila disandingkan dengan moral, 

karena hukum den moral selalu ada sebagai tatanan sosial yang saling menilai 

den melengkapi dalam kebidupan sosial. 

Kebanyak:an ahli hukum merubahas hukum selalu juga membahas masalah 

moral, dengan maksud apakah untuk membenarkan hukum yang harus didulruug 

oleh moral atau bahkan membenarkan pemikiran hukum yang bersih deri uosur­

unsur moral. Maksud yang pertama dapat diwakili oleh para penganut hulaun 

alam, seduugkan maksud yang kedua oleh positivisme yuridis antara lain hukum 

mumi oleh Hans Kelsen dao penerus-penerusnya. TelaPi kedua maksnd tersebut 

sebenarnya hanya mau menekankan bahwa hukum merupakan norma sosial yang 

133 Utilitarlanisme, leblh khusus lagi Jeremy Bentham menelima teori kontra:k soslal 
dari Montesquie. Jhon Rawfs dalam mencari pembenaran prinsip-prinsip moral, 
menggunakan hlpotesa Teori Kontral< Sosial, sebagaimana yang dia gambarkan sebagai 
Original Positftioo. l..ihat juga Cesare Becaria yang menggunakan teori kontrak sosial 
untuk menggambart<an kejahatan sebagai tindakan pengingkaran terhadap lrontrak 
rosial. 

r.u Dalam memahami hukum hendaknya menggunakan metode yuridis da!am arti 
luas. Sudarto menguraikan bahwa metode yuridis merupakan penggunaan metode yang 
melihat hubungan Jogis atau anti fogis. ataupun dengan cara lain yang sitematis dida/am 
keseluruhan perangkat norma dan bahkan terutama dilihat pentingnya ef:ek sosial d&ri 
pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya Jatar belakang 
kemssyarakatan. Lihat dalam Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 
Bandung, 1983, him 13 
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sangat panting yang akan selalu mempengaruhi dan dipengaruhi oieh kehidupan 

sosial. 

Hukum harus dipahami sebagai bagian dari norma-norma moral, oleh 

karena itu segala nonna hukum merupakan basil interpretasi norma moral yang 

disebut Jegislasi. Intepretasi nonna moral ke daiam bahasa hukum positif oleh 

iembaga yang berwenang yakni legislator agar efektif daiam kehidupan 

masym:akat. Dengan demi.kian sistem dan bentuk pemidanaan yang merupakan 

bagian dari norma bukum pidana adaiah bersumber dari norma moral yang ada. 

3.1.1 Hubungan Hukum dan Moral 

Hukum kita memang refleksi dari moralitas masyarakat.135 Hukum adaiah 

kesepakatan tindakan moral dalam kehidupan sosiai yang dipositilkan oleh yang 

berwenang untuk ditaati oleh se!urub deml terwujudnya kebeodak wnum yakni 

K.ebahagiaan Sosiai. Sedangkan pemidanaan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari bukum, oleb karena itu pemidanaan juga ada deml terwujudnya 

kebebagiaan sosiai. Hukum berus kongruen dengan nllai moral daiam masyarakat. 

Apabila hukum dilepaskan dari unsur moral maka hukum hanya sederetan aturan 

yang tidak bermanfaat dalam kehidupan sosial. m 

Unsur moral daiam hukum yang mempengaruhi mannsia nntuk hldup 

bersosial sebagaimana sebarusnya atau kodratoya sebagai mahluk sosiai."' 

135 Harklistuti Harkrlsnowo, Pengatunm Mengenai Sanksi Pldana Dalam R~KUHP 
Dafam Par:spektif Ham, dalam Komnas HAM & aU, Catatan Seminar, Pembaroan KUHP; 
Menmjl;u l«>mbali bentuk-bentuk hukuman dalam RUu-KUHP, Bandung. 2005, him 56 

tM Hans K~sen iewat teori Hukum Mumi menyatakan Bahwa hukum itu 
merupakan kumpulan kaidah-kaldah (normen) yang bersffat memaksa, dan lewat ajaran 
hukum yang mumi, hukum itu harus diberslhkan daTi faktor-faktor non yuridis, terutama 
faktor soslologis dan etis. Dfbefsihkan dari unsur etis .belarti, konsepsl hukum Hans 
Ketsen tidak memberi tempat bagi berlakunya suab.l hukum alam. Etika memberikan 
suatu penllafan tentang baik dan buruk. Ajaran Kefsen menghindafi diri dari soar 
penllaian ini. Dibersihkan dafi unsur soslologis berarti, bahwa ajaran hukum Kelsen tidak 
memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam 
masyarakat Ajaran hukum Kelsen hanya memandang hukum sebagai soften yuridis 
semata~mata {keharusan), yang sama sekall tertepas dari pada das sein/kenyataan 
sosial {adanya). Hal ini dapat dif!hat da!am Hans Kelsen, Pure Theory Of Law. Barkely 
University Of California Press, 1978. Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia : Ralsul 
Muttaqien, TBOli Hukum Mumi Dasar-Dasar limu Hukum Notmatif, Nusa Media, 
Bandun:ll, 2008_ 

1 Moral dalam arti !uas lebih dapat dipahami sebagai Hukum Kodrat meourut St 
Thomas Aquinas yaimi "_ .. hukum yang berlaku bukan secara dipakSal<an oieh kek.uasaan 

I 
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Hukum tidak hanya sekedar aturan moral yang memaksa masyarakat untuk 

melakukan apa yang baik dan melarang apa yang jabat, melaiukan hukum 

merupakan proyeksi nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakst. Ketaatan 

terhadap hukum oleh setiap anggota masyarakat hanya karena adanya 

tanggungjawab moral dalarn dirinya terhadap kehidupan sosial. Kemumian 

hukum dipabaral pada saat hukum itu sebagai hukum dalarn arti positif pasif atau 

sebagai peraturan tertuHs rnisalnya undang-undang. tetapi moral menjadi 

pertimbangan dan alasan satu-satunya ketika dalaru proses legislasi peraturan 

tersebut, dan pada saat hukum positif aktif dalarn keputusau-keputusan 

peugadilan, rnisalnya keputusan hakim dalam konteks pernidanaan walau 

peraturan tertulis barus menjadi sa!l>-satunya tolok ukur dari setiap putusannya. 

Hukum dan moral meropakan tatanan dalarn kehidupan sosial yang tidak 

merniliki perbadanu mengenai apa yang diperintabkail alan dilarang oleh kedua 

tatanan tersebut. Hanya hukurn merupakan trtanan yaug terorgenisir secara sosial 

yang memaksakan norma tersebut dalarn bentuk sanksi-sauksi hukum sedangknn 

norma tidak demikian.' 38 

Masyerak:at yang tertib didalarunya terdapat pribadi-pribadi masyarakat 

yang tertib, sehingge kesempumann masyarakat akan ditentuknn oleh sejauh mana 

kesempumaan pribedi anggota-aoggotanya. Kesempmnaao ini ditentuknn oleh 

kesadaran tiap-tiap or<l!lg yang lahir dari pemahaman dan aktuaiisasi moral yang 

ada dalam masyarakat dengan maksud agar pribadi menjadi sempuma dan 

ak.birnya masyarakatpun menjadi sempuma. Jika demikian, kebahagiaan sosial 

yang dipaherni sebagai kehabagiaan terbesar bagi jumlab yang besar akan dapat 

diwujudksn. Moral mengarahkao pribadi untuk mencapai kesempurnaan, 

sedangkan hukum mengarahkao masyerak:at umumnya untuk menjadi sempuma. 

manusia, namun mengikat kewsjiban manusia untuk menaatinya. Hulwm kodrat 
memerintahkan manusia untuk cinta kebaikan dan menjauhi kejahatan. bahkan bila perlu 
dihayati meJalui half numni manusia .. - sebagai nonna kelakuan 1m:.musia didaJam hidup 
txmnasyarakat". Hal ini dapat diUhat dalam E. Sumaryono. Etika HuJwm, Relevansi Teori 
Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yokyakarta, 2002, him 92 

"" uhat dalam Hans Kelsen, Op. Cit, him 71 
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Hukum itu semacam rantai yang membelenggu kebebasan man usia,,,. dia 

bagaikan pagar yang membatasi ruang gerak manusia dalam kehidupan sosial. 

Secara kodrat manusia dilabirkan sebagai seorang individu yang bebas. yang tidak 

terikat oleh apapun, namun karena secara kodrat manusia ha.rus berinteraksi 

dengan manusia yang lain, maka individu yang bebas ini rnengikatkan diri dalam 

kehidupan sosial dan secara bersama tunduk pada kehendak umum yang telah 

dibenarkan oleh hukum, ikatan kebersamaan ini tidak meniadakan kebebasan 

kehendak manusia.. karena menanggalkan kebebasan berarti menanggalkan 

moralitas dari semua tindakannya. "to remove all liberty from his will is to 

remove all morality from his acts". 140 

Hukum harus memilild dampak moral yang bersifat individusi dan 

sekaligus sosial, karena dalam perspektif moral, seorang manusia merupakan 

mant).Sia jndividual sekaligus sebagai manusia sosial. Secara individual, segala 

tindakan manusia dilakukan seeara pribadi, yang sadar dan memilild kebendak 

yang bebas untuk memilih tindakan yang baik dan atau tindakan yang bnruk. Di 

pibak yang sama, manusia tersebut juga merupakan manusia sosial, selalu 

memposialkan dan menyesuaikan diri dengan tindekan-tindakannya sebagai 

bagian dari kelompok manusia yang lain. Hal ini penting karena memperbatikan 

akibat terhadap kehidupan masyarakat dari tindekan manusia tersebut. 

Kedua sifat ini, membawa kebebasan kepada manusia untuk bertindak 

dengan pennh tanggungjawah moral. Kebebasan individu selalu rnembawa 

tangguugjawab sosial, tidak semua tindekan bebas depat mendatangkan kebaikan 

baik kepada diri seadiri maupun kepada pibak lain, oleh karena itu suara bali akan 

torus menntinkan peranannya untuk mempengaruhi Iusio dalam mengambil 

keputusan, apakah tindekan tertentu bsik untuk di!akukan atau tidak. Suara hati 

akan berperan dengan jelas dalam kondisi manusia pribadi yang berkarya 

ditengah-tengah kehidupan sosial. Telapi suara hati hanya sebagai pengarah atau 

131 "'Man is born tree; and everywherr::t he is in chains" (Manusfa difahfrkan sebagai 
mahluk bebas. Namun dlmana-mana dia selalu terbelenggu), Ungkapan yang 
dlgambarkan ofeh Jean Jacques Rousseau da!am bukunnya The Contract Social Or 
Principles Of Pofiti'cal Right, (Tetjemahan ke dalam Bahasa lngglis : G.D.H. Cote, public 
domain.lo dan dalam Bahasa Indonesia ; Vincent Bero, Visimedia), Jakarta, 2009, him 4. 

1 Ibid, him 14 
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semacam kompas bagi manusia untuk bertindak, selebihnya konsekuensi dari 

tindakan yang akan melahirkan tanggungjawab dan mendorong dia untuk 

melakukan alau tidak melakukan tindakan tertentu. 

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia yang lain merupakan 

suatu fakla sosial, telapi manusia merupakan pribadi yang harus dihargai sebagai 

suatu keharusan. Karena dengan pengbargaan pribadinya ini, manusia akan 

diperlakukan sebagaimana manusia yang manusiawi. Ketergantungan manusia 

terlladap masyarakat diwujudkan dengan tindakan individu yang dipengarubi oleh 

masyarakat Karena tindakan individu ini sebagai upaya pamenuban kebutubau 

bahagia pribadi merupakan manifeslasi tanggungjawah sosialnya 

Manusia secara pribadi mempunyai tanggung jawab sosial, bahwa 

tindakan pribadi juga akan membawa dampak sebagai upaya pemenuban 

kebutuban bahagia masyarakat a1au Kebahagiaan Sosial sebagai causa finalW41 

dari masyarakat Jika tidak damildan maka kebidupan sosial akan terganggu, 

masyarakat umumnya mengalami ketidakbabagian, menderita, dan oleh karena itu 

perlu suatu tindakan untuk memulibkan ketidakbahagiaan ini. Tindakan ini adalah 

sanksi yang betsifllt moral dan alau dengan sanksi hukum. Sanksi yang terakbir 

ini merupakan kesenangan dan penderitaan yang diharapkan "deri tindakan 

penegak hukum berdasarkan hukum yang berlaka".142 

Semakin berkembangnya kebudayaan manusia semakin dituntut adanya 

perubahan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman teJsebut, hal ini tentu 

menuntut adanya kapabilitas yang berwenang untuk menetjemahkan hukum 

kodtat atau prinsip-priusip moral universal kedelam bahasa hukum positif. 

Kebidupan sosial manusia yang akbimya memilild kekuatan kedaulatan 

yang besru: adalah negara, negara menjadi kebidupan sosial manusia yang nyata 

dalam praktek hukum. Negara yang dapat diterima sebagai suatu komunitas 

politik yang nyata karena hanya negara yang memiliki struktur dan sistem yang 

141 Bahasa. latin = Tujuan tertinggi 
142 Sanksi Hukum menurut Jeremy Bentham, sebagaimana diungkapkan oleh 

Upendra Baxi dalam Pengantar buku Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, 
Op. Cft .• him 6 
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hampir sempurna dalam konteks pencapruan tujuan hakiki manusta secara 

bersama. 143 

Hukwn kodrat dan prinsip-prinsip moral universal harus dibahasakan oleh 

negara agar dapat diterima dan ditaati oleh semua manusia yang ada dalam 

wilayah negara tersebut kedalam bentuk hukum positif.144 Hukum positif 

merupakan bahasa basil terjemahan legislatif terhadap hukum kodrat dan prinsip­

prinsip moral di dalam masyarakat. Legislasi ini juga sekaligus memurnikan 

segala peraturan tertulis dan perundang-undangan dari unsur-unsur non yuridis. 

Jika memang hukum dewasa ini yakni hukum yang telah dimodifikasi dan 

dibahasakan sesuai dengan kehendak alam modem oleh pemerintah khususnya 

legislatif dan eksekutif, pada prinsipnya hukum tidak mengalami perubahan, 

hukum tetap sebagai norma yang dipaksakan dan harus ditaati demi keefektifan 

hukum tersebut yang sebagai jembatan dan pagar dalarn pergaulan antar manusia 

dalam suatu kehidupan sosial yang terbentuk oleh kehendak manusia itu sendiri. 

Perkembangan zaman memang menuntut pembahasaan hukum dan bahkan 

penginterpretasian moral yang sesuai dengan kekinian pemahaman masyamkat 

terhadap moral. Namun suasana kekinian masyarakat kecuali keefektifan moral 

itu sendiri, tak dapat menjadikan moral berubah secara prinsipil apalagi 

menyangkut kerasionalan dan tujuan. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, persaingan yang dapat 

menciptakan pertikaian ataupun ketergantungan memaksa manusia untuk bergaul 

dan bersahabat atau berinteraksi dengan manusia yang lain (bersosial). Untuk 

dapat d.iterima atau sating menerima dalam suatu kehidupan sosial akan 

melahirkan kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana hidup bersarna, apakah 

143 "the state or political community, which is the highest of all, and which embraces 
all the rest, aims at good in a greater degree than any other, and at the highest good~ 
(Negara atau masyarakat politik memiliki kedudukan tertinggi daripada yang lain dan 
meliputi elemen-elemen penunjang lainnya, serta bertujuan pada kebaikan tertinggi). 
Aristoteles, Politik (La Politica), Te~emahan : Syamsur lrawan Kharie, Visimedia, Jakarta, 
2008, him 3 

144 Proses ini yang dimaksud sebagai proses positivisme hukum. Positivisme 
hukum dapat juga dirumuskan sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum 
hanya akan valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan 
ditetapkan oleh sebuah ~instrumen~ didalam sebuah negara. Lihat E Sumaryono, Op. 
Cit., him 183 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



kesepakatan-kesepakatan ini bersifat umum ataukah bersifat kbusus adalah 

jaminan berinteraksi setiap rnanusia untuk memenuhi kebutuhannya. 145 

Kesepakatan dapat berarti ada hal-hal yang diterima untuk dijadikan 

sebagai aturan bersama dan adapula hal-hal yang tidak diterima sebagai atw-an 

bersama.146 Hal-bal yang diterima untuk dijadikan atunm bersama merupakan hal­

bat yang bersffilt logis atau masuk aka!, bal-bal yang masuk aka! ini diterima oleh 

seluruh karena bal tersebut merupakan kehendak logis seluruh atau kehendak 

umum. Kebendak umum yang diterima dan disepakati sebagai atw-an bersama 

inilab yang disebut sebegai moral. 141 Aturan yang mempengarubi kelakuan 

manusia dalum bertindak, dan yang nantinya akan dikonkretkan oleh yang 

berwenang dalam hal penegakkan entab membahasakannya dalam bentuk 

peraturan tertulis yakal hukum atau menegakkannya lewat tindakan eyata setiap 

waktu sebagai prilaku etis. 

Moral efektif apabila sebagian dari prinsip-prinsip moral dijadikan sebagai 

hukum pooitif. Sebagiao saja dari prinsip-prinsip moral yang dipositifkan karena 

tidak semua prinsip-prinsip moral universal dapat diterjemabkan dalam bentuk 

tertulis oleh legislatif, dan juga karena sebagiao besar prinsip moral tersebut 

hanya dapat diwujudkan dalam tindakan nyata setiap waktu tanpa perlu 

dirumuskau terlebih dahulu dalam bentuk perundang-undangan. Oleb karena itu 

146 Kesepakatan--kesepakatan ini dapat diberikan pengertian semacam teori 
kontrak sosial yang dfgambarkan baik oleh Locke, Rousseau dan Hobbes. Ketiga orang 
ini menggambarkan bagaimana negara berdlrt, walau terdapat berbagai perbedaan 
tentahg pembatasao hak mana yang periu untuk diberikan_ Uraian singkat yang 
mengambarkan persamaan ini dapat dilihat dalam Franz Magnis Suseno, Etika Politik 
Prinsip-.Prlnsip Moral Dasar Kenegaraan Modem, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
2003, him 243 

146 Kesepakatan dalam tulisan ini lebih dipahami sebagai teori kontrak sosial dalam 
pengertian Rawls lewat teori Original Position. Dimana teoli kontrak ini bukan sebagai 
cara untuk melegitimasi negam sebagaimana yang terdapat pada Hobbes dan locke, 
melafnkan untuk mefegitimasi Prinsip Mora!. lihat dalam Bur Rasuanto. Keadl1an Sosisi, 
Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas. Dua Teori Filsafat Modem, PT Gramedta 
Pustaka Utama, Jakarta. 2005. him 53 

141 Ada dua pokok utama haklkat Moralitas : pertama. keputusan moral harus 
didultung oleh akal yang balk; lredua. morali!as menuntut pertimbangan dan seliap 
kepentingan Individual. James Rachels. FHsafat Moral, Kanisius, Yokyakarta. 2008, him 
34 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



70 

semua peraturan tertuHs ad.alah interpretasi mora1,148 dengan kata Jain, 

pelanggaran terhadap peraturan tertulis adalah pelanggaran moral atau 

misinterpretasi moral, 

Hukum sebagai kesepakatan moral maka hukum harus positif, karena 

hukum pada dasamya harus diterima oleh setiap manusia dan sebagai jambam 

rasa arnan yang jelas agar hubungan yang dibangun antar manusia dapat berjalan 

dengan babagia. Tanpa hukum, tidak ada rasa aman, dan tanpa rasa aman, nilai­

nilai kelangsungan hidup, kernakmuran dan kesetaraan tidak akan dapatlercapai 

melalui hukum.'49 Hukum sebagai jembatan yang dapat membuat manusia yang 

satu dengan yang lainnya dapat bertemu dan saling menerima. Hukum sebagai 

norma yang berefek moral dalam kehidupan sosial manusia sehingga hukum dapat 

dikatakan sebagai kesepakatan tindakan moral dalarn kehidupan sosial yang 

dipositifkan oleh yang berwenang untuk ditaati oleh seluruh demi terwujudnya 

kebandak umum yakni Kebabagiaan Sosial. 

3.1.2 Kebahagirum Sosial Sebagai Tujuan Hulrnm 

Pergsntan yang merupakan proses in:teraksi manusia untuk memabami dan 

memennhi kebutuhau akan dirinya dan pentingnya hidup bersosial melahirkan 

tindakan-tindakan yang dapat diterima atau setidak-tidaknya dapat dimaklural 

oleh manusia yang lain, tindakan ini seialu dalam kategori moralitas atau juga 

bergeser pada kategori amoral. Dalam pergaulan juga dapat melahirkan tindakan­

tindakan yang tidak dapat diterima atau ditolerir oleh manusia yang lain yang 

dipehami sehagai tindakan dalarn kategori imoral. Sejauh mangkin manusia 

menghindari tindakan imoral. 

Dengan kesndaran yang dipengarnhi perasaan dan pernik:iran yang muncul 

akibat tindakan-tindakan ini, kodrat rasional manusia menuntut untok ada hal 

1411 fnterprelasi moral dalam konteks positivisme yuridis justru menjad!kan 
persoalan moral yang awalnya bersifat pTibadi menjadi persoalan sos1at Dis1ni Moral 
dapat dipahami secara semp;t yaknl sega!a norma mor:al yang pemberlakuannya 
dipaksakan deml kepentiogan soslal dalam bentuk peraturan penmdang~undangan dan 
alau Pl'l!'turan tertulls lalnnya yang disahl<an oleh pemerlntah. 

149 Upendra Baxi, daiam pengantar buku Jeremy Bentham, The Theory of 
Legislation, LV<>Cn., him 15 
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yang perlu disepakati mana tindakan bermoral yang dapat diterima oleh manusia 

yang lain dan mana tindakan imoral yang tidak dapat diterima. 

Kesepakatm tidak selamanya barus berwujud seperti konsensus yang 

diiyakan secara faktual antar manusia. Ada kesepakatan alamiab yang tanpa 

manusia-manusia yang bergaul tersebut duduk bersama untuk melaltukan 

konsensus secam formal yang dimengerti secara rasional. Tetapi dengan akibat 

dari suatu tindakan yang dilaltukan manusia secara sadar akan merasakan dan 

akbimya mengerti babwa suatu tindakan dapat dilaltukan atau lidak boleh 

dilaltukan oleh dirinya dan juga manusia yang lain, karena tindakan tersebut 

secara sadar dimsakan dan dimcngerti dapat menyebabkan kebabagiaan atau 

kesengsaraan. Kesadaran ini merupakan kesadaran borsama dalam kehidupan 

so siaL 

Proses awal ini dapat dikatakan sebagai proses kesadamn moral, yakni 

pembentukan kesadamn bersama sebagai nilai-nilai kehidupan dan belum 

merupakan kesepakatan hukarn dalam srti positif. Dengau demilian moral yang 

merupakan kesepakatan dalam pergaulan manusia ini adalab wujud darl rasa 

terbadsp tindakan yang dilalrukan, wujud ini nantinya dirurnuskan seeara logis. 

Ketika seorang manusia dalam kehidupan sosiainyu mengambil milik 

orang lain tanps ijin atau dibeusrkan oleh orang lain (tindakan mencarl), 

menimbulkan pemabaman babwa mencuri tidak dikehendaki oleh manusia yang 

lain. Sanksi akan membangkitkan kesadaran babwa mencuri dapat menyebabkan 

kehidupan sosial terganggu, oleh karena itu sanksi akan rnenyadarkan dirinyu 

untuk lidak mencuri. T"mdakan yang menimbulkan rasa dan rasional mewujudkan 

kesadaran mengenai tindakan apa yang sebarusnya dan tindakan apa yang 

merupakan kenyataan dalarn pcrgaulao. Hal ini merupakan moral dalam 

kehidupan sosial. 

Moral dalam pengertian ini sebagai suatu tindakan yang terdiri dari 

tingkab !aka maousia dalam pergaulan. Pernsaan selalu mendabului pcmikinm 

(rasionalisasi), apakab suatu tindakao dapst diterima dan arau dapat dimaklumi 

oleh manusia yang lain atau ditolak. Perasaan ini mewujudkan moral yang 

sebenarnye, kemudian perasaan itu dirasionalisasi untuk mendapatkan kesimpulan 
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apakah bertindak (perlu berbuat atau tidak berbuat), lalu bertindak secara nyata, 

dan basil tindakan ini memberi efek rasa diterima dalam pergaulan atau tidak. 

Proses inilab yang disebut siklus tindakan: Rasa-Refleksi-Aksi-Rasa. siklus ini 

yang mendorong rerciptanya kesadaran pergaulan, yakni sadap manusia sadar 

dalam harsosial termasuk menyepakati konsekuensi-konsekuensinya. 

Oleh ka:reoa siklus tindakan ini, maka kesadaran pergaulan tersebut 

merupakan kesadaran yang lebih bersifat komi1men pribadi untuk bertindak 

sebagaimaoa sebarusnya agar dapat diterima oleh pribadi-pribadi yang lain. 

Komitmen ini merupakan niat yang kuat untuk membangun konsensus moral 

sebegai bentuk kesadaran bersama dalam kehidupan sosial. 

Kesadaraan pergaulan yang merupakan tindakan manusia apa yang dapat 

diterima atau tidak dalam kehidupan sosial itu adalab norma-norma yang akbimya 

dipabami sebagai tindakan yang harus dilakukan. Tindakan ini adalab perintab 

akibat kesadaran terhadap tindakan manusia, sehingga perintab ini akbimya 

menjadi sebagaimana jemhatan yang barus dilalui oleh setiap manusia saat 

bergaul dengan onmg lain. Jembatan yang harus dilalui ini Jnelljadi norma moral 

yang hidup dalam kehidupan sosial secara pesitif. 

Tindakan untuk melakukan sesuatu atau tidak merupakan perintab yang 

dilalui. Hukum menjembatani rnanusia yang satu dengan yang lain untuk dapat 

bergaul atau berinteraksi demi terwujudnya kepentingannya yang tidak lain adalah 

kebabagiaan. Ketika seorang laki-laki ingin memlliki istri dan keturuoan maka dia 

harus menikahi secara sah seorang perempuan.1"' "Menikahi" merupakan perintab 

atau sehagai jemhatan yang harus dilalui oleh sadap laki-laki yang in gin memlliki 

istri. 

Keharusan untuk beijalan diatas jembatan dibangun dengan rasa dan 

rasional akibat dari suatu tindakan, sehingga tindakan ini menjadi kesadaran 

bersama dan dapat diterima oleh siapa saja. Penerimaan hukum menjadi 

kewajiban ketaatan terhadap norma moral kurena rasa dan kesadaran akan akibat 

100 Sah menurut norma moral, yang umumnya telah dirumoskan sebagai hukum 
positif. Oapat dilihat dalam Undang-Undang Pelil:awinan No. 1 tahun 1971, dan juga 
adanya petarangan terhadap pasangan yan9 bukan suami istri tinggal serumah (kumpul 
kebo). 

r 
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tersebut. Setiap manusia harus taat terhadap hukum yang merupakan jemhatan 

pergaulan. Manusia dapat hersosial dengan membangun suatu hubungan yang 

membahagiakan setiap pihak. 

Pergaulan yang merupakan pmses interaksi manusia untuk memaham.i dan 

memenuhi kebutuban akan dirinya dan pentingnya hidup hersosial, akan menjadi 

teratur jika semuanya betjahm diatas jemhatan ini. Bertindak dengan tidak 

mengindahkan jemhatan kesepakatan pergaulan mengakihatkan kekaeauan dan 

bahkan konflik dalam kehidupen sosial. 

Hukum yang mewujudkan perintah-perintah tentang tindakan apa yang 

seharusnya merupakan konkritisasi kehendak setiap manusia. Manusia memiliki 

kehendak atau suatu suasana kedepan yang harus diwujudkan dengan berbagai 

nru:am tindakan. Suasana kedepan ini selalu dirumuakan oleh setiap manusia 

sebagai suaru situasi dan kondisi yang membahagiakan dirinya. Tak ada 

kesusahan yang ada banya kebahagian, dengan demikian untuk mewujudkan ini 

hams ada pemeoulum atau h""-il yang mengarah ke suasana masa dapan yang 

dikehendakinya. O!eh karena itu setiap tindakan selalu diarahkan uutuk 

meeiptakan kehendaknya. 

"Apa Kehendak Manusia?" para ahli pikir telab merumuskan herbagai 

macam jawaban dari pertanyaan tersebut. Ada jawaban babwa manusia hidup 

untuk menghidupkan orang lain. 151 babwa manusia hidup untuk mengabdi kepada 

Tnhan, 152 dan berbagai jawabau yang dapat pula bertambah sedemikian ban yak. 

Manusia umumnya bertindak pasti ada yang memotivasi atau mendorong 

manusia tersebut Wltuk melakukan sesuatu. Setiap manu.sia dengan motivasinya 

bertindak setiap saat, m.isalnya : heJjalan, tidur, mencari nalkah atau melakakan 

suatu hal agar mendapatkan makanan, minuman, pakaian, atau rumab dan bahkan 

lebih dari itu manusia ingin mendapatkan sepeda, motor, mobil~ kereta api, atau 

151 Sepertl dalam falsafah hldup orang Minahasa {sarah satu suku di Sulawesl 
utara} sebagai prinsip moral bennasyarakat yakni '"Si Tou Timou Tumou Tou" (Secara 
handh:lh .berarti : "Omng hidup menghidupkan 01ang lainj, diungkapkan ofeh G.S.S.J 
Ratulanate. 

1 "'Ad Malorem Dei Glorlam" (makin besamya kemuliaan Allah), salah satu 
semboyan yang digunakan oleh Serikat Jesus {salah satu ordo da!am Gereja Katollk 
Roma), dlmana setiap tlndakan para anggota ordo SJ adalah demi semakin besarnya 
kemuliaan Allah. 
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pesawat terbang. Kebutuhan-kebutuhan manusia ini tidak banya terbatas pada 

pemenuban kebutuhan tersebut tetapi Iebih dari itu yaitu ada sesuatu yang 

manusia ingin penuhi yakni merasa babagia terhadap segala hal. 

Manusia makan bukan hanya untuk menghilangkan rasa sakit Iapar retapi 

lebih dari itu yakni manusia ingin merasa bahagia, manusia minum bukan banya 

mau mengbilangkan haus tetapi lebih dari itu yakni manusia ingin merasa 

hahagia. Dengan tidak baus dan tidak lapar manusia ingin marasakan 

kebahagiaan. Begitu pula dengan masalah manusia membutuhkan ini dan atau itu 

agar supaya manusia merasa bahagia. Rasa bahagia manusia merupakan causa 

finalis atan cita-cita atau tujuan dari setiap manusia Rasa Bahagia mernpakan 

Rasa Sejahtem, setiap manusia ingin bahagia atau sejahtera 

"Nature has placed ma>Jkind under the governance of lwo sovereign 
masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought 
to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the 
standord of right and wrong. on the other the chain of causes and effects, · 
are fastened to their throne. 'J1u::y govern us in all we do. in all we say, in 
all we think: every effort we can make to throw off our subj'ection, will 
serve but to demonstrate and confirm it. "153 

Manusia lewat perannya yang berisi hak dan kewajiban yang dimilikinya 

berusaha nmuk merasa bebegia, sehingga manusia bidup banya untuk bernsaha 

mencapai cita~citanya yakni memenuhi kehendaknya Wituk merasa bahagia atau 

sejahtera. Setiap pernn manusia yang dimilikinya lewat proses atau cara 

mendapatkan pemn selalu dikarenakan ada tujuan yang hendak dicapai, dengan 

kata lain apapun yang manusia lakukan pasti ada maksud-makaud yang ingin 

dipenuhi, maksud-maksud ini pada hakekatnya adalah Kebahagiaan atau 

keaejahteraan."4 

Perlu juga diakni disini bahwa selain Kehendak Umum manusia yaitu 

Kebebegiaan &>sial yang juga bisa dirumuskan sebagai kes«jahteraan umum, ada 

juga kepentingan lain yang lebih berslfat individual narnun dapat dimaklumi oleh 

1
" Jeremy Bentham, An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation. 

1781 (die<>tak ulang oleh Batoche Books, Kitchener, 2000), him 14 
154 

--... Tujuan akhlr h!dup manusia. adalah kebahagiaan. Oleh karenanya, hukum 
harus dihubungkan dengan usaha mencari kebahaglaan." Hal in! disampaikan oleh Sl 
Thomas Aquinas da!am bukunya Summa Theotogia, dapat dilihat dafam E. Sumaryono, 
Loc. Cft., him 67 
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masyar1lkat wnwn, dengan demiklan ada juga kepentingan yang bersifat 

individual yang tidak dimaldumi oleh masyarakat umum karena sudah 

berteotangan atau tidak sesual dengan tindakan maousia yang manusiawi. 

Kahendak yang bukan kehendak umum atau kesejaim:raao umum balk 

yang diterima oleh masyar1lkat umum atau tidak diterlma oleh masyarakat umum 

adalah juga mendekung ukan ~aim:raao sebagaimana dimaksud seperti 

kesejahteraan umum walau dalam kenyataan itu bersifat individu atau prlbadi 

belaka.'" 

Didalam kebidupan sebarl-bari ada peristiwa atau tindakan manusia yang 

kelibatanuya bukan uutuk kesejaim:raan melainkan suatu proses penyiksaan 

dirl.156 Misalnya "Berangkat pagi-pagi, pulang petang, penghasilao pas-pasan", 

seperti manusia dengan peran sebagai seorang petani yang masih pagi-pagi sudah 

ke ladang, mencangkul dengao penuh kerlngat dibawab · terik matabarl, pulang 

saat bari sudah maiam, tetapi setiap barl pendapatannya· sering tidak eukup untuk 

mengbidupi keluarganya. Ini bukan pengeeualian tetapi ini adalah persoalan 

proses bukan persoalan tujuan, proses bisa berbeda kerena peran dan kondisi yang 

dialami berbeda sedangkan tujuan tetap sama. Apapun peran yang dipegang dan 

kondisi yang dialami tujuannya letap adalah Kebahagiaan. 

Bahkan ada yang Iebih ekstrem Jagi, misalnya seorang Pertapa karena 

melibat kondisi duala ini penuh dengao dosa, dia rela untuk berpuasa dan 

155 Bandingkan dengan pendapat John Stuart Mill dalam Utilitarianism : "According 
to the Greatest Happiness Principle, as above explained, the ultimate end, with refemnce 
to and for the sake of which at1 other things are desirable (whethar we am considering our 
own good or that of other people), is an existence exempt as tar as possible from pain. 
and as rich as possibJ& in enjoyments. both in point af quantity and quality" (menurut 
prinsip kebahagian terbesar, sebagaimana dijelaskan diatas, tujuan akhir, dengan 
merujuk pada dan deml segala sesuatu yang lain yang dlinginkan (apakah kita 
mempertimbangkan kebaikan kita sendirl atau kebaikan orang lain), merupakan keadaan 
yang sedapat mungkin bebas dari rasa saklt, dan sedapat mungkin meraih kegembiraan, 
balk dalam kualltas dan ktlantitasnya). John Stuart Mill, Utilitarianism, Reprinted From 
'Fraser's Magazine' Seventh Edition, Longmans, Green, And Co., london, 1879, Bab U 

t$6 Ada prinsip Theologi Kristen seperti "'Per Aspera Ad Astm'" (melatui penderitaan 
menuju kemenangan). ~via /Juminativa non via purdativa" (tak ada pencerahan tanpa 
melalu! penderitaan). dan beberapa Theologi Kristen didasarkan pada prinsip-prinsip lni. 
Inti dati prinsip..prinsip ini adalah bahwa setiap manusia bertindak deml terwujudnya 
kebahagiaan Rohani atau kebahagiaan Spiritual, dan bagi mereka kebahagiaan Spiritual 
!ebih pentlng dari kebahaglaan yang bernifat materi. Hal lni juga sebagaimana yang 
diungkapkan ofeh John Stuart Mill dalam bukunya Utilitan8nism tahun 1863. 
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berpantang sekian lamannya, atau seorang yang ingin mati sahid, atau ingin mati 

sebagai martir yang didahului dengan penderitaan yang sangat hebat tetapi bagi 

manusia tersebut itu hanya merupakan proses untuk mencapai kebahagiaan yang 

dia harapkan. Secara badaniah mungkin hal ini tidak mengenakan, sedangkan 

secara rohanlnya ini merupakan suatu proses untuk meneapai apa yang dia 

inginkan, yakni kebahagiaan atau kesejahteraan entah dimsakan olehnya diakhi:rat 

nanti. JS7 

Rasa bahagia sehenamya nettal dari segala penilaian moral, tetapi setiap 

proses untuk mencapai kebahagiaan itu selalu dinilai berdasarkan monll. 

Kebahagiaan yang diharapkan adalah suatu suasana aklrir dari tin1lakan yang 

diterima dengan tidak ada komentar negatif atau ada penolakan diri terhadap 

suasana aklrir ini. Tmdekan manusia yang terdiri dari hak dan kewajiban 

merupakan proses atau cara untuk mencapai tujuan yalmi kel>ahagiaan. Oleb 

karena itu. muncul pembenaran sanksi bahwa orang yang taat hukum akan 

mendapatkan kesejahteraan sedangkan orang yang melanggar hukum akan 

mendapat sanksi yang tidak membahagiakan dirinya yang membuat dia tidak 

sejahtera. 

Manusia hldup adalah untuk mencapai apa yang disebut sebagai 

kebahagiaan dan menjauhl penderitaan, sekalipun saat manusia itu menolak 

kesenangan terbesar atau menanggung penderitaan yang paling berat.158 Tidak ada 

alasan hakiki yang lain melainkan alasan-alasan lain hanya mempertegan bahwa 

manusia hldup untuk merasa bahagia, tidak ada manusia yang ingin menderita 

selamanya, tetapi manusia menderita hanya merupakan akibat dari suatu proses 

dabun peran atau kondisi yang dipilih agar manusia tersebut merasa bahagia atau 

sejahtera nantinya. Dapat diketakan disini bahwa penderitaan hanya proses atau 

cam, dao penderitaan ini dalam tindakan bukan dahun tujuan. Perdebatan tentang 

cara atau proses adalah perdebatau yang sia-sia kerena hal tersebut sudah 

157 Prinsip Asketik bahkao menganggap bahwa segala yang memuaskan indera 
adalah sesuatu yang jahat dan menjijlkan. Kesenangan duniaWi dianggap sebagai suatu 
hal yang harus dihlndari. Padahal kesenangan drterima dan dipuji ketika namanya 
menjad! martabat. kemuliaan, reputasi, kehormatan, ata:u harga diri. Prinsfp Asketik in! 
dapat dilhat dalam Jeremy Bentham, Tho Thoory of Legislation, Op. Cft., him 28 

"' Ibid, him 26 
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rnenyangk.ut keyakinan atau peran masing-masing tetapi tujuan akhir tetap sama 

yakni ingin merasa bahagia, apakah kebahagiaan di dunia atau disurga Namun 

memang perlu dilekankan bahwa kebahagiaan robani lebih baik dibandingkan 

kebahagiaan jasmani sebagaimana yang disampaikan oleh Jhon Stuart Mill. 

Dengan demikian dalam rangka pemenuhan rasa bahagia setiap individu 

berupaya untuk memenuhi dan mendapatkan berbagai sarana dan proses baik 

yang bersifat material maupun imaterial. 

Manusia dalam bertindak selalu berdasarkan kesepakatan pergaulan yaitu 

kebaikan moral. Kebaikan moral aotara lain adalah hukum, karena tindakan 

manusia yang manusiawi atau hukum merupakan wujud nyata dari moral. Hukum 

adalah. kesepakatan moral dalam pergaulan setiap m.anusia dalam kehidupan 

sosialn.ya yang dikonkretkan dengan tindakan manusia yang manusiawi. Kebaikan 

moral itu baik haoya berdasarkao kecendruogannya memunculkao kebaikao 

secara fisik. Kejahatan moral itu jabal berdasarkan kecendruogannya 

memunculkan kejahatan secara fisik. 159 

Hukum merupakan wujud dari kehendak logis setiap maousia, Setiap 

maousia pada dasarnya memiliki kehendak untuk berkembaog kearah yaog lebih 

baik, setiap manusia memiliki kehendak yang masuk akal, memiliki cita-cita logis 

yakni kehendak untuk lebih baik. Akumulasi kehendak logis setiap maousia 

dengan filter konsensus menjadi kehendak umum masyarakat dalam kehidupan 

sosial yang tidak lain adalah demi Terwujudnya Kebahagiaan Sosial atau 

Kesejahteraan Umum. 

Namun lentunya kehendak logis yaog Ielah disepakati dan menjadi 

kehendak: umum sebagai suatu kesadaran bersama harus diwujudnyatakan oleh 

yaog berwenaog untuk menegakan hukum. Y aog berwenang ini adalah legislatif 

(lermasuk didalamnya peran tertentu dari ekseknlif dan yudikatif) yang dengan 

peran sebagai wakil dari setiap manusia yang ada dalam kehidupan sosial 

memiliki hak. legislasi yakni kemampuan untuk membahasak:an secara konkret 

159 Jeremy Bentham memberikan gambaran bahwa tindakan manusia dapat 
mengakibatkan kecendrungan pada kebaikan atau kejahatan secara fisik, dimana berarti 
mengenai penderitaan dan kesenangan jiwa sekaligus penderitaan dan kesenangan 
indera. Ibid, him 27 
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dan tertulis sogala prinsip-prinsip moral yang merupakan tindakan apa yang 

seharusnya sebagal jembatan dan pagar dalarn pergaulan manusia didalarn 

kehidupan sosial dengan berdasarkan pada kehendak umum atau demi 

terwujudnya kesejahteraan umum, dengan kata lain legislatif dapat membuat 

kesepakatan-kesepakatan yang berdnsarkan kemampuan logisnya demi 

mempennudnh atau menjamin masyarakat dalam bertindak demi tersujufuya 

kebahagiaan sosial. 

Karena kesepakatan ini adnlah keputusan manusia-manusia yang berperan 

sebagai legislatif jadi bukan manusia secara keseluruban dalam kehldupan sosial 

maka kesepakatan ini harus dalam bentuk tertulis. Dan Jebih dari itu untuk 

menghindnri kekeliruan-kekeliruan akibat misinterpretasi yang sering terjadi baik 

sengaja maupun tidak. 

Kebabagiaan sosial diwujudkan melalui hukom yang berisi kesepakatan­

kesepakatan tertolis yang didalamnya terdnpat perintah dan sanksi, serta hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi dan ditegakan. Hak dan kewajiban ini disebut 

pula kesepakatan hukum, kesepekatan bukom inilah yang dalam bidang pidana 

ada asas-asas hukum pidana yang sebagiannya dituangkan dalam undang-undang 

hukom pidana, dalam bidang perdata ada asas-asas hukom perdata, "" dan lain­

lain yang kesemuanya ini mengawasi tindakan-tindak:an manusia dalam 

mewujudkan kebahagiaan sosial. 

Setelah kebabagiaan sosial dijadikan sebagai kehendak umum, poran­

peran dalam struktur sosial menyadari bahwa ada cara-cara atau proses yang barus 

dilalui untuk dapat mewujudkan kehendak umum. Cara-<:ara ini yang nantinya 

akan berupa tindakan-tindakan dalam arti bahwa peda prinsipya manusia bebas 

untuk hertindak tetapi selelah manusia bersepakat dengan manusia lain untuk 

memhentuk suatu kehidupan sosial maka tindakan manusia-manusia itu mula! 

diawosi dengan sanksi bukan dibatasi oleh kesepakatan tersebut. Diawasi agar 

supaya tindakan maniiSia sesuai hukum atau sebagaimana tindakan manusia yang 

manusiawi Setiap manusia yang melaltukan pelanggaran hukom atau melakukan 

100 Bandingkan dengan Undang-llndang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang~Undangan 
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tindakan manusia yang tidak manusiawi (misinterpretasi moral) diberikan sanksi 

yang dapat membuat manusia ini mengajami kesadanm sosial. 

Hukum selain sebagai perintab logis yang menjadi jembatan yang haru.s 

dilalui dalam keh.idupan sosial, bukum ini juga terdiri dari sanksi-sanksi. Sanksi­

sanksi ini yang menyebabkan hukum sebagai Pagar. Pagar yang membatasi 

kebebasan dan sekaligus memberikan rasa aman terhadap manusia dalam 

bertindnk. Hukum sebagai pagar akan menunjukan kepada kita beberapa kategorl 

tindakan manusiawi, dan melampaui itu, hukum akan menyatakan kodrat manusia 

sesungguhnya yakui manusia yang memiliki kebebasan dalam bertindak dan dapat 

membedakan mana tindakan yang beik dan mana yang tidal< bail<. 

Dalam kehidupan sosial, manusia yang memiliki kehendak logis serlog 

berlladapan dengan manusia yang ingin mencapai kehendak logisnya dengan cam 

yang tidak disepakati atau dengan cara yang tidal< manusiawi (lcehendak /ogis 

dengan cara tidak logis), misalnya mencnri, membunllh; dan memperkosa, ini 

merupakan pelanggaran hukum, atau misinterpretasi individu terhadap moral 

dengan tiudakan imoral. hnoral merupakan tindakan manusia yang tidak sesuai 

dengan tindakan rnanusia yang manusiawi. merupakan suatu pelanggaran 

terhadap "hati nurani bersama",161 oleh karena itulah yang menjadi alasan kenapa 

kita menuntut hakim untuk mengadili dengan menggunakan "hati nuranin. 

Dalam menghadap.i mfsinterpretasi moral sering menimbulkan apa yang 

digambarkan oleh Apeldoom bahwa kepentingan-kepentingan atau kehendak­

kehendak manusia yang bersifat pribadi soling bertentangao akan menimbulkan 

konflik atau suasana yang tidak damai, oleh karenanya diperlukan penagak 

hukum. Penegak hukum yakui orang-orang yang diangkat dan dipilih diantara 

masyarakat yang ada dalam kebldupan sosial uotnk mewakilinya dalam 

meneJjemahkan prinsip-prinsip moral kedalam hukum positif (memiliki bak 

legislasi}, mengadakan pengawasan terhadap jalannya pergaulan manusia, serta 

betbak untnk memberikan sanksi yang berdasarkan hukum positif tersebut, 

merekatah sebagai penegak tindakan manusia yang manusiawi. Oleh karena 

151 Harkristuti Harkrisnowo, RekonstrokSi Konsep Pemidanaan ; Suatu Gugatan 
TS!hadap Proses Legisfasi dan Pemidanaan di Indonesia Pidato Pengukuhan Guru 
Besar, Universitas Indonesia Tahun 2003, hlm 2 
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semuanya itu, penegak hukwn adalah manusta-manusra yang memiliki 

kemampuan legis terhadap moral. 

Penegak hukwn yang mengawasi manusia agar tidak melenceng dari 

kesepakatan atau misinterpretasi moral, pengawasan ini juga sudah merupakan 

upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, karena tujuan hukum adalah 

terwujudnya kesejahteraan umum atau kebahagiaan sosial. Penegakan hukum 

memang sangat perlu demi tenvujudnya kesejahteraan umum. Penegakan hukum 

terletak pada semua peran-peran yang ada karena tujuan Hukwn yakni 

terwujudnya kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab semua tak 

terkecuali. 

Peran penegak hukwn yang juga herperan sebagai legislatif adalah orang­

orang yang memiliki kemampuan logis di bidang hukum, membuat suatu 

peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya adalah pertama­

tama barns herdasarkan pada hukwn dasar yakni kehendak umum yang tidak lain 

adalah kesejahteraan umum. Undang-undang atau peraturan hukwn tertulis 

lainnya hams hertujuan untuk kesejahteraan umum. Dan karena perkembangan 

manusia maka undang-undang juga harus disesuaikan dengan perkembangan 

manusia. Sehingga diperlukan pemherlakuan sanksi dari setiap peraturan hukwn 

tertulis yang sungguh-sungguh efektif. 

Peran eksekutif dan yudikatif yang melaksanakan segala kesepakatan­

kesepakatan hukwn, adalah benar-henar menjalankannya hanya demi kebaikan 

dan kebahagiaan seluruh masyarakat yakni terwujudnya kesejahteraan umum, dari 

tindakan-tindakan birokrasi sarnpai pada tindakan peran-peran profesi adalah 

hams sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan hukwn. 

Peran sosial atau masyarakat juga san gat penting dalarn penegakan hukwn 

dimana didalam masyarakat terdapat peran-peran yang berisi hak. dan kewajiban, 

adalah sangat lebih bebas untuk bertindak, dan tidak heran bahwa ditengah 

rnasyarakat ada juga manusia-manusia yang bertindak tidak sesuai lagi dengan 

kehendak: umum, misalnya membunuh atau mencuri dan lain sebagainya. Ini 

dapat terjadi karena belum tabu atau tidak adanya kesadaran hukum 

(misinterpretasi) didalarn masyarakat tersebut. 
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Jadi salah satu cam yang diper!ukan adalah membangun kesadaran hukum, 

membangun kesadaran hukum adalah memberikan dan mendapatkan penjelasan 

bahwa hukwn sangat diperlukan untuk mencapai tujuan masyarakat yang 

merupakan tujuan hukwn yaltu terwujudnya kebahagiaan sosial, dan untuk 

mewujudkan tujuan tersebut setiap manusia harus bertindak sebagai manusia yang 

manusiawi, yakni manusia yang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral. 

3.2 Moral Sebagai Landasan Pemidanaan 

Pidana sendiri merupakan suatu pranata soaial yang dikaitkan dengan, dan 

selalu mencermiukan, niiai dan sttuktur mssyanakat, sehingga merupakan suatu 

reafirmasi simbolL< atss pelanggaran terbadap "hati nunmi bersamaff atau 

collective conscience. 162 Kesadaran bukwn menjadi titik penting dalam pemberian 

sauksi, termasuk sanksi dalam pengertian hukwn pidana yakni pemidanaan, oleh 

karena itu pemidanaan adalah upaya penyadaran yang dibangun dengan 

komunikasi efek moral terhadap pelaku imoral.163 

Oraog sering melihat bahwa hukwn pidana merupakan aturao yang 

mcngarahkan manusia mcnjadi sempuma dengao pendckatan negatif, bahwa 

hukwn pidaoa merupakan aturao yang berisi perintah dan laraogan, oleh karena 

itu hukwn pidana lebih jelas pemidaoaan scring disebut sebagai salah satu sumber 

penderitaan bagi anggota masyarakat yang melukukan kejahatao. Tetapi seperti 

yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penderitaan yang diakibatkan oleh 

pemidanaan adalah sautu konsekuensi logis dan sekaligus obat terhadap akibat 

buruk dari suatu kejahatao. Pemidanaan itu semacam racun yang digunakan untuk 

menetralisir racun, seperti kata Jeremy Bentham bahwa pemidanaan itu semacam 

racun yang diramu dengan baik dan terbukti menjadi obat yang mujarab. 164 

t62 Ibid. 
"" Uhat juga H. Morris dalam 'Patema/islic Theory of Punishtl'l&nt". EdHed by 

Antony Duff and David Garland, A Reader On Punishment, Oxford Universlty Press, New 
York, 1995, him 92 

1oc Jeremy Bentham, The Theory of Legislation. Op.Cit him 81 
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Tak dapat dipungkiri bahwa pemidanaan itu sangat penting untuk 

menjamin rasa keadilan dan kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu 

penildanaan harus diarahk:an kepada kepentingan sosial dan didasari pada nilai­

nilai moral dalam masyllnlkat. "A man ought not to be punished for doing or 

causing something unless he was morally responsible for doing causing it».165 

Pemidanaan merupakan tindakan yang berupa sanksi hukum akibat arianya 

pe\anggaran hukum pidana, narnun pemidanaan ini harus memperhatikan 

tanggungjawab moral dari pelaku tindak pidana tersebut Dari setiap bentuk 

penildanaan, sanksi moral dapat selalu mendahului pemberian sanksi pidana 

tersebut, sehingga penildanaan dapat sebagai pelengkap sanksi moral, tetapi hal 

ini juga bisa berlaku sebaliknya. 

Pntusan pengadilan ataupun diskresi oleh institnsi yang berwenang selalu 

diberikan bubut atau penilaian moral oleh masyarakat. Penilaian masyarakat ini 

merupakan sanksi moral dari masyatukat, sebagai suatu kontrol soslal yang 

khas, 166 yang selalu mengiringi setiap pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu 

pernidanaan selalu daiam konteks moralitas, se!alu dipertanyakan tindakan 

pemidanaan mulai dari penyitaan barang berharga, pidana penjara, bahkan sarnpai 

hukuman mali, apakah mendukung atau justru mengingkari prinsip-prinsip moral? 

Lahimya pemikiran pemidanaan balk oleh retributivisme maupun utilitarianisme 

adalah hasil dari dialektika teori penildanaan dalam perspektif moral. 

Bagi negara pemidanaan merupakan bentuk nyata daiam penegakan 

hukum, telapi sebagian orang mempartanyakan kewajiban negara tersahut sebagai 

sesuatu yang benar atau tidak daiam konteks moral. Hal ini kedengaran aneh, 

karena penildanaan bukanlah suatu hal dalam konteks prilaku seseorang, sebingga 

dengan mudah dapat dinilai secara moral benar atau tidak, melainkan pemidanaan 

sebagai .suatu institusi. "It is part of a system that involves conduct norms, an 

authoritative procedure for generating lhese norms, an authoritative procedure 

165 T.L.S. Spligge, Punishment and Moral Responsibifity, datam Goldinger Milton, 
Punishment and Human Rights, Schenkman Publishing Company, Cambridge, 
Massachusetts, 1974. him 73 

188 Upendra Baxi, dalam pengantar buku Jeremy Benfuam, The Theory of 
Legislation. Loc. Cit., him 6 
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for decisions to impose sanctions, and some measure of practical power over 

persol1S or resources". 167 Tetapi pemidanaan harus dilihat sebagai akibat dar:i 

suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan imornl dalarn konteks 

hukum pidana. Moral menjadi bagian yang tidalc dapat diabaikan dalam konsep 

pemidanaan, karena dalam tataran praktis politik dan sosial, peranan itn sangat 

berpengaruh. 

3.2.1 Koosepsi Pemidaoaao dalam Perspektif Moral 

Meralengar kata "moral" seakan membawa kita pada dunia absttak dan 

masuk dalam reflekai filosofis mengenai moral itu sendiri. Setiap onmg 

menyimpan pemabaman moral yang bisa berbeda dalam dirinya masing-masing, 

tetapi setiap orang bisa memilild penilaian yang pada umumnya sama yang dapat 

dimengerti sebegai kesadaran umum terhadap tindakan moralitas IOJ1entu. ••• 

Apabila melibet fenomena pemidanaan yang dipengarubl oleh Dilai-nilai 

moral yang bersumber pada keyaldnan budaya maupun agama aJ<an membawa 

kita pada kenyataan kontroversial dari keyakinan-keyaldnan tersebut. Hal yang 

sederhana dan sangat kurang diawal tulisan ini adalah membuat konsepsi 

pemidanaan dalam perspektif moral yang seminimal mungkin menghindari 

relativitas moral pemidanaan itu sendiri, setidaknya sebagai suatu titik acua:n 

dalam penelitian ini. Konsepsi pemidanaan dalam perspek:tif moralitas ini dapat 

kita rumuskan berdasarkan contoh kasus dibawab ini. Contoh ternebut juga 

merupaken contoh dari pertentangan pandangan atau pemabaman terhadap 

pemidanaan berdasarkan kode moral antara utilitarian dan retributivist yang 

teljadi di Indonesia. 

167 Guyora Binder, Punishment Theory : Moral or Political, Buffalo Criminal law 
Review, Vol. 5. 2003, him 321 

169 Mengenat Relativisme Moral sebagal salah satu aspak penting dalam dlsl<uSi 
moral, penting untuk merujuk. pendapat James Rachels, bahwa masih terdapat 
kekellruan-kekellran logls dalam Refativisme Moral sehlngga Relativlsme Moral tidak 
benar secar:a keseluruhan. Per.bedaan hanya teTielak pada pemahaman yang didasari 
pada tindakan yang berbeda bukan pada substansi yang sebenamya, dalam arti bahwa 
kuttur masyarakat yang berbeda~berbeda mewujudkan tindakan atau cara yang berbeda 
sehingga akan membelikan pemahaman moral yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam 
James Rachels. Op. Cit., him 42.j)9 
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Contoh pertama; Kasus Presiden Soeharto yang menjadi topik berita yang 

cukup hangat sejak awal bulan Mei 2006,169 karena tiba-tiba kondisi kesebatan 

Soeharto terns mengalami kemunduran sampai tim dokter Independen 

menyatakan bahwa Soeharto secara medis baik dari segi fisik maupun mental, 

dalam keadaan tak layak untuk disidaugkau (unfit to stand trial). Hal ini 

berdampak dihentikaunya peountutan perkara oleh kejaksaau agung tanggal 12 

Mei 2006, dengau Sarat Ketetapan Penghentiau Penuntutau Perkara (SKPPP) oleh 

Kepala Kejaksaau Negeri Jakarta Selatan alas perintah Abdul Rahman Saleh 

seluku Jaksa Agung. SKPPP ini dikeluarlrnn berdasarkan kebutuhau adauya 

keadilan dan kepa.stian hukem dengan beherapa pertimbangan: Per:tama, kondisi 

sakit permanen menyebabkan Soeharto tidal< mungkin dibadirl<an ke persidaugan. 

Ini adalah praktik hukem universal dan bentuk penghonnatan pada hak asasi 

manusia Kedua, SKPPP bukan merupakan bentuk penghapusan penuntutan 

ataupun pengampunau, dan tidal< menghalangi perkara dibukn dan dilanjutkan 

kembali apahila tim dokter menyatakan :sembuh sehingga beliaufit to stand trial. 

Dengan adanya SKPPP ini sudah pa.sti jelas bahwa Pnosiden Soehartn tidal< 

akan disidangkan Jagi untuk masalah pidanya (kasus korupsi) yang Ielah digelar 

sejak tahun 2000, konsekuensi logisnya adalah selama Soeharto sakit, beliau tidal< 

akan dituntut apalagi dipidana. Konsekuensi ini menyebabkan konlroversi 

penilaian moral yakni : 

Pibak yang mendukang menyatakan bahwa Soebarto sudah berusia tua dan 

sakit sehingga tidal< benar untuk diperiksa, diadili, apalalagi dipidana. Hukem 

posistif kita juga relah mengatur babwa orang sakit tidal< boleh diperiksa atau 

diadili didepau pengadilan. Jika Soeharto tetap diadili dan dipidana maka penegak 

hukum telah melakukan pelanggaran hukum. 

169 Kasus Presiden Soaharto ini maslh menjadl perbincangan yang kontroversial 
dalam masyarakat walau akhimya Preslden Soeharto telah menlngga! dunia pada hari 
Mlnggu tanggaJ 27 Januari 2008. Contoh kasus inj merupakan pengembangan dari berita 
koran Kompas : Abdul Rahman Saleh, Duduk Perkara Kasus Soaharto, sumber. 
http:/lwww.kompas.com/kompas-cetak/0801/12/opinil4160832.hlm 
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Pihak yang menolak 110 menyatakan bahwa Soeharto dalam kondisi apapun 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga usia dan kondisi 

kesehallln tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bebas dari pemdilan dan 

pemidanaan. 

Kedua alasan distas dibangun pada dna alasan moral yang sating 

berlenlllngan, yang satu menyatakan bahwa dengan alasan apapnn seseorang yang 

sudah Ina dan sak:it tidak dapat diperiksa didepan pengadilan, dan dipihak yang 

lain beralasan bahwa seseorang dalam kondisi apapun hams 

mempertanggungjawabkan perblUltan jabetnya dengan diadili dan dipidana. 

Terlepas dari alasan dan proses hukumnya kedua alasan moral ini seakan benar, 

oleh karena itu alasan moral mana yang dapat diterima? 

Dalam kasus Soeharto, pemetintnh dan beberapa kelompok masyaralrnt 

menerima SKPPP f:enlebut dengan alasan moral bahwa dengan alasan apapun, 

seseorang yang sudah tua dan sak:it tidak dapat diperiksa didepan pengadilan, 

apalagi dipidana. Sedangkan pihak yang menolak menyatakan bahwa Soeharto 

dalam kondisi apapun harus mempertanggnngjawabkan perboall!nnyanya, 

sehingga usia dan kondisi kesehallln tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk 

behas dari pemdilan dan pem.idanaan. 

Argumentasi: Pemidanaan yang tidak efektif. Dalam pandangan 

utilitarianisme, jika pengadilan memeriksa Soeharto dan menyatakan dia bersaleh 

sehingga ilia akan dipidana, maka sanksi pidana yang diberikan adalah tidak 

efektif. Sank.si pidana dalam bentuk apapun sudah tidak lagi bennanfaat bagi 

soebarto sendiri maupun masyankat umum. Saki! yang diderita oleh Soeharto 

sendiri sudah merupakan penderitaan yang dia jalani, dan bahkan lebih menderita 

dibandingkan dengan penderitaan yang m.isalnya dia dapatkan dari pemeriksaan 

maupun sank.si pidana yang dijatuhkan padanya. Pem.idanaan yang awalnya 

sebagai pemberian rasa yang tidak mengenakan kepada Soeharto, malah tidak 

1
1tl Beberapa lSM dan akademisi yang tidak setuju mengajukan gugatan 

Praperadilan di Pengadilan Negeli Jakarta Selatan, dan PN menyatakan bahwa SKPPP 
adafah tidak sah, namun di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan 
memutuskan bahwa SKPPP adalah sah demi hukum, artinya penuntutan terlladap 
Soeharto sudah final dan tidak dapat dibuka kembali. ht1p:llwww.kompes.com/kompas­
cetak/08011121opinV4160832. htm 
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berarti dan akan sia-sia karena rasa saki! yang dia derita jauh lebih besar dari pada 

ancaman sanksi pidana yang akan dijatuhkan padanya. Apa jadinya jika penegak 

hukum tetap memaksakan akan dipariksa dan diadili, tetapi Soebarto tidal< pemah 

hadir di pemeriksaan maupun persidangan karena dla lebih memilih Ulltuk 

m011gbindari (mengobati) rasa saki! karena penyakitnya. Akhimya upaya tersebut 

akan sia-sia dan tidal< ada manfaatnya. Jaksa dengan sadar Ielah 

mempertimbangkan efektifitas kasus ini, tanpa terlepas dari argmnen-argmnen 

dan prinsip-prinsip hukum acara pidana, misalnya persidangan yang cepat, biaya 

ringan dan sederhana Tujuan pemidanann adalah agar terpidana menyadari 

perbuatauuya (rebahilitasi) menjadi tidal< efektif apabila diberikan kepada orang 

yang sudah tua dan sakit parah. Kemudian bertujuan bahwa dengan kesadaran 

moral yang dimiliki akibat rehabilitasi maka dia dapat menjadi agen moral1agi 

ditengah-tengah masyarakat (resosialisasi), adalah menjadi a1asan yang tidal< 

mungkin lagi karena kondisi saki! parah. ma1ah yang lebih mungkin akan 

meninggal dunia. Kedua alasan yang terakhir ini telah mempertegas bahwa 

apabila terjadi pemidanaan terbadap Soebarto maka, pemidanann ini tidak akan 

membawa efek kebahagian sosial. Hal yang tidak logis apahila kita memidana 

seseorang sebagai bantuk pertanggungjawabannya atas perbuatan bnoralnya, 

apabila kita telah mengetabui dengan pasti bahwa orang tersebut tidal< dapat 

menjalani pidana tersebut Apa yang akau terjadi apabila kita memidana Soebartu, 

katakanlah dengan pidana pencabutan kemerdekaau (penjara) selama 5 tabun, 

tetapi temyata waktu tersebut dia hauya hahiskan di rumah sakit? Sungguh tidal< 

efektif. 

Orang Idiot, orang gila dan bahkan orang sakit fisik, tidal< dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana, karena bagi mereka hukaman tidal< erektir'". Prinsip 

ini dipengaruhi oleh argumen pertama diatas, adalah tindakan yang tidal< crektif 

apabila memidana orang yang sakit Karena tindakan yang tepat yang harus 

didakong oleh penegak hukum adalah merawat orang sakit tersebut Dala.m kasus 

Soeharto, penegak hukum menilai hahwa tindakan lebih tepa! terbadap soeharto 

adalah memberikan perawatan medis terhadapeya dari pada dijerat dengan sanksi 

171 Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, Op. Cit, him 361 
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pidana. Dititik ini te!jadi pergeseran makna yang umwnnya diterima oleh 

masyarakat selama ini hahwa bentuk proses pemdilan (termasuk didalanmya 

pemidanaan) selalu berkonotasi mendera alau menderitakan, telapi disini justru, 

proses peradilan menemukan makna sebagai treatment (perawatan atau 

pengobatan), dengan kata lain tidak melulu menderitakau. Hal ini dapat senada 

dengan penegasan Jeremy Bentham hahwa kesenangan dan penderitaan dengan 

sendiri.eya merupakan sanksi.172 

Hal ini tentu herlaka bagi siapa saja yang saki!, setiap orang tidak dapet 

dimintai perlanggangjawaban pitiana apabila orang teraebut tidak tiapat 

menjalaninya. Selama pemidanaan tidak bartujuan sebagai rebabilitasi, 

resosialisasit dan demi kebahagiaan sosial~ maka pemidanaan tidak efektif. 

disalabgnnakan, herlebihan, dan terlalu merugikan.113 

Konaekuensi logi.s dari argumen ini, termasnk orang yang keeanduan 

narkotika akan dikategorikan sebagai orang yang saki! · sehingga hentuk 

pemidanaannya bukan dipenjara melainkan di tialam panti rebabilitasi atau rumab 

sakit yang dimaksudkan untuk pengobatan atau pnrawatan sehingga mereka 

kelnar dari penderitaan keeanduan tersebut. 

Contob kedua yang memperlihatkan adanya pertentangan antara nilai 

moral yang herdasarkan pada keyakinan adalab kasus Vonis Mali : 

!Casus Fabiaull$ Tibo, DominggU$ Da Silva, dau Marinus Riwu, 

merupekau kasus pemidanaan akibat dari kerusuhan Poso174 Mereka ditangkap 

pada bulan Juli dan Agustas 2000, kemudian bulan April2001 Pengadilan Negeri 

Palu menyaiakan babwa mereka bersalab atas tuduhan pembuuuhan, 

penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di Poso, yakni Desa Sintuwu Lemba, 

Kayamaya, dan Maengko Barn, oleh karena itu dijatuhi vonis hukmnan mali. 

Putusan ini diperkuat lagi oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada 17 Mei 

172 ~SankSi merupakan surplus kesenangan di atas pendeTltaan yang dialami atau 
seballk~a~, Upeodra Baxf, dalam pengantar buku Jeremy Bentham, lbfd, him 7 

1 Jeremy Bentham, Ibid, him 360 
114 Kasus Tibo cs menjadi kasus yang menlmbulkan pro dan kontra mengenai 

vonis hukuman mati yang: ditetapkan oleh hakim. walau akhimya ketlga orang ini tetap 
d~embak mati pad a tanggal :12 September 2006 di Palu. 
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200 I. Putusan ini menimbulkan kontroversi dikalangan masyarnkat, dengan 

menggelar demonstrasi di bebernpa kota besar di Indonesia. 

Pihnk yang menolnk dipidana mati,"' mengajukan empat alasan moral 

kenapa Tibo cs tidnk boleh dlpidana mali yakni : Pertama, alasan kemanusiaan, 

mengingat ketiga terpidana mali itu masih mempunyai hnk menunggu untuk 

mengajukan gmsi kembali selama dua tahun, sesuai dengan ke!entuan penmdang­

undangan. Kedua, untuk menjaga kerukUilllll di wilayah Poso dan sekitarnya. 

Ketiga, kepulusan pemerinlah yang terkesan tergesa-gesa nkan menimbnlkan 

pel1llnyaan besar, dan Keempat, denti ter<:iptauya suasana adD dan damai di 

Poso dan Palu, ketiga terpidana mali itu sebaiknya dipindahkan ke tempat lain.176 

Pihnk yang menganjurkan untuk segera dipidana mati,' 77 memberikan 

alasan bahwa tindnkan Tibo cs adalah tidak manusiawi kanona telah membnnub 

banyak orang muslim sebingga Tibo cs harus dieksekusi mali sebagai balasan alas 

perbuatan mereka. Dan huknm ha.,. segera ditegakan dangan mengeksekusi 

keliga orang tersebut demi keadilan dan kepastian huknm itu sendiri. 

Kedua pihnk diatas memberikan alasan yang memang lrontroversial, yang 

dilandasi pada pemahaman moral yang berbeda Pihnk yang menolak menyatnkan 

bahwa setlap manus/a mempunyai hak untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan, 

sebingga Ink ada seorangpun yang mempunyai hnk untuk meniadnkan hnk hldup 

manusia yang Jain. Dipihnk yang menolnk beranggapan bahwa setiap manus/a 

yang membunuh manus/a harus dibunuh/" apalagi orang yang mernbunuh 

tm Tuntutan untuk penangguhan, bahkan, pembatalan eksekusl terhadap ketiga 
terpidana mati itu terutama dipetopoli ofeh masyarak.at Klistiani yang berasal dari Flores. 
Nusa Tenggara Ttmur (NTl), Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara, serta 
O!'ganlsasf kemasyarakatan antara lafn PMKRI dan Pemuda Katollk. Mereka 
bel'demonstrasi di Jakarta, Makassar, Palu, dan Manado. Aksl ini juga mendapat 
dukungan dari plmp!nan !intas agama, Lima pemuka agama, yaknf KH Abdurrahman 
Wahid, Julius Kardlnal Darmaatmadja, Pdt Dr. Andreas A. Yewangoe. Bhlkku 
Dnarmawrmala, dan Ws. Budl S. Tanuwibowo. 

116 Beberapa alasan berdasarkan fakta bahwa tidak !ayak untul< dieksekusi mati 
dapat dilihat di Jannes Eudes Wawa Kesaksian Dari Penjara. Fablanus Tib<J..Marianus 
Riwu~Dominggus Da Silva, Padrna Indonesia, Jakarta, 2006 

177 Kelompok yang meoglnginkan untuk segera dieksekusl mati, dipeloport ofeh 
PMII, IPNU, IPPNU, DOl. dan Badan Eksekutif Mahasiswa STAIN Datokarama, Palu. 

118 Selaras dengan lex talionois seba,gaimana yang diura1k.an dalam Kitab 
Perjanjlan Lama, Kitab lmamat 24 : 19-21 : aApabila seseorang membuat orang 
sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan 
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(mencabut nyawa orang lain) secara sadis dan masal adalah perbuallln yang 

melanggar perintab Tuhan, sehingga nyawa orang tersebut layak dicabut 

(dibunuh) sebagai hukuman Tuhan, dan lagipula hukuman Tuhan Ielah selaras 

dengan hukum positif (diber!akukannya pidana mali). Pihak yang menolak 

menyatakan bahwa hukum dalam hal ini lreputusan pengadilan lidak boleh 

tergesa-gesa di!Dksanakan deml menjaga kerukunan dan deml terciptanya 

suasana adil dan damal. Sedangkan pihak yang menghendaki untuk segera 

dieksakusi menyatakan bahwa hukum dalam hal ini lreputusan pengad/lan harus 

segera dilaksanakan demilreadilan dan /repast/an hultumllu sendirl. 

Argmnen-argumen yang diberikan baik yang pro maupun yang lrontra 

untuk mendasari apakah vonis hakim atau lreputusan pengadilan layak secara 

moral atau tiduk, diunglrepkan berdasar!can pada pemahaman moral masing­

, masing yang berbeda. Oleb karena itu pndu untuk dianalisa setiap argumen 

tersebut untuk mendapalkan konsepsi pemidanaan sesnai dengan prinsip-prinsip 

moral. 

Argumen: Selillp 17UJTIUS/a mempunyal Hak untuA hldup. Dalam etika 

tradisional membunuh orang yang tidak bersalah dikatakan mutlak. Tetapi dalam 

etika Kristen, seseorang yang tidak bersa!ah atau bahkan bersatab mutlak untuk 

tldak dibunuh atau dibukum mali tanpa peduli sebempa besar kesaluhan omng 

tersebut (adanya pengampunan), Pemikiran mengenai hidup manusia yaag 

berbarga tanpa pandang segala Jatar belakang menjadi opini publik masyarakat 

yang menolak hukuman mali. 

Hak untuk hidup dalarn konteks hak asasi manusia menjadi suatu dasar 

yang hakiki dan mutlak untuk dihargai dan tldak boleh dilanggar dengan alasan 

apapun. Dalam pandangan utilitarianisme Bentham. hak untuk hidup bukan suatu 

kndmli manusia, melainksn suatu bak yang tidak terpisahkan darl peranan 

hukum.179 Hak hidup sebagaimana bak asasi manusia yang lain merupakan bak 

kepadanya: patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi; seperti dibuatnya orang 
lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya: Siapa yang memul<ul mati seekor 
ternak, ia harus membayar gantinya, tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia 
harus dihukum mati•. 

179 "Hak sebagai kat:a be:nda [berfawanan dengan kata sffat], adalah anak kandung 
hukum: dari hukum-hukum riiJ lahlrlah hak-hak rill; namun dali hukum-hukum rekaan , 
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yang melekat dan ada karena adanya hukum (dalarn pengertian hukum positif), 

sehingga hak hidup merupakan suatu kehendak logis yang dipositifkan, hak hidup 

bukan berdasarkan pada suatu keyakinan melainkan berdasarkan pada keadilan, 

dimana keadilan ini dipahami dalarn konteks kepastian lmkum, yakni adanya 

institusi hukum yang nyata yang menjaminnya seperti dalam konstitusi atau dalam 

undang-undang. 

Konstitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, telah secara tekstual mengungkapkan akan 

pentingnya Hak Hidup manusia, bahkan Hak hidup tak dapat dikumugi dalarn 

keadaan apapun sebagaimana dipertegas olch konstitusi tersebut. ,,. Bahkan 

perjanjian-perjanjian internasional, seperti International Covenant on Civil and 

Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untnk hidup. 181 

Becaria menolak hukuman mali dengan mengacu pada kontrnk sosial 

bahwa hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan 

memhunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun dan jnga 

mengijinkan untnk pidana mati adalah imocal dan makanya tidak sah, karena 

bukuman ini paati disalahgunakan. 182 Ketiga terpidana mali tersebut atau siapapun 

dapat secara meyakinkan dan terbnkti Ielah melakukan kejahatan pembunuhan 

dangan sadis dan berencana tetapi kita tidak dapat secara meyakinkan dan sah 

untnk mengeksekusi mati ketiga orang tersebut atau siapapun. 

Negara tidak berhak menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun yang 

bisa hidup tanpa membehayakan orang lain, meskipun hukuman itu dilakukan 

sebagai contoh bagi yang lain.'"' Sesuatu yang irasional apchila seseorang yang 

dari hukum-hukum kod'rati, yang dihayalkan dan direka pSira penyair, ahli...ahli pidafo dan 
saudagar dalam rupa racun moral dan lnte1ektual, lahirlah hak-hak rekaan, .... ~ kata-kafa 
Bentham yang dikutip dari Jack Mahoney, Landasan Bag; Hak-Hak Asasi Manusia, 
dalam buku: Frans Ceunvin, SVD, Hak-Hak Asasi Manusia, Pendaaaran dalam Filsafat 
Hukum dan Filsafat Poiltik, Penerbit Ledalero, Maumere, 2004, him 81, 

180 "Seftap orang berhak untuk hldup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya•, Pasal 28 A Undang-Undang Oasar Negara Repub!ik Indonesia 1945. 
Uhat juga dalam Pasal 28 I UUD tersebut bahwa Hak untuk htdup dan seterusnya 
meru~kan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaao apapun. 

181 Pasal 6 ayat 1 JCCPR : "setiap rnanusia berhak atas hat\ untuk hidup dan 
menda&at hak per11ndungan hukum dan Hada yang dapat mencabut hak itu" 

Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, Op. Cit., him 393 
183 Jean Jacques Rousseau, Op. Cit., 111m 58 
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ti&.k lagi berbahaya dihukum mali. Oleh karena itu pemerintah seharusnya ti&.k 

mengeksekusi mati ketiga terpidana mati tersebut dengan asumsi behwa ketiga 

orang tersebut telah menyesali perbuatanya dan akan kembali melakukan hal-hal 

yang baik ditengah-tengah masyarskal184 

Prinsip manfaat dalam pemidanaan menunjukan keti&.kbergunaan pidana 

mati. Apa manfaat eksekusi mali kepada katiga orang tersebut? Setiap orang yang 

mengalaati kerugian akibat tiodakan seseorang berbak secara langsung untuk 

minta ganti rugi terhadap orang tersebut, tetapi setiap orang yang dibunuh apakah 

masib memilili bak untuk memiota nyawanya kembeli kepada orang yang Ielah 

mernbunuhoya Jewat perantaraan orang lain yang masih hidup dalam hal ini 

pemerintah? 

Peruerintah dapat mewakili korban kejahatan untuk menuntut balas kepada 

pelnku kejahatan tetapi apakah harus dengan cara membunuh pelnku tersebut? 

Jika jawabannya iya, maka adalah suatu hal yang tiM logis jika pemerintah atau 

siapapun yang tiM kehilangan nyawanya mengeksekusi mati pembunuh tersebut. 

Jika demikian pemerintah telah menciptukan suatn rantai pidana mali yang 

substausinya tiM berbeda dengan kejahatan pembunuhan. 

Pemerintah tiM pemah mendapatken manfaat dari kematian seorang 

penjahat, tetapi mengajarkan penjahat ini secara perlahan-lahan untuk dapat 

menyadari kesalahannya dan mau menjadi kontributor positif sebagai agen moral 

dalam kebidupan sosialnya nanti akan jauh Jebih bermanfaat baik bagi pemerintah 

maupun bagi masyarakat. 

Pemberlakuan hukuman mali di Indonesia menunjukan bahwa hak hidup 

bukanlah sesuatu yang barus dipatubi oleh pemerintah melainkan sekadar wacana 

konstitusi yang kalah dengan argumentasi lex talionis. Padahal, disisi Jain sudah 

ada pemahaman bahwa pengaturan pidana mati di Indonesia adalah warisan 

kolonial Belanda untuk menekan gerakan-gerakan dalam mempetjuangkeo 

kemerdekaan fudonesia. Belanda sendiri yang mewariskan KUHP kepada 

Indonesia sudah mengbapuakan pidana mati sejak tahun 1870, tetapi di Indonesia 

masih menerapkan pidana mati baik dalam rumusan perundang-undangan dan 

184 Ibid 
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bahkan sampai pelaksanaan/eksekusi mati sebagai upaya penanggulangan 

kejabatan. Sebarusnya setiap peraturnn pidana termasuk KUHP tidak boleh 

herrentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang telah 

menjunjung tinggi bak hidup. 

Kondisi hukum di Indonesia masih helum menunjukkan sistem perndilan 

yang independen, imparsial, dan aparat penegak hukum yang hersih. Sistem 

peradilan yang corrupt bisa memperbesar peiuang adanya hukuman mali yang 

lahir dari sebuah proses yang salah, seperti yang dialami oleh Sengkon dan Karla. 

Hukuman mati bnkanlah jaminan memnunnya angka keiminalitas, banyak 

faklor sosial yang mempengarnhi tingginya k~abatan narkoba, terorlsme ataupun 

kejabatan lainnya. fuk.tor-fuktor tersebut antarn Jain masa1ab kemiskinau dan hisa 

juga d.isebabkan karena faktor aparat penegak hukum yang corrupt. Bukan rahasia 

1agi bahwa perlakuan tebadaP tersangka dan terdakwa acapkali tergantung who is 

who. 195 Perlalruan Uri dapat berpengarnh terbadup jenis hukuman yang akan 

diberikan kepada terpidana nanti. 

Dalarn kenyataan, hukuman mati seakan hanya diberlakukan bagi 

masyarakat kelas bawah, tidak pemah bisa menyentuh pelako kejabatan hak asasi 

manusia yang berat dad kalangan elit yang justrn kalau d.ilihat korbannya lebib 

hanyak dengan eara lebih sadis. Akhirnya muneulah suatu sistem hukum pidana 

yang tidak koheren, bertentangan, menggabungkan kekerasan dengan kelemaban, 

tergantung pada suasana bati hakim, dad satu circuit ke circuit yang lain berbeda­

bedn, kadang haus darah, kadang tidak ada hukuman sama sekali.186 

Hukuman mati di Indonesia masih tetap diberlakokan, walau sering 

mengalami penundaan. Penundaan mengakibatkan dialanrinya pidana lain oleh 

terpidana mati menjelang eksekusi. Misalnya penahanan yang bisa bertahun-tahun 

lamanya sarnpai saat eksekusi. Hal Uri tentu membuat terpidana mali mengalami 

penderitaan psikologis yang cukup lama. 

Proses hukum yang lamban dan cenderung berlarut-larnt sering 

menimbulkan rasa kasihan atau iba oleh sebagian masyarakat terhadap terpidana 

185 Harkristuti Harkrisnowo, RekorJstnJksi Konsep Pemidanaan, Op. Cit hlm 5 
"'Jeremy Bentham, Th• Theory of Legislation, Op. Cit., him 394 

; 

L 
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mali. Walaupun di satu sisi dapal dipahami bahwa proses hukum yang lama 

lersebul adalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada lerpidana mali, 

namun hal ini justru mengakibatkan ketidakpastian hukum.187 

Apakah sescorang layak dieksekusi mali karena per.....,. antipati lerhadap 

orang lersebut? Jangan-jangan eksekusi mati yang dilakukan hanya karena kita 

tidak suka kepada orang-orang itu, bukan karena ada manfaal yang lebih besar 

jika dleksekusi mali.'" Jika kita melihat manfaal dari eksekusi mali tersebut 

sebagai snatu hentuk pemuasan nallru balas dendam, maka kita mcnjadlkan diri 

kita sebagai penegak bukum yang pennh dendam dan rasa antipati kepada 

lerpidana mali. Akhimya eksekusi mali bukan lagi menjadi sarona keadilan 

melainkan sebagai suatu sarona yang dlgurulkan untuk memuaskan rasa dendam 

dan antipati te"'ebut. Jika demikian maka aparat penegak hukum bukan lagi 

pemberi keadilan melaiukan Ielah m"'1iadi lebih penjahat dari para penjahat itu. 

Argumen : setiap manusia yang membunuh manusla harus dibunuh~ 

Pemyataan ini seeara lekstual merupakan pemyataan yang sadls, dan mungkin 

barnpir sebagian besar orang yang membaca kalirnat tersebut menganggapnya 

lerkesan tidak manusiawi. Tetapi dalam keltidupan sosial, ungkapan re,.ebul 

justru seakan sebagai suatu pemuasan diri dan penghibunm akibat menjadi korban 

dari suatu kejahatan lertentu. Masymakat yang menjadi korban umumnya 

mengbendaki agar pelnku kejnhatan dapat dipidana sesuai dengan apa yang telah 

dilakukannya, sebingga rasa sakit yang dlalami oleh korban kejabatan seakan 

terobati dengan rasa sakit yang dialami oleb pelakn kejnhatan akibal pemidanaan. 

Kebanyakan korban mengingiukan adanya hnkuman yang setimpal bahkan kalau 

bisa lebih menderita bagi pelaku kejahatan dlhandingkan yang mereka alami. 

Oleh karena itu tidak sedikit keluarga korban pembunnhan menghendaki agar 

pelaku kejahatan dapat dihokum mali seperti korban yang telah mati dibunoh. 

181 Ibid. hfm 364 
100 Hasi! SU!Vei PBS antara 1998 hlngga 2002 tentang korelasl antara praktek 

hukuman mal.i dan angka kejahatan menyebutkan hukuman mali tidak lebih balk 
dar1pada hukuman seumur hldup dalam memberikan efek jara pada pidana 
pembunuhon. Anung Razaini F ,http:llhmibl>cak. worclpross.com/2007 /Q6114fproblemelika­
pidana.-mati-dHndoneSi81 
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Agama Islam sebagai agama terbesar di Indonesia mengenal adanya 

hukuman mali yang diatur dalam kilab Al-qur'an. Hal ini diberlakukan untuk 

memberikan efek jera dan perlindungan. Tidak semua pelanggaran dalam Jinayat 

dikenakan hukuman mati, tetapi hanya pada perkara tertentu seperti Murtad, 

penghinanan terhadap nabi, zina, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.189 

Begitu pula dalam sejarah Gereja Katolik, hukuman mati sempat diberlakukan 

sebagai hukuman dari Tuhan yang dikuasakan kepada Gen;ja untuk mencabut 

nyawa orang-orang yang Murtad dan yang melakukan praktek sihir.'"' Tetapi 

selaras dengan perkembangan 71lman ketika Gereja tidak lagi mencampuri urusan 

kenegaraan dalam arti urusan duniawi, gereja tidak lagi memberlakukan hukuman 

mati. 

Apakah keputusan pengadilan hams segera dilaksanakan denti terciptanya 

keadilan dan kepastian hukum itu sendiri ataukah sebaliknya? Argumen keadilan 

dan kepastian hukum memang seeing dijadikan persoalan penting dalam 

membahas pemldanaan itu sendiri. Salah satu teori yang eukup bertahan lama 

tanpa kritikan herarti adalah legisme, dimana inti teorinya mengatakan bahwa 

keadilan dan kepas!ian hukum akan ditentukan sejauh mana bal 1ersebut diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan olah legislator 

sehlngga segala hal yang berkaitao dengan praktek hukum itu sendiri harus 

berdasarkan pada peraturan tertulis tersebut. dalam bal ini tennasuk pemidanaan 

Dalam praktek hukum pidana di Indonesia, pemberlakuan hukuman mati 

masih tetap bexjalan. Dalam Pasal 10 KUHP masih meneanturukan pidana mali 

dalam pidana pokoknya. Hal inl seakan membuat suatu pengeenalian dengan 

melihat dalam KUHP kita yang berlaku saat ini hukuman mali mengancam setiap 

kejahatan-kejahatan yang dikategorikan berat, misalnya pasal 104 KUHP 

mengenai makar (aans/ag) terhadap presiden dan wakil presiden, dengan niat 

1u Wongbanyumas, Pro Kontra Pidana Mati di Indonesia, 
http:/lfatahi/Ja.b/ogspotcom/2008109/pro-lronl!a·pidana-mati-di-indonesia.hlm/ 

190 Pada Abad Pertengahan, sering disebut sebagai abad kagebapan Gereja, 
dimana gereja masih mengurus masalah negara selain masalah agama. Gereja 
membentuk sebuah lembaga lnkuisisi yang bertugas untuk menghukum mati dengan 
cara dibakar hidup-hidup atau disuruh minum racun bagi siapa saja yang melawan 
perintah gereja, murtad dan yang mempraktekan ilmu~ilmu slhir. 

' I 
' 
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membtmuh~ atau merampas kemerdekaannya dan atau menjadikan presiden tidak 

cakap meroerintah. 191 

Kolllltitusi negara Indonesia telah secara tegas mengatur bahwa Hak hidup 

merupaklln hak asasi yang tak dapat dilrurangi dalam keadaan apapun, namun 

dalam pasal 28 J UUD Negam R1 tahun 1945 menyatakan bahwa hak azasi 

seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati bak azasi orang 

lain demi berlangaungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. '"'Hal ini lantu 

saja menjadikea suatu pengecuallan yang dapat dijadikan alasan bahwa bukuman 

mati masih enkup efektif untuk dignnakan sebagai bantuk pemidanaan dalam 

rangka penjeraan dan sekaligus pemberian keadilan bagi korban dan masyarakat 

karena jika tidak demikian make "main bakim" sendiri oleh korban dan 

maayarakat dapat saja terjadi sebagai bantuk "balas dendam mereka, karena setiap 

orang yang melakuken kejahatan diharapkan olah setiap korban maupun 

masyarakat yang menjadi korban agar mendapat hukuman yang setimpal dengan 

perbuatanjahatnya. 

Dalarn konteks ini penildanaan tidak hanya te<batas pada hnkumao mati 

tetapi pada semua bantuk pidana merupaklln wujud dari rasa ingin balas dendam. 

Tetapi jika pemidanaan diartikan sebagai upaya ba!as dendam, maks pemidanaan 

151 Masih banyak. oontoh pasat-pasat dalam KUHP yang ancaman hukumannya 
adalah hukuman mati, antara lain Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk 
bennusuhan atau berperang. dan permusuhan atau perang itu jadl dllakuloln); P"""/124 
ayat (3) (membantu musuh wakt\1 perang); P,.../140 ayat {3) (makar terhadap raja atau 
kepala-kepala negara yang dimncanakan dan berakibat maul); Pasal 340 (pembunuhan 
berencana}; Pasal365 ayat (4) (Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka 
berat atau mati) dan !ain-la!n. Peraturan perundangH.mdangan yang lain yang ada di 
Indonesia, juga banyak yang mencantumkan ancaman pem!danaan berupa pidana mati. 
misalkan Undang~undang No. 7/0rt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-. 
undang No. 22 tahun 1997 tentang Trndak Pktana Narkotik dan Psikotroplka, Undang­
undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No, 20 tahun 2001 
tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Tlndak 
Pldana Terhadap Hak Asasi Manusia. Perpu Pembefantasan Tindak Pidana Terorisme 
yang telah disahkan menjadi Undang~undang. 

192 "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusla orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Dan dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk: kepada pembatasan yang dit:etapkan dengan 
undang-undang dt!ngan maksud semata-rnata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral. nilaklilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis."' Pasal28 J ayat (1 dan 2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
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hanya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kehidupan sosial yang justru 

membawa kepada situasi mencekam bukan pada kondisi yang bahagia. Salah satu 

upaya untuk menyeimbangkan hal ini adalah dengan adanya proporsional antara 

pelanggaran dengan hukuman.193 Propnrsional tidak semata-mata dilihat secara 

kuantitas bahwa seseorang yang membunuh muka harus dibunuh, melaiukan 

pemidanaan dibenarkan hanya karena mencegah agar tidak te!jadi hal yang lebih 

buruk, pemidanaan dibenaikan untuk menghindari penderitaan yang lebih besar 

dihandingkan dengan penderitaan yang disebabkan oleb pemidanaan itu sendiri. 

Selain persoalan proporsional, pemidanaan dalam hantuk apapun termasuk 

dalam bentuk hukuman mali hams memperbatikan lebih dari asas legalitas dari 

pemidanaan. Asas legalitas panting untuk menjantin kepastian bukuna dan rasa 

keadilan yang tidak hanya diberikan kepada korhan dan masyarakat tetapi juga 

kepada terpidana. Tetapi Jegalitas juga memberikan konsekuensi untuk konsisten 

pada hlerarchle kepentingan hukum yakni segala peraturan tertulis termasnk 

pemidanaan hams mengacu dan tidak boleb bertentangan dengan kehendak umum 

yang tertuaug dalam konstitusi sebagai peraturan tertulis yang paling tinggi. 

Kepentingan umum sebagai suatu bentuk manfaat terbesar bagi 

mnsyarakot alam mempertanyakan segala bentuk pemidanaan termasuk hukunaan 

mati apakah berakibat positif bagi seluruh masyarakat. Dalam arti bahwa 

kepentingan individu dapot diperbatikan sejauh tidak mengganggu kepentingan 

umum. Hukunaan mali tidak efi:ktif kalau hanya menguntungl<an atau betpihak 

pada korhan saja atau kelompok mnsyarakot tertentu, tetapi segala bentuk 

hukuman dan termasuk hukuman mali akan sangat efektif apabila itu juga 

bermanfaat bagi seluruh masyarakat sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan 

sosial atau kesejahteraan umum, oleh karena ltu pemidanaan hanya diburuhkan 

jika sudah tidak ada lagi cara yang lain untuk mencegah kejahatan.194 

'"'Jeremy Bentham, Tbe Theory of Legislation, Loc. Cit, him 363 
194 Bandingkan dengan Bab XIII: Cases Unl'flftet for Punishment, dalam Jeremy 

Bentham, The Theory of Legislation, An Introduction to the Principle$ of Morals and 
Legislaffon, Op. Cit, him 134 

I 
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Dari contoh dan argumen diatas kita dapat membuat konsepsi sederhana 

bahwa hakikat pemidanaan dalam perspektif moralitas adalah pertama: 

pemidanaan harus didukung oleh logika atau akaJ yang baik. Kedua: adanya 

pertimbangan bahwa pemidanaan tersebut tak berpibak pada kepentingan 

individual atau lrelompok terrentu yakni demi adanya keadilan hngi setiap 

pibak.'95 

Pemidanaan itu hnrus didukung oleh logika atau akaJ yang baik, 

memberlkan suatu pernahaman bahwa apapun bentuk: pemidanaan tersebut 

hnrus!ah masuk akal, memilild aJasan yang dapat diterima secara akaJ sehnt, 

sistematis dan tidak sating berrentangan terlebih terhadap prinsip-prinsip 

pemidanaan itu sendiri. Logis juga memberikan pemahaman adanya kepastian 

hukum, bahwa pemidanaan tersebut hnrus dalam bentuk !ertulis yalmi tertuang 

<lalam bentuk perundang-undangan untuk melegitimasi tindakan yang 

mengakihntkan penderilaan kepeda pelaku kejahatan oleh pemerintah, dan terlebih 

untuk menghindari kemguan. Olah karena itu logika sejaah mungkin tidak 

berhubungan dengan perasrum, karena dakan menegakan hukum, khususnya 

pemidanaan. kekerasan itu ganga! diperlukan sejaah demi kebeikan umum. Dalam 

konteks ini berlakulah "Lex dura sed /amen scrlpta"/96 sejauh masih dapet 

dibenarkan demi kebaikan umum. 

Namun demildan hukuman mali tak dapat diterima sebagai hal yang logis, 

karena hukuman mali bertentangan dengan kontrak sosial seperti yang dibahas 

diatas, dan juga karena tak seorangpun berhak membunuh seseorang walau seeara 

legal karena antipati atau ketakutan yang tak beralasan terbadap pelaku kejahatan. 

Sungguh sangat berbehnya apabila memidana seseorang hnnya untuk 

kenyamanan dan kebanggaan atau hnnya untuk keyakinan dan keper<:ayaan 

dogmatik penegak hukum itu sendiri atan kelompok tertentu, dan atau hnnya 

untuk meredakan perasaan negatif lerhndap pelaku kejaha!an.197 

195 Bandingkan dengan konsepsi moralitas dari Rachels, Lihat James Rachels, 
Loc. Ci~ him 34. 

1 Bahasa latin = "Undang..ondang adalah keras, akan tetapi memang demikian 
bunyinl.')". 

rn Bandingkan dengan Anthony De Mello, Awamess, Butir-Butir Mutfara 
Pencerahan, PT Gramedla Pustaka Utama, Jakarta, 2005, him 319 
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Kebencian kita rernadap kejahatan tidak sama dengan kebencian kita 

terhadap pelalru kejahatan. Kejahatan te!jadi bukan oleh manusia tetapi kejahatan 

terjadi mela1ui manusia Kejahatan dapat mengurangi nHai kemanusiawian dari 

seseorang tetapi tidak menjadikan alasan yang logis bagi kita untuk 

mengitilangkan hak hidup dari pelalru kejahatan. Melalrukan atau tidak melakukan 

kejahatan., seorang manusia tetap seorang manusia yang kemanusiaannya hams 

tetap kita bargai sebagai manusia Oleb k:arena itu pentidanaan bendakeya 

diberikan karena kejahatan telab te!jadi melalui dia yang adalab manusia bukan 

karena dia manusia yang jabal. Pentidanaan hendakeya menyerang kejahatan 

bukan kemanusiaan walaupun pemidanaan itu sendiri merupakan k~ahatan 

dengan alasan denti kebaikan umum. "' 

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berupaya sedemikian rupa 

untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya agar satupun Warga negaranya 

tidak menjadi korban oleh sislem yang dia ciptakan sendirl. Hal ini mendurong 

kita untuk mempertanyakan sejanh mana suatu sistem pemidanaan dapnt diterlma 

oleb akal yang bailc. 

Selama ini terdapat paradigma mangenai pemidanaan, babwa pemidanaan 

merupakan tlndakan yang tidak mengenakan atau penderi1llan yang diberikan oleb 

negara Penderi1llan sebagai bentuk sanksi hukum akibat pelanggaran hukum, oleb 

karenanya orientasi pemidanaan selalu terbatas sebagai upaya agar terpidana 

merasakan penderi1llan dan sekaligus bertujuan untuk mencegah agar tidak 

te!jadinya k~ahatan yang sama oleh orang yang sama atau orang lain. 

Paradigme ini harus segera berubah dan berkembang, dimana pemidanaan 

hams bertujuan agar terpidana dapet hidup kembali sebagaimana mahluk sosial 

yang hidup ditengah masyarakat Kesadaran moral akan sangat diperlukan oleh 

terpidana untuk tujuan tersebut, oleh karena itu pentidanaan ini barns dirumuskan 

sebagai suatu proses kesadaran moral. Proses ini b.isa sungguh menyakitkan bagi 

100 
• •• . all punishment is mischief: all punishment in itself is evil. Upon the principia 

of uli/ity. if ff ooght al an to be admitted. it ought only to be admitted in as far as n 
promises to exclude some greater evir. Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, An 
Introduction to tha Principles of Morals and Legislation, Loc. CH .• him 134 
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orang-orang tertentu, tetapi jika berhasil, akan memperoleh manfaat yang lebih 

besar bagi kehidupan sosial. 

3.2.2 Kebijakan Pemidanaan Berdasarlmn Prinsip Utilitarian 

Jika kita hi earn pi dana, kita bicara penderitaan, yang justru dengan sengaja 

diberikan Negara. Sebarusnya Negara tidal< membuat derita.199 Tetapi mengapa 

negara dalarn hal ini pemerintah berhak uatuk memberikan penderitaan kepeda 

anggota warganya yang melakulmn kejahatan? 

Pemldanaan merupakan tindakan negara untuk mencapai kebahagiaan 

dengan cara mencegah kejahatan dan sekaligus rnerespons kejahatan dengan 

penderitaan yang sepantasnya. Pemidanaan ini merupakan nestapa atau 

penderitaan dengan batas-batas tertentu yang sangat jelas dalarn undang-undang. 

yang bertujuan untuk mencegah hal bumk yang lebih basar akibat dari kejaharan. 

Kahijakan pemldanaan tentunya tidal< lepas deri kebijakan kriminal. 

Segala aspek yang berhubungan dengan kriminal akan berhubungan dengan 

pemidanaan. Oleh lmrena itu perlu untuk dibahas mengenai kebijakan kriminal. 

Hulrum pidana itu sendiri merupakan hukum "sanksi" istimewa 

sebagnimana disampaikan oleh Harkristuti Harkrisnowo. Sanksi disini dalarn arti 

ancaman: 

I) bagi pe!anggaran terhadap bulrum yang telah ada (existing laws). 
2) yang berbeda dengan sanksi lainnya (sanksi administrasi, sanksi 

perdate, d!l). 
3) (seharusnya) bersifirt tegas, non-diskriminatif, non-mulri 

interpretab!e.200 

Apabila dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang­

undang yang bersumber dari nilai-nilai yang ada dalarn masyarakat, pelaku 

tersehut diancarn dengan sanksi yang dapat berupa penderitaan fisik rnaupun 

psikhis, dan tentunya sanksi ini berhada dengan jenis..jenis sanksi hulrum yang 

lain, misalnya sanksi hulrum perdata atau hulrum administrasi. Sanksi pidana 

harus dirumuskan dengan jelas dalarn suatu peraturan perundang-undangan atau 

199 Harkristuti Harkrisnowo, Pengaturan Mengenai Sanksi Pidana Dafam R-KUHP 
Dalam Perspekfif Ham, dalam Komnas HAM & all, Op.Cit., him 56 

200 tbid, him 57 
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peratumn pidana yang tertulis lainnya. Hal ini sangat perlu demi kepastian hukum 

dan untuk menghindari pemidanaan yang tidak efektif dan proporsional, yang 

justru menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. 

Dalam rangka menjrunin kepastian hukum dan penghormatan terhadap 

Hak Asasi Manusia dalam kontela! pemidanaan dan pencegahan kejahatan, maka 

sangat diperlukan suatu politik kriminol yang tidak terlepas dari tujuan 

masyarakat tersebut Sudarto mengemukakan bahwa politik kriminol atau 

kebijakan krirninal merupakan suatu upaya yang rasional dari masyarakat dalam 

menanggulangi kejahatan.201 Dan dalam bagian laio dia mengemukakan 

pengertian politik kriminol sebagai harikut : 

I) Dalam arti sempit. ialah keselnruhan asas dan melode yang menjadi 
dasar dari reala!i teahadap pelanggaran hukum yang harupa pidana; 

2) Dalam arti luas, ialnb keseluruban fungsi dari apenatur penegak 
hukum, ~ di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polis!; 
dan 

3) Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah 
keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peruodang-undangan 
dan badan-badan resrni, yan~ hartujuan untuk menegskan norma­
norma sentral darl masyarakat 02 

Dalam politik krirninal, pernidanaan akan ditetapkan oleh legislator 

melalui proses politik sampai adanya tujuan pemidanaan yang sebarusnya 

diterima oleh semua pibak. Tujnan pernidanaan ini harus dalam hantuk positif 

agar adanya suatu jruninan penegakan dan legitimasi tindakan (adanya kepastian) 

pernidanaan itu sendiri. 

Pernidanaan merupakan upaya untuk lebih dari sekedar membuat pelaku 

kejahatan mengalami penderitaan melaiokan setelah menjalani pemidanaan 

narapidana tersebut dapat kembali hldup normal ditengah-tengah masyarakat. 

Oleh karena ltu, pemidanaan perlu dilegalkan dalam proses politik krirninal yang 

selalu tidak holeh lepas dengan persoalan moral. 

"'Sudarto, Op.Cft., him 13 
202 Dapat dilihat dalam Bunga Rampaf Kebijakan Hukum Pidana, Perlrambangan 

PGnyusunan Konsap KUHP Baro. Kencana, Jakarta, 2008, hlm 1. Lihat juga, Sudarto, 
Ibid, him 161. Uhat juga Sudarto, Kapikta Selekta Hukum Pidana. Alumni Bandung, 
1986, him 113-114 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



101 

Hukum pidana yang didalamnya termasuk masalah pemidanaan selalu 

berhubungan dengan moral dan kekuasaan negara. Moral dan kekuasaan negara 

sanget berkaitan dengan ideologi, keadilan dan bahkan kepentingan umum yang 

juge sekaligus mempengaruhi selunah norma sosial dan tujuan sosial. 

Kebijakan ini banJs dirumuskan sedemikian rupa oleb legislator sehingga 

rumusan tersebut dapat menjamin akan kebahagiaan terbesar seluruh masy-dl:llkat. 

Dengan demikian maka seorang politisi tiduk boleb tiduk bolhubungan dengan 

moral. Semua produk hukum yang dibuat oleb para legislator barns selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai moral. 

Produk hukum sebagai tanggangjawab negara sering diprotest atau ditolalc 

oleb sebagian masyarakat berdasarkan juge pada nilai-nilal moral. Hal ini 

meuunjukan seakan adaoya perhodaan pemahaman mengenai moral antBra 

pemerintah dangan masyarakat. Pemerintah dengan bak 1egislatifuya membuat 

peraturan dengan berdasarkan "nilal moral" sebagai bentuk tanggungjawabnya 

demi kebabagiaan sosial. Masyarakat dengan kondisi demokrasi menolak 

peraturan apa saja dengan berdasarkan "nilai moral" sebagai bentuk 

tanggungjawab masyarakat demi kebahagiaan sosial juga. 

Tanggungjawab pemerlntah sebagal konsekuensi logis terhadap konsensus 

politik yang telhangun sejak dahulu kala dan dimodemisasi dalam proses 

penyelenggeraan negara antBra lain melalui pemilihan umurn adalah sesuatu hal 

yang harus dimengerti sebagai suatu upaya dalarn menc<~pal suasana yang 

bermartabat dan belhahagia. Sebalikuya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan 

sosial seringkali beibadapan dengan aturan hukum dari negara, karena ada suatu 

asumsi bahkan seringkali menjadi realitas politik bahwa pemerintah memilild 

kemampuan lewat kecendnmgen-kecendnmgan tertentn dalam kehidupan 

bemegara terdapat ekses negatif justm terhadap martahat dan bak asasi manusia, 

contohnya masalah pemidanaan. 

Beragemnya pandangan terhadap suatu pensoalan dalam kehidupan 

hernegara aldbat masyarakat heterogen akan mempengaruhi pandangan politisi 

telhadap nilal-nilai moral. Plnralnya masyarakat dalarn budaya dan bahkan 

keyakinan menciptakan berbagai macam intepretasi telhadap nilai-nilal moral, 
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yang bisa sating mempertentangkrumya. Pertentangan dan perbedaan pemahaman 

terbadap nilai moral oleb masyarakat terbawa sarnpai pada tataran elit pemerintah 

dalarn proses kebijakan kriminal. 

Nilai-nilai moral diperdebatkan dengan sengit oleh politisi dalam proses 

mempositifkan suatu nilai moral sebagai suatu hukum yang berlaku secara 

keseluruhan. Dilain pihak, masyarakut selalu menguji produk hukum tersebut 

dengan nilai moral yang hidup dltengah masyarakst itu sendiri. Opini masyarakst 

serhng mengarah bahwa politisi telah mengahaikan prinsip-prinsip mnral dnn lebih 

menuruti keinginan-keinginan yang bersifut individual. Sebaliknya, politisi 

berkeyakinan bahwa produk hukum yang diciptakan adalah telah. berdasarkan 

pada prinsip-prinsip moral yang mereka yakiai membawa kebabagiaan terbesar. 

Lantas mana prinsip moral yang sesunggubnya untuk menyatakan hukum? 

Memang menjadi sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena sebagaimana 

dabrm teori hukum kritis yang sering kali menjadi realitas, bahwa "Manusia 

cendrung kepada hal yang baik tetapi sakaligus manusia mempunyai kemampuan 

untuk metakukan hal yangjahat".203 

"Unfortunately, such a belief also gives evil men the courage to commit 

great crimes in the name of good and God", 2M ada ban yak orang atau politisi 

yang begitu yakin Ielah melakukan hal yang benar misa!nya dalam proses legislasi 

atau membuat peraturan yang mengikat selnmh masyarakat atas nama kebaikan 

dnn bahkan atas nama Tuhan. Keyakinan ini akan sangat sulit ditentang olah nilai 

apa saja sekalipun itu baik dan hidup secara nyata dalam masyarakut. Keyakinan 

menjedi persualan penting moral dalam politik kriminal, terlebib di Indonesia 

yang sangat pleral. 

Dalam proses politik kriminal, ada banyak faktor yang sangat 

mempenga:ruhi. Pertentantangan antara paham utilitarianisme dan kantianisme, 

kemudian antara prinsip moral yang didasari pada keyakinan agama yang berbeda, 

serta budaya masyarakat yang san gat beragarn dan diperparah dengan pertarungan 

kepentingan pribadi akan sangat mernpengaruhi proses tersebut. 

2<0 •Man tends towards good. but he iS also capable of evil'", Paus Yoanes Paulus 
II, Ensildik Cent<>Simus Annus. Nusa lndah, Ende, 1992, Bab 25, hal 52 

2.04 Paus Alexander VI dalam Novel Mario Puzo 'The Family" 

' 
' i 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



103 

Pertentangan-pertentangan ini mencenninkan perbedaan pemahaman 

mornl yang mendasari pembentukan produk hukum pidana khususnya 

pemidanaan. Hal ini justru penting sejauh perdehatan ini masih dalam konteks 

demi kepentingan umum alllU demi kehahagiaan sosial. Oleh karena itu 

pemerintah harus memperhatikan tujuan utarna politik !criminal itu sendiri dan 

menguji setiap nilai mornl yang ada dalam rangks politik laintinal tersebut 

Proses legislasi hukum pidena merupukan bagian dari politik laintinal. 

Mempersiapkan dan membentuk segala peraturan pidena yang nantinya akan 

diberlakukan kemudian (ius comriluendum) sebagai upaya rasional dalam 

mencegah kejahatan, melindungi masyarakat dan demi terwujudnya kehahagiaan 

sos.ial. 

Hampir setiap orang sepakat hahwa pidana mempakan respons negatif 

terhadap kejuhatan sehingga memungktukan masyarakat merasa darnai dan· dapat 

mempertahanken ketertiban dan rne~alanksn kebebasannya. Forinalisasi 

pemidanaan memang tidak bisa dipisahkan dengan proses politik, dengan kala 

lain tidak bisa dipisahkan dengan keknasaan termasnk berbagai hal yang 

berhubungan dengan kekuasaan tersebut. 

Agar pemidanaan itu adil, pemidanaan itu harus dirumuskan secara tertulis 

(legal drafting) atau formalisasl prinsip pernidanaan oleh lembaga legislatif. 

Proses Iegalisasi mernpertegas /egisme yang dapat dimengerti sehagaimana dalam 

pllharuposltivisme yuridis.205 Semua nilai hukum harus dimmuskan dalam bentuk 

peraturan tertulis oleh suatu badan legislatif. Dengan demikian, apa yang 

dinamakan huknm adalah segsla peraturan tertulis yang merupakan konklusi dari 

perdebatan politis dalam lemhaga legislatif. 

I..egislatif merupakan lembaga dimana para politikus berkumpul untuk 

membicarakan dan memutuskan norma~norma hulrum demi kesejahteraan rakyat. 

Setiap politikus tersebut mempunyai pemahaman mora1 sendiri dan memiliki cita­

cita harlruasa dan atau pemaharnan mornl yang diyakininya menang atau hams 

205 Positivisme yuridls menel<ankan dua stat dasar hukum, yakni : hukum adalah 
karya atau ciptaan manusia dan hokum tersebut dlbangun diatas basis ilmfah. Lihat 
Andre At.a Ujan, Filsafat Moral, Membangun Hukum. Membela Hukum, Kanisius, 
Yokyakarta, 2009, him 66. 
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dominan terhadap pemahaman morn! dari politikus yang lain. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa nonna-nonna hukum merupakan pemahaman moral dominWl 

dalam konklusi politis. Jika hukum sebagal nilal moral yang dominan dalam suatu 

kesimpulan yang lahir dalam proses politik, maka dapat dipastikan bahwa 

perdebatan yang disertai dengan kepentingan dan cara politis yang seharusnya 

bennoral untuk mendapatkan hasil sebagal nilal moral yang dicita-citakan 

bersama. 

Proses legislasi merupakan suatu proses penciptaan moral dominan 

sebagai konklusi politik, adalah arena perdebatan paham rasional yang sangat 

dipengarahi oleh berbagai macam paham yang diyakini, jika dentikian tidak 

mengherankan adanya perdebatan moral yang tidak perlu diperdebatkan, moral 

dipecah-peeah dan menciptakan struktur moral. Adanya nilai moral yang lebih 

tinggi dari nilai moral yang lai!J. Secara sengaja pemahaman moral menjadi sangat 

relatif tergantung kekuatan- dan atau kekuasaan yang mendukung pemahaman 

moral tersebut. 

Proses legislasi menjadi proses relativis maupun struktoraJis pemahaman 

moral. Dan lebib anah tapi nyata bahwa konklusi politis sebagai produk hukum 

adalah apa yang diinginkan oleh politikus yang paling berkuasa (misalnya, karena 

mayoritas di lembaga legislatif). Produk dari proses legislasi menjadi sesuatu 

yang tidak bisa objektif, nettal apalagi dlterapkan secara adil, karena keadilan 

ditafsirkan bardasarkan kepentingan dan keinginan politikus. Nilal-nilai bukum 

akan sangat tergantung pada kepentingan kekoasaan dan proses politik tersebut. 

Hal ini dapat dibenarkan sejaub demi kebalkan umum. Oleh karena itu hukum 

dapat menjadi alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya atau untuk 

kebahaglaan sosial. 

Untuk mendapatkan produk legislasi yang merupakan pemahaman moral 

dominan dalam perdebatan politis, sehingga pemidanaan dapat menjadi salab satu 

sarona untuk mencapai kebahagiaan sosial, legislator harus mernperhatikan 

berbagai fuktor penting dalam politik ktiminal. 

Dalam menentukan peraturan pidana, kebaikan pnblik hendakoya 

menjadi tujuan legislator dan manfaat umum menjadi landasan penalaran setiap 
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legislator.""' Kebahagiaan sosial merupakan kebaikan publik sebagalmana Ielah 

diuraikan diatas. Setiap legislat<:>r barus mempunyai niat yang sungguh-sungguh 

bahwa dalam setiap proses legislasi bertujuan semata-mata demi kebahagiaan 

sosial. Dan agar prinsip ini berfungsi sebagaimana sebarusnya dan menjadi 

landasan bagi suatu sistem penalaran, maka cliperlukan tiga syarat : 

I) Meletakan gagasan-gagasan yang jelas dan tepat pada kata manfaat, 
secara sama-sama persis dengan semua orang yang menggunakannya. 

2) Menegakan kesatuan dan kadaulatan prinsip ini, dengan cara tegas 
membedakannya dengan segala kesatuan dan kedaulatan lnin. Prinsip 
ini tidak dapat cliannt secara umum, tetapi barus diterima secara nmnm. 

3) Menemukan proses aritmetika moral yang dapat cliguaakan untuk 
meneapai basil-basil yang seragana. 207 

Apakah suatu pidana, jika dijatuhkan pada seorang yang melakukan 

perbuatan yang patut dipidana akan bennanfaat bagi orang tersebut atau tidak? 

Pidlina akan bermanfuat bagi terpidana bahkau bagi masyanakat umum apabila 

pidana tersebut dijatuhkan agar terpidana dapat memiliki kesadaran moral 

kemball, sebingga dapat hidup ditengah-tengab masyarakat secara baik sebagal 

agen moral. Hal inilah yang harus digunakan sebagal dasar pemninunan taritadap 

asas maulbet dalam menentukan pemidanaan. Setlap jenis pidana yang dijatuhkan 

kepada terpidana, harus bertujuan untuk menyadarkan terpidana. Hal ini sangat 

penting agar pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat baik bagi 

terpidana itu sendiri maupun bagi maayanakat umumnya 

Dalam menentukan pemidanaan bnik tujuan dan jenisnya melalui politik 

kriminal, baruslah diintegrasikan dengan politik sosial yang ada Artinya bahwa 

tujuan politik krinUnal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mencapai 

rujuan yang telah ditetapkan dalarn politik sosial. Perpaduan ini sangat panting 

dalam menyamakan gagasan-gagasan mengenai manfuat. Pemidanaan akan sangat 

bennanfaat apabila pemidanaan tersebut sebagai bagian dari upaya meneapai 

kebabagiaan sosial. Gagasan ini harus disamakan lewat pemahaman bersama 

terbadap rujuan sosial negara tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh 

Sudarto, bahwa apahila hukum pidana bendak diibatkan dalam usaba mengatasi 

200 Jeremy Benlham, The Theoty of Legislation, Op. Cit., him 25 
>m Ibid 
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segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modemisasi, maka hendaknya 

dilihat dalam hubwtgan keseluruhan politik kriminal atau social defence planing, 

dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan 

nasional?08 

Sangat penting untuk: menentukan pemidanaan-pemidanaan yang tidak. 

boleh diberlakukan. Menurut Jeremy Bentham, ada empat pemidanaan yang tidak 

boleh diberlakukan, 209 yaitu : 

a. Pem.idanaan yang disalahgunakan 

Pem.idanaan disalahgunakan apabila tidak ada kejahatan yang sebenamya. 

Pemidanaan tak dapat diberlakukan karena perbuatan yang sebenamya tidak 

dapat dikategorikan bersalah, hanya berdasarkan prasangka, antipati, 

kesalahan pemerintah ataupun karena prinsip asketik. Sebagai contoh, tak 

dapatlab dipidana seseorang yang melakukan bidab atau murtad dari 

agarnanya. 

b. Pemidanaan yang tidak efektif 

Pemidanaan akan menjadi tidak efektif apabila hukuman tersebut tidak dapat 

mempengaruhi kemauan seseorang untuk tidak melakukan kejahatan. 

Pemidanaan tidak dapat digunakan untuk mencegah perbuatan serupa. 

Pem.idanaan akan tidak efektif apabila diberikan kepada orang-orang yang 

tidak mengerti hukum, berbuat tanpa rencana, melakukan kejahatan tanpa 

sengaja, terpengarub anggapan yang salab, atau pemaksaan yang tidak bisa 

dilawan. Oleh karena itu, dalarn kasus-kasus yang melibatkan orang gila, 

anak-anak, atau orang idiot, pemidanaan tidak efektif. 

c. Pemidanaan yang berlebih-lebihan 

Pemidanaan menjadi berlebihan dalam kasus-kasus ketika tujuan yang sama 

dapat dicapai dengan cara yang lebih halus misalnya instruksi, teladan, 

undangan, penundaan, penghargaan. Opini, dogma, atau bahkan idiologi yang 

disarnpaikan oleh seseorang sebagai buab pikirannya, tidak dapat dijadikan 

alasan dirinya untuk dipidana. 

208 Sudarto, Op. Cit., him 104 
209 Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, Loc. Cit., him 360 
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d. Pemidanaan yang terlalu merugikan 

Legislator harus mempertimbangkan apakah penderitaan yang ditimbulkan 

aldbat pemidanaan justru lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkan 

aldbat dari kejabatan. 

Hukum pidana sendiri mengakibalkan kejabatan.210 Kejabatan merupakan 

penderitaan yang dialami akibat berlakunya hukum pidana, dengan kata lain 

hukum pidana juga sebagai sumber penderitaan. Menurut Bentbam ada lima 

kejahatan yang dialdbatkan oleh hukum pidana211 
: Pertama, kejafu:ltan 

pemaksaan. Hukum pidana merupakan norma-norma hukum yang berlaku secara 

efektif dengan memaksakannya kepada masyarakat Dengan adanya hukum 

pidana, perbuatan masyarakat dibatasi dengan pagar hukum pidana. Banyak hal 

yang dilarang dan diperintahkan dengan paksa untuk dilakukan oleh masyarakat 

Tentunya penderitaan yang diberikan oleh hukum pidana ini tergantung tingkat · 

kesenangan yang diberikan oleh perbuatan yang dilarang itu. Kedua, kejahatan 

yang disebabkan o/eh pemidanaan ketika pemidanaan itu benar-benar dijalankan. 

Keliga, kejafu:ltan ketakutan. yang dialami oleh orang yang melakakan kejabatan 

atau orang yang takut dipidana sebagai konsekuensinya. Keempat, kejahatan 

akibat tuntutan yang salah. Hal ini sering te!jadi aldbat antipati dan juga dapat 

dikarenakan adanya aturan-aturan yang kunmg jelas yang dapat diintetpretasi 

secara Ire tim. Kelima, kejafu:ltan turunan. Keluarga atau ternan dari tetpidana juga 

ikut mengalami penderitaan. 

Dalam rangka mewajarkan penderitaan yang diakibatkan oleh pemidanaan 

maks perlu adanya propoiSi antara kejabatan dan pemidanaan. Hal ini Ielah 

diungkapknn juga oleh Montesquieu dan Becaria, naroun kedua aldi ini tidak 

menjelaskan cara untuk mencapai propoiSi itu. Oleh karena itu Bentbam 

menutupinya dengan menarobahkan kaidah-kaidah dasar aritmetika. 212 Kaidah­

kaidah tersehut adalah : 

a. Penderitaan yaog dialdbalkan olah pemidanaan barus dibuat lebih hesar dari 

keuntungnn ynng diperolch deri pelanggaran hukum. 

210 Ibid him 362 
211 lbffi 
212 Ibid him 363 ' 
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b. Semakin kecil kepastian sebuah pemidanaan, pemidanaan itu akan semakin 

keras. 

c. Bila dua kejahatan teljadi bersamaan, kejahatan yang lebih berat harus dikenai 

hukuman yang lebih berat agar pelaku kejahatan-kejahatan yang lebih ringan 

termotivasi lUltuk berhenti. 

d. Semakin berat suatu kejahatan, semakin kuat alasan untuk mencoba 

pemidanaan berat demi mencegah kejahatan itu. 

e. Pernidanaan yang sama untuk kejahatan yang sama tidak boleh dikenakan 

untuk semua pelaku kejahatan. Perlu diperhatikan secara k.husus situasi yang 

mempengaruhi pemahaman moral. 

Dengan adanya kaidah-kaidah ini, maka hendakuya legislator dalarn 

menentukan kebijakan pemidanaan dapat memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. 

Namun sebagaimana penyakit bermacam-mac~ maka obatnya dan cara 

pertolongannya bermacam-macam. Begitupula dengan kejabatan yang merupakan 

penyakit sosial, penganannyapun harus beragam, pemidanaan sebagai obat harus 

dipilih berdasarkan banyak sekali pertimbangan. Oleh kerana itu hukuman yang 

akan dirumuskan oleh lembaga legislatif dalarn kebijakan pemidanaan harus 

mudah ditambah atau dikurangi, bisa diukur, analog dengan kejahatan, bisa 

menjadi contoh, tepat-guna, bersifat memperbaiki, populer dan Iain-Iain?13 

Tentunya sifat-sifat ini tidak mungkin ada pada satu pidana, sehingga pidana­

pidana itu perlu digabungkan, divariasi, dipilah-pilah agar mendapatkan 

komposisi yang kita butuhkan. 

Legislator perlu untuk mempelajari bentuk kejahatan dan motif, semakin 

banyak mengkaji perbedaan karakter dan keadaan, semakin legislator merasakan 

pentingnya menggunakan banyak cara yang berbeda-beda untuk memberantas 

kejahatan tersebut.214 

Dalarn menentukan kebijakan pemidanaan salah satu hal yang paling 

penting dan sangat perlu adalah ditetapkannya tujuan pemidanaan. Karena tujuan 

pem.idanaan ini yang nantinya ak:an menjadi landasan filosofis dalam menentukan 

213 Ibid him 383 
214 Ibid him 384 ' 
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berbagai macam pemidanaan. Sampai sejauh m1, resosialisasi menjadi tujuan 

pemidanaa:n yang sungguh bermanfaat. 

3.3 Resosialisasi Sebagai Tujuan Pemidanaan 

Seorang teroris yang akibat tindakaonya menyebabkan matinya banyak 

oxang, dipidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, apakab dapat 

mengakibatkan kebabagiaan bagi masyarakat? Apakab residivis yang justru dapat 

membabayakan masyarakat joga mempakan alumni penjara dengan sistem 

pemasyarakanm? Pertanyaan ini memang menjadi petanyaan kritis terbadap 

resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan. 215 

Pemidanaan sebagai jaminan untuk mernberikan rasa keadilan memiliki 

tujuan .baik untuk mencegab kejabatan itu sendiri maupun banya sekedar untuk 

memidana pelake kejabatan atau dapatjuga memiliki tujuan kedua-duanya. Tetapi 

dillhat dati perspektif moral yang dibicarakan disini maka pemidanaan bertujuan, 

yakni : pertamtl, supeya pelake imoral meoyadari babwa tindakan jabatnya 

merupakan imoral (Rehabilitasi); lredua, oleb karena kesadaran itu telab dimiiiki 

maka dia dapal hidup kernbali ketengab-tengab masyarakat sebagai agen moral 

(Resosialisasi) ; lretiga, oleb kerena dia telab menjadi agen moral kembali maka 

lcebabagiaan sosial akan dapat diwujudkan. Dengao demikian tujuan utama 

pemidanaan adalab sama dengan tujuan hukum itu sendiri yang merupakan bagian 

integral dati seluruh norma sosial yakni terwujudnya kebabagiaan sosial atau 

kesejabteraan umum, bam kemudian disusul oleh yang lebih bersifat praktis yakni 

resosialisasi dan rehabilitasi. 

Perneriotab (legislator) pertama-tama dan paling utama menentukan babwa 

pemidanaan itu adalab bagian dati tujuan sosial yakni untuk semakin besaroya 

kebabagiaan sosial.216 Masyarakat berkehendalc untuk mencapai kebabagiaan 

215 Kritlkan in! dapat d11ihat dalam uraian Barda NawaWi Arief, Kebijakan Legislatif 
dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Penerbit Universitas 
Diponw.oro, Somarang, 1994, him 45 sld 46 

2 "Politik krimlnal pada hakfkatrtya juga merupakan bagian integral dari potltik 
sostal (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosfal) lihat Barda 
Nawawi Arif, Bunga Rampai .. ,, Op. Cff., him 2 
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yang tertinggi oleh karena itu segala macam sistem termasuk sistem pernidanaan 

harus memmjang akan kehendak tertinggi tersebut Segala perbuatan masyarakat 

baik dalam kebldupan pribadi manpun dalam kebldupan sosial selalu cendrung ke 

kehendak tertinggi rersebut, norma moral mewajibkan dan mengarabkan manusia 

nntuk meneapai kebahagiaan tertinggi, oleh karena itu apabila ada perbuatan­

perbuatan jabat yang juslru bertentangan dengan norma moral dan kehendak 

tertinggi tersebut, maka perlu suatu sanksi yang diberlakukan hanya seruata-mata 

derni kebahagian sosial. 

Kebahagian sosial menjadi alasan utama diberlakukannya sanksi pidana, 

sehingga orientasi penaldanaan yang selalu mengaralt pada kakerasan dan 

kekejaman akan dirumuskan ke arab yang lebih bermanfilat bagi kebldupan sosial. 

Kekerasan sebagi bentuk perlakuan terhadap narapidana akan sendirinya baralih 

pada suatu sistem yang lebih bermanfaat bagi narapidana itu sendirl dan terlebih 

akan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat. 

Kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma 

sosial, tindakan itu menyebabkan penjahat memposisikan dirinya keluar dar! 

norma~norma masyarakat, o1eh karena itu pemerintah seharusnya menjamin 

dengan sistenmya untuk mengembalikan setiap warga masyarakatnya yang 

melakukan kejahatan ke dalam masyarakatnya. Proses pengembalian ini 

merupakan sistem penaldanaan yang dengan sederhana disebut pemasyarakatan 

atau resosialisasi. Pemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai suatu upaya 

rehabilitasi kearah resosialisasi terpidana dan harus dilakukan dengan cara dan di 

rempat yang memungkinkan untuk pemasyarakatao rersebut 

Resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan tentunya berus dilaksanakan 

secara koukret dalam suatu sistem dan bentuk pemidanaan. Bentuk pemidanaan 

yang dimaksud lebih dar! sekedar pidaua penjara dengan konsep pemasyarakatan. 

Pemasyarak.atan berorientasi pada narapidana itu sendiri, dimana narapidana 

dibina agar menyadarl kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 

pidana sehlngga dapat diterima kembali oleh tingknngan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembengunan, dan dapat bldup secara wajar sebagai warga yang 
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baik dan bertmggung jawab.217 Dengan me!ihat orientasi ini maka 

pemasyarnkatan menjadi bentuk pemidanaan yang paling !ogis sebagai upaya 

untuk mencapai kebahagiaan yang paling besar Wltuk jwnlah besar masyarnkat. 

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menjadi pilihan bentuk 

pemidanaan yang lebih ca<:ok dalam konteks resosialisasi. Sistem pemasyarakatan 

lebih cendrWlg sesuai dengan tujuan masyarakat yakni kebahagiaan sosial atau 

kesejahteraan umum. Pemasyarakatan menjadi semacam seminari moral yang 

bertujuan untuk menyadarkan para pelalru kejahatan sehingga dapat hidup normal 

kembali dalam masyarakaL Sistem pemasyarakatan 1idak melihat narapidana 

sebagai penjahat letapi me!ihat mereka sebagai manusia yang karena alasan 

tertentu barbuat kesalahan, oleh karena ltu perbaikan terbadap kesalahan yang 

dilalrukan adalah lebih penting darlpada mendera narapidana tersebut dengan 

berbagai macam penderitaan balk psikis maupWl fisik di dalam penjara. 

Sistem yang !ebih bermanfaat ini seperti yang Ielah diuraikan diatas adalah 

suatu sistem pemasyarakatan atau resosialisasi. Uralan diatas Ielah memberikan 

kepastian bahwa Resosialisasi merupakan tujuan pemidanaan yang lehib 

mengamh pada kebahaglaan sosiaL Kontrok sosial menjadi dasar resosialisasi, 

bahwa pemerintah wajib mengembalikan seliap anggota masyarakat yang akibat 

perbuatan jahatnya keluar dari norma-nonna sosial kbususnya norma hukum 

pi dana. 

Kejahatan terjadi karena kelidaktahuan dan atau ketid.aksadaran moral, 

oleh karena itu pemidanaan yang bertujuan untuk resosialisasi dijalankan dengan 

bentuk rehabilitasi terhadap pelalru pemidanaan. "Rehabilitation is the process of 

seeking to improve a criminal character and outlook sa that he or she can 

function in society without commiting other crimes". 218 

Tetapi proses rehahilitasi yang dimalcmd merupekan proses pemidanaan 

yang juga sebenarnya juga merupakan kejahatan menjadi proses yang lebih 

manusiawi. Resosialisasi akan mengamhkan semua penegak hukum dalam 

bertindak khususnya memidana 1idak berangket dari kebencian atau perasaan 

217 Pasal1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Pemasyarakatan 
218 Bryan A Gamer and all, Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Thomson West 

United States Of America, 2004, him 1311 
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negatif melainkan dari cinta. Memang sangat aneh habwa penegak hukum akan 

bersikap kerns kepada pelaku kejahatan dan pada saat yang sama juga sangat 

mencintai mereka Oleh karena itu resosialisasi dalam pemidanaan akan sarna 

seperti yang dikatakan oleb Anthony De Mello, bahwa "dokter bedah dapat 

melakukan tindakan yang menyakitkan pasiennya, namun pada saat yang sama 

mencintainya".219 Dengan kata lain pemidanaan memang menyebabkan 

penderitaan tetapi pada saat yang sama pemidanaan juga menyelamatkan pelaku 

kejahatan dari panderitaan yang lebih hasar akibat kejahatan tersebut 

Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, maka bnkankah pemidanaan yang 

sesuai dengan fhlsafeb ini merupakan pem.idanaan yang betdasarkan Pancasila 

sebagai norma universal bangsa Indonesia? 

3.3.1 Al.asan-Aiasao Pentingnya Resosialisas! 

Sistem Pemasyarakatan sebagaimana Ielah dijalankan oleh pemerintab 

Indonesia dalam menangani pam pelaku kejahatan masih belum dapat begalan 

dengan baik. Ada beberapa persoalan yang menjadl masalah penting yang harus 

diperhatikan dalarn lembega permasyarakatan. Dalam Jemhaga pemasyarakatan 

yang ada sehagian besar dihuni oleh narapidana yang berasal dari golongan 

ekonomi lernah. Para pelaku street crimes, yang kebanyakan secara kualitas 

intelektual sangat dibawah (kebanyakan berpendidikan rendah). Hal ini seting 

terjadl sehagaimana disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa "semakin 

keci1 seseorang (secara ekonomi dibawah garis kemiskinan) semakin keciJ 

kejahatnnnya akan sernakin besar kemungkinan orang keeil tersebut dipidana, 

sedangkan semakin besar seseorang semakin besar kejahatnnnya akan semakin 

kecil kemungkinan untuk dipidana". Tentunya bel ini membawa darnpak pada 

perlakuan terpidana secara tidak adil sehingga apa yang menjadi filosofi 

pemasyarakatan itu sendiri tidak beljalan sebagaimana seharusnya. 

Bimbingan terbadap narapidana masih bel urn berjalan dengan haik hal ini 

mengakibatkan Lembaga Pernasyarakatao justru menjadi sekolah para peojahat 

untuk saling menukar ihou kejahatan mereka dan bahkan Lembaga 

219 Lihat Anthony De Mello, Op. Cit, him 319 
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Pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat yang paling aman untuk melakukan 

kejahatan (locus delicti), misalnya peredaran narkoba. 

Beberapa residivis menjadikan penjara sebagai tempat beristirahat, 

pemidanaan yang mereka jalani mereka anggap merupakan keputusan untuk euti 

dan pekeljaan jahat mereka. Hal yang barbahaya dalam resosialisasi adaleb ketika 

kejabatan telah memberikan kebahagiaan lebih besar dibandingkan penderitaan 

akibat kejabatan tersebut. Karena pelaku kejahatan akan sering melakukan 

kejabatannya sebingga pidana penjara seakan tidak efektiflagi. 

Faktor lain yang menyebabkan tidak efektifuya lembaga pemasyarakatan 

karena para pengelolanya masib belum maksimal melaksanakan tugasnya 

sebagaimana mesrinya. Kebanyakan pera sipir tidak memabami apa yang menjadi 

filosofi adanya lembaga pemasyarakatan, mereka melaksaoakan sistem 

pemasyarakatan deogan pemikiran yang justru bertentangan deogan sistem ito 

sendiri: Para sipir masib menganggap narapidana itu seor.mg terbukurn yang batos 

menjalani penderitaan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan penderitaan ito 

justru deogan sengaja dibuat-buat dengan memberikan hukurnan fisik tambahan 

yang tidak efuktif. 

Penderitaan terpidana seakan tldak ukan pemah berakbir, tidak sedikit 

narapidana justru meninggal dunia dalam lembaga pemasyarakatan karena tidak 

terkontrolnya kesebatan narapidana tersebut. Makanan yang tidak bergizi, 

pengbuni yang overcrowded, serta minimnya lilsilitas kesehatan di dalam peojara 

memperbesar kemungkinan dideritanya berbagai penyakit oleh terpidana 

Jika dilibat dari faktor-faktor ini, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban 

negara untuk melindungi hak-hak narapidana tidak be!jalan dengan baik bahkan 

terkesan tidak ada sarna sekali. Oleh karena itu filosofi pemasyarakatan 

sebagaimana dianut dalarn sistem pemidanaan di Indonesia tidak be!jalan 

sebagaimana mestlnya, bahkan dapat dikatakan Ielah mengalami kegagalan. 

Sebagaimana relah disinggung diatas bahwa resosialisasi merupakan salah 

satu tujuan pemidanaan yang lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang lain. 

Oleh karena itu dalarn bagian tulisan ini akan diuraikan dengan sederhana 

mengenai resosialisasi. 
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Menurut teori ada dua aliran besar dalam menjawab apa yang menjadi 

tujuan pemidanaan. Kedua teori tersebut adalah retributivisme dan utilitarianisme, 

keduanya Ielah cukup dibahas dalam bagian awal tulisan ini. Sebagaimana 

diuraikan secara singkat diatas, bahwa resosialisasi menjadi salah satu tujuan 

pemidanaan yang sangat penting karena : 

a. Adanya kesadaran moral, bahwa pemidanaan harus dijalankan sedemikian 

rupa sehingga tezpidana dapat kembali ke dalaro masyarakat dan hidup normal 

sebagaimana seharusnya. 

b. Oleh karena kesadaran moral tersebut, Hak Asasi Manusia semakin 

berkembang sehingga Tezpidana juga memiliki hak asasi yang harus 

dihormati dan dilindungi oleh negara. 

c. Perlindungan terhadap HAM tezpidana barns dinyatakan secara pasti dalarn 

politik !criminal. 

Moral consciousness atau kesadaran moral merupakan alasan pertama 

mengapa resosialisasi terpidana sangat penting. Moral merupakan norma yang 

mengajarlcan bagaimana seharusnya manusia hidup.220 Moral akan mengarahkan 

bagaimana sebaiknya pemidanaan itu. Bentuk, cara dan tujuan pemidanaan 

haruslah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan bagi 

terpidana itu sendiri. 

Prinsip moral yang utama dalam utilitarianisme adalah "prinsip utili/as". 

Dalaru menentukan pilihan mana yang akan diarnbil, haruslah diarnbil satu pilihan 

yang mempunyai konsekuensi paling baik: bagi setiap orang yang terlibat 

didalarnnya. Oleh karena itu dalaru pemidanaan haruslah dipilih bentuk, cara dan 

tujuan pemidanaan mana yang paling baik bagi masyarakat, pemerintah dan 

terpidana itu sendiri. Prinsip utilitas inilah yang digunakan untuk merefleksikan 

secara filoso:fis tujuan pemidanaan, sehingga resosialisasi dapat dianggap sebagai 

tujuan pemidanaan yang memiliki konsekoensi yang paling baik. 

Moral mengarahkan kita bagaimana harus hidup. Sehingga moral akan 

sangat membantu setiap anggota masyarakat untuk hidup sebaik mungkin secara 

220 lihat pendapat Sokrates mengenai Moral dalam Republik karya Plato. Lihat 
juga James Rachels, Op. Cit., him 17 
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bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Setiap anggota masyarakat 

merupakan agen moral yang akan memilih tindakan atau bertindak sedemikian 

rupa dalam koridor moral. Ketika tetjadi tindakan yang tidak sesuai dengan moral, 

anggota masyarakat tersebut akan mendapatkan saak:si sesuai dengan sumber 

pemyataan moral 1ersebut. 

Dalarn konteks moral, pemerintah memiliki tanggungjawab untak 

mensejahterakan masyarakat. Terpidana merupakan bagian dari masyarakat 

sebingga pemetintah juga memiliki tanggungjawab untak mensejahterahkan 

terpidana dengan earanya yang k.bas. Keaadaran moral ini yang akan mengerahkan 

pemetintah untak menetapkan kebijakan sosilll dan kebijakan pidana yang 

memberi manf.lat bagi pemetinta.b, masyarakat dan terpidana itu sendiri. 

Dalam menentukan kebijakan pemidanaan, Hak Asasi Manusia (HAM) 

menjadi pertimbangan yang sangat penring. Terpidana yang merupakan bagian 

dari masyaraka~ juga barns dilindungi oleh negara sebingga perlu adanya 

kebijakan pemidanaan yang memberlkan manfaat terhadapa terpidana itu sendiri. 

Di lndonesia.lahimya undang-undang no 12 tahun 1995 tentang Pernasyarakatan 

telah menunjukan bahwa terpidana baruslah dilindungi dan dibimbing agar dapat 

kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat menjalani kebidupan yang normal 

sebagai agen moral yang baik. 

Undang-undang No 12 tahun 1995 mernpakan kebijakan pemidanaan 

yang lahir dengan dipangaruhi. oleb berbagai pnkok pemikiran yang berlandaskan 

pada pangbormatan terbadap hak asasi manusia. Pemikiran mengeuai 

pemasyarakatan sebagaimana yang disanrpalkan oleh Saharjo merupakan pokok­

pokok pikiran yang dipengarahi oleh Standard Minimum Rules For The 

Treatment Of Prisoners, yang merupakan keputusan Perserlkatan Bangsa-Bangsa 

pada tangga131 Juli 1957. 

Seiain undang-undang mengenai pemasyarakatan tersebut, terdapat 

berbegai pemturan perundang-undangan yang lebih mengarah peda perlindungan 

hak asasi terpidana. seperti kitab undang-undang bukum acara pidana. KUHAP 

merupakan undang-undang karya Indonesia yang menunjukan pengbargaan 

terhadap tersangke, terdakwa dan bahkan terpidana. KUHP sendiri telah 
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mengalami berbegai perubahan yang lebih disesuaikan dengan kondisi 

perkembangan masyarakat, dilain pihak berbagai pasal Ielah diperbaharui atau 

bahkan Ielah dihilangkan demi perlindungan terlladap HAM terpidana. 

Namun segala perubahan tersebut mengarah pada suatu pokok pemikinm. 

mengeuai pertindungan terhadap narapidana menjalani pemidanaan. Oleh karena 

itu, tujuan pemidanaan menjadi hal yang sangat penting untuk dibicarakan baik 

dalam tataran kebijakan pi dana maupun pada pembentukan mental seluruh elernen 

sebegai satn kesatuan sistem dalam pe!aksanaan pidana itu sendiri. Keseluruhan 

elemen dalam pemidanaan. barns memililci orientasi pemidanaan yang sama dan 

jelas agar teljadi sinergitas pemidanaan. Hal ini bermanfaat karena hanya somata· 

mala sebegai upaya untuk menjadikan pidana sebagai obet yang tepa! begi setiap 

terpidana yang barns menelan pil pahit pidana itu sendiri. . 

Oleh karena pentingnya pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi 

HAM terpidana dan dengan nta!<sud utama untuk mengemhalikan terpidana ke 

tengah-tengah lllliSyarakat dapat beljalan secara efektif, maka akan sangat berguna 

apabila ada aturan yang jelas dan pasti mengeuai pemidanaan itu sendiri. Aturan 

tersebut harus dirnmuskan dengan baik melalui proses politik kriminal dalam 

bentuk undang-undang, apakah nanti pedoman dan tujuan pemidanaan akan 

menjadi satu kesatuan dalam KUHP, atau perlu suatu undang-undang khusus 

mengenai pemidanaan itu sendiri seperti undang-undang mengenai 

pemasyarakatan. 

Kepastian mengenai pemidanaan dalam bentuk peraturan perundang­

undangan hanyalah merupakan standard minimum yang barns dipatuhi, artinya 

pemidanaan terbedap terpidana tetap menjadi tugas pengadilan untuk meracik 

obat pidana agar sesuai dengan penyakit terpidana. Narnun tugas meracik tersebut 

Ielah dibatasi oleh standard minimum yang dimaksud. Undang-Undang dapat saja 

mengatakan bahwa seorang pengedar narkoba harus dihukum mati atau ntinimal 

penjara sewnur hidup. T etapi bukan berarti bahwa bakim sudah tidak lagi 

memiliki kebebasan meracik sanksi pidana begi pengedar narkoba lersebut. 

Melainkan dengan adsnya pedoman dan tujuan pemidanaan dalam peraturan 

perundang-undangan yang jelas dan pasti, akan digunakan pengadilan sebagai 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



117 

standard minimum untuk. menentukan jenis dan lamanya pidana yang tepat bagi 

pengedar narkoba tersebut. 

Kesadaran moral dan adanya perkembangan hak asasi manusia serta 

diperkuat o1eh kepastian mengenai pemidanaan itu sendiri dalam bantuk peraturan 

perundang-oodangan menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan 

resosialisasi. 

3.3.2 Manfaat Resosialisasi 

Resosialisasi merupakan upaya rasional dalam mencegoh kejahatan 

dengan cam memberikua pengetnhuan atau kesadaran kepada terpldana sehingga 

dla dapat menyadari akan kejahatan yang dllakakannya dan bersedla untuk 

memperhaik.i kemball kesalaban yang dllakakaneya dengan menjadi agen moral 

ditengah masyarakat. Selaln itu Resosialisasi jaga mernpakua sarona untuk . . 
melindungi hak asasi narnpidana. 

Pada prinsipnya, kejadian atau realitas yang teljadi akibat adanya suatu 

kejabatan tuk dapat dlperbaiki sebagaimana sehelum teljadinya kejabatan tersebut. 

Seseorang yang meru:uri uang orang lain tidak dapat merubab realitas akibat 

pencurian tersebut walaupllll sang peneuri dipidana atanpun barus mengemballkan 

uang yaag dlcuri tersebut, jumlah uang yang dlcuri dapat kembali separti semula 

tetapi kerugian imaterial yang dlalami oleh korban serta masalah sosial1alnnya 

tidak dapat dibereskan serta merta dengan adanya ganti rugi atau bentuk pidana 

yang lain. Satu-satunya cara memparbaili realitas yang texjadi akibat dari 

k<;jahatan adalah komitmen untuk tidak melakukan lagi kejahatan yang sama atau 

kejahatan lahmya. Untuk sampaj pada tingkat ini perlu pengetnhuan dan 

kesadaran moral yang cukup besar. Oleh karena itu upaya rasional yang harus 

dilakukan adalah dengan memidana sang pencuri dengan memberikan 

pengetnhuan dan kesadaran sehlngga merasa bertanggungjawab atas 

perbuatanuya, dan dengan kesadaran itu, terpidana tidak akan melakukan 

kejahatan lagi dan mau menjadl agen moral ditengah kehidupan masyarakat. 
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Apa manfuat resosialisasi? hak asasi terpidWla dilindwtgi, upaya 

pencegahWl kejahatan semakin logis dengm1 adanya pembinaan yang efektif, 

kesadaran sosial semakin meningkat demi terwujudnya kebahagiaan sosial. 

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa deogan adanya resosialisasi sebagai 

tujUWl pemidanaan, maka hak asasi terpidana semakin terlindungi. Terpidana akan 

terhindar dari perlakUWl yangjustnt tidak manusiawi baik dari aparat maupwt dari 

sesama terpidana. Hal ini teJjadi karena tujuan pemidanaan itu sendiri adalah 

mengembalikan terpidana itu ketengah-tengah masyarakat dengan kesadaran 

sosial yang lebih baik, sehingga segala unsur dalam sistem pemidanaan harus 

mendukung upaya rasional tersebut. 

Hak asasi manusia menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan 

pemidanaan yang memiliki tujuan resosialisasi. Terpidena selalu diperhadapkan 

dengan berbagai maeam tindekan yang sering dirasakan olebnya justnt menyeraog 

hak asasinya. Pemidanaan dengan tujuan pemasyarakatan sekalipun akan tampak 

atau terasa sebagai obat yang pahit yang harus ditelan oleh terpidana, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pemidanaan dengan tujuao resosialisasi belum teotu 

menyeoangkan. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bagaikan pisau bedah 

yang mengiris tubub terpidana sampai penyakitnya depat dikeluarkan dari 

tububnya tersebu~ sehingga terpidana itu seodiri menyadari akan penyakitnya dan 

menerima pembinaan sebagai upaya untuk menyembubkan dirinya. Jika 

kesadaran ini sinergis dengan tindakan teknis pembinaan yang dilakukan oleh 

petugas, maka hak asasi manusia bagi terpidana akan semakin dilindungi dan 

dijamin. 

Jamioan terbadap HAM terpidena akan membawa dampak yang sangat 

positifterbadep pencegahWl kejahatan balk yang bersifuf spesifilc maupun general. 

Jika resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan, terpidana akan memiliki jamioan 

yang jelas bahwa pidana yang dijalaninya adaiab demi kebaikan dirinya 

Terpidena tehu dengan jelas bahwa dia nantinya akan dikembalikan ketengah­

tengah masyarakat dengan syarat adanya perubahan kelakUWl dan meningkatnya 

kesadaran moral sebagai modal komitme!Ulya dalam kehidupan sosial. Dengan 

adanya jambnm resosiai tersebu~ terpidana dengan sendirinya akan berupaya 
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untuk memperbaharui dirinya semakin baik, dan dengan sendirinya berkomitmen 

untuk tidak akan melakukan kejahatan yang sama maupnn kejahatan lainnya 

ketika kembali kedalam kehidupan sosial. 

Dilain pibak, masyarakat yang merasa perlu untuk dilimiungi dari 

kejahatan, akan sernakin menyadari bahwa terpidana adalah benar-benar dibina 

agar menyadari kesalahannya dan mau menjedi agen moral sebagaimana yang 

dibarapakan oleh masyarakat Jaminan ini diberikan oleh pemerintah melalui 

kebijakan pemidanaan yang bertujuan resosialisasi terse but 

Dengan kesedaran sosial yang semakin meningkat akan sangat penting 

dahuu proses penerimaan mantan terpidana olah masyarakat Labelling yang 

sering dignnakan oleh masyarakat untuk mengotak-ngetakkeu mantan narapidana 

dan mana yang bukan akan berkurang. Mantan narapidana yang sering dianggap 

sebagai "sampah masyarakat" atau orang berbehaya yang berpoteusi untuk 

melakukan kejahatan lagi, atau mengangap bahwa mantan narapidana adalab 

orang yang berpotensi menjadi residivis dengan sen<lirinya akan berakhir. Hal ini 

belum juga akan be!jalan dengan baik kalau beberapa bal yang menjadi syaratnya 

tidak terpenubi, yakni bagaimana pemidanaan yang bertujuan sebagai 

resosialisasi itu be!jalan sebagabnana mestinya Tetapi dengen kesedaran sosial 

yang dbuiliki oleh masyarakat, akan meneegab dirinya sendiri untuk melakukan 

kejabatan yang sama atau kejahatan lainnya. 

Resosialisasi akhimya tidak hanya sekedar untuk meneegab kejahatan 

yang dapat dilakukan kembali oleh terpidana atau mencegab masyarakat agar 

tidak melakukan kejabatan yang sama atau kejabatan lainnya, melainkan 

resosialisasi lebih sebegai proses komunikasi yang berdampak pada kesadaran 

moral dahuu kehidupan sosial. Kesadaran moral inilab yang justru mencegab 

kejabatan sceara efektif. 

3.3.3 R""'sialisasi Dalam l'enmgkat Hukum Nasional dan Internasional 

Dalam resosialisasi ada dua manfaat utama yang sebenamya mau 

duwujudkan melalui pemidanaan. Kedua maksud tersebut adalab pertmna, 

Resosialisasi bermaksud sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi 
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terpidana; kedua, resosialisasi sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana. 

Kedua maksud ini akan saling kait mengait sebagai satu kesatuan resosialisasi 

yang tak boleh dipisahkan, karena keberhasilan resosialisasi terletak pada salah 

satu maksud yang berpoteasi gagal. 

Perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam pemidanaan yang 

bertujuan resosialisasi Ielah ditegaskan lebih awal bahwa seorang narapidana yang 

meJ1ialani pidana penjara, tidak dapat menjalani jenis pidana lain selain pidana 

penjara yang diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu segala macam hak 

apalagi hak asasi terpidana barus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. 

Pembinaan terhadap narapidana lebih kepada aspek meningkatkan modal 

sosial yang harus dimiliki oleh seornng narapidana. Modal sosial yakni 

menyangkut kesadarnn moral dan pendidikan serta keahlian tertentu. Pembinuan 

ini berupa program-program pemenahan hak asasi nampidana sekaligus sebagai 

sarona untuk mernbah prilaku narapidana agar lebih siap untuk kembali hidup 

normal dalam kehidupan maayarakat dengan segaia potensi yang dldapatkan saat 

menjalani pemidanaan. 

Kedua maksud diatas sekaligus merupakan manfaat adanya resosialisasi, 

namun sebagaimana suaru sistem peuddanaan harus memiliki perangkat hukum 

yang menjaminnya sehingga dapat dlberlak:ukan secara rasional dan menyeluruh, 

maka Resosialiasipun hams memiliki perangkat hukum yang dapat digunakan 

sebagai payung sekaligus penunjuk arah kemana hendaknya sistem pemidanaan 

ini diberlakukan. Perangkat hukum >""'& membicarakan soal resosialisasi 

merupakan perangkat hukum yang bersifut nasional dan internasional. 

Dalarn konteks nasional, perlindungan hak asasi narapidana sudah dapat 

dilibat dalarn Undang-Undang Dasar Negar.> Republik Indonesia Tahun 1945, 

khususnya pada pasaJ 28 D ayat (l} : 

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlaknan yang sama dihadapan hukum." 

Selain iru juga dapat dilihat dalarn Pasal2& I ayat (I) : 

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, bak kemerdekaan pikiran dan bati 
nurnni, hak berngama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakul sebagai 
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut alas dasar hukum yang 
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berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
a.pa punH 

Pasal 28 I ayat (5), memperkuat adanya undang-undang mengenai 

perlindungan terhadap hak asasi narapidana : 

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 
negara hakum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 
diatur, dan ditaangkan dalam peratumn perundang-undangan'' 

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 lentang pemasyarnkatan, menunjukan 

bahwa upaya untuk melindungi narapidana sernakin dijamin. Narapidana adalah 

lerpidana yang menjalani pidana hilang kernerdekaan di Lernbaga 

Pemasyarakatan, dengan demikian tidak ada pidana lain selain hilangnya 

lremerdekaannya, jangan sampei dia mengalami berhagai penderitasn lain selain 

rasa menderita akibat hilangnya kermerdekaan, oleh karena itu perlu adanya suatu 
. 

sistem pemasyarakatan yang mempertegas dan melindungi hal tersebut. Dengan 

adanya undang-undang mengenai pemasyarakatan, dilegaskan bahwa sistem 

pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara 

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan seeara terpadu antara pembina, yang dil>ina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalaban, 

memperbaiki diri, dan tidak mengu!angi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapa.t aktif berperan dalam pembengunan. 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggang jawab.'21 

Sebelum diberlakukannya undang-undang tentang pemasyarakatan 

tersebut, sebenarnya sudan ada perangkat hukum yang dimaksudkan untuk 

melindungi hak-hak terpidana atau narapidana, yakni pasal 277 sampai dengan 

283 KUHAP (Bah XX tentang Pengawasan dan Pengarna.tan Pelaksanaan Putusan 

Pengadilan), melalui pasal-pasal ini lahirlah suatu lemhaga Hakim Pengawas dan 

Pengarnat yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengamati dan melindungi 

221 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal1 ayat (2) 
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hak-hak terpidana atau na:rapidana."' Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

No. 7 tahun 1985, tertanggal II Februari 1985, memberikan perincian mengenai 

tugas pengawasan seorang bakim antara lain: 

a) Mengadakan "checking on the spot" poling sedikit 3 {tiga) bulan sekoli 
b) Menilai apakah keadaan lenahaga pemasyarakatan sudah memenuhi pengartian 

bahwa "pemidanasn tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahk.an martabat manusia" 

c) Mengadakan wawancara iangaung dengan para nampidana mengenai hal 
ihwol perlakuan dirinya. 223 

"Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 

diperkenankan merendahkan martabat manusia", sebagaimana juga diatur dolam 

Rancangan KUHP Tahun 2008, Pasol 54 ayat {2), adolah merupakan bcntuk 

jaminan perlindungan hak asasi narapidana, dimana pemidanaan dolam bcntuk 

pembinaan terhadap narapidana benar-bcnar manusiawi sesuai prinsip-prinsip 

pemasyarakatan, yaitu an tara lain apakah narapidana memperoleh hak-bcknya. 224 

· Perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana akan menimhulkan 

pengamh psiknlogis yang baik terhadap terpidana dolam menjalani pembinaan. 

Sehingga dolam undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pemasyarakat, 

dijabarkan dengan jelas apa yang menjadi hak-hak narnpidana yang harus 

dilindungi dan dipenuhi, yakai: 

a. melakakan ihadah sesuai dengan agama atau kepereayaannya; 
b. mendapat perawatm, baik perawatan rohani maupunjasmani; 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. menyarnpaikan keluhan; 
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa Iainnya 

yang tidak dilarang; 
g. mendapatkan upah atau premi atas pekeijaan yang dilakukan; 
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hulrum, atau orang tertentu 

lainnya; 
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

222 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, 
Kumpu/an Karangan Buku Keliga, Pusat Peli:Jyanao Keadilan dan Pengabdian Hukum 
(dlh Lembaga Kriminotogl) Universitas lndonesia, Jakarta, 1999, him 65 

223 Ibid, him 63, Llhat juga SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Tugas Hakim 
Pengawas dan Pengamat 

224 Ibid 

r 
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J· mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 

k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 
I. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. mendapatkan bak-bak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 225 

Hak-bak narapidana yang dijabarkan diatas, diatur lagi dalam Peraturan 

Pemerintab No. 31 tabun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan Masyarakat. Salah satu aspek penting dalarn Peraturan Pemerintab 

tersebut yakni dengan adanya Pentabapan dalam pembinaan terhadap Narapidana, 

yang dibagi dalarn tiga tabap yakni: tabap awal, tabap lanjutan, dan tabap akhir.226 

Sel"'liutnya dalarn Peraturan Pemerintah No. 32 Tabun 1999 tentang Syazat dan 

Tata Cara Pelakaanaan Hak Warga Binaan Pemasyarekatan, yang merupakan 

penjabaran yang lebih mendetail mengenai Pasal 14 ayat (1) undang-undang No. 

12 tabun 1995 tentangPemasyarakatan. 

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dan 

selain kedua Peraturan Pemerintab tersebut, terdapat juga berbagai instmmen 

hukum dalarn rangka menjanain proses pemasyarakatan agar dapat beJjalan 

dengan baik, yakni antara lain: 

I) Keputusan Menteri Kehakiman Rl, No. M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang 
Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana; 

2) Pemturan Menteri Kehakiman Rl No. M.Ol-PK.04.10 Tahun 1989 tentang 
Asirrrilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas; 

3) Sural Mabkarnab Agung Rl, No. MA!Pemb./3290/1984 mengenai petunjuk 
tenta.ng Permohonan Banding yang Diajukan Melalui Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan; 

4) Surat Mabkarnah Agung Rl, No. MA!PembJ3291/84 mengenai petunjuk 
tentang Permohonan Banding yang Diajukan Melalui Kepala Lembega 
Pemasyarekatan; 

5) Keputusan Menteri Kehakiman Rl, No. M.04-UM.OL06 Tahun 1985 tentang 
Tata Cara Penempatan, Perawatan Tabanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan 
Negara; 

6) Keputusan Presiden Rl, Nn. 174 tahun 1999 tentang Remisi. 

225 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal14 ayat {1) 
226 t.lhat Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembfnaan dan 

Pemblmbingan Warga Binaan Masyaraka.t, Bab II Pasal 7 sid Pasal 12 
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Dengan melihat berbagai macam perangkat hukum ini, maka sudab 

sehamsnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi narapidana di Indonesia dapat 

berjalan dengan balk, dan dengan demikian proses resosialisasi dapal terwujud 

sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan. 

Perlindungan hak asasi terpidana yang menjalani pidana penjara, juga 

dijarnin dalam berbagai perangkat hukum internasional. Seperti telab diuraikan 

diatas babwa. resosialisasi sebenarnya merupakan pemikiran mengenai tujuan 

pemidanaan yang lebih berorientasi dan berdampak positif pada terpidana. Pokok 

pikiran resosialisasi ini dilandasi pada kesadaran bahwa satu-satunya pidana yang 

dikenakan dan barus dijalani oleh narapidana adalab pidana penjara, sehingga 

tidak ada pidana laio yang harus dijani oleh narapidana tersebut selama berada eli 

dalam penjara. Dengan kala lain, satu-satunya penderitaan yang dialami 

llllnlpidana akibat pemidanaan adalab gerakan tubuhnya yang dibatasi oleh aluran 

dan tembok penjara. Oleh karena itu, hak asasi narapidana menjadi topik menarik 

yang dibahas oleh berhagai unsur masyarakat intemasional terma.<ruk organisasi 

lnternasional seperti Perserlkatan Bangsa-Bangsa (PBB}. 

Jika KUHAP merupakan hukum acara pidana yang labir dari pemikiran 

untuk melindungi hak asasi tersangka dan lerdakwa, maka berbagai perangkat 

hukum mengeuai Resosialisasi seperti disebotkan diatas, juga dirancang untuk 

melindungi hak asasi nampidana. Ada berbagai macam peraturan inlernasional 

yang dibuat dengan makaud melindungi hak asasi narapidana yang diteblpkan 

oleh PBB sebagai priusip-prinsip univerasi dan diakni oleh sebaglan hesar negara 

beradab di dunia, 227 dalam memperlakukan narapidana serta bagaimana 

menjalankan manajemen dalam penjara itu sendirl. 

Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners, merupakan 

suatu statuta internasional yang disepakati oleh Kongres PBB Pertama mengenai 

Pencegaban Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar, yang 

diseleoggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi 

dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV} 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) 

"" Ibid, him 66 

' ' 
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tanggal 01 Mei 1977. Statuta ini dikenal dengan istilah statuta Jenewa. Pemikiran 

Dr. Sah!!ljo mengenai Pemasyarakatan, tidak menutup kemungkinan dipengaruhi 

olah statuta ini. 

Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners, menyebutkan 

beberapa hak muapidana yang sebenamya tidak berbeda dengan hak-hak 

muapidana yang dlatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

pemasyarakatan dllndonesia. Standard Minimum Rules For The Treatment of 

Prisoners mengatur prlnsip-prinsip dasar lembaga pemenjaraan yang hams 

meminimalkan berbagai perbedaan dlantara kehidupan dalam peojara dengan 

kehidupan yang bebas. Sebagaimana dalam perangkat hukum nasional, hal-hal itu 

yakni mengenai pencatatan idantitas diri narnpidana, kategori-kategori 

penempatan narapidana, akomndasi, kebarsihan pribadl, pakaian narnpidana dan 

tempat tidur, makanan, pelayanan kesebatan, dan lain-lain, diatur dalam Standard 

Minimum Rules ini, misalnya, dalam hal pemberian pakaian, perlengkapan tidur, 

lretersediaan obat-obatan dan petugas medis serta masalah sanitasi dan ventilasi 

kamar atau sel narapidana 

Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners secara tegas 

menyebutkan nhak yang hilang daripada narapidana/tabanan hanyalah hak atas 

kebabasan. Akan telapi bak-hak lain yang meleka! pada dirinya harus tetap 

diberikan selama mereka menjalani rnasa pidana/masa tahanannya.n. 

Hak-hak narapidana yang diatur dalam Standard Minimum Rules For The 

Treatment of Prisoners, dipertegas Jagi dalam International Covenant On Civil 

And Political Rights, sebagaimana telah di ratifikasi oleh negara Indonesia 

melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internati&nal 

Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil Dan 

Politik). Pasal 10 Kovenan tersebut mempertegas alran perlindungan hak asasi 

narapidana yakni: 

I) Setiap orang yang dlrampas kebebasannya wajib dlperlakukan secara 
manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri 
rnanusta; 

2) Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, hams 
dipisahkan dari orang yang Ielah dipidana, dan <tiperlakukan secara berbeda 
sesnai dengan statusnya sebagai orang yang belum dlpidana; 
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3) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat 
mungki.n segem dihadapkan ke sidang pengadilan; 

4) Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan 
melalrukan rehabilitasi dalam memperlalrukan narapidana Terpidana di hawah 
umur barus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlalrukan sesuai dengan usia 
dan status hukum mereka. 228 

Selain pemngkat intemasional yang Ielah disebutkan diatas masib terdapat 

berhagai pemngk.at internasional lain yang menetapkan berbagai prinsip dalam 

melindungi hak asasi narnpidana dan dalam pemibinaan narapidana di dalam 

penjam harus diperlalrukan dengan cara-cam yang manusiawi. Berbagai perangkat 

lnternasional tersebut antara lain: 

1) Basic Principles for The Treatment of Prisoners 
2) Body of Principles for the ProtectiJm of Juveniles Deprived of Their Liberty 
3) United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 
4) Declaration on the Protection of All Persons from being Subjected to Torture 

and other Cruel, Inhuman Or Degrading TreatmenJ or Punishment 
5) Convention againts Torture and other Cruel. Inhuman Or Degrading 

Treatment ar Punishment 
6) United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 

Justice. 229 

Dengan melibat perangkat-pemngkat hukum baik nasional dan 

internasional, maka Resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan dengan makaud 

perlindWlgan hak asasi dan pembinaan narapidana semakin dapat diterima sebagai 

tujuan pemidanaan yang Jogis dan bersifat uaiversal. Dengan demikian sudah 

tepatlah apabila di Indonesia menggunakan Resosialisasi sebagai tujuan 

pamidanaan. 

3.3~4 Pemasyarnkatao Sebagai Sistem Reso-sialisasi 

Resosialisasi memiliki dua pemahaman, pemahaman pertama barsifat luas 

dimana resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan dengan 

adanya jaminan perlindungan hak asasi dan pembinaan terpidana sehingga 

terpidana dapat hidup kembali ditengah masyamkat dengan lebih balk. Dari 

2211 Uhat lntemational Covenant On Civil And Political Rights, article 10 
229 Lihat, United Nations, Human Rights, A Compilation of fntemationaJ 

instruments, Volume I (First Pan) UniversallnstJUments, New York and Geneva, 1994, 
hlm243S!d413. 
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pemaharnan ini dapat dikatakan bahwa segala jenis pemidanaan dapat dipahami 

sebagai bentuk pidana yang dijatuhkan dengan maksud agar terpidana sembuh 

dari said! jahat yang dialaminya. Sedangkan pemaharnan yang kedua lebih sempit 

yakni Resosialisasi sebagai suatu proses perlindungao hak asasi dan pembinaan 

narapidana dalem lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan istilah 

lain dari Resosialisasi.230 Oleh karena itu pidana penjara sering dianggap sebagai 

putusan yang tepat untuk melaksanakan pemidanaan dengan tujuan resosialisasi. 

Padahal dengan jenis pidana yang lain, resosialisasi dapat diwujudkan. 

Namun akao sangat balk juga membahas mengenai pemasyarakatan dalaro 

konteks resosialisasi, karena pidana penjara dengao sistem penaasyarakatan masih 

dianggap sangat efektif dalam perlindungan masyarakat den perbalkan pelalru 

tindak pidana. 231 

Umumnya masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan istilah "masuk 

penjara" dengan "masuk pemasyarakatan". Penjara dan Pemasyarakatan bagi 

mereka sebagai suatu kala sinonim yang pasti berhnbungan dengan suatu gedung 

dimana para penjabat dimasukan dalam suatu ruangao terlrunci yang teakesan 

mengarikan den menjijikan. Pemainunan ini mernang sangat berpengaruh 

terbadap IllSa empati masyarakat atau dapat menerima kembali senrang mantan 

narapidana ditengah-tengah masyarakat. 

Awaloya sistem yang digunakan adalah sistem penjara yang bersifut 

pembalasan dendam terbadap terpidana yang kadang-kadang dengao tindakan 

yang tidak manusiawi karena memang di zaman itu sepertinya penjeraan sangat 

diminali oleh para penegak huknm. Bukan hal yang luar biasa banyaknya 

pengeluhan dari masyarakat yang bersinggungan dengan huknm, bahwa seringkali 

teJjadi perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para sipir terhadap para 

Narapidana, mulai kelja paksa bagaikan budak di pertambangan dan tempat­

tempat lain (tidak sarna dengao "pidana keija sosial'') sampai penganiayaan yang 

tidak beralasan. Akhiruya dengan tujuan untuk memberantas kejahatan yang 

230 Bagi Sudarto, lstilah "Pemasyarakatan~ dapat disamakan dengan istllah 
•Resosiallsasi~ dan/atau •Rehabilitasi·. Sudarto, Lac. Cit., him 73 

231 Barda Nawawi Arlf, Bunga Rampai .... , Loc.Cit., him 214 
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terjadi di masyarakat, petugas di penjara sering melakukan kekerasan sebagai 

bentuk penjeraan tersebut. 

Berbagai persoalan muncul, Penjara dianggap sebagai tempat pembuangan 

sampab masyarakat yakni para terpidana, hubungan antara petugas atau pegawai 

penjara dengan para narapidana sangat buruk, pegawai penjara merasa diri sebagai 

pengnasa yang menegakan atw:an dalam penjara yang dapat melakukan tindakan 

anarkbi kapan saja Peraturan-peraturan penjara dibuat sedemikian rupa sehingga 

para narapidana benar-benar merasakan penderitaan. Dan semua ini digenapi 

dengan sikap masyarakat luar yang bebas rneneap semua narapidana tersebut 

adalah sampab masyarakat yang tidak ooleb dibargai atau diberikan kesempatau 

untuk bidup layak sebagaimlma manusia nOIIDal dalam kebidupan sosial. 

Dahulu dan masib ada sampai kini, masyarakat memandang bahwa 

seorang narapidana barns dibakum dalam arti dijera agar ia kelak tidak betbuat 

kejabatan lagi. Tetapi perlu dipabanrl bahwa penjeraan belum tentu sebagai solusi 

yang tepat untuk membuat seorang narapidana melakukan kejahatan lagi setelah 

keluar dari penjara Masyarakat yang berpikir seperti ini eendnmg untuk tidak 

menerima para mantan narapidana ditengah kehidupan mereka Padahal dilain 

pibak dorongan penegakan hak asasi manusia semakin gencar dan tak terkceuali 

menyentuh juga sampai ke perlakuan terhadap para narapidana 

Didorong oleh kondisi ini maka pidana penjara dengan sistem penjeraan 

bergeser ke suatu pidana yang tidak hanya bermaksud sebagai mengekang 

kemerdekaan melainkan juga sebagai suatu sistem yang dapat mengubah pelaku 

tindak kejahatan untuk menyesali tindakannya dan mengubah diri untuk lebib baik 

berdasarkan potensi yang dia rniliki sehlngga ia dapet hldup UOIIDal ditengah 

masyarakat. 

Akhlr-akhlr ini masaJah pemasyarakatan kurang dintinad oleh para 

akadernisi atau bahkan praktisi hakum untuk meneliti atau bahkan memperdalam 

soal pemasyarakatan sebagai sistem pernidanaan di Indonesia, hal ini dapat ditibat 

dengan semakin berkurang tulisan atau hasil penelitian tentang pemasyarakalan, 

padahal dilain pibak hal ini mungkin menjadi salah satu faktor semakin 
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berk:urangnya baik darl segi kualitas maupun kuantitas petugas Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan merupakan salah satu jenis 

sanksi pidana yang diharapkan dapat mendukung resosialisasi terpidana sebagai 

tlliuan pemidanaan. Dilibat darl penggnnaanya, pidana penjara paling banyak 

dignnakan dalam pemidanaan.. o1eh kareoanya tidak heran apabila dalam 

menetapkan perundang-undangan, sering Jegislatif menjadikan pidana penjara 

sebagai alteruatif ancaman utama dalam mencegah ~ahatan 

Pidana penjara yang akan dibicarakan selanjutnya adalah pidana penjara 

dalam waktu tertentu, jadi bukan pidana penjara seumur hldup, karena pidana 

penjam seumur hldup sudah dinyatakan diatas adalah tidak efektif dan 

kontradiktif dengan resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan 

Dilihat darl perspektif moral, maka pemidanaan ber!ujuan, yakni : 

pertama, supaya'pelaku imoral menyadari bahwa tindakan jabatnya merupakan 

imoral (Rehabililasi); kedua. oleb karena kesadaran itu telah dimiliki maka dia 

dapat hidup kembali ketengah-tengeb masyarakat sebagai agen moral 

(Resosia/isasi) ; ketiga, oleb karena dia telah menjadi agen moral kembaii maka 

kebabagiaan sosial akan dapat diwujudkan. 

Penjara yang awalnya dilibat sebagai sekoleb tempat kejahatan 

diajarkan,232 dengan adanya pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang­

Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah merubahnya menjadi 

sekolah moral, sebagai tempat kebaikan dan kehidupan sosial sebagaimana 

sebarusnya di'liarkan. Sistem pemasyarakatan ini akan sangat membantu te!j)idana 

untuk dapat insyaf darl kesalahannya, dan dalam kesempatan menjalani pidana 

penjara, dia secam internal akan mengembangkan kesadaran sosialnya, serta 

didorong dengan progcam-prognun ekstemal yang membantu terpidana untuk 

lebih sadar. Jika program ini dapat be!jalan dengan baik tentunya akan sangat 

bennanfaat bagi terpidana itu sendiri dan bagi masyarakat umumnya. 

Dengan adanya sistem pemasyarakatan ini kemandirian dan kepribadian 

te!j)idana akan dibimbing dan dibina. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 

"'Jeremy Bentham, Op. Cff., him 391 
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ten tang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pa<al 3 

menunjukan banyak hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pemhimbingan 

kepribadian dan kemandirian te!pidana, yakni meliputi : 

a Ketaqwaan kepada Tuban Yang Maha Esa; 
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara; 
c. Intelektual; 
d. Sikap dan prilaku; 
e. Kesebntan jasmani dan rohani; 
f. Kesadaranhukum; 
g. Reintegrasi sebnl dengan masyarakat 
h. Ke!Iampilan kelja; dan 
i. Latibnn kelja dan produksi.233 

Dalam pembnruan pemidanaan yang ada, sebagaimana dilibnt dahuu 

tujuan pemidanaan, seharusnya pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan dapat 

dianggap lebih efektif untuk diterapkan kepada te!pidana sebagaimana secara jelas 

disebutkan dalam Rancangan KUHP Tahun 2008, Pasal 54 ayat (lh), yakni : 

"mema.syarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sebingga menjadi 

orang yang baik dan berguna". 

Pemidanaan dengan tujuan resosialisasi akan bennanfuat apabila 

dilakukan dengan baik. Resosialisasi sebagaimana telah disebut-sebut diatas pada 

priosipnya sebngai upaya yang rasional dalam mencegah k~ahatan. Pokok 

pilcirannyn adalah kejahatao dapat dicegah apabila setiap anggola masyarakat 

mengelabui dan memilild kesadaran moral dalam kehidopan sosialnya. Hal ini 

dapat dilihat dengan sejaub mana masynrakat tersebut mengamalkao dan 

menjalani kehidupannya dalam koridor nilai-uilai yang hidup dalam masyarakat, 

yakni nilai-nilai moral yang paM ditanli secara rasional karena nilai tersebut 

memberi petuojuk dan menuntut setiap anggota masyarakat untuk hidup sosial 

sebagaimana seharusnya. 

Kejahatan yang teljadi adalah akibat dari ketidaktahuan atau 

ketidaksadaran moral yaog dialami oleh pelaku kejahatan, sehingga pemidanaan 

lebih diarabkao untuk memberikan pengetabuan dan kesadaran moral. Tetapi 

233 llhat dalam Hadl Sella Tunggal, Op. Cit., him 37. Lihat juga Peraturan 
Pemerlntah No. 31 tahun 1999 tentang Pernbinaan dan Pemblmbingan Warga Blnaan 
Pemasyarakatan, Pasal3 
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apakah ini akan berdampak efektif dalam mencegab kejabatan? Pertanyaan 

penting sebenamya adalab apakab moral masih penting dalam kehidupan 

masyarakat? kita tidak membicarakan relativisme moral melainkan substansi 

moral itu seodiri yang dlterima masyarakat sebegai nilai-nilal kehidupan yang 

tereermin dalam berbsgai norma sosial yang beemanfilat demi tetw11iudnya 

kebabagiaan sosial. 

Penaidanaan dengan sistem pemasyarakatan menjadl pilihan yang tepa! 

untuk menjalankan pernidanaan yang bertujuan resosialisasi IOipidana. Tetapi 

sebagaimana telab dlgambarkan diatas, babwa sistem pemasyarakatan belum 

betjalan sebagaimana sebarusnya karena adanya beberapa aspek yang perlu 

diperbelikan dan divitalisasi kembali. Beberapa aspek yang perlu divillilisasi 

dabuu sistem pemasyarakatan itu sendiri, antara lain: 

Vita!isasi Program dalam Lembaga Pemaayarakatan 

Salah satu keberbesilan lembega pemasyarakatan adalab program 

pembinaan yang tepa! dan efektif. Ada begitu banyak program pembinaan dalam 

lembaga pemasyarakatan, tetapi mengapa program pembinaan rersebut tidak 

membawa dampak yang lebih baik? 

Mulai dari pendidikllll dan pengajaran, pelayanan keagamaan, konseling, 

pekeljaan yang mengbesilkan upab atau prenai, mengikuti siaran media massa 

yang tidak dilarang dan lain sebagainya adalab program yang dibuat kbusus untuk 

merebabilitasi dan setidak-tidaknya mengruangi penderitaan akibet kurungan 

dalam lembaga pemasyarakntan tersebut. Memang masih ado narapidana yang 

sangat senang mengikuti pelayanan agama, baginya merupakan kesempatan untuk 

pertobatan. Ada juga narapidana yang senang dengan program pendldikan dan 

pengajaran, karena baginya, hal tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk 

menarnbab pengetabuannya. Ada juga narapidana yang senang mengikuti 

paadidikan kejuruan industri misalnya belajar menjahit, otomotif dan lain 

sebegainya, karena adanya kesadaran babwa bal ini merupakan kesempatan 

meningkatken keabliannya. Begitupula dengan program-program yang lain. 
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Semua program itu bermanfaat bagi narapidana apabila narapidana tersebut tahu 

dan menyadari akan manfaat dari program tersebut. 

Tetapi dalam kenyataan program yang kita anggap baik tersebut tidak 

selalu berhasil menjadikan narapidana mau berubah apalagi mau menjadi agen 

moral kembali di tengah-tengab masyarakat. Tidak sedikit narapidana yang 

malahan mengantuk. saat program pendidikan dan pengajaran, atau berbicara saja 

dengan ternan narapidana yang lain, merasa bosan dan menganggap apa yang 

diajarkan tidak sesuai dengan kebutubannya, atau pendidik yang tidak menarik 

mengajarkan bal-bal yang membosankan. Saat belajar keahlian narapidana 

kelihatan kosong dan tidak bersemangat. Dan hal yang paling aneh adalah pada 

saat pelayanan keagamaan malah menjadi kesempatan untuk: menertawai ajaran 

agarna, dilain pihak tidak sedikit para rohaniawan yang datang tidak rutin dan 

bertujuan untuk mendampingi secara robani n,arapidana tersebut, tetapi hanya 

sekedar memenuhi tuntutan tugasnya dan mau tampak baik dan suci didepan 

narapidana dengan khotbahnya yang menakut-nakuti dan sering tidak menyentuh 

persoalan yang dialami oleh narapidana. 

Program pembinaan beijalan hanya untuk memenuhi tuntutan perundang­

undangan, sehingga tidak efektif. Anggaran yang minim menjadi alasan bagi 

Petugas Pemasyarakatan sulit mengatur program kegiatan yang benar-benar tepa! 

sasaran. Pelatihan kelja atau keterampilan seeing tidak sesuai dengan karakteristik, 

minat dan keinginan mereka, atau bahkan sudab tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan dan kondisi di luar lembaga pemasyarakatan. Ketertinggalan teknologi 

dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan 

menjadi tidak efektif; dengan biaya produksi yang tinggi dan hasil yang tidak 

maksimal. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila banyak bekas 

narapidana menambah pengangguran dalarn masyarakat. Hal ini diperparah 

dengan label "Mantan Napi" yang bermakna negatif, yang selalu melekat dalarn 

dirinya, sehingga jarang sekali perusahaan atau masyarakat mau menerima 

"mantan napi" menjadi karyawannya. 

; 
' ' 
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Narapidana berhak untuk mendapatkan pendidtkan dan pengajaran234 

merupakan suatu hal yang sangat menarik dalam proses pemidanaan, tetapi 

ldrannya hal ini hukan hanya merupakan hak yang akan dipenuhi oleh petugas 

pemasyarakatan ketika narapidana tersebut meminta haknya tersebut Perlu ditihat 

bahwa tingkat pendldikan narapidana dalam satu lembaga pemasyarakatan sangat 

bervariasi, ada narapidana sarjana lulusan pe2guruan tiuggi, ada lulusan sekolah 

menengah, dan ada yang hanya lulusan sekolah dasar dan bahkan banyak yang 

buta huruf sarna sekali. Dilain pihak kemarnpuan me.nyerap ilmu dari setiap 

narapidana dapat sangat berbeda. Dengan melihat persoalan ini, apakah hak 

pendidtkan dan pengajaran bagi terpidana dapat beljalan dengan bai.k? Jika 

menganggap hahwa pendidikan sangat bermanfaat bagi narapidana dalarn proses 

resosialisasi maka pe2!u dipildrkan hagaimana program ini dapat berjalan dengan 

baik. 

Hal yang perlu dilaknkan adalah pembagian narapidana kedalam tiugkatan 

pendidikan, selain itu perlu untuk mengetahui apa yang menjadi minat atau hakat 

narapidana agar penentuan tingkat dan jurusan hlsa efektif. Kemudian diatur 

sedemikian rupa agar pem pendidik adalah sesuai dengan bidangnya dan tidak 

membosankan. Akan sangat perlu ruang kelas yang bervariasi, pendidikan tidak 

hanya diterima didalarn gedung lembaga pe208Syarakatan, melainkan sekali-kali 

para narapidana yang diatur sedemikian rupa sebingga dapat juga melaknkan 

study tQUr ataupun praktek kerja Iapangan dituar gedung Lembaga 

Pema.<;yarakatan. Hal ini tentu saja sangat baik dalam proses resosialisasi, agar 

narapidana ini tidak merasa terasing dari kehldupan sosial yang ada diluar tembok 

lembaga pemasyarakatan. 

Bagi narapidana yang memperdalarn keahtiannya di bidang mesin 

otomotif; elektronik, percetakan, reparasi televisi dan komputer, pertukangan dan 

atau bidang industri lainnya, atau bagi narapidana perempuan yang memperdalarn 

keahliannya di hldang tata boga, salon dan lain-lain, tentunya dalam praktek 

sangat membutuhkan sarana dan prasana yang barus disiapkan oleh Iembaga 

pemasyarakatan. Selain itu perlu dipildrkan untuk membuat kerjasama dengan 

l!'34 Uhat Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal14 
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perosahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga keda praktek, agar narapidana 

ini selain dapat mempraktekan secara nyata keabliannya dan mendapatkan upah 

atau premi dari prakteknya i1u, diapun secara langsung dapat mulai melakukan 

internksi sosial dengan masyarakat. 

Apahila progam pendidikan dan pengajaran ini depat berjalan dangan baik 

maka, secara pribadi, narapidana yang memilild intelek1ual dan keablian yang 

baik, serta memiliki motivasi un1uk menghindari kejahatan dan man menjadi agen 

moral ditengah llll!Syarakat, akan menjadi modal yang sangat bermanJllat dalam 

kehidupan sosial nanli, dimana narapidana tersebut dengan mudab mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang dia peroleh selama di lembaga 

pemasyarakatan. 

Dalam program pelayanan ibadah atau keagamaan adalah sangat pentiug 

un1uk diperhatilean. Dilihat dari efeklifitas, keterlibatan pemimpin-pemimpin 

agama seperti Kyai, Uztad, Pasoor, ataupun Pendeta akan sangat membantu proses 

kesadaran moral narapidana. Di Indonesia, narapidana masih euknp mudah un1uk 

menyadarkannya lewat sarana keagamaan. Ibadah ataupun program Lalihan 

Rohani atan program lain semaeam iru masih sangat efeklif sebagai program 

rehabilitasi mental rohani narapidana. Kebanyakan memang justru program­

program ini ditawarkan oleh para pemimpin agama ter.;ebut kepada pihak 

Lembaga Pemasyarakatan, oleb karena i1u adalah suatu hal yang sanglll 

bennanJllat apahila adanya kerja sama yang baik antara iostitusi agama dengan 

lembaga pemasyarakanm un1uk menainergikan program keagamaan ini. 

Diupayakan sedemildan rupa agar narapidana dapat beribadah bersama umat yang 

lain di tempat ibadah di luar lembaga peroasyarakatan, sebagai kegiatan 

asimilasi235 narapidana pra resosialisasi. 

Program lain yang sangat panting un1uk diperhatikan adalah Rekreasi. 

Banyak Lembaga Pemasyarakatan tidak dilengkapi dengan sarana rekreasi selain 

235 Asimilasi adalah proses pemblnaan narapidana yang dilaksanakan dengan 
membaurkan narapjdana df da!am kehidupan masyarakat. Uhat Pasal 14 Undang.. 
Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyara~atan, lihat juga Peraturan Menteri 
Kehakiman Nomor : M,01-PK04 10ffahun 1989 tentang Aslmllasi, Pembebasan 
Bersyarat dan Cutl Menjelang Lepas, 

! 
! 
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televisi dan radio, padahal rekreasi akan sangat penting bagi narapidana, oleh 

karena itu perlu diciptakan program-program rekreasi yang positif bagi 

llllillpidana, misalnya melalui olabraga, karena selain sebagai bentuk perawatan 

kesahatan, olahraga dapat dijadikan sebagai sarana mengembangkan bakat d!lll 

sekaligus menghjl!lllgkan stress dan depresi. Tidak sedikit oarapidana yang 

menjadi atlet pada saat menjadi penghuni lembaga pemasyarkatan, seperti atlet 

sepak bola, voly, basket, terns meja, holu tangkis, bridge, catur, tinju, angkat besi 

dan lain sebagainya. Dengm menjadi atlet akan sangat mudah narapidana ini 

diterima oleh masyarakat. Olah taga ini akan sangat membantu para narapidana 

mengbabiskan bari-barinya dengan cepat dan tidak bosan. Rekreasi akan sangat 

membantu natapidana untuk menghindari stress dan pikitan-pikiran negatif seperti 

mau melarikan diri atau berencana akan melakukan kejahatan lagi entah didalam 

lembaga pemasyarakatan tersebut atau menjadi residivis. 

Depat dibuat program per!omb8!11l berbagai macam olahraga tersebut antar 

narapidana atau antar blok. Selain itu fasilitas karaoke dapat diadakan dan dapat 

juga dilombakan. Membentuk kelompok koor, kelompok penari dan atau 

kelompok rebana sebagai sarana menyalurkan kegemaran sekaligus mengasah 

keahlian yang ada. 

Selain itu banyak sekali program yang dapat dibuat secata kreatif oleh 

Petugas pemasyarakatau, sehingga apa yang disebut oleh Pasal 5 undang-undang 

pemasyanakatan tersebut dapat terwujud secara koukret, yakni "kehllangan 

kemerdek8!11l merupakan satu-satunya penderitaan". Tak ada lagi penderitaan 

selain pidana penjata itu sendiri. 

b- Vitafisasi Pelugus Pemasyarakatan 

Segala sesuatu mengenai resosialisasi yang telah dibahas panjang Iebar ini 

akan menjadi sia-sia dan sangat tidak bennanfaat apabila sumber daya manusia 

tidak menunjangnya. Sinergitas antara filosofi pemidan8!111 dengan praktek 

pemidan8!111 menjadi kunci sangat penting, tetapi yang menghubungkan antara 

filofis dan ptaktek tersebut tentunya adalah manusia yang tidak lain adalah 

petugas pemasyarakatan tersebnt. 
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Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 

1999 tentang Pernbinaan dan Pernbimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 

membagi kategori petugas pemasyarakatan yaitu: 

a) Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakalan yang melaksaoakan 
pembinaan narapidana dao aoak didik pemasyarakatao di Lembaga 
Pemasyarakatan. 

b) Pengaroan Pemasyarakatao adalah petugas pemasyarakatan yang 
melaksaoakan pengamanan narapidana dan aoak didik pemasyarakalan di 
Lembnge Pemasyarakatan, 

c) Pembimbing Kemasyarakalan adalah petugas pemasyarakalan yang 
melaksaoakan pembimbingan klien di Balai Pemasyarakatan 

Jika ldta mengangap bahwa baldm adalah dokter yang membedah 

sekaligu.s yang memberikan obat pidana kepada narapidaoa, maka tanggungjawah 

merawat narapidana Jni sampai sembah adalah petugas pemasyarakalan. Petugas 

inilah yang berfungsi untuk merawat dan mengontrol narnpidana sarnpai mereka 

sernbah dan dapat kambali ketengah-tengah masyarakat. Bahkan dengan kaasa 

lertentu, petugas pemasyarakatan dapat membarikan rekomendasi untuk 

diperpanjang atau dipelllingkat masa menjalani pidana penjara. Narnun hal Jni 

belum dapat beijalan dengan baik apabila masih mlnimnya kualitas dan kuantitas 

petugas pemasyarakatan. 

Segala peristiwa yang teljadi dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat 

terpantau dan terkendalikau setiap waktu secara maksimal, kareua kurangnya 

petugas pemasyarakalan. Hal ini juga diperparah dengan kualitas petugas 

pemasyarakatan yang minim mengenai tujuan pernidanaan dengan sistem 

pemasyarakatan, sertll pemahaman HAM bagi terpidana. Selain itu masalah klasik 

mengenai kesejahternan petugas pemasyarakalan dan keinginan yang besar dari 

narapidana untuk memperoleh kebebasan atau kelonggaran memperbesar potensi 

suap, sehingga tidak mengberankan apabila ada narapidana yang dengan mudah 

melarikan diri, atau minimal diperlakukao seeara kbusus dibandingkan dengan 

narapidana yang lain. Tentunya hal ini akan menimbnlkan keeemburuan diantara 

narapidana dan konsekuensi terbesar adalah apa yang menjadi tujuan pemidanaan 

rnelalui sistem pemasyarakatan tidak akan pernah terwujud. 
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Dengan demikian apa yang hams dilalrukan agar tujuan pemasyarakatan 

dapat terwujud melalui peranan petugas pemasyarakatan? 

Aspek pertama dalam petugas pemasyarakatan yang perlu divitalisasi 

adalah Kesadaran Moral. "Satunya kala dengan perbuatan" tidak banya sebagai 

slogan dalam memhorikan pembiru!an terlrndap para narapidana. Jika resosialisasi 

merupakan upaya rasioual dalam mencegah kejahatan dengan cam memhorikan 

pengetahuan atau kesadaran kepada teipidana sebingga dia dapat mell)'adari akan 

kejahatan yang dilaknkannya dan horsedia untuk memperbaiki kembali kesalahan 

yang dilalrukannya dangan menjadi agen moral ditengah masyaraka~ maka dapat 

dikalakan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan sekolah moral yang harus 

diwujudkan oleh semua elemen kbususnya petugas pemasyarakatan. 

Seeara realitas saat ini, akan sangat sulit untuk dikalakan apakah petugas 

pemasyarakatan merupakan· orang-orang yang lebih maju secara moral 

dibandingkan dengan narapidana, atau setidak-tidaknya petugas pemasyarakatan 

dapat dijadikan pola anutan dalam bersikap, !ebih jujur, !ebih hortanggungjawab 

dan lebih adil. Tetapi bukan horarti lcita langsung merubah lembaga 

pemasyerakatan tersebut menjadi lebih buruk dari segi moral, justru ini 

merupakan tantangan yang sangat bail< dalam rangka pencegahan kejabatan yang 

paling efuktif adalah dengan memegang tegah prinsip "satunya kata dengan 

perbuatan" karena "disiplin guru sama dengan disiplin murid." 

Petugas pemasyarakatan memegang peranan yang sangat panting dalarn 

resosialisasi, sehingga selain masalab kualitas moral yang harus tetap dijaga, 

intelaktual dan keabliannya dalam membina narapidana sangat panting untuk 

terus ditingkatkan. Pengetahuannya dalam menjalankan tuga.• harus ditingkatkan 

setiap kesempatan dengan mengikuti horbagai pelatiban yang dapat hormlll1illat 

dalam menjalankan tugas. 

Sejak tahun 2003 Direktorat Jendral Pemasyerakatan hokeijasama dengan 

Direktorat Jendral Hale Asasi Manusia, Ielah diadakan horbagai macam program 

peningkatan kualitas bagi petugas pemasyerakatan, antara lain sosialisasi nilai­

nilai HAM terhadap petugas pemasyarakatan dan narapidana, membuat buku sak:u 

mengenai HAM untuk petugas pemasyarakatan dan narapidana, diadakannya 
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pelatihan pemahaman HAM dan kepemimpinan bagi pejabat senior 

pemasyarakatan dan pelatihan bagi staff pemasyarakatan. Adanya program 

"Gerakan Anti Diskriminasi, Anti PenyiksaaJl!Kekerasan", dan tentunya apabila 

ada petugas yang masih melanggar, harus ditindak tegas karena alasan moral 

sebagaimana disebut diatas: "disiplin guru sarna dengan disiplin murid." 

Aspek program pembinaan dan aspek petugas pemasyarakalan akan 

beljalan dengan baik, apabila juga didukung oleh anggaran pemasyarakatan yang 

memadai. Anggatan atau dana merupakan faktor yang menunjang tmtuk 

pelaksanaan perlindungan hak asasi dan pembinaan narapidana. Dalarn Program 

pembinaan banyak sekali sarana dan prasarana yang beragarn jenis yang harus 

dipenuhi karena harus disesuaikan dengan bidang minat maupun pekerjaan atau 

lreterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuban dan kepentingan bagi 

narapidana setelah mereke kembali keteugah-tengah masyarakst. Kurang atau 

tidak adanya anggaran aken menjadi salah satu faktnr penyebab gagalnya 

pelakenuaan pembinaan. Dilain pibak kes~abteraan petugas pemasyarakstan 

barns segera diatasi, banyakuya petugas kearnanan dalam lembaga 

pemasyarakatan yang berstatus honorer (pegawai sewaan) dengan penghasilan 

pas-pasan bahkan kebanyaken dibawah Upab Minimum Regional (UMR), harus 

segern diatasi oleh pejabat berwenang, jika masih menganggap bahwa efektifitas 

pencegaban kejahalan juga dipengaruhi oleh seberapa baiknya sistem 

pemasyarakstan itu berjalan. 
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PEMBARUAN KONSEP PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP 

Kehaikan publik hendaknya menjadi tujuan legislator; 
manfaat vmum menjadi landasan penafanmnya. 
Mengetahui kebaikan sejati masyarakat adalah hal yang 
mcmbentuk Umu legis\asi; ilmu tersebut tereapai 
dengan menemukan cara untuk. merealisasikan 
kebaikan tersebut. zu; 

Segala pembaruan yang berhubungan deugan masyarakat, termasuk 

pembaruan pemidanrum, harus berlandaskan peda efek J>OSitif Kebaikan Umum, 

yalmi Kebahagiaan SosiaL Pembaruan tersebut harus selaras dengan nilai-nilai 

moral yang bexsumber dari masyarakat itu sendiri. Hal ini pentiug karena sebagai 

jaminan erektif penegakannya dikemudian waktu. Apakah kebabagiaan sosial 

sebagai kebaikan umum dapat diwujudkan melalui pembaruan pemidanaan? 

Perllmya.an ini menjadi pertanyaan kunci untuk menjawab segala permasalaban 

pemidanaan yang te~adi di Indonesia saat ini. 

Rancaugan KUHP saat ini lahir dari semaugat untuk memperbarui 

Wetboek van Strafrecht voor Indonesie atau KUHP buatan Belanda tahun 1918 

yang juga merupakan KUHP pembaruan dari Wetboek van Strafrecht tahun 1886. 

KUHP ini sebagaimana sering disebut sebagai produk hukum yang memiliki 

karakteristik kolonialisme yang akhimya karena begitu lama berlaku di Indonesia, 

segala nilainya sudah tertanam secara sistematis dalam pemikiran dan praktek 

bukum pidana di Indonesia selama ini melalui asas konkordansi, doktrin, text­

book dan jurisprudensi pengadilan Be Ianda. 237 

Pembaruan pemidanaan selalu memberikan makna sebagai pembaruan 

dalam arti law reform, dimana mengetengahkan nilai-nilai extra legal masuk 

.m Jeremy Bentham. The Theory of Legislation, N.M. Tripathi Private limited, 
Bombay, 1979, (TeJjemahan dalam bahasa Indonesia: Nurhadi, MA. Teori Perondang­
undangan. Prins.ip..plinsip LegisJasi Hukum Peroata dan Hukum Pidana, Nuansa dan 
Nusamedia, Bandung, 2006, him 25) 

"" Muledi, Beberapa Catalan Tem-p RUU KUHP, ELSAM, Jakarta, 2006, him 1 

139 

I 
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kedalamnya, dan dalam arti legal reform, dimana undang-undang mengenai 

pemidanaan mendapatkan pembaruan. '" 

Pembaraun pemidanaan adalab proses rasionalisasi yang dilakukan oleh 

legislator terhadap segala norma moral dalam konteks pidana dalam masyarakat 

agar sesuai dan dapat diterima sebagai norma pemidanaan negara Dengan kata 

lain, Proses penyesuaian ini merupakan proses legalitas norma moral pidana 

dalam masyarakat menjadi norma moral positif oleh lembaga yang 

mengatasnamakan masyarakat tersebut (legislator). 

Pembaruan pemidanaan sebagaimana pembaruan hulrum pidana selalu 

mengikuti porubaban soslal. Pemidanaan, baik jenis, tujuan maupua pedaman 

pemidanaan akau dituntut untak berubab dikala masyarakat mengalami 

porubaban. Perubaban sosial membawa dampak pada porubaban pemabaman 

terhadap nilal-nilai yang ada dalam masyarakat. Ada nilal-nilai yang tetap 

dipertahankan sebagai suatu nilai sakral yang tidak berubab walau zaman heruhah, 

ada juga yang termodifi.kasi dengau earn yang baru, dan ada nilal yang sama 

sekali tidak dapat dipertahankan lagi. Tetapi segala nilai, balk yang tetap bertahan 

maupun yang mengalami perubaban dan babkan yang tidak berlaku lagi tetap 

diakui sebagai nilal-nilai yang diterima dalam waktu tertentu (constitutum) demi 

keadilan sosial dan kesejabteman masyarakat, yang disebut sebagal kebabagiaan 

sosial. 

Pembaruan KUHP sebagaimana didalamnya tcrtuang pembaruan 

Pe.midanaan di Indonesia merupakan salah satu agenda penting dalam rangka 

kapastian bulrum demi keadilan sosial dan kesejabteraan masyarakat Indonesia. 

Pembaruan ini dibarapkan akan "terbentu/azya KUHP nasional yang 

berkeprihadian Indonesia yang sangat menghormati nilai-nilai agamis dan adat. 

bersifat modern dan sesuaf pula dengan nilai~nilai, standard dan asas serta 

kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di 

dunia ".139 

238 Lihat Yesml! Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Refarmasi Hukum 
Pidana, Grasindo, Jakarta, 2008, him 1 

2311 Muladl, Op. Cit. 
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Penyusunan KUHP barn sebagai bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum 

pidana bertujuan untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian 

huk:um dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyamkat, dan individu 

dalam Negara Republik Indonesia beidasarkan atas huk:um yang berLandaskan 

Pancasila dan UUD 1945. Dalam penyusunan KUHP Baru ini retap 

memperbatikan perkembangan pemikiran dalam bidang ilmu huk:um pidana 

maupun nilai-nilai, serta norma yung berlaku dalam masyarakat Indonesia dan 

yung berlaku secara universal. 

Satu bal yang sangat panting dalam pembaruan KUHP ini ada!ah adanya 

penegasan yang jelas mengenai tujnan pemidanaan, dan yang meqjadi fukus 

panting adalah memasyorakalkan kembali terpidana dengan mengadakan 

pembinaan sebingga menjadi onang yung baik dan berguna sebagaimana yang 

dlmaksud dengan reenaialisasi.240 

Pembaruan ini membawa dampak pada arab pemikiran pemidanaan 

sekaligus membenturkannya dengan nilai-nilai dalam masyarakaL Hal ini 

sunggub penting agar mendapatkan suatu sistem pemidanaan yung repel yang 

berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diakui sebagai kontrak sosial bangsa 

lndonesia dan sekaligus somber dari segaJa sumber hukum. 

4.1 Pancasila Sebagai Dasar Pemidanaan di Indonesia 

Pancasila menjadi dasar pembenaran dalam konsepsi moral bangaa 

Indonesia Pancasila merupakan milik masyarakat Indonesia sendiri sebagai 

kesadaran dan eita-cita moralnya.241 Oleh karena itu, Pancasila dapat dipaharni 

sebagai konsepsi moral basil dari kontrak sosial atau kesepakatan masyarakat 

Indonesia demi terwujudoya kemerdekaan yang sesunggubnya yakni kebahagiaan 

Sosial. Pancasila menjadi prinsip moral bangsa Indonesia yung diakni sebagai 

sumber dari segaia sumber hukum, tennasuk hakum pidana yung didalamnya 

menyangkut pemidanaan haruslah bersurnber pada Pancasila. 

"" Pasal 54 ayat (1) huruf c Rancangan KUHP tahun 2008, Juni 20, 2008. 
http:Jiwww.tegalltas.org 

241 Franz Magnis.-Suseno, Kuasa dan Mom!. PT Gramedia, Jakarta, 1985, him 108 

I 
' 
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4.1.1 Pancasila Sebagai Kontrak Sosial Bangsa Indonesia 

Pancasila bukan merupakan hal yang barn di negara Indonesia, dia 

mempakan prinsip moral bangsa Indonesia sebagai basil dari suatu konsensus 

sosial atau kontrak sosial. Dalam kehidupao bermasyarakat Paocasila menjadi 

suatu pedoman hldup dan sekaligus Paocasila adalah deretan prinsip-prinsip hidup 

bemegara. 242 Memaog setelah era reformasi bergulir, Pancasila telah jarang 

disebut-sebut apalagi dlbuatkan kegiatan khusus mengenai Pancasila seperti saat 

era orde bam dengan kegiatan penataran P4 yang sangat terkenal itu. Namun 

bakan berarti bahwa setelah era reformasi maka Paneasila tidak mendapatkan 

tempat dalam kehldupan betnegara dan bermasyarakat, tetapi Pancasila masih 

menjadi kontrak sosial untuk mernbangua Negara Kesatuan Republik Indonesia 

ini. 

Pancasila sebagai kontrak sosial, kareua dilihat dari kelahirannya bahwa 

Pimcasila merupakan kesepakatan dlantara founding fathers, mengenai asas·asas 

yang dapat diterima dalam pembentukan negara Republik Indonesia.243 Hal ini 

juga ditegaskan oleh Soekamo sendiri dalam salah satu pidalonya pada tanggal 01 

Juni 1945 dalam sidang "Dokur/tsu Zyunbi Tyoosakai" (Badan PenyeUdik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan) yang khusus mernbahas landasan dasar pembentukan 

negara Indonesia : 

"Apa lamiasan dasar pembenJukan negara Indonesia yang merdelw? 
Apali:ak Nasionalisme-sosialisme? Apali:ak Materialisme Sqarak? Apali:ah &:m 
Min CuI, seperti dirryatakan Dr. Swt Yat Sen? Sautima-saudara, selama liga hari 
kita Ielah mengadakan rapal, dan barryak gagasan yang Ielah disampaikan-semua 
gagasan-telapi benarnya kata-kata Dr. Soekimrm ki Bagoes Hadilr:oesoemo, leila 
harus mencari kesepakatan, mencari konsensus opini-opini ldta.Kita bersama­
sama mencari kesotuan dari "dasar ftlsafat", bersama-sama mencari pandangan 
dunia yang mana semua kita setuju. Saya katakan /agi "setuju ". Sesuatu yang 
disepakati saudara Yamin. yang mana Ki Bagoes Setuju, yang mana Ki Hat{jar 

242 Presiden Abdurahman Wahid, "Presiden : Pertahankan Pancasila Habls-­
habisan", Kompas, 2 Juni 2000 

243 Onghokham dan Andl Achdian, Pancasila: Dari Kontmk Sosial menjadi lt:Jeologi 
Negara, dalam buku PrOSiding Simposium Peringatan Hart Lahir Pancaslla, "Restorasf 
Pancaslla : Mendamaikan Pol~il< ldenlitas dan Modemitas", Brighten Press, Bogar, 2006, 
hlm94 
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Setuju, yang mana saudara Sanoesi setuju, yang mana saudara Liem Koen Hian 
setuju, ringkasrrya, yang mana semua diantara kit a setuju "_ 244 

Pancasila sebagaimana yang telah dirumuskan tersebut merupakan 

"weltanschauung" yang diterima oleb semua pihak, olel! karena itu 

"weltanschauung" tersebut menjadi kontrak sosial dalarn mendiriksn negara 

Indonesia merdeka. 

Soekarno merumuskan asas-asas uegara Indonesia pada tanggal 01 Juni 

1945 yang kemudian dia sebut sebagai Pancasila yang awalnya yakni : 

Nasionalisme Indonesia, Intemasionalisrne atau Kemanusiaan, Pennusyawaratan 

atau Demokrasi, Keadilan Sosial dan Kepercayaan terhadap Tuban Yang Maha 

Esa. 

Kelima sila ini direrima oleh selurub peserta sidang BPUPKl tersebut 

karena dapat dianggap mewakili sebuah prinsip yang memiliki nilai-mloi 

universal re!api sekaligus juga realistis yang berninggungan dengan tradisi yang 

mecefleksikan kehidupan masyarakat Indonesia!" Kelima sila ter.;ebut akhimya 

dirumuskan oleh Punitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan rumusan 

yang dikenal dengan istilah Piagarn Jakarta. 

Piagarn Jakarta yang dirumuskan oleh Punitia Sembilan tersebut terdiri 

dan: 

I. Ketuhanan,. dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya; 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 
3. Persatuan Indonesia; 
4. Kerakya!an yang dipimpin oleh hikmah kebijeksanaan dalarn 

permusyawamtan/perwakilan; 
5. Keadilan Sosial bagi selurub rakyat Indonesia 

Tentunya terdapat perbadaan khususnya pada kalimat" dengan kewajiban 

menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", perbadaan ini sekaligus 

menjadi persnalan yang signifikan dalam upeya membentuk negara Republik 

244 Ibid, him 98, lihat juga Pidato Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam 
sidang "Dokuril.su Zyunbi Tyoosakar (Badan Penye!ldik Usaha Persiapan Kemetdekaan). 
Tulisan cetak tebal o1eh penulis, Pidato ini dicetak kembali dalam buku Lahfmya Pantja­
sifa: Bu!W, Kamo menggembleng daser..ciasar Negara, Yayasan Bung Kamo, 1978 

' Onghokham dan Andi Achdian, Ibid, him 1 oo 

I 
I 

I 
' 
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Indonesia. Teljadi penolakan dari perwakilan dari Indonesia timur yang mayoritas 

penduduknya beragama non Muslim. Akhimya demi terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia maka pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancrurila 

dimmuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagwmana nunusan yang ldta 

kenai dan terima saat ini, yakni : 

I. Ketuhanan yang maha esa 
2. Kemanusiaan yang adil dan bemdab 
3. Persatutm Indonesia 
4. Kernkyatan yang dipimpin oleh bikmab kebijaksanaan dalam 

pennusyawaratanlperwakilan; 
5. Keadilan Sosial bagi seluruhrnk:yatlndonesia 

Paneasila, bagi k:ita sebagai suatu ikatan yang menjadikan kita bisa lepas 

bebas, merdeka dan hidup bersama dalam suasana damW. PancasUa sebagw 

fondatie atau dasar dalarn membangun negara Indonesia yang merdeka sudab. 

pasli kebabagiaan sosial merupakan tujuan yang harus diwujudkan. oleh 

masyamkat Indonesia yang Pancasilais. 

Dalarn peljalanan sejarab negara Indonesia, Pancrurila yang telab dialmi 

sebagal surnber segala sumber huknm (J'ancasila omnium ius anima), tetapi 

dalam kenyataan ada begitu banyak peratutan enlab dalam bentuk undang-undang 

ataupun dalam bentuk peraturan tertulis lainnya sudah bukan bersumber dari 

Pancasila. 

Ada begitu banyak contoh dimllna Pancasila dipertanyakan kembali yakni 

dimana peranfo11datie alan phi/osofische gromklag dikala teljadinya pembantaian 

sek:ian juta orang pasca G 30 SlPKI (yang bagi sebagian besar orang menyebut 

pembantaian itu sebagal kesaktiao Pancasila), dimaoa Paocasila dikala teljadi 

peristiwa tanjung priuk, kasus penembakan misterius (petrus), peneulikan dan 

pembasmian aktivis-aktivis, sampai peristiwa berdarah kerusahan Mel diawal 

Reformasi (yang bagi sebagian orang besar disebut sebagai Pancasila yang 

dijalankan secara mumi dan konsekuen). Dan bahkan awal Reformasi hingga saat 

ini negara Indonesia selalu diwmnai dengan darah kerusuban sampit sambas, 

kerusuhan Ambun dan Malukn Utara, kerusuhao di Palu dan Poso Sulawesi 

tengah dan berbagal peristiwa sosial yang justm mencekam (yaog bagi sebagiao 
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besar orang dan orang besar ini sebagai reaktua!isasi Pancasila pasca refonnasi). 

Tentu hal ini lebih mengerikan ketika merefleksikan kembali peljalanan bangsa 

Indonesia yang hampir 64 tatum merdeka. Pemberontakan dimana-mana, babkan 

sampai saat ini masih ramai omng bicara soal GAM di Aceh, sisa-sisa RMS di 

Maluku, dan OPM di Papua. Belum lagi ketika menjamurnya kelompok­

kelompok fundamen1l!lis, yang tidak mau menerima konsep, pandangan, 

keyalcinan, ataupon prilaku dari orang atau kelompok lain yang herheda dengan 

mereka. 

Contoh-contoh ini menunjoken bahwa Pancasila sebagai Philosofische 

Gronds/ag bangsa Indonesia diperhadapkan dengan perhedaan pendapat soal eara 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni Indonesia Sejahtera. 

Dari perspektif yuridis, keadilan sosial yang secara harafiah adalah suatu 

rasa adil bagi seluruh rakya~ banyak kali disalahtafsirkan sebagai keadilan yang 

diberi arti oleh pengoasa ataupun pengusaha sebagai suatu rasa adil apabila 

tingginya pendapatan perkapita dari segi ekonomi, tanpa melihat seluruh rakyat 

yang ada ( contohnya di Papua ada begitu banyak tam bang emas disana dang an 

pandapatan yang begitu riaggi retapi hasilnya banya dapat dinikmari oleh 

pengnasa dan pengusaha, sedangkan rakyat dibiarkan hidup dalam kekurangan 

baik dari segi ekonomi dan sumher daya manusia/pendidikan). 

Pembenrakan berbagai macam aturan seperti Peraturan Daerab yang 

sangst kontroversial dengan Pancasila membuat kelompok-kelompok dalam 

masyamkat bentrok satu dengan yang lain, sebab keadilan sosial diartikan sebagai 

keadilan mayoritas. Ini menimbulkan kesangsian akan keseriusan dan pemahaman 

penguasa dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumher 

hukum. 

Dari perSpektif demokrasi, Pancasila sebagai jaminan akan kehidupan 

politik rakyat Indonesia akhir-akbir ini mengalami degradesi implementasi nilai­

nilai Pancasila dalam proses bemega.ra, seperti menjamumya korupsi, kolusi, dan 

nepetisme dikalangan hirokrasi. Dilaln itu persaingan tidak sebat dcngan money 

politic mewamai setiap soksesi baik pemilihan kepala daerab sampai suksesi 
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dalam jabatm apa saja. Paradoksnya, hal ini beJjalan seiring dengan kampanye 

"good governance and clean government". 

Dari cerita diatas mWl<:ul perasaan bahwa seakau Pancasila sudah tidak 

efektif lagi sebagai fondatie pembangunan bangsa Indonesia, tetapi dilain pihak 

tak dapat disangk.al bahwa tak ada lagi landasan lain yang dapat dijadikan sebagai 

suatu ikatan atau kesepakatan yang dapat diterima dari lllllnusia-manusia yang 

berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan adat istiadat untuk membentuk 

angara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diterima sebagai satu.-satunya 

dasar yang dapat memper.;atukan semua perbedaan yang ada (bhlneka tunggal 

ika). Sebingga cerita diatas dapat dikatakan bahwa hal teiSebut tercipta katena 

adanya upaya pihak-pihak lain yang tidak mau kita hidup dalarn suasana 

Indonesia Sejatera yang herdasarkan pada Pancasila. 

· Pancasila sebagai dasar negam tentu.nya penyelenggaman dan bahkan 

sistein yang menggerakan negam ini adatah dibangnn diatas landasan moml, yang 

tidak lain adalah Pancasila. Yang perlu dilakukan adalah memahami dan 

mengimplementasikan Pancasila sebagai kontrak sosial dalam proses membangun 

Indonesia demi terciptanya suasana Indonesia sejahtera sebagai cita~cita bangsa 

Indonesia 

Negara dapat dipahami sebagai komunitas manusia yang berkehendak 

logis yang memiliki peran serta bak dan kewajiban masing-masing demi 

terwujudnya kebahagiaan sosial atan kesejebteraan umum. 

Sejak proklarnasi kemerdekaan bangsa Indonesia perla tanggal 17 Agustus 

1945 maka nyatalah suatu negara Indonesia. Manusia-manusia Indonesia yang 

memiliki cita..:ita atau kehendak yang sama, saling menerima satu santa lain 

(kerena logis) yalmi ingin merdeka, ingin sejahtera, terlepas dari kungkungan 

penjl\iahan yang semua kehendak itu dinya!akan dalam proklarnasi tersebut, 

selanjutnya terbentuklah apa yang disebut sebagai aparatur negara, lembaga­

lembaga negara dan bahkan sistem bemegara itu sendiri yang dapat dilihat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, serta segaia peraturan hokum mengenainya. ltu 

semua dibangnn dengan tujuan untuk keluar dari penjajeban dan masuk dalam 

proses mewujudlmn kebahagiaan sosial sebagai kehendak logis bangsa Indonesia. 
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Indonesia yang berumur lebih dari 63 tahun telah menggunakan Pancasila 

sebagai dasar negara. Sejak la!Umya Pancasila pada tanggal I Juni 1945, 

Pancasila menjadi dasar filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan 

mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan 

yang dikentekskan dalam pengertian kesejahteilllUl umum yang merupakan 

kehendak logis setiap manusia Indonesia diawali dengan pemyataan tegas akan 

kerne:rdekaan dan kedaulatm bangsa Indonesia sebagaimana yaag dirumusken 

dalarn Undang-Undang Dasar 1945: 

... Disusun/ah Inmerdekaan Kebangsaan Indonesia itu da/am suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berindaulatan ra/r;)lat dengan 
berdasarkan Inpada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin o/eh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan I perwakilan, serla dengan mewujudkan 
,sU(J/U Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Jndonesia?46 

Disinilab secara yuridis Pancasila benar-benar dijadikan sebagai 

phi/osofische grondslag, sebagai kontrak sosil, sebagai fundatie, atau sebagai 

dasar negara Indonesia yang sebenarnya mulai dibangun jauh sebelum tahun 

1945. 

Intinya bahwa Pancasila sebagal kontrak sosial dari negara Indonesia 

kerena Negara Indonesia merupakan komunitas manusia yang berlalar belakaag 

dari berbagai maeam suku, agama, ras, dan ada! istiadat (SARA) namun memiliki 

kebandak logis yang sarna yang tidak mungkin berbada antara satu dengan yang 

lainnya kerena kebandak ini sebagai kontrak sosial, yakni kehendak akan 

ketuhanan yang maha esa, kehendak akan kemanusiaan yang adil dan beradab, 

kehendak akan adanya persatuan Indanesia yang bnkan banya satu dari segi 

kewllayahan geografis tetapi satu dalarn yuridis, ekonomi, dan bahkan politik, 

kemudian kehendak akan negara yang benar-benar demokratis, dan yang teraklrir 

adalah kehendak akan keadilan sosial bagi seluruh manusia yang ada dalarn 

komunitas SARA tersebut tanpa diskriminasi. Oleh karena kesarnaan kehendak 

tersebut maka manusia-manusia yang memilild latar belakang SARA yang 

berlainan tersebut bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik 

24e Alinea IV Pembukaan 1 Prearnbule UUD 1945 

i 
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Indonesia (NKRI) sebagaimana ada sampai saat ini. Kesepakatan itulab yang 

akhirnya melabirkan hak dan kewajiban yang bam, yang terwujud dalam unsur· 

unsur negara serta sistem yang mengkongkritkan negara Indonesia ini. 

Hal ini dopat dikatakan babwa Paneasila sebagai suatu kontrak sesial, 

menjadi suatu sernangat yang mendorong manusia-manusia ini untuk bersepakat 

membentuk suatu negara Indonesia adalab demi mengkonkritkanlmewujudkan 

kebandak logis bangsa Indonesia yakni kesejabte!llall umnm. Sehingga depat 

dikatakan pula babwa kehendak logis yang merupakan spirit yang mendorong itu 

juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam proses 

pembangunan. 

Pancasila sebagai desar negam, sebagai kontrak sosial nntuk membangan 

negara yang bukan banya lepas dari segala jenis penjajaban atau merdeka, tetapi 

bagaimana membangun suasana kemerdekaan yang sesunggubnya sebagaimana 

dirumuskan delam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan cita-cita 

luhurnegaralndonesia, yakni: 

x• ... Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. memajukan 
kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekatlr4 perdamaian abadi dan keadilan 

. I "'"' SOSIO ... 

Cita-cita ini merupakan kehendak logis bangsa Indonesia yang dapat 

clisingkat dengan "Indonesia Sejabtera". Indonesia seJabtera sebagaimana disebut 

diatas adelab intisari dari kehendak logis yang depat juga dijabarkan dalam dna 

bal yakni pertama pemerinlaban demokrasi yang berdasarkan Pancasila, dan 

kedua pemerinlaban demokoasi tersebut adalab untuk mewujudkan Indonesia 

sejabtera yang berdasarkan pada Pancasila. 

Tentunya apa yang menjadi nilai-nilai moral Paneasila ini harus 

diwujudkan dalam visi bangsa Indonesia yang lebib konkret agar menjadi 

tuntunan yang jelas taopa multi taftir sebagaimana seeing teljadi. TAP MPR No. 

VII Talnm 2001 tentaog Visi Indonesia Masa depan, mencoba untnk 

247 Ibid 
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menggambarkan apa yang menjadi cita-cita sosial negara Indonesia sebagaimana 

dapat diuraikan secara sederhana dibawah ini: 

1. Religius 
a. Terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakblalc mulia 

schingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai­
nilai luhlll" budnya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam 
perilaku keseharian; 

b. Terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama; 
c. Terwujudnya penghnrmatan !Alrhadap martabat kemanusiaan. 

2. Manusiawi 
a. Terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanuslaan 

yang adil dan beradab; 
b. Terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa 

membedakun Jatar belalcang budaya, suku. ras agama dan lain-lain; 
c. Berkemhangnya dinamika kehidupen bermasyarakat ke arab 

peningkatan barkat dan martabat manusia; 
d. Terwujudnya kesclmbangan antara bale dan kewajihan dalam perilaku 

kehidupan bermasyarakat, berhangsa, dan bemegara. 
3. Bersalu 

a. Meningkatnya semangat persatwm dan kerukuuan bangsa; 
b. Meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggungjawah sosial; 
c. Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghurgai dan 

menerima perbedaan dalam kemajemukan; 
d. Berkembangnya semangat anti kekerasan; 
e. Berkemhangnya dialog secara wajar dan saling menghnrmati antar 

kelompok dalam masyarakat. 
4. Demokralis 

a. Terwujudnya keselmhangno kekeasaan antara lembaga penyelenggara 
negara dan hubungan kekua.'!aan antara pemerinWhan nasional dan 
daerah; 

b. Menguatnya partisipasi po!itik sebagai perwujudan kedaulalan ralcyat 
melalui pemilihan umum yangjujur, adil, langsun~ umum, bebas, dan 
rahasia. efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial 
masyaralcat yang semakin meluas; 

c. Berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan 
organisa•i politik yang bersifat terbuka; 

d. Terwujudnya mekanisme kontrol di dalarn kehidupan berbangsa dan 
bemegara; 

e. Berkembangnya budaya demokrasi : tnmsparans~ alcuntahilitas, jujur, 
sportif, menghargai perbedaan; 

f. Berkemhangnya sistem keperaimpinaa yang egaiiter dan rasional." 
5. Adil 

a. Tegakeya hukom yang berkeadilan tanpa diskrirninasi; 
b. Terwujudnya institusi dan aparat hukom yang bersib dan profesional; 
c. Terwujudnya penegalcan hale asasi manusia; 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



150 

d. Terwujudnya keadilan gender; 
e. Terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum; 
f. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumher daya 

ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilanguya praktik 
monopoli; 

g. Tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi ked!, 
penduduk miskin dan tertinggal. 

6. Sejahtera 
a. Meluasnya kesempetan ketja dan meningkatnya penduduk sebingga 

bangaa Indonesia menjadi sejahrera dan mandiri; 
b. Meningkatnya angka partisipasi murni usia sekolah; 
c. Terpenubinya sistem pelayanan wnum, bagi seluruh lapisan 

masyamkat, termasuk pelayanan kepada penyandang caeat dan usia 
tanju~ seperti pelayanan lnmllportasi, kormmikasi, penyediaan energi 
dan air bersih; 

d. Teroapninya hak atas hidup sebat bagi seluruh lapisan masyamkat 
melalui sistem kesebatan yang dapat menjamin terlindunginya 
masyamkat dari herbagai resiko yang dapat mempengaruhi kesebatan 
dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, teljangkau dan 
memta; 

e. Meningkatnya indeks pengembangan manusia (human development 
index) yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan 
kesebatan secara terpadu; 

f. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang 
adil, merabl, ramah 1ingkungan dan herkelanjutan; 

g. Terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyamkat.248 

Apabila visi yang digamherkan diatas sebagai penjabaran dari uilai-nilai 

moral Pancasila yang henduk diwujudksu sebagai cita-cita atau kontrak sosial 

bangsa Indonesia, make segala pemheruan termasuk pemheruan KUHP yang di 

dolamnya pasti aksu menyangkut masolah pemidanaan haruslab tiduk 

bertentangan atau malahan mengingkari uilai-uilai diatas, kerena Pancasila 

merupakan sumber dari segaJa sumber hukum. 

248 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mengkritisi RUU KUHPidana dalam perspektif 
HAM, dalam ELSAM, Bahan Pengantar Diskusl, Baberapa Tuiis;,n Terl<ait Kebijakan 
Ktlmlnal Dalam RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 113, 2005, lllm 41. 
llllat juga TAP MPR Rl No. Vlllallun 2001 ten lang Vosi Indonesia Masa Depan. 
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4.1.2 Pancasila S<>bagai Somber Segala Somber Hukum 

Sejauh ini, hukum dapat pahami sebagai kesepakatan tindakan moral 

dalam kebidupan sosial yang dipositilkan oleh yang berwenang untuk ditaati oleh 

seluruh dami terwujudaya kebendak umum yakni kebahaglaan sosial. 

Tindakan moral dalam kebidupan sosial bangsa Indonesia merupakan 

Pancasila, oleh kerena itu tujuan bekum di Indonesia adalab terwujudaya 

kesejabreraan Indonesia berdaaarkan Pancasila. lni bezpengertian babwa yang 

dimaksud rerwujudaya kesejabteraan umum apabila masyarakat berketubanan, 

adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, Indonesia utub sebagai Negam 

Kesatuan Republik Indonesia, dalam suasana demokrasi, dan yang terakhir adalab 

berkeadilan sosial. 

Hal ini sangat jelas babwa negara Indonesia yang merupakan negara 

huknm (Rechlstaat) adalab negara yang berusaba untuk mencapai kesejabteraan 

bangsa berdasarkan pada Pancasila. Dengan demikian konsekuensi yariilisnya 

adalab semua peraturan perundang-undangan dan atau dengan pernturan hukum 

tertulis labmya yang ada dan akan ada berus semata-mata bertajuan demi 

terwujuduya kesejabteraan umum berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, 

undang-undang yang ada yang tidak sesuai dengan tujuan ini bukanlab undang­

undang atau sebagai kesepakatan tindakan moral. 

Di dalam TAP MPR RI No. 3/MPR/2000, meoentukan beberapa sumber 

huknm tertulis hangsa Indonesia, yakni sebagai berilrut: 

I. Pancesila 
2. Pembukaan UUD 1945 
3. Batang Tubuh UUD 1945 dan amandemeoya 
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
5. Undang·Undang 
6. Peraturan Perundang-undangan 
7. Peraturan Pemrintab 
8. Keputusan Presiden 
9. Peraturan Daerab 

Ketetapan ini memperlihatkan hlerarki hukum, dan Pancasila sebagai 

sumber paling di atas dan paling utruna. Dalam perubaban TAP MPR terse but 

i 
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melalui Undang-Undang No. 10 lahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yakni: 

L Pancasila 
2. Undang-Undang Dasar !945 
3, Undang-Undang/Peratunm Pemerinlab Pengganli Undang-Undang 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Peraturan Presiden 
6. Peratunm Daerah : 

a. Peratunm Provinsi 
b. Peratnran Kabupaten/kota 
c. Pemturan Desa 

Selain hierarki peraturan diatas, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut 

menyatakan dengan jelas bahwa, uPancasila merupakan sumber darl segala 

sumber haknm negara". Konsekuensi darl pasal ini adalah segala peratnran yang 

nantinya akan dibuat l!arus bersumber pada Pancasila. 

Haknm pidana yang merupakan bagian integral darl hukum nasional, 

termasuk segala peratnran perundang-undangan yang menyangkut hukum pidana 

barus bersumber dari Pancasila. Pancasila menjadi dasar dan sekaligus somber 

herlaknnya sega]a macam peratunm pidana. 

Dalam prasaran Moeljatno yang beijudul "Atas dasar atau asas-asas 

apakah hendaknya hukum pidana kita dibangun?" heliau menyatakan bahwa: 

"Hukum Pidana Indonesia bertujuan agar supaya dengan ridho Tuhan 
Yang Maha Esa, ci(a-cita bangsa lndonesiajangan dihambat dan dihalangi oleh 
perbuatan-perbuatan jahat tadi, sehingga baik negara, masyarakat, dan badcm­
badan maupun warga negara serta penduduk lainnya mendapat pengayoman 
serta membimbing mereka ke arah masyarakat sosialis Indonesia, yang adil dan 
makmur, berdasarkan Pancasila ..•• .149 

Dari pernyataan ini dapat disingkat bahwa tujuan hukum pidana ludonesia 

adalah agar seluruh masyamkat adil dan malanur herdasarkan Pancasila. Oleh 

karena itu kejahatan yang teijadi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan 

Paneasila dan oleh karena itu tidak akan membawa akibat keadilan dan 

kemalanuran bagi seluruh masyarakat. 

zw Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 
1985, hlm12 
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Persoalan penting yang dihadapi saat ini adalah KUHP yang sementara 

berlaku saat ini yangjelas me11.1pakan adopsi dari Wetboek Van Strajlrecht, tentu 

bukanlah suatu peraturan hulrum pidana yang bersumber pada Pancasila."" Hal 

ini dapat menjadi alasan untuk dilakakannya pemba11.1an KUHP tersebut ke arab 

yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Paneasila. 

Bagaimana dengan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam KUHP yang 

sementara beolaku saat ini dihubungkan dengan nilai-nilai Paneasila? Dahuu 

KUHP yang sedang berlaku saat ini banya memasukan jenis-jenis pidana, 

sedangkan tujuan pemidanaan itu sendiri tidak dimasukan kedalam KUHP 

tersebut. Jenis-jenis pidana berdastukan Pasal 10 KUHP adalah sebagai barilrut : 

I. Pidana Pokok 
a. Pidana Mali 
b. Pidana Peqjara 

1) Seumur Hidup 
2) Sementara (setinggi-tingjlinya 20 talmn dan selrurang-lrurangoya satu 

mhun) at1lll pi dana penjam selama waktn tertentu. 
c. Pidana Kurungan, (selrurang-kuraagoya satu bari dan setinggi-tingginya 

satu tahun). 
d. Pidana Denda (sebagai pengganti hulruman knrungan). 

2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu. 
b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu. 
c. Pengumuman keputusan hak.im. 

Apabila ldta mengatakan bahwa kejahatan merupakan tindakan immornl 

yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka Pemidanaan hai1.Is juga 

dirumuskan sebagai upaya untuk memulihkan situasi dan kondisi yang le!jadi 

aldbal dari tindakan immornl tersebut demi terwujudnya masyarkat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila. Upaya untuk memulihkan situasi dan kondisi 

sudah merupakan upaya untuk memulihkan kembali masyarakat dan korban yang 

menderita aldbat tindakan immornl dan sekaligus memulihkan pribadi pelaku 

immornl tersehut. I..antas apakah jenis pemidanaan tersebut sudah merupakan 

solusi yang tepat sehingga justru tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pllli.Casila? 

250 KUHP selalu dipahami oleh ahli hukum sebagai produk kolonlal, salah satu 
maksud actanya KUHP ini oleh penjajah Belanda adatah untuk mencegah dan sekalrgus 
menghukum kaum pliburni Indonesia yang membangk:ang terhadap pemerintah koloniat 
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Pidana mali sebagainuma Ielah diurnikan diatas adalah tidak efektif dan 

justru tidak sesuai dengan ni!ai-nilai Pancasila khususnya anlara lain sila yang 

kedua, yakni "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Karena pidana mali 

merupakan tindakan yang sangat tidak adil den tidak beradab. Jangan menjadik.an 

lembaga pengadilan sebagai lembaga yang tidak manusiawi, lembaga yang lebih 

memilih untuk mengbukum mati seomng penjahat daripada merehabilitasinya. 

Jenis pi dana yang lain selain jenis hukuman mati juga merupakan tindakan 

yang tidak manusiawi, tetapi masih dapat dibenarkan sejaub hak hidup terpidana 

tetap dihargai dan demi terwujudnya kebabagiaan sosial. Hal ini penting agar 

te!ap koosisten pada kontrak suaial yang Ielah disepakati dalam wujud Pancasila 

tersebut. Oleb. karena itu, pemidanaan baik tujnan pemidanaan, pedoman 

pemidanaan den jenis pidana hams be!lllr-benar dirumuskan sesnai dengao nilai­

nilai PancasUa. 

4.2 Faktor-faklor yang Mempengaruhi Pembarwm Pemidanaan 

Apakab pembaruan pemidanaan membawa dampak kebahagiaan sosial 

sebagaimana dikehendaki dalam Utilitarianisme? Efek positif kepentingan 

masyarakat yakni kebahagiaan sosial akan menjadi prinsip utama dalam 

pembaruan pemidanaan, namun ada beberapa fuk:tor yang hams diperbatikan 

daJacn pembanum tersebut. Pembanran pemidaoaao khususnya mengenai tujuan 

pemidanaan, perancang bertolak pada dua sasaran pokok, yaitu, ''perlindungan 

masyarakaf' dan perlindungan/pembinaan indivcidu pelaku tindak pidana. 2Sl 

Pengalaman masyarakat yang merupakan perjalanan sejarahnya, 

merupakan saat-saat terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, tidak 

terkecuali nilai-nilai hukum pidana. Dalam pembaruan pemidanaan ada beberapa 

fuk:tor yang saling berhubungan disamping fuk:tor-fuk:tor lain, yaog mempengarubi 

sehlngga terjadinya pembaruan tersebut, yakni persoalan pemidanaan dalam 

251 Barda Nawawi Alief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Petkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2008, him as 
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konteks Iegalitas dan living law, persoalan pemidanaan berdasarkan nonna agama 

dan adat, kemudian persoalan pemidanaan berdasarkan norma universal. 

Adanya pergeseran pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemidanaan 

antara Jain asas legalitas Ielah mendorong para ahli pikir hukum pidana untuk 

memperbaharui KUHP yang merupakan sumber maleril pemidanaan eli Indonesia 

Modemisasi Ielah mempengaruhi dan sekaligos mendorong untuk 

dilakukannya pembaruan pemidanaan. Modemisasi harus Jebih dipahami sebagai 

proses perubahan yang akan membawa dampak pada pemenohan rasa bahagia 

seluroh masyarakal. Oleh karena itu, pemidanaanjuga harus dilihal sebagai sarana 

dalam rangka pemenohan rasa bahagia seluroh masyarakat dalam kegiatan 

modemisasi tersebut. 

Perubahan masyarakat sebagai proses modernisasi membawa dampak 

perubahan paradigma hukum dalam masyarakat lersebul. Meningkatnya 

kebutohan dan pengalihan kepentingan ke arah yang plural menyebabkan conflict 

of interest semakin kompleks. Modemisasi juga menghasilkan kejahatan­

kejahatan jenis baru yang semakin rumit dan mendunia. 

Modemisasi juga mengakibatkan adanya rasionalisasi terhadap segala 

nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat, kebiasaan atau agarna Tentunya hal 

ini berdampak melemahnya sebagian norma-norma yang tidak dapat dijelaskan 

secara rasional misalnya hal-hal yang berkaitan dengan tabu atau pamali. Alasan­

alasan inilah yang mendorong para ahli hukum untuk merumuskan kembali 

norma-norma hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai sosial yang terns 

mengalami perubahan untuk dijadikan sebagai jaminan pergaulan yang adil dan 

damai. 

Tentunya perkembangan masyarak:at dialami JUga oleh masyarakat 

intremasional. Kejahatan merupakan masalah yang bersifat global. Setiap 

masyarakat yang ada di dunia ini mengalami masalah kejahatan. Dalam era 

globalisasi ini kejahatan-kejahatan tertentu juga menyebar melewati batas-batas 

negara, misalnya traffiking dan money laundring. Oleh karena itu, dalarn 

mencegah kejahatan diperlukan ker:jasama masyarakat internasional. 
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Pencegaban yang melibatkan selurnh kelompok masyarakat internasional 

mendorong untuk para ahli huk:um pidana mengembangkan berbagai pemikiran 

mengenai pemidanaan yang tidak hanya bersumber pada nilai-nilai masyaraket 

negara tertentu melainken pada nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh 

masyarakat intemasional. Karena selain kejabatan yang melampaui batas negara, 

globalisasi juga membantu pemikiian dan peraturan intemasional mengenai 

pamidanaan dengan mndab dipelajari dan bahken dipraktekan oleh belahan dunia 

yang lain. 

4.2.1 Pemidanaan dalam Konleks Legalitas dan Living Law 

Pembaman pemidanaan di Indonesia dipangaruhi oleh perkembangan 

pemikiran mengenai pemidanaan. Adanya pemikiran mengenai prinsip-prinsip 

yang berlake dalam buk:um pidana antara lain asas legalitas yang menjadi salah 

satu ciri khas huk:um pidana di Indonesia. Dalam memidana seseorang harus . 

berdasa.rkan pada peraturan peruodang-undangan. Legalitas sangat berpengaroh 

dalam praktek pemidanaan di Indonesia, namun apakah dengan tetjadi perubahan 

dalarn masyaraket, legalitas masih dapat dipertahankan demikian? 

Pemikiran pemidanaan ini juga dapat dilihat dalam sistem huk:um pidana 

yang berlaku dalam masyaraket itu sendiri. Karena karakter masyaraket yang 

berbeda dengan masyarakat yang lain, misalnya perbedaan budaya dan agama 

atau faktor yang laln seperti wilayah, dapat menyebahkan berbedanya sistem 

pamidanaan. 

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, Indonesia Ielah menjadi negara 

yang umumnya tennasuk dalam kstegori keluarga huk:um eropa kontinental. Kitab 

Undang-undang Huk:um Pidana yang diganaken sekanmg merupekan kodifikasi 

huk:um pidana peninggalan masa pemerintahan Hindia Belanda, yang merupakan 

kodifikesi kelompok keluarga buk:um pidena eropa kontinental. 

Sistem huk:um eropa kontinental atau civil law system merupakan sistem 

hukum dengan prinsip utama bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat 

karena diwujudkan dalarn peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan 
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tersusun secara sistematika didalam kodifik:asi atau kompilasi tertentu."'' Hal ini 

sangat penting karena nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian 

hukum. 153 Adanya pengakuan terhadap kebiasaan-kebiasaan, selama hukum ada! 

ataupun hukum agaroa yang hidup dan diterima sehagai hukum oleh masyarakat 

tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. 

Pengaruh pemikiran berdasarkan sistem hukum pidana eropa kontinental 

ini membawa dampuk kepada ahli-ahli hukum pidana Indonesia, dimana mereka 

berpendapat bahwa undang-undang merupakan sarana yang tepat untuk 

menyatakan suatu norma hukum secara pasti, yang akao berlaku bagi seluruh 

ml~SJ'l~I3l<at, disamping masalah-masalah pemikiran hukum pidana yang lain. 

Dengan demikian validitas suatu norma hukum pidana akao ditentukan pada 

for:malisasi dan legalisasi norma tersebut dalam suatu lembaga legislatif. 

Namun demiltian, Dalam prak!ek hukum pldana di Indonesia, masih 

terdapat delik adat yang termasuk kelompok keluarga hukum pidana tradisional 

dan juga hukum pidana agaroa khususnya hukum pidana islam yang masih 

berlako ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 

Undang-Undang No. 04 tahun 2004 tentang Kekoasaan Kehakiman, bahwa: 

"Hakim wajib menggali, mengikati, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

keadilan yang hidop dalam masyarakat" Dengan demikian masih terdapat 

kebarusan untuk menilai perbuatan mana yang hagi masyarukal merupakan 

perbuatan tercela (merupukan suatu perbuatan jahat menurul petspektif ada! dan 

atau agaroa) walau perbuatan tersebut belum tertuang dalam pernturan furmil. Hal 

ini tentunya berdampak pada azas legalitas yang masih diannt dalam KUHP yang 

sementarn berlako saat inL 

Pasal I KUHP yang bersumber dari istilah Latin: "Nu/lum delictum nulla 

poena sine praevia legi paenali ", yang di teijemahkan sebagai "~Suatu perbuatan 

tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan porundang-

"'Yesmu Anwar & Adang, Op. Cff., him 92 
253 Ibid 

I 
' 
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undangan pidana yang telah ada." Atau dengan singkat : "Nullum crimen sine 

lege stricla", yang berarti : "tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas'.>54 

"Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poena/it' pertarna kali 

disampaikan oleh Paul Johann Anselm Von Feuerbach (1775 sld 1833) dalam 

bukunya ''Lehrhuch des peln/ichen Recht" pada tabun 1801. Pengertian ini 1ahir 

karena Feurbach melihat adanya kesewenaug-wenangan dalam memberikan 

hukuman kepada warga negara o1eh pemerintab. Oleh karena semangat ini dan 

untuk menghindari kesewenaugan tersebul., maka perlu terlebih dahulu adanya 

undang-undang yang menyatakan dengan tegas suatu perbuatan dilamng apabila 

dilakukan atau tidak dilakukan, dan undang-undang ini tidak boleh berlaku surut. 

Seseorang dapat dipidana apabila tindakan tersebut telah lebih dahulu 

dinyatakan dalam undang-undang dapat dipidana, apahila orang tersebut 

melakukan perbuatan itu. Pasal 1 KUHP mengaodung asas-asas : 

a. Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan pada pemturan­
pemturan tertulis (undang-undang dalam arti luas). Dengan perkataan 
lain ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu (daripada tindakan 
tertentu} dalam peraturan tertulis. 

b. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas kedua ini adalah 
merupakan makna atau amanat dari ketentuan "ter1ebih dahulu". 

c. Dilarang menggunakan analogi, dalam penera~ hukum pidana Asas 
ini merupakan makna dari "peraturan tertulis". 

Pendapat yang tidak jaub berbeda disampaikan oleh Moeljatno. 

Menurutnya, ada tiga pengertian asas legalitas, yakui : 

a. Tidak ada pemuatan yang dilamng dan diancam dangan pidana kalan 
hal itu terlebib dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan 
perundang-undangan. 

b. Uutuk menentukan adanya perbnatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi (kiyas) 

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku snrut. '" 

ti4 Loebby Loqman, Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana 
Jmionesia, makalah dalam seminar Asa&-Asas Hukum Pidana Nasional, Badan 
Pembinaan Hukum NasionaJ bekerjasama dengM Fakultas Hukum Universitas 
Oiponegoro, Semarang, 2004, hfm 2. lihat juga dalam lndriyanto Seno Adji, Prospect Of 
Indonesian Crimfnal Law In The Changing Society,-, him 10 

255 E.Y, Kanter dan S.R Sianlllri, Asas-Asas Hui«Jm Pidana df Indonesia dan 
PeneraJif'.nnya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, him 70 

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, him 25 
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Perbuatan (/eil) bagi Moeljatno juga diberikan pengertian "peristiwa" 

dengan istilah feit itu mengandilllg suatu pengertian sebagai perbuatan yang 

melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun perbuatan yang 

mengabaikan sesuatu yang diharuskan.257 

Tida.k dapat dipidananya seseorang karena perbuatannya tidak. secarajelas 

dilarang oleh peraturan pidana yang ada, merupakan suatu bentuk kepastian 

hukum yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia pelaku tersebut. 

Narnun, bagaimana apabila perbuatan tersebut, walau belum diatur dalarn 

peraturan pidana tetapi telah meresahkan dan membuat masyarakat menderita? 

Apakab seseorang dapat diberikan pidana dengan situasi demikian? Dengan 

konsisten pada asas legalitas maka jawabannya adalab pelaku tersebut tidak dapat 

dipidana. 

Asas legalitas ini diatur juga dengan tegas dalarn pasal 6 undang-undang 

no. 4 tahun 2004 tentang kekoasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi : ''tidak 

seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang 

ditentukan oleh undang-undang". Pasal ini menghendaki agar orang dapat 

dihukum melalui proses peradilan harus berdasarkan pada undang-undang yang 

telab ada terlebih dabulu. 

Perkembangan masyarakat jauli lebih cepat dari perkembangan peraturan 

pidana Extra ordinary crime yang merupakan perbuatan yang menurut moral 

merupakan kejabatan yang layak untuk dipidana, tetapi tidak bisa karena belum 

ada peraturan pidana yang melarangnya Jika mau komitmen terhadap 

penghormatan HAM, maka akan sangat tidak adil jika memberikan hukuman 

yang tidak berdasarkan aturan pidana apapun. Oleh karena itu asas manfaat harus 

digunakan sebagai landasan untuk melakukan hitung-hitungan untung rugi apabila 

melakukan pemidanaan. Standard pertanyaan yang harus diajawab adalab: apakab 

pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tersebut dapat menguntungkan 

masyarakat umum atau tidak? Jika pidana yang dikenakan sama sekali tidak 

mendatangkan kebaikan bagi masyarakat umum, maka pidana tersebut tidak ada 

257 Lihat Loebby Loqman, Op. Cit., him 2. 
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gunanya. Selain mendatangkan kebaikan bagi masyarakat umum, pemidanaan 

tersebut juga harus memperllatikan faktor keadilan kepada terpidana. Kebaikan 

umum dan Keadilan akan menjadi faktor penentu dalam penerapen pemldanaan. 

Kepentingan publik lebih diutamakan daripada sekedar memberikan derita 

yang tidak berguna kepada pelaku Extra Ordinary Crime. Peraturan tertulis itu 

sangat penting, telapi jika tidak ada maka prinsip "manfaaf' yang harus digunakan 

sebagai dasar untuk bertindak terhadap pelaku kejahatan tersebut. Menjadi 

persoalan sekarang adalah bagaimana menentukan manfaat tersebut ? 

Jeremy Bentham mengungkapkan bahwa dalam menentukan apakah 

bennanfaat jika seseoreng dipidana atau tidak, yakni dengan adanya pemahaman 

bersama yang jelas dan tepat mengenai kata ''manfaat" .258 Prinsip sederhananya 

adalah pemldanaan tersebut harus mendatangkan manfaat yang Iebih besar 

daripada akibat perbuatan jahat tersebut. Manfaat yang lebih dihendaki adalah 

pemldanaan itu dapet mendatangkan kebebegiaan yang besar bsgi masyarakat 

banyak. Jika pemldanaan tersebut justru mendatangkan penderitaan. maka sangat 

lidak bsrmnnfaa!lah pemidanaan tersebut. Asas Legalitas bermnnfaat sejaub dapat 

menjamln kebabagiaan sosial. 

Namun dalam penerapan pemldanaan yang tidak dapat komlttnen 

sepenuhnya terbsdap asas legalitas, dengan menggunakan prinsip "manfaaf' akan 

ditentukan pula faktor keadilan bagi terpidana. Prinsip "manfaat" tidak juga dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pemldanaan yang tidak berdasarkan 

pada peraturan pidana yang tertulis. Melainkan dengan menggunakan prinsip 

"manfaat" akan dipertimbangkan terlebih dabulu sumbsr·sumbsr moral yang ada 

dalam masyarakat, apakah dapat dijadikan sebagai alasao yang logis untuk 

melakukan pemldanaan. Sumber·sumber moral yang lain masih dapa! digunakan 

untuk membsrikan sankai kepada pelaku selama perbuatan tersebut menimbulkan 

kerugian. Sanksi ini dapat bersumber dari nonna agama. nonna adat, atau norma 

lain yang berlaku dalam masyarakat. 

Dalam Rancangan KUHP tahun 2008, Ielah terjadi pergeseran makua 

mengenai asas legalitas, seperti terlihat pada pasall Raneangan KUHP tersebut: 

"" Jeremy Bentham, Op. Cit, him 25 
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!. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali 
perbuatan yang dilakukan Ielah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu 
dilakakan, 

2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan 
analogi. 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak mengurangi 
berlakunya hnlrnm yaag hidup dalam masyarakat yang menentukan 
bahwa seseomng patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak 
diatur dalam peraturan perundang uadangan. 

4. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana 
dimaksud peda ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Paneasila 
dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diak.ui oleh masyarakat 
bangsa-bangsa. 

Dalam konsep tersebut kelihatan jelas adanya pergeseran pemikinm 

mengenai asas legalitas ini. Pergesarnn ini menjadi perdebatan para abli hnkum 

pidana, bahwa dengan adanya konsep tersebut, telah tegadi kernunduran dalam 

pemikiran mengenai asas legalltas dengan adanya ayat (3}, yang dapat 

memberikan kewenangan kepeda lembaga peradilao untuk memidana seseorang 

hanya berdasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat, yak.ui hnlrnm yang 

bers!l11lber dari agama atau adat istiadat. Tentu hal ini dapet menimbulkan 

ketidakpestian dan bahkan ketidakadilan. Dengan adanya asas legalitas, 

diharapkan tidak adanya kesewenang-wenangan dalam penuntutan dan 

pemidanaan. 

Untuk menghindari ketidakedilan ini, ada suatu batasan yang jelas dalarn 

ayat (4} yakni mengenai hukum yang bidup dalam masyarakat mernpakan norma­

norma masyarakat yang peda ptinsipnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

Paneasila dan/atau prinsip-prinsip universal. 

Ayat (3) memang mertimbnlkan kontradi.ktif dengan ayat (2) yang tidak 

menghendaki adanya analogi. Dalam menentukan epakah seseorang Ielah 

melakukan suatu perbuatan yaag depat dipidana, sangat tidak rubenarkan untuk 

melakakan analogi. Pidana merupakan tindakan rasional yang diberikan oleh 

negara kepada seseorang yang secara rasional telah melaknkan kejahatan, oleh 

kerena itu untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakakan kejabetan 

harnslah dengan cara yang rasional dan tidak menggunakan analogi-analogi 
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sebagai cara menarik kesimpulan yang keliru. Penggnnaan keyakinan-keyakinan 

dogmatis yang berasa1 dati nonna-nonna ada! dan agama dalam menentukan 

seseorang dapat dipidana atau tidak merupakan penggnnaan yang keliru sejauh hal 

tersebut justru tidak menda!angkan kebahagiaan sosial dan jaminan keadilan bagi 

terpidana. 

Oleh karena itu sangat baik apahila pemidanaan diterapkan seteleh adanya 

peratnran tertulis atau undang-undang mengenainya Peraturan pidana barus 

tertulis lebih dahulu. Dilaiu pihak karena perbuatan yang bagi norma ada! ataupun 

norma agama merupakan perbuatan tereeleh tidak dapat dipidana berdasarkan 

peratnran pidana formil karena kedua norma tersebut tidak tertulis dalam 

peratnran pidana negara. 

Negara Indonesia yang heterogen dalam kouteks budaya dan egaraa 

eendrung untuk konflik dalam pemehaman mengenai aturan pidana, oleh karena 

itu, untuk menghindati hal ternebnt maka huknm pidana sebaikoya tertulis. 

Huknm pidana tidak berlaku suru~ dia berlaku terhitung sejak tanggai 

ditetaPkan ke depan. Dengan demildan pemidanaan (penjatuhan pidana) adalah 

bertentangan dengan kepastian huknm apabila dijatuhkan terbadap suatu 

perbuatan yang dilakulcan peda waktu lampan.. sebelum adanya peraturan pidana 

yang melarang perimatan itu. 

Dalam perkemhangan buknm pidana, asas legalitas ini mendapat 

pengecuallan dengan adanya beberapa kasus yang dinilai sebagai kasus luar biasa, 

antam laiu kasus Born Bali, pelanggaran Hak Asasi Manus!a di Timor Timur dan 

beberapa kasus yang laiu. Bahkan dalam per!<embangan selanjutnya rerdapat 

undang-undang yang menyimpaag dati asas legalitas yang diatur dalam pasal I 

KUHP tersebut (lex specialis derogat /egi generali), misalnya PERPU No. 2 

tahun 2002, yang menjadi Undang-Undang No. 16 tabun 2003. Dalam kasus 

pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sebagaimaoa ditentulran dalam Undang­

Undang No. 39 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM. 

Adanya pemberlakuao asas retroaktif dalam beberapa undang-undang 

tersebut, meounjukan adnnya perubaban pemikiran huknm pidana oleh para 
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ahlinya di Indonesia. Pergeseran pernahaman ini lebih dimaksudkan sebagai 

upaya yang barns ditempuh oleh hukum pidana untuk mewujudkan keadilan. 

Sebagaimana teluh dijadikan sehagai maksud adanya asas Iegaiitas adalah 

untuk menjamin rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana, begitupula dengan 

pergesernn pemaknaan asas legaiitas khusWiya asas retroaktif, adalah somata-mala 

untuk menjamin rasa adil dalam masyarakat. KBrena fungsi hukum pidana itu 

sendiri adalah untuk meqjamin rasa adil baik bagi pelaku maupun bagi 

masyarakaL Dengan demikian pergeseran pemahaman ataupun perubahan 

pandangan mengenai asas retroaktif ini adalah demi kebaikan umum atau demi 

kebahagiaan sosial. 

Harus ada suatu pertimhangan keadilan terhadap masyarakat dan terhadap 

pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Pertanyaan panting yang selalu 

barns ditanyakan •dalah apakah perbuatannya telah mengakihatkan penderitaan 

bagi masyarakat atJru tidak. Jika jawabannya adalah "iya", ditanyakan kemudiao 

apakah hukum pidana diperiukan untuk menyelesaikan penderitaan yang dialami 

oleh masyarket ternebut? 

Dalam penyelesaian penderitaan yang dialcihatkan oleh suatu perbuatan 

jahat, tidak hanya didominasi oleh hukum pidana, melainkan ada berhagai norma 

lain yang ada dalam masyarakat yang turut berperan penting dalam 

menyelesaikan masalah tersebut, dan seringkali penggunaan norma lain selain 

hukum pidana lebih memberikan rasa adil bagi masyarakat tersebut. Dalam 

penaatan terhadap asas ultimum remedium. hal ini tentu tidak menjadi persoalan. 

Selain hal tersebut, kebanyakan perbuatan yang dikategorikan tidak 

meoyenangkeo bagi masyarakat be!um secara formal dalam bentuk hukum pidana 

positif atau belum diatur dalam peraturan hukum pidana tertulis. Namun karena 

perbuatan itu secara moral Ielah tidak mengenakan karena telah menyentuh 

norma-nonna yang ada dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa menderita 

dengan adanya perbnatan tersehut. Oleh karena itu hendakuya penegak hukum 

dapat menggunakan norma selain hukum pidana untuk memberikan rasa adil hagi 

masyarakat dengan mengganakan nonna-norma yang ada misalnya norma adat 

atau norma agama. 
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Dalam konteks yang sama, ketika kemudian diberlakukan hukum pidana 

yang mengatur perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang dilarang karena 

mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat, apakah peraturan pidana dapat 

diberlakukan bagi pelaku tindllk pidana yang melakukannya sebelum adanya 

peraturan itu? Jika banya semata-mata demi formalitas suatu asas non retroaktif, 

maka jawabannya tentunya "tidak dapat". Pelaku tersebut tidak dapat dituntut 

ataupun dimintai pertanggungjawaban melalui pemidanaan. Alasan yang selalu 

digunakan sebagai pembanaran terhadap berlakunya asas non retoaklif adalah rasa 

keadllan dan hak asasi dari pelaku tersebut. Dititik lain tidak dipertimbangkan 

mengenai kenikmatan yang diperoleh dan dirasakan oleh pelaku tersebut akibat 

perbuatannya yang berlangsung seiring dengan penderitaan yang dialami oleh 

masyarakat akibat adanya perbuatan tersehut. 

Apehila kita hendak melibat penderitaan yang dialami oleh masyarakat, 

maka asas non retroaktif akan tidak seeara kaku diberlakukan. Masyarakat (dalam 

hal ini diwakili oleh nepem) dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku yang 

melakukan perbnatan yang tidak mengenakan berdasarkan peraturan perundang­

undangan pidana yang berlaku lebih kemudian daripada waktu teljadinya 

perbuatan yang dilarang tersebut. 

Namun asas retroalrtif ini dapat dilakakan sejauh demi kebabagiaan sosial 

dan berdasarkan Pancasila. Sehingga apahila ketika undang-undang mengenai 

perbnatan tersebut diberlakukan, masyarakat tidak lagi merasakan penderitaan 

yang dlakibatkan oleh perbnatan itu. dan pelaku sendiri tidak mendapatkan 

kenikmatan atau kebabagiaan dari perbuatan yang dilakukannya, maka 

pemidanaan terhadap pelaka menjadi sia-sia. Pemidanaan yang di!akukan tanpa 

dasar tersebut banya menjadikan undang-undang tersebut sebagai sarana balas 

dendam, alllu karena rasa antlpati. Hal ini tentu tidak baik dalam pamidanaan 

sebagai upaya pemberian rasa adil kepada pelaku dan masyarakat 

Dalarn pembaruan pemidanaan saat ini memang sudah bermanfuatlah 

dilakukan pergeseran makna mengenai asas retroaktifitu sendiri. Walau memang 

masih dibatasi pada bebempa peraturan peruadang-undangan antara lain undang­

undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tentunya hal ini sangat berkaitan 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



165 

dengan semangat yang tetjadi pada ahli hukum pidana, yang mencoba melihat 

manfaat pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alternatif 

lain dalam menyelesaikan masalah pidana. 

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang memang dalam 

kenyataan memiliki berbagai perbedaan sebingga perlu untuk menyatakannya 

dalarn suatu semboyan "Bhineka Tunggal /ka", membawajuga pemikiran hukum 

yang plural atau lebih dikenal dengan istilab P/uralisme Hukum. Pluralisme 

hukum ini memang melihat babwa hukum yang berlaku dalarn masyarakat tidak 

bersifat homogen atau satu jenis melainkan ada berbagai jenis. Dari segi sistem 

bukum, selain hukum pidana yang dipengaruhi oleh sistem hukum eropa 

kontinental, hukum ada! dan hukum agarna juga masih hidup dan berlaku dalarn 

masyarakat Indonesia. 

Dalarn sejarab hukum di Indonesia, asas .legalitas sepertinya tidak dapat 

diterapkan tanpa adanya pengecnalian dan penyimpangan. Hal ini dikarenakan 

masih dibuka kemungkinan dapat dipidananya seseorang berdasarkan pada hukum 

yang hid up dalarn masyarakat (living law) yang bisa bersumber baik dari hukum 

adat, kebiasaan., atau agama Walau dalam kenyataan living law tersebut tidak 

pernah diatur secara tegas dalam KUHP. 

Pengaruh ajaran agama atau adat istiadat dalam masyarakat sangat kuat, 

sehingga dorongan untuk. menggunakan peradilan adat atau agama untuk 

menyelesaikan persoalan yang bagi masyarakat merupakan perbuatan dwjana259 

lebih dikehendaki sebagai upaya pemenuhan rasa adil bagi masyarakat. 

Dalam pemikiran hukum pidana, masalab legalitas dan hukum yang hidup 

dalam masyarakat seting bertentangan satu dengan yang lainnya. Sebenarnya 

pertentangan ini justru harus tetjadi pada saat proses legitirnasi hukum tersebut. 

Pada proses ini perdebatan politis yang lahir dari berbagai kepentingan yang 

berlandaskan pada pemabaman nilai moral dari masyarakat yang plural untuk 

259 Pengertian extra ordinary crime, yakni perbuatan yang bagi masyarakat umum 
merupakan perbuatan durjana atau kejahatan karena melanggar norma adat atau 
agama, sehingga pelaku pantas untuk dituntut dan dipidana, walaupun kejahatan itu tidak 
disebut dalam undang-undang. Lihat Moeljatno, Op. Cit.,hlm 24. 
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diterima menjadi suatu konsep yang akhimya ditetapkan sebagai konsensus 

hukum dalam bentuk hukum positif. 

Dalam proses legislasi ini hukum dimaknai sebagai moral dominan dalam 

konklusi politik karena hukum itu sendiri merupakan norma moral yang Ielah 

diuji dengan perdebatan demokratis oleh lembaga legislatif agar dapat diterima 

sebagai norma moral bersama seluruh masyarnkat. Namun dalam kenyataan 

perbedaan dan bahkan perdebatan ini masih terus barlaajut dalam kehidupan 

masyarakat padu saat undang-undang tersebut dijalanken. 

Kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat entah lrelompok 

kerena kesatuan agama atau budaya tetap mempertahanken norma moral 

kelompok masyarakat tersebut sebagai suatu norma yang dianggap paling baik 

dibandingkan dengan lainnya, padahal belum tentu dernikian, karena masih perlu 

diuji secara rasional dan inklusifitasnya Karena anggapan tersebut, konflik 

dogma sering le!jadi dalam kehidupan mas)'llrakat heterogen seperd di negara 

Indonesia ini. 

Dalarn kenyataan inilah ploralisme dapat diterima sebagai suatu paham 

yang dapat digunakan untuk menghindari konflik dogma tersebut. Pluralisrne 

dianggap sebagai norma-norma moral yang berbeda seeara praktis antara satu 

kelompok masyarakat dengan lainnya, dan norma moral ini dianggap barlaka o!eh 

kelompok yang meyakininya sebagai sesuatu yang henar selain hukum nasional 

yang telah ada dan ditetapban terlebih dahulu. 

Masyarakat meyakini. norma-norma moral diluar norma hukum yang adu 

karena masyarakat merasa terlindungi atan setidak-tidaknya kepemingannya 

rundah terpenuhi apahila dia berpegang teguh peda nilai moral tersebut walau 

itupun dapat bertentangan dengan hukum positif saat ini. 

Darnpak lain yang menyebahban ploralisme adalah, ketidakpereayaan 

mas)'llrakat terhadap sistem pemidanaan yang bagi sebagian penduduk merupakan 

tindakan yang tidak tepat yang dilakukan oleh negara. Seseorang yang menenri 

seeker a yam jan tan milik kepala desa dihukum oleh pengedilan negeri selama satu 

tahun penjara Sedangkan seomng anggota legislatif yang telah terbukti dan 

meyakinban menerima snap dan melakukan korupsi rniliaran rupiah, dihukum 
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juga selama satu tahun penjara. Tentu hal ini belum tentu selaras dengan salah 

satu prinsip proporsional pemidanaan sesuai dengan ajaran Jeremy Bentham. 

Kejahatan yang dianggap lebih besar dibandingkan dengan yang lain seharusnya 

mendapatkan hukuman yang lebih besar, hal ini per!u !<arena demi tetap 

efektifuya pidana tersebut. 

Oleb kareua adanya peristiwa demikian tentunya pilihan norma mota! 

masyaral<a!. terbadap norma lain selain ru>rma hukum untuk saat ini tidak dapat 

dlsalahkan. Dalam realitos masyarakat yang mayoritas mnslim menganggap 

koruptor lriliunan rupaih hams dihukum dengan potong Iangan atau sejenisnya 

merupakan tindakan yang tepat untuk k~ahatan tersebul Daripada banya dipidana 

satu tahun penjara yang bagi masyarakat merupakan putusan yang tidak adil jika 

dibandingkan dengan orang yang mencuri ayam kepala desa. Pilihao pidana 

berdasarkan norma agama dan atau dangan norma adat olen masyarakat manjadi 

semakin knat dikala pidana berdasarkan norma hukum yang ada sudah semakin 

melemah. Seharusnya legislator melihat kecendrungan ini, dan membawa alasan 

ini sebagal salah satu alasan utnuk diukannya pembaruan terhadap sistem 

pemidanaan tersebut 

Hukum yang hidup dalam masyarakat memang dapat dijadtkan sebagai 

alasan untuk memberlakukan peuridanaan. Sebagaimana disampaikan oleb Jeremy 

Bentham bahwa peuridanaan merupakan penderitaan yang tentunya penderitaan 

ini tidak banya bersumber pada hukum pidana negara me!alnkan dapat bersumber 

dari norma~noxma yang lain. Sumber pemidanaan sama dengan sumber 

penderitaan.260 Penderitaan ini bersumber dari sanksi-sauksi fisik, politis, mota! 

dan agama. Apabila secara spontan sekelompok masyarakat menolak prilaku 

seseornng karena tidak mengenakan pemsaan masyarakat maku orang tersebut 

260 ~Now this same suffering, if inflictad by the law, wili be what is oommonJy ca/fed 
a punishment"'. Uhat, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Bab 3 
Point VJU. Perkembangan motiVasi sanksi Bentham, sebagai jawaban terhadap beberapa 
kejahatan, terah dfuraikan dalam beberapa bukunya, yaitu Fragment an Government and 
A Comment an the Commentaries, mengenai tiga sanksi yakni politik, moral dan agama. 
Kemudlan dalam An fntroduction to the Principles of Moral and Legislation, sanksi yang 
ke empat yakni sanks~ fisik. Dan yang terakhir Deontology pada tahun 1814, dengan 
pembahasan mengenal "Sympathy"; yang diklasifikaslkan sebagai sanksi yang ks lima. 
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menerima sanksi sosial yang bisa didasarkan pada pemahaman moral dari adat 

istiada~ begitupula dengan seseorang akan dianggap berdosa oleh sekelompok 

orang yang tergabuog dalam suatu agama kerana melanggar norma yang ada 

dalam agama tersebut Orang berdosa ini akan diberikan sanksi berdasarkan 

norma agama tersebut. 

Menjadi persoalan yang sangat penting adalah menentukan apakeh suatu 

perbuatan dapat diketegorikan sebagai perbuatan pidana dengan mengguaakan 

norma adat atau norma agama, sedangkan dalam kedua norma tersebut belum 

diatur secma tegas mengenai perbuatan mana yang diketegorikan pidana dan 

layak untuk dipidana. Ten.tunya persoalaa ird akan semakin ntmit apabila ldta 

mengguuakan "asas manfilat" demi kebaikan umum. Dalam kllsus yang demildan 

diperlukan penegak hukum untuk jeli melihat persoalan ini. Oleh karena itu 

prinsip peoggunaan asas manfaat dalam konteks pluralisme dan living law hams 

ada batasan yang sangat jelas seperti yang diamanatkan dalam Rancangan KUHP 

Tahun 2008, pasall ayat (4). dimanaliving law dapat digunakan sepanjang sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui 

oleh masyarakat bangsa-bangsa. 

Prinsip-prinsip irdlah yang seharusnya diperjelas oleh legislator sebagai 

acuan dalam pidana pralrtis nantinya. Prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai 

Pancasila merupakan batasan atau standard yang digunakan untuk membatasi 

tindaken pem.idanaan yang bisa saja tidak mendatangkan kebahagiaan atau bahken 

keadilan sahagaimana dipabam.i dan diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. 

Dengan dem.ildan sangat perlu juga untuk memaham.i nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat yang bersurnber dari norma-norma sosial tersebut antara 

lain norma adat dan norma agarna. Kedua norma ini sangat mempengaruhi 

penerapan pem.idanaan di Indonesia, sehingga tidak mengherankan apabila 

perancang memasukan dalam pasal I J ayat (2) Rancangan KUHP tahun 2008 

yakui : "untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut 

dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga 

bersillrt melawan hukem atau bertentangan dengan hukem yang hidup dalam 

masyarakat". 
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Dengan adanya pasal terscbut dapat ditegaskan hahwa suatu tindakan 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut juga 

bertentangan dengan norma-norma yang hidup da1am masyarakat atau yang 

disebut sebagai living law. Namun ada catatan yang jelas hahwa akibat dari 

pemberlakuan living law tersebut barns tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

Paru:asila. 

4.2.2 Pemidanaan berdasarkan Norma Agama dan Ada I 

Hukum merupakan proyeksi nilai-niJaj yang ada dalam masyarakat, 

ketaatan terhadap hukum karena adanya kesadaran hahwa hukum itu berasal dari 

masyarakat itu sendiri. Jika hukum posilif 1idak berasal dari nillU-nillU yang hidup 

dalam masyarakat, maka semakin dipakaakan hukum tersebut akan semakin tidak 

efek1if. 

Hukum positif bukan merupakan satu-satunya norma yang mengatur 

mengenai prilaku manusia_ Masih ada oonna adat dan agama serta kebiasaan yang 

menjadi sumber norma moral bagi masyarakat tersebet, termasuk juga menjadi 

sumber hukum posi1if. Semua norma ini merupakan pedoman prilaku bagi setiap 

anggotanya demi kebahagiaan masyarakat. Norma-norma ini menghendaki 

adanya keharusan bagi setiap anggota masyarakat untuk menaatinya. Haropir 

semua hal diatur oleh norma-norma tersebut, sehingga masalah tertentu yang 

menjadi masalah norma tertentu dapat juga menjadi masalah norma yang lain. 

Misalnya masalah pencurian, dimana selain norma agarna dan adat melarangnya, 

norma hukum juga melarang pencurian. Dan masih hanynk hal lain yang diatur 

oleh lebih dari satu norma. 

Norma-norma tersebut merniliki perbedaan dalam mengikat se1iap 

anggotanya_ Norma hukum lebih jelas dan tegas dalarn menegnkannya_ 

Sedangkan norma yang lain dapat dianggap lebih tidak kuat mengikatnya. Norma 

bukum akan menakankan kepada masyarakat untuk menaati norma hukum 

tersebut, karena apabila teijadi pelanggaran terhadap norma hukum, pelnkunya 

dapat diberikan hukumen oleh negarn tanpa perlu adanya persetujuan dari pelaku 

tersebut. Sedangkan oorma moral lainnya, seseorang lebih bebas untuk bertindak, 
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hanya hati nu.r.minya dan atau juga tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap 

norma yang menjadi alat kontrol. Apahi!a dia rnelanggar norma moral tersebu~ 

dia tidak mendapalkan hukuman dari negara, melainkan pelaku tersebut hanya 

mungkin merasa tldak tentram dalam dirinya karena telah melakukan kejahatan 

atau dosa. Mungkin pelaku pelanggaran terhadap norma moral selain hukum akan 

dikucilkaa olah masyarakat sekitarnya, tetapi pelanggaran norma moral yang 

bersumber dari hukum adat atau agama tidak dapat dijadikan alasan amu dasar 

untuk memidana pelaku tersebut berdasarkan norma hukum oleh negaru. 

Tetapi norma-norma ini hidup dan berkemhang dalam masyaralcat. Dalam 

pembaruan pemidanaan, norma-norma yang ada dalam masyaralcat ini juga sangat 

mempengaruhi dalam melaltukan pembaruan tersebut. 

Penduduk Indonesia yang be!jumlah lebih dari 210.000.000 jiwa yang 

tersebar dalam kurang !ehib 13.667 pulau. yang terbagi dalam 300 sukufsub suku 

dengan menggunakan kurang lebih 250 babasa dan dialek masing-masing. 

Dengan demikian sudah sepan1asnyalah Indonesia memi!iki semboyan Bhineka 

Tungga/Ika 

Masyaralcat Indonesia sebagai masyarakat heterogen yang selain tunduk 

pada nonna-norma hukum positif negara, mereka juga terbagi dan tunduk pada 

norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyaralcat. Pengarub 

hukum adat dan hukum islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia membawa 

dampak terbadap penegakan hukum nasional yang kebaoyukan dipeugaruhi oleh 

sistem hukum eropa kontinental. 

Nilai-ni!ai yang hidup dalam masyarukat yang telah diyakini sebagai 

priluku yang dapat membabagiakan seluruh masyarukat telah diangkat menjadi 

ni!ai-ni!ai hukum pidana yang sesuai deogan perkeutbaogao masyarukat itu 

sendiri dan telah dibahasakan dalam undang-uodang hukum pidana, tentunya 

undaog-undaog hukum pidaoa tersebut akan membawa dampak kebahagiaan bagi 

seluruh masyarakat. 

Masyarakat sela!u menilai pemidaoaao dengan herbagai macam sudut 

pandang yang dipengaruhi oleb ni!ai-nilai moral yang ada dalarn masyarakat. 

Dogma agama yang !ebih cendnmg pada retributivisme ukao mempengaruhi 
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pemeluk agama tersebut untuk menganggap bahwa pemidanaan itu harus bersifut 

retributif, begitu pula dengan yang beraliran utilitarian. 

Hukum pidana ada! yang bersumber dan berdasarkan pada nilai-nilai ada! 

mempunyai em:a penyelesaian masa!ah pidana yang dapat berbeda jauh dengan 

hukum pidana nasional yang bersumber pada Wetboek Van Strqftrecht (KUHP). 

Hal ini tidak jauh berbeda dengan bukum pidana islam, yang tentunya memiliki 

formalisasi yang sangat berbeda dengan KUHP tersebut 

Agama dalam arti sempit; adalah hubungan antara Tuhan dan manusia 

Hubungan itu mengadung kewajiban-kewajiban terbadap Tuhan, sebagai cinta 

terhadap Tuhan. 261 Di Indonesia, terdapat lima agama yang diakui disamping 

berbagai aliran kepercayaan. 262 Namun agama Islam merupekan agama mayoritas 

atau dipeluk oleh kebanyakan warga negara Indonesia. Selaiu sebagai agama 

mayoritas, agama Islam memiliki norma hukum yang teratur dan memililti jel1iang 

si:fi!t mengikat yang berbcda 263 Semua peraturan daJam Hukum Islam merupekan 

rumusan yang berdasarkan pada kebendak atau wehyu Allah (Theosentris). Oleh 

karena itu hukum Islam bersumber pada AI Qur'an dan Snnna Nabi (hidup dan 

ajanm nabi sebagaimaoa ditemukan dalam trlldisi atau Hadith). Selaiu itu hukum 

Islam juga bersumber dati Idjma yakni aturan yang disepakati umat Islam. Bahkan 

ldjas (analogi) pun <lirujuk sebagai sumber hukum. 

AI Qur'an merupekan !Gtab Suci umat Islam, dan sebenarnya bukan 

merupukan kategori kitab hukum pidana. Namun deruikian, terdapet banyak ayat 

dalam AI Qur'an yang berhubungan dengan hukum. Sunnah merupakan perkatau 

dan perbuatau serta segala sesuatu yang disetujni oleh Nabi Mulnunmad SAW. 

Hadits sendiri berarti segala hlkayat atau pembicaraan yang digunakan dalam 

meriwayatkao segaia sesuatu tiodak tauduk Nabi Muharnad SAW. Dengan kata 

261 L.J. Van Apetdoom, Pengantar llmu Hukum, Pt Pradnya Paramita, Jakarta, 
1996, him 22 

w Ag.ama yang dlaklri di Indonesia : Islam, Knsten Katollk, Kristen Protestan, 
Hindu, dan Budha. Dan beberapa aliran kepercayaan seperti Khong Hu Chu, Kejawen. 
Dayak Khayangan dan lain-lain. 

263 Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membala Keadllan, 
Kanlsius, Yoky-rta. 2009, him 42 
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lain Sunnah merupa.kan contoh perbuatan Nabi yang diambil sebagai hukwn 

karena adanya suatu hadils. 

Dalam pembaruan pemidanaan, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

termasuk nilai-nilai agama digali untuk dijadikan sebagai norma pemidanaan yang 

terintegrasi di dalam sistem hukum nasional, sehingga berlaku tidak hanya bagi 

golongan agama tertentu melainkan bagi seluruh rnkyat Indonesia. Hal ini 

dirnsakan perlu !<:arena pemidanaan yang ada, yang bersumber dari KUHP warisan 

?m:nan kolonial yang dirasa ketinggaian zaman dan tidak sesuai dengan nilai-nilai 

yang hldup dalam masyarakat miaainya nilai-nilai agBilla dan adat istiadaL 

Pengintegrasian dan menjadikan norma agama menjadi norma hukum 

positif, memerla.kan suatu konsensus dalam hukum pidana. Tentunya norma 

agama ini tidak seralus person (100%) dapat dijadikan sebagai norma hukum 

positif yang mempnnyai sifirt daPat dipeksakan kepeda seluruh. Y aog perlu 

dilakukeo dalam konsensus ini adalah pembabasaan yang sesuai dengan semangat 

negara yang bhineka. Seni perundang-nndangan dengan pongganaan kalimat yang 

tepat terhadap hukum piduoa yang ber:sumber dari norma agama taopa 

mengurangi substansi yang dimaksud akan sangat membantu efektifuyn 

pemidanaan tersebut. 

Lebih dari itu, panggalian terbadap nilai-nilai agama untuk dijadikan 

sebagai norma pemidanaan sebagai bagian dari hukum nasional, maka perlu untuk 

ditegaskan kembali bahwa, nilai-nilai agama yang diangkat adalah nilai-nilai yang 

benar-banar dapat melindungi seluruh masyarakat taupe terkeeuali dari kejabatao. 

Dan nilai-nilai rersebut benar-benar dapat meningkatken kebabagiaan sosial atau 

kesejahteraan umum, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan 

nilai-nilai universallahmya. 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam perkemhangan nilai 

agama adalah: apakah seseorang dapat dipiduoa kerena pindah agama/murtad? 

Atau dapatkah seseornng dipiduoa karena keyukinannya rerhadaP Tuhan yang bisa 

saja berbeda dengan keyakinan ki!a? 
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Kasus yang dialami oleh Lia Eden, Ahmadiyah dan lain sebagainya 

merupakan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan berngama. 264 Dengan 

Rancangan KUHP yang ada, tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai 

penghinaan terbadap agama yang sah; menghina keaguangan Tuban; menodai 

atau merendabkan rasul, nab!, ldtab suci dao ajarnn agama; penghasutan untuk 

meniadakan keyaldnan terbadap agama; dan lain sebagainya. 

Apakah yang barus kita lakukan, apabila terdapat bebernpa omng diantara 

kita yang sama sekali merailiki keyakinan yang berbeda dao merailiki cara yang 

sangat berbeda? Cara dao keyakinan mereka telah menyerang dao meayakitkan 

batin, Ielah menjadikan kita tidak tenang dao mernsa kita lebih benar dan suci 

serta ldta merailiki bak untuk menghentikan mereka yang berbeda keyakinan 

daogan menggunakan hukum pidana. 

Apakah kita hams belajar untuk sadar dao lebih terbuka lagi terbadap 

kebhlnekwn yang setiap saat terjadi? Alan kita akan menutup diri dengan 

keyakinan-keyaldnan dao dogma-dogma teologi yang tidak kontekatanl dao 

berwawasan bhineka? P'idaoa ditujukan bagi pelaku kejabetan yang secara 

rasional dapat dibuktikan bersalah, bukan karena alasan-alasan teologi yang 

bersifat dogmatis, yang hanya dapat dipertanggungjawabkan di akhirnt nanti 

dalarn pengadilan surgawi. "Ketika orang bijaksana menunjuk bulan, semua orang 

dungu akan melihat jari''265
• Jangan sampai kita tidak melihat Tuban dengan 

segala kebaik:anNya, malah memperdebatkan dan berperang demi jari telunjuk itu. 

Sungguh sangat berbabeya apabila memidaoa seseorang hanya untuk 

keayamanan dao kebanggaan atau hanya untuk keyaldnan dan kepercayaan 

dogmatik penegak hukum itu sendiri atau kelompok tertentu, dan atau hanya 

untuk meredakan perasaan negatifterhadap pelaku kejahatan.'"" 

Kesimpulannya bahwa nilai-nilai agarna dapat diangkat dalam norma 

huk:um pidana nasional sejauh nilai~nilai agama tersebut dapat mencegah 

"' lihat Rancangan KUHP tahun 2008, Pasal341 s/d Pasal348 
m Anthony De Mello, Awamess. Butir-Butir Mutiara Pencerahan, PT Gramedia 

Pustal<:a Ularoa, Jakarta, 2005. him 214 
""Balldingl<:an dengan Anthony De Mello, Ibid, him 319 
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kejahatan, dapat meresosialisasikan rerpidana, dan terlebih dapat meningkatkan 

kesejahteraan umum sebagai bentuk kebahagimm sosial. 

Dalam konteks adat, kewajiban-kewajiban moral yang bersumber dari 

kebiasaan atau adat istiadat dapat diangkat menjadi norma hulrurn pidana na.sional 

sejauh dapat mendatangkan kebahagiaan sosial. Penggalian nilai-nilai dalam 

masyarakat dan diangkat menjadi norma hulrurn pidana nasional relah 

menegaskan kembali bahwa hukom sebagai proyeksi nilai moral masyarakat. 

Hukom itu merupaksn proyeksi prilako positif yang mengakibatkan meoingks1nya 

kebahagiaan sosial. Masyarak.at akao dengan mudah tunduk pada hukom yang 

mereka kenai dengan bail<, dan hulrurn itu sebagai bagian yang tak terpisahkan 

dalam sejarah hidup masyarakot, karena hukom itu hidup bersama masyarakat 

Sejak ern reformasi, informasi mengenai beraneka ragarn ada! i!!liadat di 

Indonesia menyebar sangat luas bagai pepatah hukum dari Batak-Toba : "muba 

tana muba duhut-duhutna, muba luat muba uthumna"?67 Dl beberapa daerah di 

Indonesia, masih rerdapat ketentuan-ketentuan hukom yang tidak rertulis, yang 

hidup dan diakni sebagai hukom di daerah tersebut. Dan pelanggaran terbadap 

hukom ada! ini dapat diberikan sanksi pidana ada!. 

Orang mulai melihat bahwa kekayaan budaya tidak banya mengenal Ulrian 

ada! terrentu, misalnya Ulrian Jaipeng dari Suku Sanda atau tarian Maengket dari 

Minahasa, dan lain sebagainya, melainkan orang mulai melihat bahwa dalam 

kehidupaa masyarakat terdapat kearifun-kearifan lokal yang sangat berman:faat 

bagi kepentingan umum. Kearifao-kearifun lokal ini sangat berkaitan dengan adat 

masyarakal setempat 

Perkembangan ploralisme seperti yang digambarkan diatas, juga 

membawa dampak pentingnya hulrurn ada! dijadikan sebagai pertimbangan dan 

bahkan dasar untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di dalam 

masyarakat. Selain itu dalam mengadili suatu persoalan kasus tertentu, barns 

diperbatikan apakah kasus rersebut menyangkut masalah adat atau tidak? Hal ini 

sangat bennanfaat dalam pengambilao keputusan, karena hakim dapat juga 

'1ffl "lain tanah lain rumput, lain daerah lain hukum" lihat dalam catatan kald LJ, 
Van Apeldoom, Op. Cit., him 32 
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memberikan pidana berupa pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat 

setempat. 

Perlunya sanksi pidana "pemenuban kewajiban ada!'', karena pengadilan 

hanu; menghargai nilai dan nonna yang hidup dalam masyarakat setempat masih 

tetap dilindungi, sehingga dengan sanksi tersebut diharnpkan rasa keadi!an yang 

hidup dalam masyarakat adat masih dijamin. Upaya pernenuban rasa adil bagi 

masyamkat loklllladat yang masih memegang tegub hukum adat, mempengaruhi 

pemidanaan, sehingga pidana adat harus dimasukan sebagai bagian dari hukum 

pidana nasional. 

4.2.3 Pemidanaan berdasarkan Norma Universal 

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia, oleh karena itu 

parubahan yang terjadi di dunia ini akan juga mempengaruhi perlcembangan yang 

terjadi di Indonesia. Tidak menutup kemunglcinan perubehan ini akan 

mempengaruhi perubahan pemidanaan di Indonesia.. 

Modemisasi dan glohalisasi yang dilihat sebagai bagian dari proses 

perubahan dunia, membawa alclbat adanya suatu komunilcasi dan interaksi 

berbagai nonna yang ada di dunia ini. Semua norma ini saling menilai dan saling 

berinteraksi, sehingga dalam dunia modern saat ini, mengadopsi norma hukum 

negara lain menjadi norma hukum negara sendiri merupakan hal yang wajar. 

Dengan kata lain, legislator sering melalrukan kajian dan menilai bahwa suatu 

aturan hukum yang bersumber dari negara lain dapat dijadilcan sebagai aturan 

hukom yang berlaku di Indonesia karena aturan hukum tersebut dianggap dapat 

mendntangkan kebabagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Norma-norma hukum yang bersumber dari negara a<ing juga mengalami 

pembaruan seiring dengan perkembangan jaman. Misalnya Wetboek Van 

Strafrecht negara Belandn yang telah berkali-kali dilalrukan pembaruan. 

Pembaruan pemidanaan secara universal karena dipengaruhi oleh berbagai macam 

pandangan yang mendasarinya Ielah mengalami perkembangan atau perubahan 

yang sangat berarti. Misalnya adanya neoretributivisme dan neoutilitarianisme. 
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Se!ain adanya perubahan pandangan yang menjadi dasar pemberlakuan 

suatu sistem pemidanaan, secara universal telah terjadi pengakuan dan 

penerimaan terhadap konsep Hale Asasi Manusia. Indonesia sebagai bagian dari 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan kesadaran moral universal 

menerirna Declaration Of Human Rights sebagai norma moral yang patut un!uk 

ditaati. Dengan demikian berbagai macam perangkat HAM yang merupakan 

norma-norma universal diterima dan diratifikasi oleh negara Jodonesia unmic juga 

dibarlakukan di negara ini. Penerimaan dan ratifikasi membawa akibat perlunya 

untnk melakukan pembaruan pemidanaan yang lebih memperbatikan aspek 

perlindungan hale asasi terpidana. 

a. Perkembangan Retributivisme Dan UtilitarianiBme 

Retributivisme dan utilitarianisme merupakan dua pemikiran hukum yang 

sangal herpengaruh dalam perkernbangan pemidanaan di dania. Pernik:iran­

pemikiran Immanuel Kant dan Jeremy Bentl!am selalu mewarnai landasan 

filosofis dalarn menentnkan norma-norma moral untnk dijadikan sebagai norma 

positif dalam konteks pemidanaan dari suatu negara. 

Kadua pendangan ini tentunya sangat panting dalam pembaruan 

pemidanaan di lodonesill. Akan sangat bermanfaat apahila legislator dapat 

memahami kodua pandangan ini dalam rangka pembaruan pemidanaan, karena 

kodua pandangan ini alean sedikit banyale mempengaruhi setiap pasal-pasal 

mengenai pemidanaan yang ada dalarn rancangan KUHP tersebut. 

Perang yang sesunggahnya ada ditataran pemikiran. Perang pemikiran ini 

dapat mengakibatkan penderitaan yang luar biasa dan juga dapat sebaliknya. 

Tidale sedikit contoh yang dapat diberikan oleh sejarah dania ini, bahwa banya 

karena pemikiran bisa menimbulkan perang dan bahkan kematian beribu-ribu 

manusia. Lihat sajaAdolfl:litler (1889 sld 1945), dengan pernikirannya mengeoai 

NAZI yang dia tulis dalam Mein Kampf pada tahnn 1924 dapat mempengaruhi 

sebegian besar masyamkat Jerman, dan akibatnya. jutaan orang Y ahudi mali di 

kamp-karnp konsentrasi dan kamar gas beracun. 
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Pemik.iran mengenai pemidanaan juga dapat mendatangkan kebahagiaan 

atau sebaliknya jika tidak. memperhatikan unsur-unsur penting apa yang ada 

dalam masyarakat dimana pemidanaan itu akan diberlakukan. Kedua pemikiran 

baik retributivisme maupun utilitarianisme akan dapat mendatangkan penderitaan 

yang besar bagi masyarakat dibandingkan kebabagiaan yang dibarapkan dari 

penerapan kedua pemikiran ini apabila tidak memperbatikan unsur moral yang 

hidup dalam masyarakat. karena sebagaimana telab diungkapkan diatas babwa 

moral sangat berkaitan dengan keadilan sehingga kedua pemikiran tersebut yang 

merupakan pemikiran mengenai moral tidak akan terpisab dengan keadilan yang 

diperjuangkan oleh pemidanaan itu sendiri. 

Dalam perkembangao kedua pemikiran ini, banyak faktor yang akhimya 

mempengaruhi pemikiran-pemikiran dasar keduaoya sehingga teljadi modifikasi 

pemikiran yang lebih disesnaikan dengan kebutuban dan manfaat bagi 

masyarakat. Jika dabulu retributivisme hanya sebatas melihat babwa pemidanaan 

itu bertujuan semata-mata untuk ba1as dendam atau untuk membuat menderita 

pelaku tindak pidana, telab mengalami perubaban seiring dengan perkembangan 

Jaman. 

Perkembangan-perkembangan yang terjadi sebenamya adalah upaya untuk 

saling mengakni kelebihan kedua pemikiran tersebut dan dengan demikian saling 

menerima dengan meniadakan kelemahan-kelemahan setiap pemikiran tersebut. 

Upaya ini melahirkan suatu pemikiran tentang teori integratif atau teori 

penyatuan. 

Hugo Grotius (1583 s/d 1654) menganut teori ini. Titik tolaknya adalab: 

natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat (kodrat mengajarkan bahwa 

siapa yang berbuat kejahatan, ia akan terkena derita). Penderitaan memang 

sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejabatan, namun dalam batasan apa 

yang layak ditanggung pelakn tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat 
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ringannya derita yang layak. dijatuhkan : Puniendis nemo est ultra meritum: intra 

meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate. 168 

Perrrikiran ini semakin luas dan sangat berpengaruh terhadap pembaruan 

sistem pemidan.aan, sebagaimana M.P Rossi (1787 sld 1848) seorong penulis 

Italia yang dalam bukunya Traite de droit pinal, menyatakan bahwa perlunya 

turut memperh.ati.kan keadaan personal pelaku kejabatan maupun kemasyarakatan. 

Bagi Rossi menjatuhkan pidana terutama adalab untnk menerapkan pembalasan, 

menjalankau keadilau. Namun k.aren.a kita hidup dalam masyarakat yaug tidak 

sempuma, ltita juga tidak dapat menuntut justice absolue, dau ki.ranya dapel 

mencukupkan diri deogan pemidanaan yang dllandaskan pada tertt'b sosial etikaJ 

yang tidak sempuma tersebut (justice sociale). Dengan kala lam: penernpan 

hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh syarat-syarnt yang dituntut oleh 

masyarakat. Rossi menghendalti adeoya kebebasan yang luas bagi hakim dalam 

penjatuhan pidana. Peitdapat Rossi ini sangat mempengaruhi pembentukan 

Strafrecht di Belanda daujuga KUHP di Indonesia 269 

Teori ini sebenarnya telab disampsikan oleh St Thomas Aquinas, dia 

berpendapat bahwa adanya pembedaan antara poenae ut poenae (pidana yang 

dimaksudkan sebagai pidana) dengan poenae ut medicinae (pidana yang 

dimaksudkan sebagai obat). Kemudian dia berpendapat bahwa tarkala negarn 

menjatuhkan (menetapkan) pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu 

diberikan perbatian khusus terhadap prevensi umum dan kbusus : Poenae 

praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributativa. 270 

Teori integrntif, selalu menekankan kepada dua aspek prevensi tersebut. 

Prevensi spesial dlmaksudkan bahwa pemidanaan akan berpengaruh terbadap 

terpidana, dimana pemidanaan akan sangat mempengaruhi prilaku terpidana untuk 

tidak melakakan kejaha!an lagi. Pidaua bertujuan agar si terpidana itu berahab 

menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarnkat, sehingga 

268 Jan Remmelink, Hukum Pidana. Komentar atas Pasai-PasaJ Terpenting dari 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang­
Undeno Hukum Pidana Indonesia, Gramed.la Pustaka utama, Jakarta, 2003. him 611 

""Ibid 
= Ibid, him 612 
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pemidanaan ini disebut dengan teori Reformation atau Rehabilitation Theory, 

yakni lebih menekankan pidana yang dimaksud sebagai obat (poenae ut 

medicinae). Sedangkan prevensi general dimaksudkan bahwa pemidanaan akan 

mempengaruhi prilaku anggota masyaral<at umumnya untuk tidak melakukao 

tindakan pidaoa. 211 

Teori integralif ini saogat mempeogaruhi dl!lam pembaharuan 

pemidaoaan di Indonesia. Sebagaimana dapat kita lihat dengao jelas dl!lam 

rumusao tujuan pemidanaan. Dimana pandangan retributivisme dao 

utilitarianisme digunakan dl!lam rumusan tujuan pemidaoaan tersebut. 

b. Perkembangan Hak Asasi Manusia 

"Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderltakan dan tidak 

diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia. » Hal ini menjadi salah satu 

point penting tujuan pemldaoaan sebagaimana yang dinyatakan dl!lam Pasal 54 

ayat (2) Rancangan KUHP fllhun 2008. 

Dalam pembaruan pemidanaan, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah 

satu point penting yang menjadi pertimbangan. Di lndcmesia HAM sebenarnya 

bukan merupakan hal yang baru. Ketika penduduk Indonesia mau melepaskan diri 

dari penjajahan bangsa asing dan mempeljuangkan hak-bak dasar mereka, 

merupakan lahir dari kesadaran adanya bak asasi manesla dl!lam sariap diri rakyat 

Indonesia. Oleh karena itu dl!lam pembukaan Undaog-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas menyatakan aksu kemerdekaan 

setiap bangsa Indonesia dl!lam arti kemerdekaan tiap.tiap penduduk Indonesia 

dl!lam hidup dao kehldupaonya. Dalam suasana kemerdekaan inilah kesejahteraan 

umum a1au kebahagiaan sosial dapat diwujudkan. 

Dalam perkembangan bangsa-bangsa di dunia, HAM menjadi isu penting 

yang terus berkembang dao dipeljuangkan dl!lam berbagsi kesempatan. Masalab 

HAM dalam sistem peradilan pidana termasuk yang paling banyak 

211 Ibid, him 18 
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diperbincangkan dan diperdebatkan. 272 Penegakan hukum pi dana melalui 

penerapan pemidanaan sering menjadi suatu sarana yang tepat untuk menegakan 

HAM, tetapi dipihak lain seringkali pemidanaan justru sumber dati pelanggaran 

HAM. 

Ada heberapa dolrumen internasional yang merupakao instrumen dalam 

penegakan HAM. Sebagian dari dolrumen internasional tersebut dikenal dengan 

istilah "the international bill of humon rights". 271 Ada em pat dolrumen PBB yang 

sangat peuting dalam penegakan HAM. yakni : 

I. Universal Declaration ()/'Human Rights (diterima oleh sidang umum PBB 
pada tanggal I 0 Desemher 1948). 

2. International D>venom on Economic, Social and Cultural Righis (Ecosoc 
Rights) ( diterima pada tanggal J 6 Desember J 966 dan bam dapat herlaku 
pada tanggal 03 .Januari 1976). Covenant ini telah ditatifikasi oleh negara 
Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant an Economic, Social and Cultural Righis pada 
taoggal28 Oktober 2005. 

3. Jnternationul Covenant an Civil and Political Rights (diterima pada 
taoggal 16 Desember 1966 dan bam dapat berlaku pada tanggal 23 Maret 
1976), telah ditatifikasi dangan Undang-Undaag No. 12 tahun 2005 
tentaog Pengesahaa International Covenant on Civil and Political Rights 
pada tanggal 28 Oktober 2005. 

4. Optional Protocol to the international Covenant on Civil and Political 
Righis (diterima pada tanggal 16 Desember 1966 dan baru dapat berlaku 
pada tanggal23 Maret 1976).274 

Dengan dirntifikasinya beberapa dolrumen ini menjadi undang-undang 

maka norma-norma universal mengenai HAM berlaku juga di negara Indonesia 

ioi. Selain keempat dolrumen diatas ada beberapa dolrumen internasional 

mengenai HAM yang berhubungan dengan pemidanaan, yang diterima dan 

diupayakan untuk berlaku juga. Dolrumen-<lokumen tersebut antara lain : 

"Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners" (Peraturan-Peraturan 

Standard Minimum bagi perlakuan terhadap narapidana). Dolrumen ini disepakati 

oleh Kongres PBB mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 

212 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradifan Pidana, 
Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdiao Hukum 
{dlh Lembaga Krimino!ogi) Universitas Indonesia, Jakarta., 1999, him v 

m Ibid. him 2 
27

" Lihatjuga Mardjono Reksodlputro,/bid, him 2-7 
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yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955. Kemudian disetujui oleh 

Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) pada tanggal 31 Juli 

1957, dan Resolusi 2076 (LXII) pada tanggal I Mei 1977. Selaln dokumen 

tersebut ada juga Dokumen mengenal "Body of Principles for the Protection of 

All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment" (Kumpulan Prinsip­

Prinsip untak Perlindungan semua Orang yang berada di bawab Bentuk 

Penabanan Apapun atau Pemenjaraan. Dokumen ini disetujui oleh Majelis Umum 

PBB pada !Jlnggal9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173).275 

Pem.ikiren mengenal penangan terbadap terpidana dengan adanya berbagal 

dokumen diatas relab menunjukan babwa dunia intemasional telab 

memperhatikan masalah HAM termasuk dalam konteks hukum pidana. HAM 

tidak hanya berbicara mengenai hak asasi korban dari suatu tindak pidana, 

melalnkan juga harbicara mengenai hak asasi seorang terpidana. Persnalan ini 

menjadi rumit dikala diperhadapkan dengan kehahagiaan publik dengan hak asasi 

seorang pelakn kejabatan yang tahrb memhuat masyarakst menderita karena 

kejahatan tersebut. 

Apakab dapat dibenarkan dalam konteks HAM, apabi1a memhatasi 

kebebasan seorang pelakn tindak pidana dengan pidana penjara? Tentunya adalab 

suatu hal yang sangat paradoks ketika klta menempatkan HAM dalam sistem 

pemidanaan yang sudab senyata-nyatanya sistem tersebut ukan melanggar HAM 

terpidana. Akhirnya aturan-aturan HAM tersebut hanya sehagai hatasan-batasan 

yang secara eksplisit tidak dapet memhatalkan pemidanaan yang dialami oleh 

terpidana. Jika demikian tidak mengharankan apabila Jeremy Bentham 

mengatakan babwa HAM adalab "among kosong''.276 Dia menambabkan babwa 

Pasal-Pasal mengenai HAM bisa dihagi menjadi tiga kelompok : (I) yang tak 

terpohami, (.2) yang salah, (J) yang keduanya.177 Namun sebeuamya pem.ikiren 

275 Semua dokumen tersebut dapat dilihat dalam Hadi Setia Tunggal, Undang­
Undang Pemasyarakatan Besarta Peraturan Pelaksanaannya, dilengkapi: Peraturan dan 
Prinsip_ Pen~hanan dan Pemenjaraan PBB, Harvarindo, Jakarta, 2000, hlm 199 dan 227 

213 Bertrand Russell, Sejarah Filsafat &lrat, Kailannya Dertgan Kondisi SCJSio... 
Pomik Zaman Kuno Hingga S&karang, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2002, him 1009 

271 Ibid 
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utilitarian oleh Jeremy Bentham berkembang karena pertimbengan HAM 

tetpidana di lnggris pada zamannya yang bennasalah. 

Pendapat Bentham tersebut merupakan suatu sikap kritis terhadap HAM 

dengan melihat pemberlakuannya rerbadap sistem pemidanaan. Bukankan pidana 

itu sendiri sudah merupakan pelanggaran HAM, benya badanyu pemidanaan 

merupakan pelanggaran HAM yang dilegitimasi oleh negara dan masyarakat 

umum menetimanya sebagai suatu tindakan yang benar dalam mencegah 

kejahatan. 

Jika kita menganggap bahwa pelanggaran HAM rnerupekan tindakan yang 

mendatangkan penderitaan dan hal tersebut merupekan kejahatan, maka 

pemidanaan juga merupekan kejahatan yang memiliki nilai yang sama dalam 

memberikan penderitaan, hanya saja yang satu bertujuan pada kejahatan itu 

sendiri sedangkan pemidanaan lebih bertujuan pada pencegahan kejahatan itu dan 

pemberian rasa adil bagi milsyarakat. 

Dengan alasan pencegahan kejahatan dan pemberian rasa adil bagi 

masyarakat, maka dunia intemasional memberikan berbagai prinsip, asas dan 

aturan yang pada intinya membatasi tindakan pemerintah dalarn pemidanaan 

terbadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan atau terblldap terpidana 

Dalarn hukum pidana juga terdapat asas-asas yang pada intinya mencoba 

mengbargai HAM tersangka, terdakwa dan bahkan terpidana sebagaimana dapat 

kita lihat dalam berbagai asas yang ada, antara lain : asas praduga tidak bersalah, 

adanya perlindungan bagi tersangka dan terdakwa, hale memberi keterangan 

seeara bebas, hak mendapatkan bentuan hukum, dan berbagai macam hak seperti 

yang diatur dalam berbagai perangkat hukum pidana antara lain Kitab Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

Berbagai covenant maupun protokol yang ada dalarn rangka pencegaium 

kejahatan seperti yang telah dicontohkan diatas ada karena dipengaruhl oleh HAM 

yang terns berkembeng dan menjadi isu penting begi setiap negara di dunia ini. 

Dengan tidak merasa ketinggalan Indonesia juga bersama-sarna ralcyat 

lnternasional untuk menyaarakan pentingnya pengbargaan terbadap HAM. 
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Dalrun pembaruan pemidanaan, pemikiran mengenal HAM juga mendapat 

pernn yang sangat penting. Para perumus melakukan berbagai pembaban terhadap 

sistem pemidanaan yang masih dianggap bertentangan dengan HAM yakni 

dengan adanya pertimbangan terhadap bebempa hal, antara lain : 

I) "derogable" den "noiMierogab/e rights" 
2) pemahaman betapa pentingnya asas legalitas 
3) asas non diskrimlnasi 
4) hal< untuk hidup dan bebas dari penyiksaan (pidann mali bet:syamt) 
5) prinsip "fair lriaf' (pengutamaan keadilan) 
6) pengatunm temadap "juver1ile justice" (Pidana den Tindakan bagi 

anak) 
7) korban kejabatan 
8) standar perlalcuan terhadap pelaku 
9) dll.278 

Berdasarkan pertimbangan ini, maka dalam Rancangan KUHP tabun 2008 

dimasukkan dalam Baku ll Bab IX mcngenal tindak pidana terhadap HAM. 

Proses ini merupekan krbninalisasi terhadap tindak pidana Genosida (genocide), 

tindak pidana terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity) dan tindak 

pidana Perang (War Crimes), dan tindak pidana penyiksaan, sebagaimana diatur 

dalam pasal 394 sld 404. Pasal-pasal ternebut sebcnamya sepeaubnya mengaeu 

pada Rome Statute Of International Criminal Court tahun 1998, sekalipun 

Indonesia bel urn ratifikasi. 219 

Jenis pidana ymg diberikan kepada pe!aku pelanggamn HAM 

sebagaimana dintur dalam kousep tersebut sangat bervariasi, tetapi pidana terberat 

adalab hukoman mati. Sebagaimana dalam pemikiran kami di bab sebelumnya, 

dan babkan Ielah ada pertimbangan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh 

PBB, bahwa hukoman mati tidak dapat memberikan efek pencegahan tetjadinya 

kejabatan tennasuk kejabatan terhadap HAM. Oleh karena itu, bukoman mali 

hendakoya tidak dapat dikenakan terbadap pelaku kejahatan HAM dengan alasan 

apepun, karena priesip dan tujuan pemidanaan yang ada dalam R.ancangan KUHP 

tersebut adalab pencegaban kejahatan dan terlebih sehagai proses rcsosialisasi 

tetpidana. 

"" Muladl, Loc. Cit., him 2 
""Ibid, him 15 
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Sinkronisasi dan hannonisasi Rancangan KUHP sendiri sangat diperlukan, 

dlmana pasal-pasal tersebut akan saling kait mengait, sehingga tidak tumpang 

tindih atau sating mengingkari. Oleh karena itu konsistensl terlladap tujuan 

pemidanaan yang telah disepakati, hendaknya membawa darnpak tidak digunakan 

jenis pidana yang justtu menyangkal atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan 

tersebut Hal ini sangat penting agar pembaruan KUHP sebagai induk peratunm 

hukmn pidana kedepan akan sangat bermantlmt bagi masyarnkat Indonesia dalam 

rnencapai suasana damai, makmur dan s~ahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

4.3 Pembaruan Pemidanaan Dalam Raneangan KUBP 

KUHP yang berlakn di Indonesia saat ini berasal dati Wetboek van 

Strafrecht voor Neder/andsch-Indie (Staatsblad 1915 : 732). Dan berdasarkan 

Pasal II Aturan Pernlihan Undang-Undang Dasar 1945, Wetboek van Strafrecht 

voor Nederlandsch-Indie masih tetap berlakn. Lewat Undang-Undang Nomor I 

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukmn Pidana (Berita Negara Republik Indonesia 

II Nomor 9), Wetboek von Strqjlrecht voor Neder/andsch-Indie disebut sebagai 

Kitab Undang-Undang Hukmn Pidana dan dinyatakan berlakn narnun masih 

terbalas untuk Pulau Jawa dan Madwa, sedangkan untuk daerah-<laerah lain akan 

ditetapkan kemudian oleh Presiden. Hal ini dikarenakan bahwa setelah 

kemerdekaan Indonesia, daerah-daerah lain masih dikoasai oleh pemerintah 

Belanda dengan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 

1915: 732) serta beberapa perubabannya diberlaknkan. Keadaan ini berlangsung 

sampai tabun 1958 dengan diberlakakmmya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 

1958 tentang Pemyataan UU No.I Tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia. 

Sejak saat itu berlakulah hukmn pidana materiil yang sama untuk seluruh 

Indonesia yang bersumber pada bukmn yang berlaku pada tangga18 Maret 1942 

yaitu "Wetbaek van Strqfrecht vaor Nederlanrisch-Indie", yang disebut Kitab 

Undang-Undang Hukmn Pidana. Perubahan terbadap KUHP ini teljadi lagi pada 

tabun 1976 dengan diberlakukannya UU No.4 Tahun 1976 tentang Perubahan 

KUHP yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan. Sarnpai teljadi beberapa 
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kali perubahan KUHP sampai yang terakhir dengan UU No.27 Tahun 1999 

tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Keamanan Negara. 

Seiring dengan berlakunya KUHP tersebut, Pemerintah Indonesia juga 

membuat peraturan pidana yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pidana 

diluar kodifikasi, sehingga persoalan-persoalan yang menyangkut pidana yang 

teijadi dalarn dan akibat perkembangan masyarakat ito sendiri dapat ditanggulangi 

oleh undang-undang diluar kodifikasi tersebut. 

Dari uraian singkat diatas maka kita dapat mengetahui bahwa KUHP yang 

berlaku saat ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda., yang tentunya 

norma-norma yang ada dalam KUHP tersebut sesuai dengan suasana penjajahan, 

walaupun telah terjadi penyesuaian dan sudah tidak bemama "Wetboek van 

Stra.frecht voor Nederlandsch-lndie .. tetapi isinya merupak:an basil alih bahasa 

dari "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandrch-lndie" tahun 1886. 

Hukum pidana di Indonesia memang memiliki sejarah yang cukup 

panjang. Bermula dari hukum Romawi, kemudian hukum tersebut mempengaruhi 

hukum kebiasaan frangka dan akhirnya dikodifikasi oleh Napoleon. Pada saat 

Perancis menduduk:i Belanda, kodifikasi Perancis ini juga mempengaruhi sistem 

hukum Belanda. Sehingga Belanda akhirnya membuat kodilikasi hukum pidana 

sendiri yakni Wetboek van Stra.frecht (WvS) pada tahun 1915 dan menjadi sumher 

yang terpenting dari hukum pidana materiil. 280 

Dengan mewarisi WvS, Indonesia menyebutnya dengan Kitab Undang­

Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini disebut sebagai warisan pemerintahan 

Belanda yang nota bene merupakan hukum pidana Belanda yang dimodifikasi dan 

diberlakukan di negara jajahannya. Oleh karena ito banyak sekali ketentoan yang 

ada dalam KUHP tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia, 

meskipun Ielah diadakan "tambal sulam".281 

Kodifikasi hukum pidana merupakan suato proses untok mengumpulkan 

dan mengatur secara sistematis mengenai norma-norma hukum pidana yang ada 

280 L.J. Van Apeldoom, Loc. Cit., hlm 339 
281 Lihat Mudzakir, Bentuk Pemidanaan dafam RUU KUHP, dalam Komnas HAM & 

all, Catatan Seminar, Pembaruan KUHP ~ Meninjau kembali bentuk-bentuk hukuman 
dafam RUU-KUHP, Bandung, 2005, him 1 

I 
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dalam masyarakat menjadi suatu kitab peraturan perondang-undangan. Pembaruan 

KUHP saat ini bukan hanya sekedar "tambal sulam" kodifikasi hukwn pidana 

kolonial, tetapi pembaroan KUHP saat ini adalah merupakan proses untuk 

mengumpulkan dan mengatur secara sistematis scgala norma huk:um pidana yang 

bersumber dari norma-norma moral yang hidup dalam masyarakat. 

Jika KUHP saat ini dianggap peninggalan kolonial yang tidak relevan lagi 

dengan kehidupan masyaraka~ maka pembaruan KUHP saat ini nkan menjadi 

suatu kodifikasi huk:um pidana yang lebih balk, karena kodifikasi ini lahir dalam 

suasana yang demokratis dan bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat serta sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. 

Dalam Rancaogan KUHP tahun 2008 terdapat 741 Pasal yang terseber 

dalam Buku 1 sehanyak enam Bah dan Buku 11 sebanyak tiga puluh enam Bah. 

Memang masih terdapat beberapa· keknrangan, namuo dibandingkan dengan 

KUHP saat ini tentu Rancangan KUHP ini masih lebih baik. 

Sudah saatnya kita memiliki suatu lrodifi.kasi hukum pidana sehagai 

huk:um positifyang bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Namun 

demikiao semangat ini harus tetap mampu memberikan kepastian buk:um dan 

demi meningkatnya kehahagiaan sosial. 

Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau lindakan-tindakan 

manusia didalam perganian hidup sosial diatur dengan peraturan huk:um tertulis 

dan tersusun secara sistematika dalam kodifikasi atau kompUasi tertentu. K.arena 

dengan terflllisnya hukum ter:lebut, buk:um memperoleb kekuatan mengikat. 

Pemberuan pemidanaan saat ini merupakan upaya untuk memperbaiki 

kesimpangsiuran dan ketidakjelasan akibat berhagai macam peraturan pemidanaan 

yang bisa saling tumpang lindih dan saling menegssikan. Dengan adanya 

pembaruan pemidanaan ini kesimpangsiuran ini diharapkan dapat diatasi sehingga 

berbagai kasus pidana dapat diselesaikan dengan hanar dan adil. 

Pemidanaan harus berfungsi untuk mencegah agar orang lain tidak 

melaknkan kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang-uodangan, oleh 

karena itu pemidanaan perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat. 

Pemidanaan harus memhari kesan terhadap masyarakat agar mereka lebib 
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memilih perbuatan yang menghasilkan lebih besar kebahagiaan daripada 

melaknkan kejahatan yang akibatnya penderitaan lebih besar dibandingkan 

manfaat yang diperoleh dari kejabatan. Pemidanaan harus tertentu alau pasti 

karena dengan demikian pemberlalruannya akan lebih efektif. Pemidanaan, bail< 

jenis pidana, ~uan pemidanaan dan pednman pemidanaan harus tertuang dalam 

undang-undang dan harus diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat tabu 

dengan pasti mengenai pemidanaan itu sendiri. 

Prinsip moral univer.al harus mendasari berlakunya hnkmn positif 

termasuk pemidanaan. Keadilan dan kebenaran yang harus diindahkan dalam 

proses pemharuan pemidanaan ~ak dari awal bingga mencapai status sistem 

yang tetap. 282 Keadilan dan kebenaran merupekan norma moral yang dapet 

meojemhatani berbagaJ perbedaan pemabaman moral dan perdebatlm politis. Hal 

ini sangat penting agar terciptanya suatu kepastian hnkmn yang berdasarkan 

keadilan dan kebenaran. 

Manusia secara loodrat menghindari penderitaan dan candrung ke segala 

hal yang membahagiakan. Dalam kehidupan sosial panderitaan bersumber dari 

segala jenis kejahatan. Untuk menghindari kejabatan tersebut pedu adanya 

pemidanaan yang berfungsi sebagai pencegab k'<iahatan sakaligus respons 

terbadap k'<iabatan tersebut. 

Jenis-jenis pemidanaan dapat ditemnkan dalam peraturan-peraturan pidana 

misalnya melalui kitab undang-undang bnkmn pidana dan segala peraturan pidana 

diluar kodifikasi. Perubaban masyarakat berdampak juga pada perubaban terhadap 

upaya untuk menghindari kejahatan, maka perlu adanya pemidanaan. Membabarui 

sistem pemidanaan agar sesuai dengan upaya menghindari kejahatan merupakan 

salab satu sarana mencapal kebahagiaan sosial. 

Perkembangan masyarakat membawa kemajuan-kemajuan dalam 

masyarakat disegala bidang. Perkembangan iui juga melahirkan kejabatan yaog 

mengganggu kehidupan masyarakat dalam mencapal kesejabteraan umum. 

282 Bandingkan dengan Alexander Seran, Moral PoJillk Hukum, Penerbit Obor, 
Jakarta, 1999, him 90 
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Sepanjang sejarah manusia, dengan berbagai macam istilah, kesejahteraan umum 

telah menjadi tujuan masyarakat. 

Telah disampaikan diatas bahwa sistem pemidanaan merupakan bagian 

dari politik kriminal, dan politik kriminal ini merupakan bagian dari politik sosial. 

Apa yang menjadi cita-cita masyarak:at akan menjadi cita-cita pemidanaan. 

Apabila masyarakat umumnya mengbendaki kebahagiaan sosial sebagai tujuan 

mereka, maka pemidanaan sebagai salah satu sarana untuk mencegah kejahatan 

akan bertujuan untuk meningkatnya kebahagiaan sosial. 

Pembaruan pemidanaan ini merupakan kebijakan bukum pidana sebagai 

upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfare). 283 

4.3.1 Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP 

Seseorang hanya menjalani pidana sesuai dengan apa yang diputuskan 

oleh pengadilan, sehingga tidak diperkenankan adanya penderitaan lain selain 

akibat dari pidana yang dijalaninya tersebut. Seseorang masuk penjara untuk 

menjalani hukuman bukan masuk penjara untuk dihukum, karena pidana yang dia 

jalani hanya pidana penjara, satu-satunya penderitaan yang dialaminya karena 

kebebasan fisiknya dibatasi oleh tembok dan segala aturan penjara. Oleh karena 

itu harus dirumuskan dengan jelas apa yang menjadi tujuan pemidanaan, agar 

pemidanaan itu dapat beijalan dengan baik dan dapat membawa efek kebahagiaan 

bagi seluruh masyarakat. 

Apa yang akan menjadi tujuan pemidanaan, merupakan persoalan yang 

dilematis. Adanya keharusan untuk memilih apakah tujuan pemidanaan adalah 

sarana pembalasan kepada pelaku tindak pidana, atau sebagai sarana yang tepat 

untuk pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Dilihat dari teori-teori tentang 

pemidanaan tentunya setiap tujuan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan 

masing-masing. Narnun memilih keduanya untuk diterapkan secara bersamaan 

adalah sesuatu hal yang tidak cerdas dan menimbulkan ambiguitas, hanya akan 

283 Barda Nawawi Arief, Op. Cit., Kencana, Jakarta, 2008, him 2 
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menyebabkan penegak hukum menjadi dilematis dalam memberikan sanksi 

pidana. Dalam knndisi demikian, perancang KUHP mencoba untuk memberikan 

tujuan pemidanaan yang akan kita lihat apakah sudah lebih mengarah ke sistem 

pemidanaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh utilitarianisme dengan 

menirikbemikan pada resosialisasi ataukah juslru retributivisme dengan knnsep 

balas dendam? 

Pembaruan KUHP ini membawa dampek yang positif bagi negara dan 

masyarakat Indonesia, antam lain adanya pembaruan beberapa pasal yang 

dianggap tidak lagi sesual dengan nilai-nilai mornl yang ada dalam masyarakat. 

Selaln itu adanya pasal-pasal baru yang terbentuk ak:ibat perkembangan nilai-nilai 

mornl dan pemabaman masyarakat itu sendiri. Yang menjadi bagian penting 

dalam konsep ini adalah antara lain adanya pembaruan konsep pemidanaan yang 

secara tegas menyatakan bahwa salah satn 11\iuan pemidanaan adalah resosialisasi. 

Selama ini, di dalam praktek pemidanaan di Indonesia, tidak ada satupun 

peraturan pemidanaan, baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang­

undongan lain yang secara tegas menentukan apa yang menjadi tujuan 

pemidanaan. Walaupun sebeuamya tanpa perlu ditulis apa yang menjadi mjuan 

pernidanaan, bu.kankah filosofi pemida.naan yang akan dianut sudah tercermin dari 

seluruh pasal yang ada dalam KUHP? Namun bisa jadi karena tidak adanya tujuan 

pemidanaan secara eksplisit dalam KUHP menyebabkan sembarangnya legislator 

menetapkan berbagai sanksi pidana di dalam peraturan perundang-undangan 

sebagai produk legislasinya. 

Sebagaimana pada bagian lain tulisan ini, telah dibahas bahwa dengan 

adanya politik bukum pidana atau pelirik krimioal, araka depat dijelaskan, 

mengapa dan bagaimana negara dapat memberikan hukuman dan bahkan 

memidana warga negaranya. Dengan menggunakan politik kriminal terSebut, 

depatlah dilihat bahwa konsep pemidanaan sebagaimana terdapat dalam 

Raucangan KUHP telah tetjadi perubaban, dan dibarapkan perubaban ini kearah 

yang lebib balk, yakni lebib be:nnanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia 

Namun sangat diperlukan adanya analisa terhadap tujuan pemidanaan 

berdasarkan konsep pamidanaan. Hal ini sangat bergnna unmk menentukan dasar 
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sekaligus arah pemidanaan dalam konteks praktis dalam pembentukan peraturan 

pidana ditingkat legislatif dan sekaligus arah dalam mengarnbil bentuk putusan 

hakim di pengadilan. Agar apa yang menjadi harapan tersebut dapat terwujud, 

tentunya harus diperhatikan apa yang menjadi tujuan pemidanaan dalarn 

R&lcangan KUHP tahun 2008 yang merupakan ius constituendum negara 

Indonesia 

Pembaruan hukum pidana dalam hal ini KUHP akan membawa dampak 

perubahan sistem pemidanaan yang ada selama ini. Pembaruan KUHP seperti 

yang telah dijabarkan diatas dipengaruhi oleh pemikiran hukum pidana yang 

berkembang selama ini. Ada Iandasan filosofis yang digunakan sebagai dasar 

untuk menentukan tujuan pemidanaan, dan tentunya tujuan ini yang akan 

membimbing aparat penegak hukum untuk melaksanakan sistem pemidanaan 

kearah tujuan pemidanaan itu sendiri. Terlebih pengadilan yang akan memutuskan 

suatu bentuk pemidanaan yang akan dijalani oleh terpidana apakah sesuai dengan 

tujuan pemidanaan atau tidak. 

Dalam R&lcangan KUHP tahun 2008, Pasal 54 ayat (I) menyatakan 

bahwa tujuan pemidanaan adalah: 

a. mencegah dilakukannya kejahatan dengan menegak:an norma hukum demi 
pengayoman masyarakat; 

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 
orang yang baik dan berguna; 

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh kejahatan, memulihkan 
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyaraka~ dan 

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana2
S4 

Tujuan pemidanaan diatas adalah rumusan yang laltir dari berbagai 

pemikiran hukum pidana. Tujuan yang pertama sampai ketiga dipengaruhi oleh 

pandangan utilitarian. Tujuan yang pertama yakni mencegah atau "deterrence". 

Tujuan yang kedua yakni memasyarakatkan terpidana merupakan konsep yang 

dimaksud oleh Resosialisasi dengan sistem Rehabilitasi dalam istilah ultilitarian. 

Sedangkan tujuan yang ketiga laltir dari pemikiran Restorative. 

264 Lihat Rancangan KUHP tahun 2006, Pasal54 ayat (1) 
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Kecuali yang keempat lebih dipengaruhi oleh pandangan Retributif. Jika 

melihat tujuan pemidanaan tersebut Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh 

Retributivisme secara perlahan-lahan mulai sedikit berkurang pengaruhnya 

Pergeseran pemikiran ini tentunya dipengarubi juga oleh perkembangan 

dunia yang lebih memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana Ielah diuraikan 

diatas. Hal ini ditegaskan dalam ayat (2) konsep tujuan pemidanaan tersebut, 

yakni: nPemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat man usia". 285 

Dilihat dari konsep tujuan pemidanaan yang ada dalam. rancangan KUHP 

tersebut menimbulkan kesan bahwa Rancangan KUHP ini disusun berdasarkan 

pandangan filosofis masing-masing perancang. Sehingga sangat jelas bahwa· 

tujuan pemidanaan masih belum befpegang pada satu aliran filosofis tertentu saja 

Namun hal ini sebenamya bukan masalah sejauh hanya sampai pada perdebatan 

filosofis bukan sampai pada perancangan yang siap untuk disahkan sebagai 

uodang-uodang (ius conslitutum), jika masih tetap tidak dapat menentukan dengan 

pasti apa yang menjadi tujuan pemidanaan maka tidak akan menutup 

kemuogkinan terjadinya kekacauan hukum. 

Utilitarianisme selalu mendukung pembenaran akan kebahagiaan sosial 

sebagai tujuan hukum, walau tetap mengakui bahwa pemidanaan itu sendiri 

memiliki akibat baik dan buruk bagi masyarakat dan terpidana Hal yang paling 

penting sebelum menetapkan rancangan KUHP menjadi legal adalah mendapat 

jawaban pasti bahwa tujuan pemidanaan itu akan mendatangkan kebahagiaan 

sosial yang paling besar dibandingkan dengan keburukan yang ditimbulkan 

olehnya. Selanjutnya aparat penegak hukum dalam memidana seseorang harus 

memperhatikan kedua akibat tersebut. 

Keempat tujuan pemidanaan dalam konsep tersebut mendukuog tujuan 

sosial yang juga merupakan tujuan hukum yakni terwujudnya kebahagiaan sosial 

dengan cara mencegah dan mengurangi kejahatan yang ada. Pemidanaan dapat 

dibenarkan sejauh sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana dapat 

mendatangkan kuotungan bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri. 

285 Ibid, ayat(2} 
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Tujuan pemidanaan yang menguntungkan terpidana adalah terpidana 

menjalani pidana dengan tetap dihonnati hak asasinya sebagai manusia, oleh 

karena itu penggunaan resosialisasi sebagai pemidanaan dalam rancangun KUHP 

ini sudah sangat tepat, dengan merumuskan bahwa tujuan pemidanaan adalab 

memasyarakatkan tetpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang 

yang baik dan berguna. 

Seperti yang telab disarnpaikan di alas bahwa dalam tujuan pemidanaan 

yang keempat yakni "membebaskan rasa bersalah pada terpidana" dipengaruhi 

oleh pandangan retributif. Pandangan ini beranggapan babwa pemidanaan 

bertujuan semata-mata pada terpidana karena telab melakukan kejabatan. Oleh 

karena itu dengan dibertkan sanksl pidana, tetpidana dapat menyadari 

kesalabannya dan oleh karena itu terpidana aJcan merasa bersalah dan untuk 

menghilangkan rasa bersalab itu, terpidana harus menjalani sanksi pidana yang 

dijatabkan padanya. Lalu hagaimana dangan onmg yang melakukan tindak pidana 

mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana yang lakukan memang adalah 

kejahatan tetapi dalam konteks hingga leljadinya tindak pidana dia beranggapan 

bahwa tindalran tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan saat itu. Namun dia 

berkomitmen untuk tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dengan demildan 

dapat dikatakan bahwa membebaskan rasa bersalah bukan merupakan tujuan 

utama, melainkan bagaimana terpidana ini menjalani pidananya dan ak:birnya dia 

mau menjadi kontributor positif dalam. masyarakat nanti 

Jika tujuan yang pertama Jebih mengarab keluar diri terpidana, sedangkan 

tujuan yang ke empatlebih ke arab tetpidana itu sendiri. Pemidanaan dibenarkan 

berdasarkan pada kesalahan terpidana itu sendiri, tanpa perlu melibat konsekuensi 

lerbadap masyarakat. 

Oari tujuan pemidanaan yang ada tersebut, tentunya menurut teori hukam 

pidana, para penyusun raneangan tidak konsislen dalam menentukan alkon 

pemikkon mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Lagipula tujuan yang ke 

empat, hanya mempertimbangkan psikologis terpidana, tanpa jelas hagaimana 

dalam praktek peneerpan sank.si pidana dihubungkan dengan tujuan yang ke 

empat tersehut. Agak sulit mengukur sejauh mana seorang tersangka merasa 
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bersalah dan menyesali kesalahannya. Dan tak ada keberanian nntuk menjamin 

tujuan pemidanaan ini sudah benar sejauh masyarakat masih tersakiti oleh 

kejahatan yang Ielah diperbuat oleh terpidana. 

Untuk meoghlndari inkonsisteosi tujuan pemidanaan itu sendiri, sangat 

pentiog untuk menyatakan kembali apa yang seharusnya m~adi rujuan 

pemidanaan. Pada prinsipnya tujuan huknm pidana adalah tidak berbeda dengan 

tujuan sosial itu sendiri. Masyarakat menginginkan terwujudnya kebahagiaan 

sosial sebagai tujuan sosial, begitu pula dengan rujuan huknm pidana adalah 

terwujudnya kebahagian sosial dengan caranya yang khas yakni melindungi 

masyarakat dari kejahatan sekaligua melindungi hak-hak asasi terpidana melalui 

norma-norma huknm pidana 

Pemidanaan merupakan hagian dari huknm pidana, oleh karena itu tujuan 

pemidanaan juga agar terwujudnya kebahagiaan sosial. Upaya untuk mencapai 

cita-cita tersebut adalah dengan mencegah kejahatan (detterence), rehabilitasi dan 

~sialisasi. 

Hubungan yang dapat diciptakan terhadap keempat tujuan pemidanaan 

tersebut adalab dengan bentuk pentahapan pada pemidanaan itu sendiri, 

pentabapan ini dapat dilakukan dengan tetap berdasar pada prinsip perubahan dan 

penyesuaian pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Rancangan 

KUHP Tahun 2008. Pentahapan ini juga dapat ditaksanakan dangan care, yakni: 

awalnya dengan dipidanya seornng petaku kejahatan. secara nisbi, knnflik yang 

timbul alo.'bat kejahatan terselesaikan, dan masyatakat merasa aman dan damai. 

Pada proses pemidanaan ini, terpidana menyadari akan kcjahatan yang telah 

diperbuatnya adalah sesuatn hal yang sangat merugiken dirinya dan masyarakat 

umumnya, kemudian dia menyesaliny-d, dan l8hapan awal ini hanya dapat 

terwujud dalam tabapan rebabititasi. Setelah terpidana tersebut dapat direbabilitasi 

dan kesadaran sosialnya membaik, tahapan berikntaya adalah terpidana tersebut 

dapat dikembalikan ketengah-tengab masyarakat (resosialisasi). Mungkin dapat 

ditaknkan secara bertahap, misalnya tabap pertama dengan mengubah sanksi 

pidana menjadi pidana kerja sosial. Terpidana akan menjalani kerja sosial 

ditengah kehidupan masyarakat, dengan demikian terpidana mulai merasakan 
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hidup ditengah-tengah masyamkat dan masyamkatpun belajar untuk menerima 

terpidana, tidak menutup kemungkinan tahap ini menjadi tahap memaafkan­

dimaafkan, sehingga pada tahap selanjutnya ketika terpidana selesni menajalani 

seluruh pidananya, dia dapat bid up dengan baik lagi ditengab-tengah masyarakat. 

Tabapan ini tidak perlu selama dengan putusan pidana penjara yang barus 

dialami oleb terpidana tersebut. Ketika seorang terpidana karena rasa takut 

terhadap hukuman yang sementara dijalaninya, merasakan penyesalan akibat 

kejabatan yang diperbuatnya, dia dapat mengalami pengurangan lama masa 

pidananya Ketakutan akan hukuman berarti merasakan hulruman itn. 

Memperbaiki diri dan telab siap menjerii anggota masyarakat yang berguna, 

terpidana tersebut hanya perlu menjalani hakumannya sebagian dan pemerintab 

harus segera mengembalikan dia ketengah-tengah masyarakat agar dia dapet 

berguua bagi masyarakat. "Kesebatan moralnya Ielah pulih tanpa 'menelan' obat 

pabit yang Ielah disiapkan hukuin untuknya"."' Lalu bagaimana selanjutnya 

mengenai tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP tabun 2008 tersebut? 

Keempat tujuan pemidanaan diatas sebagaimana dirumuskan dalam 

Raneangan KUHP tersebut Ielah menunjukan pemidanaan dimaksudkan sebagai 

perlindungan masyarakat (social defence), adanya pandangan mengenai 

rebabilitasi dan adanya perniklmn resosialisasi terpidana Hal ini dipertegas 

kembali dengan menyatakan babwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendabkan martabat. Dengan melihat penegasan ini, maka 

ada dua lrepenlingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelakn. 

Dalam konteka tujuan pemidanaan sebagai upeya perlindangan masyarakat 

(social defonce), dengan rumusan mencegah dilakukannya lindak pidana dengan 

menegakkan norma hakum dcmi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan 

konflik yang ditimbulkao oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan 

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagabuana 

"" Jeremy Bentham, Loc. Cit., him 367 
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kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RKUHP mengatur tentang adanya 

penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.287 

Dalam penjelasan Rancangan KUHP tahun 2008, dikatakan bahwa 

perumusan pidana maksimum khusus dan minimum khusus sebagai mmbu-rambu 

pemidanaan bam yang berkaitan dengan berat ringannya pidana Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan: 

a) untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mcncolok 
bagi tindak pidana yang sama atau kuraog !ebih sama kuslitasnya; 

b) untuk lebih lllelij!efekti!kan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi 
tindak pidana yang dipandang membahayaksn dan meresabkan 
masyarakat; 

c) apebila dalam bal-bal tertentu maksimum pidana dapat diperbetat, 
maks sebagal analog dipertimbaogkan pula bahwa untuk minimum 
pidana dalam hal-hal tertcntu dapat diperberat.288 

Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum 

menegaskan babwa terbadap kejabatan-kejahatan yang meresabkan masyarakat 

diberlakukan ancaman seeara khusus, dengan demikian pemberian pidana baik 

dengan minimum khusu ataupun maksimw:n, adalah semata-mata mau 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejabatan-kejabatan yang 

berbabaya. 

Selain perlinduogan terhadap masyarakat (social defonce), narapidana 

dibarikan kesempetan untuk melalrukan perubahan atau penyesuaian pidana yang 

sementara dijataninya. Putusan pidana dan tindaksn yang telab memperoleb 

kekuatan hukum tetap dapat ililakukan perubahan alan penyesuaian dengan 

mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.'&9 Dan sudab pas!i 

babwa perubahan itu selain barns dengan persetujuan narapidana, perubaban alan 

penyesuaian pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan semula.290 

Sehingga diatur babwa perubaban atau penyesuaian tersebut berupa, pencabutan 

atau penghentian sisa pidana atau tindakan, pengbentian jenis pidana atau 

tindakan lainnya. Dalam penjelasan Pasal 57 ini, di[pertegas kembali bahwa 

w ELSAM, Pemidanaan, Pidana, Dan Tmdakan Datam Rancangan KUHP 2005, 
Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, 2005, him 17 

288 Penjelasan RUU KUHP Tahun 2008, Buku Kesatu Point 8 
,.. Rancangan KUHP Tahun 2008, Pasal57 ayat (1) 
"" Ibid. Pasal57 ayat (3) 
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tujuan pemidaan berorientasi prula usaha Wltuk memperbaiki prilaku terpidana, 

maku terpidana yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalarn pasal 

ini selalu barns dim!Ulgkinkan dilakukan perubaban atau penyesuaian atas pidana 

yang dijalaninya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama 

terpidana dalarn pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maku yang 

diperllitWlgkau dalam perubaban atau pengurangan alas pidana hanyalah: a) 

kemajuan pesitif yang dieapai oleh terpidana; dan b) perubaban yang akan 

menunjang kemajuan positifyang Iebih basar lagi.291 

Faktor lain yang menunjnkan bahwa pembinaan individu narapidana 

merupakan hal yang sangat penting dalam tujuan pemidanaan., adalah dengan 

adanya penegasan dalam Pasal 60 Raneangan KUHP tahun 2008 : 

"meskipun bakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana 
yang bersiflit allematif, namun dalam melakukan pilihan tersebut bakim 
senantiasa becorientasi peda tujuan pemidanaan, dengan mendahulnkan atau 
mengutamakan janis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah 
memenuhi tujuan pemidanaan., 

Tefi\WlYa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan melalu.i 

ketaatan terhadap norma-norma hukum pidana agar masyarakat dillndungi dan 

narapidana dapat dibina dengan balk. Dan dalam pentahapan pemidanaan diatas 

balk menjaleni pidana sebagaimana putusan pengadilan yang telah mengalami 

kekuatan hukum tetap ataupun menjalani aldbat dari perubahan atau penyesuaian 

pidana, akbimya selalu berakbir dimana terpidana kernhali ketengah-tengah 

masyarakat untuk mewujudkan tuinan sosial. Dengan demikian tujuan 

pemldanaan yang dianut dalam Raneangan KUHP tahun 2008 lebih cendrung ke 

arab Utilitarianisme dengan menggunakan Resosialisasi sebagai tujuan 

pemidanaan yang paling utama. 

4.3.2 Je~enis Sanksi Pidana dalam Rancangan KUliP 

Hampir selalu kejabatan mengaldbatkan adanya pemldanaan. bahkan 

kejahatan yang dikategorikan berat akan mendapatkan sanksi pidana yang berat 

dibandingkan dengan kejabatan ringan atan pelanggaran. Berat atau ringunnya 

291 Penjerasan Rancangan KUHP Tahun 2008, Pasal57 
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sanksi pidana sering diukur pada jenis sanksi pidana apa yang dijatuhkan oleh 

hakim. Sudah pasti kejahatan berat akan mendapatkan hukuman yang berat seperti 

penjara untuk waktu tertentu atau waktu yang cukup lama, sedangkan untuk 

kejahatan ringan atau pelanggaran sudah pasti dipidana dengan pidana ringan 

seperti pidana kurungan ataupun pidana denda yang sering dijatuhkan. Tetapi baik 

kejahatan hera! maupun kejabatan ringan atau sering disebut pelanggaran, hakim 

dapat juga memberikan pembebasan bersyarat ataupun peringanan pidana atau 

babkan pemberatan pidana sebagai altematif dalam menjatuhkan pidana demi 

mewujudkan keadilan itu sendiri. 

Resosialisasi tidak hanya sekedar pemyataan perlindungan hak: asast 

narapidana dalam tujuan pemidanaan. Keberhasilan resosialisasi sebagai salab 

satu tujuan pemidanaan juga sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis sanksi pidana. 

Dabulu dengan dipengaruhi oleh pemikiran restributif, jenis sanl<si pidana hanya 

terbagi tiga bagian besar yakni: Pidana Mali, Pidana Penjara, dan Pidana Denda, 

yang kesemua jenis pidana ini dilaksanakan dengan maksud agar terpidana 

menderita. Tetapi dengan adanya pembaruan konsep pemidanaan, para perancang 

merumuskan beberapa jenis pemidanaan yang lebih terkesan tidak untuk 

menderitak.an melainkan sebagai bentuk pembianaan yang tetap menghormati hak: 

asasi terpidana agar terpidana dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan 

berguna. 

Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan politik krinrina1 dalam arti keseluruhannya yaitu 

''perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejabteraan".292 Dengan demikian 

dalarn menetapkan sanksi pidana atau jenis-jenis pidana dalarn KUHP yang 

nantinya akan berlaku, legislator harus memilih sanl<si apa saja yang dapat 

diberlakukan narnun harus tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat untuk 

mencapai apa yang menjadi cita-cita masyarakat yakni kebahagiaan sosial. 

Hal ini justru mempertegas bahwa sebelum menetapkan apa yang 

merupakan jenis-jenis sanksi pidana, para perancang sudah memiliki pemahaman 

292 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 
Bandung, 1984, him 96 
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yang sama mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Hal ini sangat penting demi 

menghindari konlradiksi antara jenis pidana dengan tujuan pemidanann. Jika 

tujuan pemidanaan sebagaimana disampaikan diatas, yakni bertujuan untuk 

resosialisasi, maka jenis pidana yang dapat diterapkan dengan tidak bertentangan 

dengan tujuan pemidanann terSebut yang dapat digunakan sebagai jenis sanksi 

pidana. 

Dalam Rancangan KUHP tahun 2008, terdapat jenis-jenis pidana dan 

tindakan, yang IllllSing-masing terdiri: 

a. PIDANA: 
a.L Pidana Pokok: 

1. Pidana penjara; 
2, Pidana tutupan; 
3. Pidana pengawasan; 
4. Pidana denda; 
S. Pidana keJja sosial. 

a.2. Pidana Tambahan : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Perampasan benmg-barang tertentu dan tagihan; 
3. Pengumuman putusan bekim; 
4. Pembeyaran ganti rugi; 
5. Pemenahan kewajiban adat; 
a.3. Pidana Khusus: pidana mati. 

b. TINDAKAN 
b.l. untuk orang yang tidak atau knrnng mampu bertanggung jawab 

("tindskan" dijatubkan tanpa pidana). 
I. Perawatan dirumah saldt jiwa; 
2. Penyerahan kepada pemerlntah 
3. Penyerahan kepada seseorang 

b.2. Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggungjawab 
(rujatnbkan bersama-sama dengan pidana); 
1. Pencabutan stu11t izin mengemudi; 
2. Perampasan keuntungan yang dipemleh dari tindak pidana; 
3. Perbeikan skibat-skibat tindak pidana; 
4. Latihan keJja; 
5. Rebabilitasi; 
6. Perawatan rudalam suatu lembaga. 293 

Dari sekian banysk jenis pidana ini, apskah semuanya bennanfaat dan 

diperlukan bagi masyarakat dalam mencegah kejahatan? Tentunya jenis-jenis 

293 Jenls Pidana ini dapat dilihat dalam Barda Nawawi Arif, Loo. Cit, him 150. Lihat 
juga dalam Pasal65 Rancangan KUHP tahun 2008 
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pemidanaan ini kecuali pidmla mat~ dapat dikatakan bennanfaat bagi masyamkat 

apabila secara logis dan adil diterapkan dalam suatu pasal yang tepat. 

Sebagaimana telah diuraikan dalam bah sebelumnya bahwa Pemidanaan barus 

didukung olah logika atau aka! yang baik, dan adanya pertimbangan bahwa 

pemidanaan renrebut tak berpibak pada kepentingan individual atau kelompok 

tertentu yalmi demi adanya keadilan bagi setiap pibak. Selain daripada itu, janis 

pemidanaan yang diberikan kepada terpidmla tidak didasarkan pada rasa antipati 

terbadap pribadinya, melainkan menggunakan jenis pidmla tertentu sebagai obat 

yang tepat untuk menyelamatkan terpidana dari peuyakit jahat yang dialantinya. 

Proses meramu jenis pemidanaan yang tepat merupakan suatu keahlian 

khusus dalam laboratorium pengadilan. Proses inilah yang disebut sebagai proses 

pemberian keadilan bagi masyarakat dan bagi teiPidana. Pemberian putusan 

. pengadilan dengan menetapkan satu atau beberapa janis pidmla untuk dijalani 

teJpidana sebagai konsekuensi dari tindakan jabatnya atau sebagai obat yang akan 

menyalamatkannya tergantung para abli yang terlibat dalam peracikan obat 

tersebut. Oleh karena itu setiap abli tersebut, mulai dari polisi, jaksa, pengacara, 

dan hakim, barus bisa mendiagnosa dengan tepa! dengan memperhatikan pelaku 

tersebut, Jatar belakang dan seluruh aspek yang berkaitan dengan kasus tersebut 

1ermasuk opini masyarakat. Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam 

pengadilan harus mempeibatikan pribadi pelaku tindak pidana, fuktor-faktor yang 

mempengaruhi reljadinya tindak pidana, dan respons dan kemanfaatan bagi 

masyarakat akibat rerjadinya hukum pidana tersebut. Jika telah memperhatikan 

sernua aspek ini maka """' penangauan dan pemberian obat yang tepat akan 

sangat efektif dan dapat mernberikan manfaat bagi pribadi t<:Jpidana dan 

masyarakat umumnya. 

Setiap jenis pidmla merupekan k<tiahatan, yang digunakan untuk meneegah 

kejahatan, setiap jenis pidana merupakan pelangganm alas kebebasan. 294 Oleh 

karena itu pengguuaan jenis pidana tertentu akan berbeda baik kualitas maupun 

kuantitasnya kepada setiap pelaku tindak pidana, walaupun jenis tindak pidauanya 

sama. Hal ini sangat panting karena sehtin memberikan kebebasan kepada bakhn 

294 Jeremy Bentham, Op.Cit, him 75 
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untuk menentukan jenis pidana apa yang tepat sebegai abet begi setiap pelaku 

tindak pidana, hal ini juga dapat memberikan rasa adil baik bagi pribadi pelaku 

kejabatan, dan terlebih bagi masyarakat umumnya. 

Hukum penitensir banyak membantu penegak hukum untuk meraoik 

berbegai jenis pidana menjadi obat yang mujarab bagi terpidana. Dilain pihak obat 

yang mujarab itu merupakan suatu tindakan yang bagi masyarakat mendatangkan 

ketentraman atau keamanan. Lebih dari itu, obat tersebut akan menjadi suatu 

penegasan norma moraL Dengan sanksi pidana, norma moral yang diakui dan 

bahk.an Ielah ditetapkao daliUll suatu hukum positif sehingga menjadi norma 

hukum akan menjadi semakin tegas, apabila pelaku pelanggaran terhadap norma 

tersebut diberikan sanksi bernpa sanksi pidana. lnilah yang menjadi fungai 

prevensi nmum dalam hukum pidana. 

Selain jenis-jenis pidana, bakbu dapat memberikan tindakan, sebagai 

bagian dalam proses pengobatan pelaku kejahatan tersebut. Tindakan ini ke arab 

perawatan sebingga pelaku kejahatan dapat menjadi lebib baik dibandingkan saat 

dia mulai menjalani pernidanaan tersebut. 

Pidana penjara masih merupakan jenis pidana pokok yang masih 

dipertabankao dalam Rancangan KUHP. Pidana penjara merupakan jenis sanksi 

pidana yang paling banyak digunakan dalrun penoegahan kejahatan. Pidana 

penjara dapat dijatuhkao seumur hldup atau banya sementara waktu saja. Pidana 

penjara dalam waktu sementara umumnya banya berlako minbual sebari dan 

maksimal selama-lamanya lima betas tahun. Namun betas maksimum lima belas 

tahun ini dapat dikecnalikan apabila terdapat unsur-unsur yang memberatkan 

seperti residivis dan lain-lain. maka hakim dapat menjatuhkan pidana pel!jara 

selama-lamanya dua puluh tahun.m Batas dua puluh tahun ini sudah merupakan 

batas absnlut yang tidak boleb lebih dari lama waktu tersebut walau dengan alasan 

pemberat apapun. 

Pidana penjara seumur hldup yang nanti masih akan diberlakukan tidaldah 

efektif karena secara yuridis, bak resosial terpidana telah dicabut untuk selama-

200 Jan Remmelink, Op. Cit., him 465. Uhat juga Konsep KUHP tahun 2008, Pasal 
69 ayat(3) 
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larnanya. Lagipula akan menjadi tidak logis apabila dalarn ketentuan yang lain 

telah membatasi hakim untuk memberikan hukuman penjara maksimal lima belas 

tabun atau dua pulnb tabun apabila terdapat alasan pemberat. Disisi lain pidana 

penjara seumur hldup tidak berarti apabila terpidana telah menjalani pidana 

penjara paling kurang tujah belas tabun dengan berkelakuan baik, maka terpidana 

dapat diberikan pembebasan bersyarat. Terlepas dari beberspa persoalan tersebut. 

Pidana penjara seumur hldup telah bertentaugan dengan tujuan pemidanaan itu 

sendiri1 yakni sebapi upaya resosialisasi terpidana. 

Pidana penjara dalam waktu tertentu bendaknya dijadikan sebagai 

kesempatan yang tepa! untuk merebahilitasi terpidana sehlngga dia dapat menjadi 

lebih baik dan akhlmya dapat kembali ketengah-tengah masyarakat. Oleh karena 

itu perlu ditegaskan kembali bahwa pidana penjara harus dijalankan dengan 

sistem pemasyarakatau dalam konteks resosiaJisasi. 

Pidana tutupan merupakan earn pelaksanaan pidana penjara yang bersifat 

istimewa {hijzondere strajinadaliteil), janis pidana iai tidak diancarnkan secam 

kbnsus dalam perumusan suatu tindak pidana Pertimbangan penjatuban pidana 

tutupen didasaikan pada motif dari pelaku tindak pidana, yaitu karena maksud 

yang patut dihormati. Tindak pidana iai puda dasamya merupakan tindak pidana 

politik.296 Tindal< pidana yang mengaklbatkan sanksi pidana tutupen yakni 

barkenaan dengan pelanggru:an, kejahatan-k~ahatan yang tidak menghllangkao 

martabat pe!aku sebagai orang bermoraJ. 297 

Pidana pengawasan bersifat nonMcustodial, probation. Pidana ini 

merupakan altematif dari pidana penjara dan ditujnkan bnkan untuk tindak pidana 

yang berat sifatnya, dcngan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tabun. 

Pidana pengawasan iai dijatubkan oleh balden dengan memperbatikan keadaan 

dan perbuatan lerpidana. Umllnlllya dijatubkan kepada orang yang pertama kali 

melaknkan kejahatan (first offender), dengan pidana pengawasan paling lama tiga 

tabun. Pengawasan lni dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktomt 

29& lihat Rancangan KUHP tahun 2006, Pasal76 
:m Jan Remmelink. Loc. Cit., him 477 
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Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggungjawab di bidang hukum dan 

HAM. 

Lama pengawasan dapat diperpanjang, apabila terpidana melanggar 

hukwn, dan dapat diperpendek apabila selama menjalani pidana pengawasan, 

terpidana menunjukan kelalruan yang baik. Diperpanjang atan diperpendek 

diputuakan oleh Haltim Pengawas.298 

Pidana denda merupukan pidana pokok yang tiduk termasuk dalam 

katogori penderitaan fisik sebagaimana pidana penj!IIll. Pidana denda menjadi 

pidana yang masih dianggap efektif dalam menanggulangi kejahatan dan 

sekaligus mencegahnya, walaupun masih terdapat kekurangan dan kekeliruan 

kaxena efuktivHas pidana ini ukan sangat dipengaruhi oleh perkemlamgan 

ekonomi dan lalu lintas uang.m 

Pidana denda ditentukan dengan minimal Rp. 15.000,00 (lima belas ribu 

rupiah), apabila tiduk ditentukan minimum khusus, dan maksimal pidaaa denda 

ditentukan dengan kategori I sampai kategori VI, yaitu : 

l) Kategori I, Rp. 1.500.000,00 (satujutalimaratusribu rupiah) 
2) Kategori U, Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 
3) Kategori ill, Rp. 30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah) 
4) Kategori IV, Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lirnajuta rupiah) 
5) Kategori V, Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
6) Kategori VI, Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)""' 

Perumusan secara kategori dimaksudkan agar: diperoleh pola yang jelas 

tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berhagai tindak pidana; dan 

lebih muda melakukan penyesuaian, apabila teljadi perubahan ekonomi dan 

moneter. 

Selain manusia, hadan hukwn misalnya k01porasi juga termasuk subjek 

hukwn pidaoa. Sehingga korporasi dapat saja melakukan tindak pidana, oleh 

karena itu korporasi juga dapat dimintai portanggungjawaban pidana. Jenis pidana 

denda terasa lebih erektif untuk dikenakan kepada korporasi yang melakukan 

kejahatan. Hanya pidana denda bagi korporasi lebih besar dibandingkan dengan 

"' Ibid, Pasal 77 sld 79 
2&9Yesmil Anwar& Adang, Op. Cit, hlm 164 
300 Uhat Rancangan KUHP tahun 2008, Pasal 80 ayat (3) 
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orang sebagai pelaku tindak pidana, bahkan telah ditentukan bahwa pidana denda 

bagi korporasi minimal adalah pidana denda kategori IV yakni Rp. 75.000.000,00 

(tujuh puluh Jimajuta rupiah).'01 

DaJam pelljelasan rnengenai pidana denda, ditegeakan kembali bahwa 

tujuan pemidanaan bakan sebagai pembalasan, rnaka daJam penjatuhan pidana 

danda hakim barns memperhatikan kemampuan teJ:pidana secara nyata. 302 

Kemampuan seseoraeg akan memepengaruhi efektifuya pidana denda. Pidana 

denda yang sama akan saagat berbeda efektifuya bagi terpidana yang barbeda. 

Bagi seorang pengusaha kaya dipidana denda Rp. 15.000,00 akan tidak saagat 

efektif baginya, dia akan dapat melakakan tindak pidana yang sama dan 

memhayar denda yang sama barapa puluh kalipun. Tetapi bagi seorang pengamen 

jalanan yang dipidana denda Rp. 15.000,00 merupakan hal yang saagat berat 

untuk dibayar olebnya. Oleh karena itu sangat bermanfaat apabila "pidana denda 

barns selalu diatur menurut kekayaan pelaku pelanggaran".303 Dilain pihak 

Menurut Bentham, ada tiga keuntungan dari pidana denda, yaitu mndab 

diukur, memenuhi tujuan pemidanaan, dan berfungsi sehagai ganti rugi hagi 

pihak-pibak yang dirugikan. Namun, barns diingat bahwa pidana denda juslru 

paling tidak memadai apahila jumialmya sudah tetap."" Akan san gat tidak efektif 

apabila sebuah koJ:pOrasi multinasional yang keuatungannya sampai triliyunan 

rupiah pertabun dipidana denda maksimal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar 

rupiah), karena koJ:porasi ternebut Ielah melakukan illegal logging, pencemaran 

lingkuagan dan pencucian uang, bagi korporasi tersebut pidana denda tiga milyar 

rupiah tidaldah memberatkan. Juslru disinilah saJah satu faktor tidak efektifuya 

pidana denda dalam mewujudkan tujuan pemidanaan danda itu sendiri.305 

Pidaua kerja sosial (dienstverlening) merupakan jenls pidana baru yang 

diatur daiam Rancaugan KUHP ini. Apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak 

lebih dari 6 ( enarn) bulan atau pi dana denda tidak lebih dari pi dana deuda kategori 

"" Ibid, Pasal 80 ayat (6) 
"" Ibid, Pasal 81 
l'lCl3 Jeremy Bentham, Ux:. Cit., him 392 
304 Ibid 
30$ Yesmil Anwar & Adang, Lac. Cit., him 167 
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I. maka pidana tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial dengan tetap 

mempertimbangkan beberapa aspek : 

a) Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
b) Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlakn; 
c) Persetujuan terdakwa sesudab dijelaskan mengenai tujuan dan segala 

hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; 
d) Riwayat sosial terdakwa; 
e) Perlindungan keselamatan kerja terdakwa; 
f) Keyakiuan agama dan pnlitik terdakwa; dan 
g) Kemampuan terdakwa membayar pi dana denda. 306 

Terpidana yang menjalani pidana keija sosial, tidak: dibayar karena 

sifatnya sebagai pidana (work as a penalty), oleh karena itu pelaksanaan pidana 

ini tidak: mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Dalam hal ini perlu 

diperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau 

kegiatan lain yang berrnanfaat. 

Pengaturan pidana kerja sosial ini akan sangat membantu terpidana untuk 

bermasyarakat, selain itu masyarakat akan terbiasa menerima terpidana dalam 

kebidupan mereka, sebingga setelah selesai menjalani pidana kerja sosial ini, 

diharapkan terpidana dapat diterima dan dapat menjadi lebih baik di tengah­

tengah masyarakat. 

Mengenai pidana mati, yang dalam Rancangan KUHP dijadikan sebagai 

pidana khusus, yakni sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. 

Mengayomi masyarakat dijadikan sebagai alasan untuk melegalk:an pidana mati. 

Apakah pidana mati dikatakan perlu untuk: mencabut kekuatan seorang pembunuh 

agar tidak mengulangi perbuatannya itu? Maka, dengan alasan yang sama, kita 

harus membinasakan orang gila dan kalap, yang menjadi sumber segala ketakutan 

masyarakat. Bila kita bisa melindungi diri terhadap orang gila dan orang kalap, 

mengapa tidak terhadap pembunub?'07 

Mengenai pidana mati yang tidak efektif dan irasional telah banyak 

dibahas dalam bab tiga. Intinya adalah pembaharuan KUHP seharusnya tidak 

memasukan pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana walaupun hanya 

306 Lihat Pasal 86 Konsep KUHP Tahun 2008 
307 Jeremy Bentham, Op. Cit., him 393 
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sebagai pidana khusus, sebagai suatu alternatif, karena dengan pemberlakuan 

pidana mati tersebut, akan muncul sistem hukum pidana yang tidak koheren, 

bertentangan, menggabungkan kekerasan dengan kelemahan, tergantung pada 

suasana hati sang hakim, dari satu circuit ke circuit yang lain berbeda-beda, 

kadang haus darah, kadang tidak ada hukuman sama sekali. 30
' 

Pidana mali sebagai pidana yang bersifirt khusus justru bukan sebagai 

pidana yang paling bernt melainkan pidana yang paling ringan yang akan dijalani 

oleh tetpidana dan yang dilak:sanakan oleh negara Kedua belah pihak, yakni 

tetpidana dan pemberi pidana dengan tidak memperdulikan tanggungjawab 

masing-masing yang timbul akibat kejabatan memilih pidana mati sebagai 

alternatif untuk menghindari tanggungjawabnya. Jika dilibat dari tujuan 

pemidanaan sebagaimana Ielah diuralkan diatas maka dapat segern disimpalkan 

babwa pidana mati adalah pengbernbat terbesar dalam meneapal apa yang menjadi 

tujuan pemidanaan sekaligus apa yang menjadi tujuan sosiaJ itu sendiri. 

Keernpat tujuan pemidanaan menjadi terbantahkan dan tidak ada manfaat 

lagi ketika pidana mati dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Tak akan ada lagi 

pembinaan y-dllg harus dilakukan oleh negara dan dengan demikian tak ada 

kesempatan lagi bagi terpidana untuk meningkatkan kesadaran morainya agar 

menjadi agen moral ditengah kehidupan sosiaJ. Oleh karena itu, pidann mati 

sebaiknya tidak dipakai lagi sebagai salah satu jenis pidana baik pokok atanpun 

bersifut khusus karena tidak mendatangkan manfaat yang besar bagi terwujudnya 

kebahagiaan sosiaJ. 

Selain pidana pokok, hakim dapat menjatubkan pidana tambahan. Narnun 

pidana tambahan ini bersifat fakultatif, hak.im bebes menggunakan atau tidak 

menggunakan pilihan tersebnt.309 Jika tindak pidana hanya diancam dengan 

pidana denda, maka dapat dijatubkan pidana tambaban atau tindakan,310 

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat danlatau 

kewajiban menurut hukum yang bidup dalam masyarakat dapal dijatuhkan oleh 

hak.im untuk dijalani oleh terpidana walaupun tidak diatur atau tercantum sebagai 

"' Ibid, him 394 
309 Jan Remmelit!k, Op. Cjt, him 490 
310 Rancangan KUHP tahun 2008, Pasal57 ayat (1) 
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ancaman dalam rumusan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

mengembaJikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena 

dilakukannya suatu tindak pidana. 

Tetjadinya suatu tindak pidana bukan banya semata-mata teljadinya suatu 

perbuatan yang menurut undang-undang pelakn ternebut dapat dipida.na, 

melaiukan tetjadinya suatu tindak pidana mengakibatkan kehidupan masyarakat 

terganggu, nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakatpun dilanggar. Dalam 

kasus-kasus tertentu dimana norma-norrna moral dalam masyarakat masih cukup 

kuat, sanksi pidana menurut undang-undang seringkali dirasa tidak cukup. 

Pemenuhan keW<jjiban adat atau agama tertentu seringkali di:rosa cukup adil oleh 

masyarakat sebagai bentuk sanksi yang dapat mcngembalikan keharmonisan alam 

dengan masyarakat atau kebarmonisan Tubao dengan manusia. Namun perlu 

diperhatikan bahwa pemenuhan kewajiban ada! atau agama sebegai bagian dalam 

sistem pemidan.aan, harus tetap memperhatikan standar dan nilai-nilai univernal 

khususnya Pancasila untuk tetap menjaga keadilan bagi tezpidana. 

Apakah tindakan sebegai sanksi pidana atau tidak? Jika kita masih 

bezpendapat bahwa pemidanaan itu berfungsi untuk memberikan penderitaan bagi 

terpidana, maka akan sangat kontradiktif apabila kita melihat tindakan yang 

diberikan kepada terpidana. Apakah merupakan hal yang sangat menderita apabila 

ada scorang terpidana yang Ielah dinyatakan bernalah tidak dibewah ke penjara 

melaiukan dibawa ke panti rehabilitasi? Tetapi jika kita berpendapat hahwa 

pemidanaan itu barus memberikan efek positif atau dapat bennanfaat beik bagi 

pelakn itu sendiri dan bagi masyarakat umumnya, maka kita akan menyetujui 

putusan bakim untnk menempatkan terpidana di panti rehabilitasi dan lain 

sebagainya untuk dirawat. Tindakan ini dianggap sebagai obat yang tepat dalam 

mencegah kejahatan. 

Bagi orang gila atau orang yang tidak dapat memepertanggungjawabkan 

perbuatannya, tindakan perawatan di rumnh saki! jiwa adalnh sanksi pidana yang 

dianggap efektif. Pemberian pidana pokok atau lainnya tidak tepa! karena 

terpidana tidak dapat insyaf dari kesalabannya dan tidak dapat menyadari akan 

pentingayn tanggungjawnh sosial. 
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Semua jenis sanksi pidana ini akan sangat bennanfaat apabila dapat 

mencegah kejabatan dan dapat memberikan kebahagiaan yang lebili besar bagi 

masyarakat serta mendatangkan kebaikan bagi terpidana. Sebaliknya, akan 

menjadi tidak efektif apabila penderitaan akibat adanya suatu kejabatan tidak 

dapat diminlmalisir oleh sanksi pidana tersebut Oleh karena itu, penegak hukum 

harus mampu dan dapat meramu sanksi-sanksi pidana itu menjadi ramuan yang 

repel untuk dijalani terpidana sebingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat 

dan terpidana itu sendiri. 

Apapun jenis sanksi pidana dan dengan takanm bagaimanapun yang akan 

dijalani oleh terpidana, hendaknya dapat .menjadikan ll:rpidana sebagai warga 

masyarakat yang bergunll, karena keseluruhan sistem (pemidanaan) bertujuan 

untuk mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat dalam keadaan tidak lebih 

buruk, bahken sebarusnya lebih baik, dibaodingkan pada saat ia mulai 

menjehminya-'ll Oleh karena itu meramu pidana sebagai obat yang tepa! dalam 

menyembubkan terpidana dari penyakit jabatnya harus benar-benar tepa! dan 

sesuai dengan takarannya Agar mempermudah proses ramuan ini maka 

hendaknya hakirn menggunakan pedomaan pemidaoaan. 

4.3.3 Pedomaan Pemidanaan Dalam Ran<angan KUHP 

Resosialisasi menekaoktm pada perlindtmgan hak asasi terpidana sehlngga 

terpidana dapat menjalani pidana tanpa ada pidana lain sela.in keputusan 

pangadilan, dan dengan adanya jaminan hak asasi tersebut, pemidanaan terbadap 

narapidana dapat beljalan dengan baik dan bermanfaat sehlngga apa yang menjadi 

tujuan dari pamidanaan yakni memasyarakatkan kembali para terpidana dapat 

terwujud. 

Resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan tidak hanya ll:rwujud melalui 

pidaoa penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagaimana relah diuraikao diatas, 

melainkan dapat juga diwujudkan lewat jenis pidana yang lain, seperti kelja 

sosial, berbagai jenis tiudakan dan bahken pelepasan bersyarat Namun ini semu.a 

juga barus dipagari dengan su.atu pedoman pemidanaan. 

311 Jan Remmelink, Loc. Cit, him 471 
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Pedoman pemidanaan bertujuan untuk terciptanya keadilan yang tidak 

hanya keadilan untuk korban dan masyarakat, melainkan juga keadilan bagi 

terpidana. Dengan adanya pedoman pemidanaan maka masalah pemberian pidana 

tidak akan sembarangan dan tanpa dasar yang jelas, pedoman ini akan menjadi 

pertimbangan yang lebih efektif dalam mengambil keputusan pidana yang tepat. 

Masalah pemberian pidana itu adalah masalah kebebasan hakim, namun 

hnkmn positif kita sekarang ini tidak memberi pedoman secara pasti. Kebebasan 

hakim dalarn menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan tegadinya ketidaksarnaan yang menyolok, hal mana akan 

mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehaaglijk} bagi masyarakat. Maka 

pedoman pemberian pidana dalarn KUHP sangat diperlukan, sehah ini akan 

mengurangi ketidaksarnaan tersebut. meskipun tidak dapat mengbapuskannya 

sama sekali.:uz 

Berdasarkan pada prinsip individualitas dalam pemidanaan, peraneang 

Ielah memasnkan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim 

untuk menetapkan pidana yang efektif dan bermanfaat tersebut. Pedoman 

pemidanaan yang dimaksud adalah sebagai berik:ut : 

a) Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b) Motif dan tujuan melaknkan tindak pidana; 
c} Sikap batin pembuat tindak pidana; 
d) Apaksh tindak pidana dilaknkan dengan berencana; 
e) Cara melaknkan tindak pidana; 
f) Sikap dan tindakan pembuat setelah membuat tindak pidana; 
g) Riwayat hldup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak 

pidana; 
h) Pengaruh pidana terhadap masa dapau pembuat tindak pidana; 
i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
j) Pemaafan dari korban danlatau keluarganya; danlatau 
k) Pandangan masyarnkat terbadap tindak pidana yang dilaknkan.313 

Pedoman ini dapat ditamhah oleh hakim karena pasal ini tidak bersifat 

limitatif. Pedoman ini akan sangat membantu hakim untnk menentakan berat 

ringannya atau takamn yang tepat dalarn menjatuhkan sanksi pidana. Deogan 

312 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumnl, Bandung, 1977, him 61 
313 1bid, Pasal55 ayat (1) 
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demikian diharapkan pidana yang clijatuhkan bersifat proporsional dan dapat 

dipahami oleh masyarakat maupun terpidana itu sendiri.314 

Apabila resosialisasi lebih menitikberatkan pada kepentingan narapidana 

maka pedoman pamidanaan ini sangat dipengaruhi oleh prinsip individualisasi 

dalam pemidanaan, dimana pidana dapat dijatuhkan kepada tetpidana apabila 

hakim telah memperhatikan secara lengkap segala kondisi, sikap, perasaan, 

pikiran yang dialami oleh tetpidana pada saat sebelum, sedang, dan sesudah 

melakukan kejahatan, hal ini sangat panting agar dapat dirumuakannya pidana 

yang sesual dan aclil untuk mengobati sekaligus menambah kekebalan tubuh dari 

dorongan jabal untuk melakuken kejahatan lagi. Konselruensi dignnakan pedoman 

pemidanaan ini, adalah hakim dapat saja menjatuhken pidana yang tidak 

seimbang atau setimpal dengan perbuatannya. 315 Sehingga hakim merasa babwa 

dengan adanya pedoman pemidanaan ini akan mcmbatasi kebebasannya dalam 

mengambil keputusan pidana yang adil. 

Tentuoya, pedoman pemidanaan ini justru tidak membatasi kebebasan 

hakim dalam pemberian pidana. Satu-satunya yang membatasi hakim adalab 

anjuran untuk memperbatikan apa yang menjadi tujuan pemidanaan yang lebih 

mengarab pada pembinaan terbadap narapidana. Babkan dalam Pasal 55 ayat (2), 

menyatakan dengan tegas babwa seseorang boleb jadi tidak dipidana atau 

dikenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemannsiaan, 

bal ini dapat !eljadi dengan clidasarkan pada ringannya perbuatao, keadaan pribadi 

pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatao atau yang teijadi 

kemudian. Ketentuan ini disebut "recterlijke pardon" atau pemberian maaf oleh 

hakim. 

Maksud adanya "reclerlijke pardon", akan mempennudab resosialisasi 

narapidana, dengan memperhatikan pribadi orang yang melaknkan tindak pidana 

berdasarkan pedoman pemidanaan ini, hakim dapat menyatakan babwa orang 

tersebut benar-benar Ielah melakukan tindak pidana, namuo karena pertimbangao­

pertimbangan dalam pedoman pemidanaan hakim dapat membebaskannya dari 

'" lihat Penjelasan Rancangan KUHP tahun 2008, Pasal5 ayat (1) 
'"lihat Sudarto, Op. Cit., him 60 
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segala ttmtutan pidana. Namun sekali lagi ini hanya bertujuan agar terpidana dapat 

kembali ketengah masyarakat dan hidup lebih baik (resosialiasi) tanpa perlu 

meminum segala jenis obat pidana. 
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5.1 Kesimpulan 

DABS 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sistem pemidanaan di Indonesia yang sementara berjalan saa.t ini masih 

belum menunjukan dengan jelas dalam KUHP, apa sebenarnya yang menjadi 

tujuan pemidanaan. Tetapi sebenamya dengan mengamati keseluruhan KUHP 

tersebut, maka dapat dikatakan babwa sistem pemidanaan yang ada lebih bersifat 

retributif, dimana pidana dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan,. 

oleh karena itu tidak mengherankan kalau pidana yang dijatuhkan terkesan 

mengerikan, yakni pidana mati, pidana penjara, atau pidana denda. Hal ini 

berlangsung sejak zaman kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka dan bahkan 

sampai dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tabun 1995 tentang 

Pemasyrakatan. 

Namun dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimaksud, 

bukan berarti persoalan pemidanaan telah selesai. Justru dengan adanya undang­

undang tersebut, kita memiliki standar yang je1as dalam memperlakukan 

narapidana. Dengan mudah dapat dikatakan mana perlakuan yang benar dan mana 

yang tidak, karena dalarn undang-undang tersebut te1ab dicantumkan prinsip­

prinsip dalam melakukan pemidanaan. Dengan menggunakan standart tersebut, 

akan terlihatlab babwa ada banyak persoalan yang menjadi masalab penting yang 

harus diperhatikan dalarn pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan yang ada 

sebagian besar dihuni oleh narapidana yang berasal dari golongan ekonomi lemah. 

Para pelaku street crimes, yang kebanyakan secara kualitas intelektual sangat 

dibawab (kebanyakan berpendidikan rendab). Hal ini sering texjadi sebagaimana 

disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa "semakin kecil seseorang 

(secara ekonomi dibawab garis kemiskinan) semakin kecil kejabatannya akan 

semakin besar kemungkinan orang kecil tersebut dipidana, sedangkan semakin 

besar seseorang semak:in besar kejahatannya akan semak:in kecil kemungkinan 
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untuk dipidana". Tentunya hal ini membawa dampak pada perlalruan terpidana 

secara tidak adil sehingga apa yang menjadi filosofi pemasyarokatan itu sendiri 

tidak beljalan sebagalmana seharusnya. 

Bimbingan terhadap narapidana masih belum betjalan dengan baik hal ini 

mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan justru menjadi sekolah para penjahat 

untuk saling menukar ilmu kejahatan mereka dan lebih parab lagi, Lembaga 

Pemasyruakatan dijadikan sebagai tempat yang paling aroan untuk melaknkan 

kejahatan (locus delicti), misalnya peredaran narkoba. 

Beberapa residivis menjadikan penjara sebagai tempat beristirahat, 

pemidanaan yang mereka jahmi, mereka anggap mernpakan keputusan untuk cuti 

dan pekeljaan jahat mereka. Hal yang berbahaya dalam resosialisasi adalah ketika 

kejahatan telah memberikan kebahagiaan lebih besar dibandingkan penderitaan 

akibat kejabatan tersebut. Karena pelaku kejahatan akan sering melakukan 

kejahatannya sehingga pidana penjam seakan tidak efektif Jagi. 

Faktor lain yang menyebabkan tidak efektifuya lernbaga pamasyarakatan 

karena para pengelolanya masih belum maksimal melaksanakan tugasnya 

sebagaimana mestinya. Kebanyakan para sipir tidak rnemahami apa yang menjadi 

filosofi adanya lembaga pemasyarakatan, rnereka melaksanakan sistem 

pemasyarakatan dengan pemildr:an yang justru bertentangan dengan sistem itu 

sendiri. Para sipir masih menganggap narapidana itu seorang terlmkum yang harus 

menjalani penderinlan di dalarn !ernbaga pemasyarakatan, dan penderitaan itu 

justru dengan sengaja dibuat-buat dengan memberikan hukuman fisik tambaban 

yaag tidek efektif. 

Penderitaan terpidana seakan tidak akan pemab berakhir, tidak sedikit 

narapidana justru meninggal dunia dalam lembaga pemasyarakatan karena tidek 

terkontrolnya kesehatan narapidana tersebut. Makanan yang tidak bergizi, 

penghuni yang overcrowded, serta minimnya fasilitas kesebatan di dalam penjara 

memperbesar kemungkinan dideritanya berbagai penyakit oleh terpidana. 

Jika di!ibat dati faktor-fuktor ini, maka dapat dikatakan babwa kewajiban 

negara untuk melindnngi bek-bek narapidana tidak beljalan dengan balk babkan 

terkesan tidek ada sama sekali. Oleh karena itn filosofi pemasyarokatan 
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sebagaimana dianut dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak beijalan 

sebagaimana mestinya, bahkan dapat dikatakan sedang menuju kegagalan. 

Dengan kondisi seperti yang Ielah diuralkan diatas, sudah sepantasnya 

terjadi perubaban dalam pemidanaan itu sendiri, perubaban dalam tatarnn 

pemikiran sampai dengan tataran praktis pemidanaan itu. Dalam tataran pemikirnn 

altematif lain yang harus digunakan dalam pemidanaan adalh mencoba 

meninggalkan pemidanaan yang dilandasi oleh paham Retributivisme, dimana 

pemidanaan diberlkan ka:rena Ielah teljadi kejahatan, oleh karena itu negara wajib 

memidana siapepun yang melaknkan tindak pidana, satu-satunya a!asan sesooll!llg 

dipidana ka:rena orang tersebut telah melaknkan kejahatan. Landasan pemikiil!ll 

ini harus mengalami perubahan kearah yang Jebih bennanfaat, pemidanaan harus 

memberlkan efek positif demi kebaikan publik. Pemidanaan tidak banya sekedar 

memberikan penderitaan, letapi bagai.mana masyarakat dapat dilindungi. 

Perlindungan masYarakat melalui pemidanaan mendorong para penegak 

hnkum untuk dapat merumuskan sistem pemidanaan yang lebih bersifat mencegah 

kejahatan, sebingga pemidanaan itu Jebih ditujukan agar terpidana dapat merubah 

prilakunya dan berkomitment dengan penuh kesadall!ll untuk tidak akan 

melakukan kejahatan lagi, dilain pihak anggota masyarakat yang lain lebih 

memilih untuk tidak melakukan kejahatan karena akibat dari kejahatan lebih 

buruk dibandingkan dengan tidak melakukan kejabatan, dengan demikian apa 

yang menjadi tujuan masyarakat dapat terwujud. Sistem pemidanaan ini 

merupakan sistem pemidanaan yang berlandasakan pada pernikiran 

Utilitarianisme. 

Aliran ini awalnya berasal dari pemikiran moral di Inggris, dengan tokoh 

utannmya yakrd Jeremy Bentham (1748-1&32) melalui bukunya yang sangat 

terkenal "An Introduction to the principles of Moral and Legislation" yang 

dipublikasikan pada tahun 1789. Bentham menggunakan Utilitariauisme sebagai 

dasar etis untuk memperbabami hukurn lnggris, khususnya hnkum pidana. 

Semua tindakan manusia adalah benar sejauh memajukan kebabagiaan, 

dimana kebahagiaan berarti mengalami nikmat dan bebas dari perasaan sakit. 
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Dengan demikian, mengusahakan nikmat atau bahagia dan rnenghindari rasa sakit 

merupakan norma dasar moralitas menurut utilitarianisme. 

Bahagia menurut pabam utilitarianisme tidak berarti tidak ada 

pengurbanan, tetapi pengurbanan ini tidak diminati demi dirinya sendiri, 

melainkan demi kebabagiaan orang lain. Sehingga tolok ukur moralitas 

utilitarianisme bukan kebabagiaan si pelakn saja melainkan kebabagiaan semua 

Dalam perspektif utilitarianisme, setiap orang lebih menghendeki 

kebabagiaan dan berusaha untuk menghindari penderitaan. Setiap orang akan 

bertindak sedernikian rupa agar dirinya mengalami kebabagiaan, tetapi a1angkah 

lebib baik bahwa tindekan seseo.mng depat mendetangkan kebahagiaan bagi 

begitu banyak orang. Oleh katena ibJ maofilat yang paling besar dari suatu 

tindakan seseorang adalab tindakan tersebut dapat memberikan kehabagiaan begi 

jurulah besar manusia. 

Utilitarianisme sebagai dasar pemikiran moral dikembangkan oleh Jhon 

Stuart Mill (1806-1873), dan kaum utilitarianisme setelalmya Jhon Stuart Mill, 

menyempumakan pandangan Benibam dengan menghubungkan asas manfaat 

dengan keadilan. Mill berpeudapat bahwa pemidanaan itu ada karena demi 

keadilan. Pandangan Utilitarianisme ini sangat berpengaruh tet!Jadep kebijakan 

dan perundang-undangan lnggris sepanjang partengaban abed kesembilanbelas,316 

dan babkan masin mempangaruhi sistem pemidanaan dibebernpa negara dengan 

variasi-variasinya, yakni: Pencegaban (Deterrence), Penjara dan stigmatisasi 

(Incapacitation), dan Rebabilitasi (Rehabilitation). Dalarn konteks pemidanaan, 

toori utilitarian memiliki karnkteristik seperti yang dirinci oleh Karl. 0. 

Christiansen317 sebagai berikut: 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 
b. Pencegaban bukan tujuan akhlr tetapi banya sebagai sarana Wlruk 

mencapai rujuan yang lebih tinggi yaibJ kesejahteraan masyarakat; 
c. Hanya pelangaran-pelanggaran hukum yang depet dipersalabkan 

kepada si palakn saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi 
syarat untuk adanya pidana; 

316 Bertrand Russell, Sejarah Filsafat &rat, Kaitannya [)(;mgan Kom:lisi Sosio­
Pofllik Zaman Kuno Hingga &:karang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm 1008 

3
,.
1 Hal ini dapat dilihat dalam Muladf dan Barda Nawawi, Teofi..Teorl dan Kebi.fakan 

Pldana, Alumni. Bandung. 1984, him 17 
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d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagal alat untuk 
pencegaban kejabaum; 

e. Pidana melihat ke muka (bamifat prospektil); pidana dapat mengandung 
unsur pencelaan, telapi baik unsur pencelaan alau unsur pembalasan 
tidak dapat diterima apabila tidak membantu penoegaban kejabalan 
untuk kepentingan kesejahrera.an masyamkat. 

Hukum itu sendiri merupakan refleksl dari moralitas masyamkat.318 

Prilaku masyamkat selalu dalam koridor moral, baik dalam kategori moralitas, 

imoral, maupun amoral. Oleh karena itu hukum merupakan proyeksi nilal-nilai 

moral dalam masyarakat. Proyeksi nilai-nilai moral ini tercem1in lewat berbagai 

norma hukum tertulis yang mengatur prilaku mannsia dalam pergaulan sosialnya 

Oleh karena itu hukum merupakan kesepakatan tindakan moml dalam kehidupan 

sosial yang dipositifkan oleh yang berwenang untuk dilaati oleh seluruh demi 

rerwujudnya kehendak umum yakal kehabagiaan sosial. Hukum hams kongmen · 

dengan nilai moral dalam masyakat, apabila hukum dilepaskan dari unsur moral 

maka hukum hanya sederetan ateran yang tidak bermanfilat dalam kehidupan 

sosial. 

Hukum menimbulkan sanksi hukum, dan hukum pidana memiliki sanksi 

pida.na, yang dalam prosesnya disebut pemidanaan, Pemidanaan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, oleh karena itu pemidanaan juga ada 

demi terwujudnya kebabagiaan sosial. Masalah pemidanaan merupakan masalab 

hukum dan masalab hukum merupakan masalab moral, masalab moral ini meJ1jadi 

masalab sosial. Oleh karena itu perlu diselaraskan apa yang menjadi tujuan sosial 

juga merupakan tujuan pemidanaan, karena tujuan akhir alau tujuan utama dari 

politik krimioal ialah "perliodungan masyamkat untuk mencapal kesejahteraan 

masyarakat.319 

Pemidanaan baros didukung o!eh logika atau akal yang balk dan tak 

berpihak pada kepentingan indivirloalatau kelompok rertentu (bersifat onivOl'llal), 

hal ini penting demi arlanya keadilan bagi setiap pihak. Dengan rlemilrian 

:,Ha Harkrlstuti Harl<:risnowo, Pengaturan Mengenai &Jnksi Pidana Dalam R-KUHP 
Dalam Perspektlf Ham, dalam Komnas HAM & al!, Catatan Seminar, Pembaruan KUHP: 
Meninjau kembali bentuk-bentuk hukuman dalam RUU-KUHP, Bandung, 2005, him 56 

3
H

1 Barda NawaWi Arief, Bunga Rampai Kebij'akan Hukum Pidana, Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baro. Kencana, Jakarta, 2006, him 2 
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pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan rnasyarakat dari 

kejahatan rnelainkan melalui pernidanaan, terpidana dapat merubah prilakunya 

dan mau berlwmitment seeara sadar untuk hidup bermasyarakat dan menjadi 

lron1ributor pusitif dengan barsedia menjalani hidup sebagai agen moral. Olah 

!:arena fungsi tersebut, pumidanaan barns bertujuan agar terpidana dapat hidup 

lrembali sebagaimana mahluk sosial yang hidup ditengah masyarakat. 

Kesadaran moral akan sangat dipurlukan oleh terpidana untuk tujuan 

tersebut, oleh karena itu pemidanaan ini hams dirurnuskan sebagai suatu proses 

kesadaran moral. Proses ini bisa sungguh menyakitkan bagi orang-orang tertentu, 

tetapi jika berbaail, akan memperoleh manfaat yang lebih besar begi kehidupan 

sosial dan keadilan yang sesungguhnya akan dapat diwujudkan. 

Dalam kehidupan sosial, ada tindakan manusia justru mengakibatkan 

penderitaan bagi korban dan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa tindakan 

tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral (inwral), tindakan ini 

merupakan kejahatan, karena tindakan ini mengakibatkan panderitaan bagi 

masyarakat. Tindakan ini mengakibatkan apa yang menjadi tujuan masyarakat 

tidak mudah untuk dicapai. Oleh karena itu masyarakat butuh tindakan yang tepa! 

untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Pemidanaan dipilih sebagai 

altematif tarakhir dalam menyelesaikan masalah pidana Tetapi didasatkan pada 

nilai-nilai moral, maka pumidanaan tersebut tidak dimakaudkan untuk 

membarikan penderitaan yang lebib besar daripada yang dialami olah lrorban dan 

masyarakat. Melaiokan pumidanaan itu dirumuskan sademikian rupa sehingga 

terpidana dapat menyadari kesalahannya dan mau untuk hidup ditengah-tengah 

masyardkat sebagai agen-agen moral dalam meningkatkan kebahagiaan sosial. 

Jika dilibat dari uraian diatas, maka dipastikan dengan jelas bahwa 

narapidana yang kembali ketengah-teugah masyarakat dengan kesadaran moral 

dan bersama dengan anggota masyarakat yang lain mewujudkan tujuan 

masyarakat yalroi kebahagiaan sosial adalah lebih baik dibandingkan dengan 

mendera atau memberikan penderitaan selama menjalani pidana sebagai bentuk 

balas dendam. Dengan demikian, Pamidanaan yang dikahendaki adalah 

pumidanaan yang dijalankan dengan sistern perlindungan dan pemenuban hak 
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asasi dan pembinaan tetpidana, sehingga dapat menjadi orang yang berguM 

ketika kern bali ketengah-tengah kehidupan masyarakat_ 

Sistem penridanaan yang menjamin akan perlindungan hak asasi dan 

pembinaan tetpidana adalah sistem pemidanaan yang tujuannya adalah 

resosialiasL Resosialisasi merupakan upaya rasional dalam mencegah kejahatun 

dengan cara memberikan pengetahuan atau kesadaran kepada tetpidana sehingga 

dia dapal menyadari akan kejahatan yang dilakukannya dan bersedia untuk 

memperbailci kembali kesalahan yang dilakukannya dengan menjadi agen moral 

ditengah masyarakat. Selaln itu resosialisasi juga merupakan sarana untuk 

me!indungi hak asasi narapidana. 

Resosia!isasi tidak hanya sekedar untuk mencegah kajahatan yang dapat 

dilakukan kembali oleh tetpidana atau mencegah masyarakat agar tidak 

melakukan kejahatun yang sama atau kejahatan lainnya, melainkan resosia!isasi 

lebih sebagai proses komuni.kasi yang berdampak pada kesadaran moral dalam 

kehidupan sosial. Kesadaran moral inilah yang justru mencegah kejahatan secru:a 

efektif. 

Dengan melihat berbagai macam perangkat hukum baik nasional maupun 

internasional, resosialisasi telah didengnngkan sebagai suatu altematif terbaik 

untuk dijdikan sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri 

penghargaan terhadap HAM termasuk hak asasi narapidana Ielah dengan jelas 

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negru:a Republik Indonesia Tahun I945, 

khususnya pada pasal28 D ayat (I) : 

"Setiap orang berhak alas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang edii serta perlakaan yang sam a dihadapan hukum". 

Selain itujuga dapat dilibat daiarn Panal28 I ayat (I): 

"Hale untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekrum pikiran dan hat! 
nurani, hak baragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakai sebagal 
pribadi di hadapun hukum, dan hak untuk tidak dituntut alas dasar hukum yang 
beriaka surut adalah bak asasi manusia yang tidak dapat dilrurangi dalam keadaan 
apa pun•• 

Pasal 28 I ayat (5), mernperkuat adanya undang-undang mengenai 

perlindungan terhadap hak asasi narapidana : 

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH UI, 2009



218 

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan" 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah 

mempertegas akan adanya jaminan perlindungan hak asasi narapidana, sehingga 

narapidana yang masuk lembaga pemasyarakatan adalah menjalani hukuman 

bukan untuk dihukum. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat warga binaan 

pemasyarakatan untuk dibina sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Sistem 

pernasyarakatan adalah .suatu tatanan mengenai arnh dan batas, sert.a cara 

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterirna 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan daben pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebegul warga yang baik dan bertanggungjawah.310 

Dalam pandangan intemasional, resosialisasi merupakan hal yang sangat 

penting, dengan denrlkinn pertindungan hak asasi dan pembinaan nampidana 

sehingga narapidana dapat bidup dengan baik lagi ditengah-tengah kehidupan 

sosial berus dijamin dengan berbagai perangkat intemasional. Standard Minimum 

Rules For The Treatment of Prisoners, merupakan suatu statuta intemasional yang 

disepakati oleh Kongres PBB Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan 

Perlakuan terlladap para Pelanggar, yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 

1955, dan disetujui oleh Dewan Ekononrl dan Snaial dengan Resolusi 663 C 

(XXIV) 31 Juli 1957 dan Resolnai 2076 (LXIl) tanggal 01 Mei 1977. Statuta ini 

dikenal dengan istilah statuta Jenewa. Penrlkiran Dr. Sah&jo mengenai 

Pernasyarakatan, tidak menutup kemungkinan dipengarubi oleh statuta ini. 

Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners mengatur 

prinsip-prinsip dasar lembaga pemenjaraan yang harus meminimalkan berbagai 

perbedaan diantara kehidupan dalam penjara dengan kebidupan yang bebas. 

Sebagaimana dalarn perangkat hukum nasional, hal-hal itu yakni mengenai 

320 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal1 ayat (2) 
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pencatatan identitas diri nllillpidana, kategori-kategori penempetan narapidana, 

akomodasi, kebersihan pribadi, pakaian narapidana dan ternpat tidur, makanan, 

pelayanan kesebatan, dan lain-lain, diatur dalam Standard Minimum R:ules ini, 

misainya, dalam hal pembarian pakaian, perlengkapen tidur, ketersediaan obat­

obatan dan petugas medis serta masalah sanitasi dan ventilasi kamar atau sel 

narapidana Dalam stand.ar minimum rules init secara tegas menyebutkan ubak 

yang hilang daripada narapidanaltahanan hanyalah hak atas kehebasan, Akan 

tetapi bak-hak lain yang melekat peda dirinya barus tetap diberikan selama 

mereka menjalani ma.sa pidanalmasa tahanannya••. 

International Covenant On Civil And Political Rights, sebagaimana telah 

di ratifikasi oleb negara Indonesia melalui Undang-Undang No, 12 Tahun 2005 

Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights 

(Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 10 Kovenan tersebut 

mempertegas akan perlindungan bak asasi narapidana yakni: 

1) Setiap orang yang dirampas kehebasannya wajib diperlakukan seeara 
manusiawi dan dengan menghonnati martabat yang melekat peda diri 
rnanusia; 

2) Tersangka. kecuali dahan keadaan-keadaan yang sangat khusus, barus 
dipisahkan dari orang yang Ielah dipidana, dan diperlakukan secara herheda 
sesuai dengan statusnya sebagai orang yang helurn dipidana, 

3) Terdakwa di bawah urnur harus dipisahkan dari orang dewasa daa secepet 
munglcin segera dihadapkan ke sidang pengadilan; 

4) Sistem pemasyarakatan barus memiliki tujuan utama memperbaiki dan 
melakukan rebabilitasi dalam mempetlakukan narapidana Terpidana di bawah 
umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia 
dan status hukum mereka321 

Dengan melihat perangkat-perangkat hukum baik nasional dan 

intemasional~ maka resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan dengan maksud 

perlindungan hak asasi dan pembinaan narapidana semakin dapat diterima sebagai 

tujuan pemidanaan yang logis dan hetsifat universal. Dengan demikian sudah 

tepatlab apabila di Indonesia menggunakan resosialisasi sebagai tujuan 

pemidanaan. 

~1 lihat International Covenant On Civil And Political Rights, artiCle 10 
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Pembaruan pemidanaan tentunya dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai 

faktor, antara lain persoalan pemidanaan dalam konteks legalitas dan living law, 

persoalan pemidanaan berdasarkan norma agama dan adat kemudian persoalan 

pemidanaan berdasarkan norma universal, dimana telah terjadi perkembangan 

dalam pemikiran mengenai pemidanaan kbususnya tujuan pemidanaan, dan 

perkembangan HAM. 

Dalam Rancangan KUHP lahun 2008, Pasal 54 ayat (I) menyalakan 

bahwa trduan pemidanaan adalah: 

a) mencegah dilaknkannya kejabatan dengan menegakan nonna hu!rum 
demi pengayoman masyarskat; 

b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadi orang yang balk dan berguna; 

c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh kejabatan, memulihkan 
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan 

d) membebaskan rasa bersalab pada terpidana322 

Tujuan pemidanaan diatas adalab rumusan yang labir dari beibagai 

pemikiran bu!rum pidana. Tnjuan yang partnma sampai ketiga dipengaruhi oleh 

pandangan utilitarian. Tujtlllll yang pactama yakni mencegab atan "dete"ence". 

Tujuan yang kedua yakni memasyarakatkan terpidana merupakan konscp yang 

dimaksud oleh Resosialisasi dengan sistem Rehabilitasi dalam istilab ultilitarian. 

Scdangkan tujuan yang kctiga labir dari pemikiran Restorative. 

Tentunya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan melalui 

ketaa!l!n terhadap norma-norma hu!rum pidana agar masyarakat dilindungi dan 

narapidana dapat dibina dengan baik. Dan dalarn pentahapan pemidanaan diatas 

baik menjalani pidana sebagaimana putusan pengadilan yang telab mengalami 

kekuatan hukum tetap ataupun menjalani akibat dari perubaban atau penyesuaian 

pidana, akhimya selalu berakbir dimana terpidana kembali ketengab-tengab 

masyarakat untuk mewujudkan tujuan sosial, yakni kebahagiaan sosial. 

Dengan demikian tujuan pemidanaan yang diauut dalarn Rancangan 

KUHP tahun 2008 lebih cendrung ke arab Utilitarianisme dengan menggunakan 

Resosialisasi sebagai tujuan pem.idanaan yang paling utarna sehagaimana dengan 

""Lihat Ranoangan KUHP tahun 2008, Pasal 54 ayat (1) 
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jelas dirwnuskan dalam Pasal 54 ayat (l) b, yakni: "memasyarakatkan terpidana 

dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna'~. 

5.2 Saran 

Dalam pembaroan KUHP, hendaknya nilai-nilai yang akan dijadikan 

sebagai norma hukum pidana, bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat, sehingga hukum lersebut akan menjadi cermin dari nilai-nilai yang 

ada didalam masyarakat. Namun dalam mengintepretastkan nilai-nilai tersebut 

untuk dijadtkan norma hukum posltif, hendaknya legislator menggonakan filter 

Paneasila dan nilai-nilai universal. Nilai-nilai moral yang diangkat menjadi norma 

positif hukum pidana dapat diterima secara rnsional dan tentunya karena menjadi 

norma positif hukum pidana secam nasional, norma tersebut tidak terkesan 

berpihak pada kelompok masyarakat tertentu. Legislator harus memegang prinsip 

utama moral yakni "prinsip u!ilitas". Legislator harus memilih nilai-nilai moral 

mana yang hendak akan diadopsi kedalam hukum positif agar dapat berlaku 

secara nasional dan efektif. Dengan demikian nilai moral yang masak aka! dan 

tidak memihak kelompok manapun (universal) serta dapat diprediksi akan 

mernbawa kebahagiaan yang sangat besar dalarn masyarakat, nilai moral 

tersebutlah yang dipilih. 

Pemidanaan mempunyai tujuan yang lebih mulia dari sekedar 

menghukum, pemidanaan merupakan upaya rasional untuk mencegah kejahatan, 

dengon memberikan perlindungan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi 

serta pembinaan narapidana. Narapidana menjalani pemidanaan bukan hanya 

sekedar menghabiskan waktu menikmati penderitaan dalarn penjara, melainkan 

menggonakan waktu tersebut untuk menyadari kesalahannya dan akhimya 

berkomitmen aniak tidak akan melakuken kejahatan lagi. Dengan demikian 

hendaknya segala program pembinaan didalarn lembaga pemasyarakatan harus 

segera di tingkatkan kualitasnya dan lebih sesuai dengan kebutuhan narapidana, 

kerena dengan adanya program pembinaan yang efektif tersebut narapidana akan 
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memiliki modal yang cukup yang nantinya akau dimanfaatkan olehnya kelak 

ketika kembali ketengah-tengah masyarakat. 

Dalarn mewujudkan resosialisasi sebagai tujuan pernidauaan segala 

aspekpu harus mendukung, penegak hukum khususnys hakim harus memahami 

bend apa yang menjadi tujuan pemidanaan terlebih resosialisasi sebagai tujuan 

pemidanaan, Dengan adanya pemahaman ini bendakaya hakim tidak sembarungan 

menjatuhkan pidana, padahal kita tabu bersama bahwa pidana itu bagaikan obat 

yang barns ditelan oleh terpidana agar dia sembub dari sakit jahat yang 

dialaminya, sehingga kalau hakim justru salah memberikan obat, maka sudah jelas 

terpidana tidak akan sembub malahan jahatuya bisa lebih patah misalnya dengan 

menjadi residivis, K.alau obat itu terlalu kerns seperti pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup, maka pemidauaan itu tidah dapat lagi disebut sebagai 

upaya. pencegahan kejahatan melaiukan sebagai sarana te.rbaik untuk melakakan 

kejabatan yang legaL Oleh karena itu bakim juga tidah beleh rnerasa hebat karena 

kekuasaan untuk memidana ada ditangannya, hakim juga perlu untuk memahami 

hale asasi manusia termasuk hak asasi terpidana. Selain itu, khusus untuk Hrucim 

Pengawas dan Pengarnat agar supaya menjalaukan tugas dan wewenangnys 

sebaik mungkin karena dengan fimgsi tersebut narapidana akan dapat dikontrol 

dan diperbatikan apakah pidana yang dijatuhkan padanya efektif atau tidah. 

Hakim aJarn lebih memutuskan pidana penjara hanya untuk kejahatan­

kejahatan yang dikategorikan serius yakni segala jenis kejahatan/tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara lima tahun keatas (dalam RKUHP talmn 

2008 yskni kejahatan yang diancam dengan pidana penjara diatas tujub tahun). 

Dengan berkurangnys penghuni Lembaga Pemasyaeakatan akan semakin 

berimbang jumlah Petugas Pemasyaeakatan dengan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, dengan demikian pengawasan aJarn semakin mudah dan 

terkendali sebagaimana pemasyarakatan yang balk, Akibatnya pembinaan aJarn 

sangat efektif karena bersifat individual dan sering dilakakan. 

Khusus Wltuk Petugas Pemasyaeakatan, tidak ada manusia yang sempuma, 

tetapi hendaknya petugas pemasyaeakatan harus lebih baik dari segi moral 

dibandingkan narapidana. Dengan demikian petugas pemasyarakatan akan 
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menjadi panutan yang baik yang akan diikuti oleh narapidana karena orang akan 

mengikuti prilaku orang lain yang sering berkomunikasi dengannya. Akan 

menjadi baban cemoohan dan babkan tidak baik dalam proses pembinaan apabila 

petugas pemasyarakatan lebih buruk dibandingkan narapidana. Untuk menutupi 

kekurangm tersebut hendalmya juga dibuat program pe!atihan HAM serta 

pembinaan bagi pemgas pernasyarakatan seeara rutin dan berkala. Petugas 

Pemasyanakatan barns memabarni filosofis pemidanaan yang bertujuan 

resosialiasi. Semua hal ini diperlukan demi berjalanannya sistem pemasyarakatan 

sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan yang melindungi hak asasi narapidana. 

Narapidana adalab manusia yang sarna seperti penegak hukum, yang 

membedakannya hanyalab sejarah hidup masa lalu dan kondisi kekinian yang 

dialami. Sehingga narapidana juga memiliki hak-hak dan nilai-nilai yang 

mendasar sebagaimana. layaknya manusia yang lain. Dengan demikian hendaknya 

dalam praktek pemidanaan. perlakuan penegak hukum dan masyanakat terbadap 

narapidana sebagaimana layaknya manusia pada umunmya. Dengan dasar inilah 

maka pemidanaan bertujuan "memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna" dapat diwujudkan. 

Masalah yang ada dalarn Lembaga Pemasyarakatan seperti over capasity, 

dan lain-lain, barns diperhatikan dan menjadi prioritas untuk segera disel.asalkan. 

Pemberlakuan R.KUHP tahun 2008 semakin cepat lebih baik, karena dengan 

demikian ukan segera berlakn berbagai ketentuan sanksi pidana dan tujuan 

pemidanaan yang bisa menjawab masalab-masalab pemidanaan tersebut, yakni 

adanya pidana kelja sosial~ pidana pengawasan, rehabilitasi atau 

pendidikan/pelatihan, disamping pidana denda dan pidana bersyarat loinnya. Jika 

segala hal ini dapat diatas~ maka resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan akan 

sangat mudab diwujudkan. 

Hal yang sangat penting dalam konteks pemasyarakatan untuk terciptanya 

resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan) adalah perlu diadakan berbagai macam 

peraturan yang konkret mengenai resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan, jangan 

hanya sakedar meratifikasi berbagai perangkat internasional mengenai 

perlindungm hak asasi narapidana, tetapi juga dengm inisiatif legislasi, dapat 
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dibuat berbagai peraturan perundang-Wldangan yang tidak bertentangan baik 

secara landasan filosofis maupun praktis dalam pasal-pesal, sehingga bangsa 

Indonesia memllikl tujuan pemidanaan yang logis dan universal demi 

rerwujudnya kebahagiaan sosial, 
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